WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR & TAHUN 2025
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. a.

1.

WALI KOTA BENGKULU,

bahwa Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu tidak sesuai lagi
dengan kondisi saat ini setelah terbitnya Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada
Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kota Bengkulu;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Undang-Undang Nomor 89 Tahun 2024 tentang Kota
Bengkulu di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 275, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7026);
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Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi PRengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor
34, Tambahan Lembaran Negara Republik n<donesia
Nomor 2854};

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Taliun 21117 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peme-intah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manaiemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tatiun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan leraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tent:ng Pr ubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Neysci Nomoer 20 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk “lukum Daer i {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecii dan
Menengah Nomor 13/PERM.KUKM/X/20.6 tentang
Pedoman Nomenkiatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 20! tentan

Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Prooinsi dan
Dinas Sosial Daerah Kota (Berita Negara rpublik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590j;

Peraturan Menteri Pariwisata Nowor 21 Tahun 2016
tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang
Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tanun 2016
Nomor 1997);
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Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
26 /PERMEN-KP/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah
Propinsi dan Kota yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan di Bidang Eelautan dan Perikanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan
Provinsi dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1440);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang i’ed>man
Nomenklatur Perangkat Daerah vang Melaksanakan
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan
Permungkiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1574);

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangka: Daerah

dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahiapa (Ferita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Flomor
1486);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 39 Tanun 2016 Tentang
Penetapan Hasil Pemetaan dan Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah Bidang Pertanahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1987);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/
OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklati-, Tugas
dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan
Pertanian Daerak Provinsi dan Kota (Beritz Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47
Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1298);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016
tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas
Kesehatan Provinsi dan Kota (Berita Negara hepublik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502};

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kchutanan
Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2G16 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan
Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang
Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tal1in 2016
Nomor 1324);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provins: <an Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahin 2016
Nomor 1906);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun
2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi
Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan neivarga
Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 201¢ rentang
Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di
Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1266};

Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1385);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Talun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan
Pemerintahan Bidang Kearsipan {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1345);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat
Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor | 208);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi
dan Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197):

Peraturan Menter: Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017
tentang Pedomanri Nomenklatur, Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah, Urusan Pemerintah Bidang
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 10};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang
Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604):
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Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Takun 2018
tentang Pedoman Nomenklatur Perzngkat Daerah Provinsi
dan Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan
bidang Perindustrian (Berita Negara Republik indonesia
Tahun 2018 Nomor 849);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudiukan dan
Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kota (Zorits Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nowor 202}

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahiin 2020
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kote (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283Y;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2071 tentang

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam .labhatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indoresia T .15 2021
Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 rentang
Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara !Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155}
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistern
Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 181);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
36 Yahun 2023 tantang Pedoman Nomenklatur Mrra 1gkat
Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daciih vang
menyelenggarakan  Urusan Pemerintahan Bidang
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 1039);

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2010
tentang ' Badan Penanggulangan Bencana Deserah
(Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2010
Nomor G1};
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40. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016

41,

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun
2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah aengan
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021
tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Ko*a Bengkulu
Tahun 2021 Nomor 10};

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa darn  Politik
(Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021
Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUEKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

PERANGKAT DAERAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Kota adalah Kota Bengkulu.

Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah vang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan vaig menjadi
kewenarngan daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Bengkulu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerzh yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Bengkulu.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Bengkulu.

Sekretariat Daerah Kota Bengkulu adalah wuasur staf
Pemerintah Kota Bengkulu.

Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhad ap DPRD
Kota Bengkulu.

Dinas adalah Dinas Daerah Kota Bengkula.

Badan adalah Badan Daerah Kota Bengkulu.
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10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnva disebut
UPTD adalah pelaksana kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang vang herada di
bawah Dinas/Badan.

11. Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang
diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat
yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang
sesuai dengan profesinya dalam rangka mandukung
kelancaran tugas Perangkat Daerah.

12. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi
pemerintah.

13. Tim Kerja adalan sekelompok individu yang bekerja
bersama-sama secara terorganisir dan terkoordinasi demi
mencapai tujuan tertentu.

Pasal 2
Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan wah <ota ini
meliputi:
a. kedudukan, susunan organisasi, tugas dar fungsi
Sekretariat Daerah;

b.  kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi
Sekretariat DPRD,

c. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi
Inspektorat Daerah;

d. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas;
dan

e. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan.

BAB I

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI
SEXKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3
(1) Sekretariat Daerak merupakan unsur staf dengan tipe B.

(2) Sekretariat Daerah berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Wali Kota.

(3) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Dae al:
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4
Sekretariat Daerah terdiri atas:
Staf Ahli Wali Kota;
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

Asisten Perekonomian dan Pembangunan;

e 0 v

Asisten Administrasi Umum; dan
€. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Staf Ahli Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri atas:

a. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan
Politik;

b. Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasvarakatan dan
Sumber Daya Manusia;

c. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan. “konomi
dan Keuangan.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Bagian Pemerintahan terdiri atas kelompok jabatan
fungsional.

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri atas kelompok
jabatan fungsional.

c. Bagian Hukum terdiri atas kelompok jabatan
fungsional.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf c terdiri atas:

a. Bagian Perekonomian dan Sumber Dayva Alam terdiri
atas kelompok jabatan fungsional.

b. Bagian Administrasi Pembanginan ferc.  atas
kelompok jabatan fungsional.

c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa teicdiri atas
kelompok jabatan fungsional.

Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d, terdiri atas:

a. Bagian Umum terdiri atas kelompok jabatan
fungsional.
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b. Bagian Organisasi terdiri atas kelompok jabatan
fungsional.

¢. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpin: ~. terdiri
atas:

a) Sub Bagian Protokol; dan
b) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Sekretariat Daerah

Pasal 5

Sekretariat Daeran mempunyai tugas membantu Wali
Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian
administratif terhadap pelaksanaan kegiatan Perangkat
Daerah serta pelayanan Administratif,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sekretariat Daerah menvelensgarakan
fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;:

b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Perangkat
Daerah;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Daerah;

d. pelayanan Administratif dan pewnbinaan a»aratur
sipil negara pada instansi daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Staf Ahli Wali Kota

Pasal 6

Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan
Politik menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan penelaahan dan pengkajian kebijakan
daerah yang berkenan dengan pemerintahan, hukum
dan politik;

b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah yang
berkenan dengan pemerintahan, hukura dan politik;
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pengoordinasian pelaksanaan tugas “erangkat
daerah yang berkenan dengan pemerintahan, hukum
dan politik;

pemantauan dan pengevaluasian peliksanaan
kebijakan yang berkenaan dengan penierintahan,
hukum dan politik;

pelaksanaan fasilitasi dalam melakukan penclaahan
dan kejian yang berkenaan dengan pemerintahan,
hukum dan politik; dan

pelaksanaan tugas lain yvang diberikan Wali Kota
melalui Sekretaris Daerah sesual tuvas dan
fungsinya.

Staf Ahli Wali Kova Bidang Kemasyarakatan aa . Sumber
Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

a.

penyusunan penelaahan dan pengkajian kebijakan
daerah yang berkenan dengan kemasyarakatan dan
sumber daya manusia;

pengoordinasian penyusunan kebijakan duerah yang
berkenaan dengan kemasyarakatan dan sumber daya
manusia,

pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
daerah yang berkenaan dengan kemasyarakatan dan
sumber daya manusia;

pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan
kebijakan yang berkenaan dengan kemasyarakatan
dan sumber daya manusia;

pelaksanaan dalam melakukan penelaahan dan
kajian yang berkenaan dengan kemasvaralaian dan
sumber daya manusia; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan \Wali Kota
melalui Sekretaris Daerah sesuai tugas dan funginya.

Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan
Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a.

penyusunan penelaahan dan pengkajian lebijakan
daerah yang berkenaan dengan pembangiinan,
ekonomi dan keuangan;

pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah yang
berkenaan dengan pembangunan, ekonomi dan
keuangan;

pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
daerah yang berkenaan dengan pembangunan,
ekonomi dan keuangan;
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pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan
kebijakan yang berkenaan dengan oembangunan,
ekonomi dan keuangan;

pelaksanaan fasilitasi dalam melakukar penelaahan
dan kajian yang berkenaan dengan pembangunan,
ekonomi dan keuangan; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota
melalui  Sekretaris Daerah sesua’ tugas dan
fungsinya.

Paragraf 3

Asisten Pemerintahian dan Kesejahteraan Rakvat

Pasal 7

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerail dalam
penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan
dan hukum, dan pengoordinasian penvusunan kebijakan
daerah di bidang kesejahteraan rakyat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

penyusunan kebijakan daerah di bidang
pemerintahan dan hukum;

pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di
bidang kesejahteraan rakyat;

pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
daerah di bidang pemerintahan, hukum dan
kesejahteraan rakyat;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang pemerintahan dan hukum;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak
yang tidak diinginkan, dan faktor yang
mempengaruhi pencapaian ‘ujuan kebijakan di
bidang kesejahteraan rakyat;

penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi
pemerintahan dan pembanguran sertz sumber daya
aparatur dibidang pemerintahan, hukum dan
kesejahteraan rakyat; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan 3ekretaris
Daerah di bidang pemerintahan, hvlum dan
kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan
tugasnya.
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Pasal 8

Asisten Pemerintahan dan esejahteraan  Rakyat
membawahi:

a. Bagian Pemerintahan;
b.  Bagian Hukum; dan
c. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 9

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan daerah. pengoordinasian
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, p=laksanaan
pembinaan administrasi  di bidang  administrasi
pemerintahan, administrasi kewilayahan dan keria sama
dan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dim: .sud pada

ayat (1), Bagian Pemerintahan menyelen ggaraken hingsi

a. penyiapan bahan perumusan kebijaka: daerah
di bidang administrasi pemerintahan, administrasi
kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daeraly;

b. penyiapan bahan pengoordinasian  perumusan
kebijjakan  daerah  di bidang  administrasi
pemerintahan, administrasi kewilayahan dan
kerjasama dan otonomi daerah;

C.  penyiapan bahan pengoordinasian pelaksa=.ian tugas
Perangkat Daerah di  bidan g administrasi
pemerintahan. administrasi kewilayahan  dan
kerjasama dan otonomi daerah;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi
pemerintahan, administrasi kewilayahan dan
kerjasama dan otonomi daerah;

€. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan
administrasi di bidang administrasi pemerintahan,
administrasi kewilayahan dan kerjasama dan
otonomi daerah;

f.  penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD);

g penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung-
jawaban (LKPj); dan

h. pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakvat  vang
berkaitan dengan tugasnva.
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Pasal 10

Bagian Pemerintahan terdiri atas Kelompok .abatan
Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian Pemerintahan
dan dibantu oleh Tim Kerja yang bertanggungjawab
kepada Kepala Bagian.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bagian
Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada avat (1),
meliputi:

a. Tim Kerja Administrasi Pemerintahan;

b. Tim Kerja Administrasi Kewilayahan;

c. Tim Kerja Kerjasama Otonomi Daerah.

Pasal 11

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan ‘daerah, pengerrdinasian
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-v ndangan,
bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijekan daerah
di bidang perundang-undangan, ban‘uair hukum
serta dokumentasi dan informasi;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah di bidang perundang-undangan,
bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;

¢. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di di bidang perundang-undangan,
bantuan hukum serta dokumentasi dan infcrmasi;

d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi di bidang perundang-undangan hantuan
hukum serta dokumentasi dan informasi; dan

e. pelaksaaan fungsi lain yvang diberikan olet Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakvat yang
berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 12

Bagian Hukum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
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Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum dan
dibantu oleh Tim Kerja yang bertanggungjawah kepada
Kepala Bagian.

Kelompok Jabatan Fungsional di Bawah Bagian Hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Tim Kerja Perundang-undangan;
b. Tim Kerja Bantuan Hukum;
¢. Tim Kerja Dokumentasi dan Informasi.

Pasal 13

Bagian Kesejahteraan Rakvat mempunvasi tugas
melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan
kebijjakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan
sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bagian Xesejahteraan Rakyat menvelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian pcrumusan
kebijakan daerah di bidang keagamaan,
kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;

b.  penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bhidang keagamaan,
kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;

€. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah terkait prircapaian
tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial
dan kesejahteraan masyarakat;

d. penyiapan bahan pelayanan administrasi
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di
bidang keagamaan, Kkesejahteraan sosial dan
kesejahteraan masyarakat; dan

e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan olel Asisten
Pemerintahar: dan Kesejahteraan Rakvat yang
berkaitan derigan tugasnya.

Pasal 14

Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.
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Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian Kesejahteraan
Rakyat dan dibantu oleh Tim Kerja yang
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawals Bagian
Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi:

a. Tim Kerja Kesejahteraan Sosial;

b. Tim Kerja Kesejahteraan Masyarakat;

c. Tim Kerja Bina Mental dan Spiritual.

Paragraf 4
Asisten Perekonomian dan Pembangunar
Pasal 15

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai
tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan
kebijakan daerah dan pengoordinasian peayusunan
kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber
daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang
dan jasa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimans dimaksud pada

ayat (1), Asisten Perekonomian dan Pembangunan

menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di
bidang perexonomian dan sumber daya alam,
administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya
alam, administrasi pembangunan, pengada:n harang
dan jasa;

€. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan
barang dan jasa;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keb’jakan
daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan %ebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakar, dampak
yang tidak diinginkan, dan faktor vyang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di
bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan
administrasi pembangunan; dsn

f.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
sekretaris daerah di bidang perekonomian dan
sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan
pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan
tugasnya.
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Pasal 16

Asisten Perekonomian dan Pembangunan membavsahi:

a.
b.
C.

(1)

(2}

(3)

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
Bagian Administrasi Pembangunan; dan
Bagian Pengadaarn: Barang dan Jasa.

Pasal 17

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam membantu
Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijak«n daerah
di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perelonomian,
dan sumber daya alam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan
BLUD, perekonomian, dan sumber dava alam.

b.  penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang pembinaan [1:'MD dan
BLUD, perekcnomian, dan sumber daya alara;

Cc. penylapan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah terkait perncapaian
tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD,
perekonomiari, dan sumber daya alam; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberil:an oich Atasan
yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 18

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian Perekonomian
dan Sumber Daya Alam dan dibantu oleh Tim Keria vang
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bagian

Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Tim Kerja Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan
BLUD;
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Tim Kerja Sumber Daya Alam; dan
¢. Tim Kerja Perekonomian.

Pasal 19
Bagian Administrasi Pembangunan mempun.ai tugas
melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan

kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang penyusunan prcgram,
pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bagian Administrasi Pembangunan

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah di bidang nenyusunan program,
pengendalian program dan evaluasi den pelaporan;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah dibidang penyusunan program,
pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah terkait proncapaian
tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang penyusunan program,
pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;

d. penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan sebagai
bahan perumusan kebijakan program pembangunan

daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberiker olen Asisten
Perekonomian dan Pembangunan vang b rkaitan

dengan tugasnya.

Pasal 20

Bagian Administrasi Pembangunan terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian Adarinistrasi
Pembangunan dan dibantu oleh Tim Kera vyang
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bagian
Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi:

a. Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan,;
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b. Tim Kerja Pengendalian Program,;
¢. Tim Kerja Penvusunan Program.

Pasal 21
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunval tugas
menyelenggarakan dukungan Pengadaan Baran: <ian Jasa

pada Pemerintah Kota Bengkulu dar meliksanakan
penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan
pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi
pengadaan barang dan jasa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan pengadaan barang/jasa
b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik

€. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan
pengadaan barang/jasa

d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi dar./atau
bimbingan teknis pengadaan barang/jasa

e. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di
bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa,
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik,
pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

f. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan
barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan
secara elektronik, pembinaan dan advokasi
pengadaan barang dan jasa;

g  penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan
barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan
secara elektronik, pembinaan dan advokasi
pengadaan barang dan jasa;

h. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan
pengadaan barang dan jasa, pengelolazn lavanan
pengadaan secara elektronik, pembinaan dar
advokasi pengadaan barang dan jasa; dan

i.  pelaksaaan fungsi lain yang diberikan olen Asisten
Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan
dengan tugasnya.
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Pasal 22

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa dan dibantu oleh Tim <ri’a vang
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawal Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi:

a. Tim Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;

b. Tim Kerja Pengelolaan Layanan Pengadazu Secara
Elektronik;

¢. Tim Kerja Pembinaan dan Advokasi Pengadan 1 i3arang
dan Jasa.

Paragraf 5
Asisten Administrasi Umum
Pasal 23

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu
Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan lkebijakan,
penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian
penyusunan kebijakan daerah di bidang umum,
organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan

fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, prctokol dan
komunikasi pimpinan;

b. penyusunan kebijakan daerah di bidang or-anisasi,

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas rerzngkat
Daerah di bidang organisasi;

d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi
pimpinan;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang organisasi;

f. penyiapan pelaksanaan pembinaan adminisirasi dan
ASN pada instansi daerah; dan

g. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh 3 :kretaris
Daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan
komunikasi pimpinan yang berkaitan dengan
tugasnya.
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Pasal 24

Asisten Administrasi Umum membawahi:

a.
b.
C.

(1)

(2)

(2)

(3)

(1)

Bagian Umum;
Bagian Organisasi; dan
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Pasal 25

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan
evaluasi di bidang tata usaha Pimpinan, Staf Ahli dan
Kepegawaian, keuangan, rumah targga dan perlengkapan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penylapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
tata usaha pimpinan, staf ahli dan keyergawaian,
keuangan, rumah tangga dan perlengkapan:

b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi di bidang tata usaha nimpinan, staf ahli dan
kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan
perlengkapan; dan

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

~ Pasal 26
Bagian Umum terdiri atas Kelompok vabatan ¥ ngsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana cdimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian Umum dan
dibantu oleh Tim Kerja yang bertanggungjawal> kepada
Kepala Bagian.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bagian Umum

sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, meliputi:

a. Tim XKerja Tata Usaha Pimpinan. Staf \hli dan
Kepegawaian,;

b. Tim Kerja Keuangan;

¢c. Tim Kerja Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Pasal 27

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan
tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bagian Organisasi menyelenggarakan furngsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di
bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan
publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi
birokrast;

b. penyiapan bahan  pengoordinasian  perumusan
kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis
jabatan, pelayanan publik dan tata laksina serta
kinerja dan retormasi birokrasi;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis
Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta
Kinerja dan Reformasi Birokrasi;

d. penyiapan bahan pemantauan dan  evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelcmbagaan
dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata
laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi: dan

e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 28

Bagian Organisasi terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana limaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian Organisasi dan
dibantu oleh Tim Kerja yang bertanggungjawab kepada
Kepala Bagian.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bagian Organisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Tim Kerja Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
b. Tim Kerja Kinerja dan Reformasi Birokrasi; i n
c. Tim Kerja Pelayanan Publik dan Tata Laksanra.

Pasal 29

Bagian Protokol dan Komunikasi mempunyai tugas
melaksanakan  penyiapan pelaksanaan  kebijakan,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
di bidang protokol, komunikasi pimpin=1.  dan
dokumentasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimanan dima«ssud pada
ayat (1), Bagian Protokol dan Komunikasi rimpinan
menyelenggarakan fungsi:




WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

-22-

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebyakan -ii bidang
protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;

b.  penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi
pimpinan, dan dokumentasi;

¢. penyiapan bahan pengkoordinasian yang bersifat
penting dan mendsak sesuai kebutuhon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah di bidar. :ntokol,
komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol,
komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan

e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan olen Asisten
Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 30

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri at:;

a.
b.

(1)

Sub Bagian Protokol; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 31

Sub Bagian Protokol sebagaimana dimaksud pada Pasal
30 huruf a mempunyai tugas melaksanakan tata
protokoler dalam rangka mengoordinasikan persiapan dan
pelaksanaan tata tempat, tata upacara .lan tata
penghormatan dalam kegiatan upacara, penvaimbutan
tamu pemerintah daerah, menyiapkan bahan koordinasi
dan/atau fasilitasi keprotokolan, menyiapkan bahan
informasi acara dan jadwal kegiatan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah, menginformasikan jadwal dan
kegiatan Pemerintah Daerah, melaksanakan koordinasi
dan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah dan melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang
berkaitan dengan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Protokol dan XKomunikasi Pimpinan
menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan tata protokoler dalam  rangka
penyambutar. tamu Pemerintah daerah:

b. penyiapan bahan koordinasi dan/atau iasilitasi
keprotokolan:

c.  penylapan bahan informasi acara dan jadwa! kegiatan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
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d. penyiapan jadwal dan kegiatan Pemerintah daerah;
dan

e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatar. Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 32

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian Proiokol dan
Komunikasi Pimpinan dan dibantu oleh Tim Kerja yang
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bagian Protokol
dan Komunikasi Pimpinan sebagaimara dimaksud pada
ayat (1), meliputi:

a. Tim Kerja Dokumerntasi Pimpinan; dan

b. Tim Kerja Kemunikasi Pimpinan.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 33

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan dengan
tipe B.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara
teknis operasional berada di bawah daa bertanggungjawab
kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif
bertanggungjawab kepada Wali Kota melalu. 3ekrataris
Daerah.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRT).

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 34

Sekretariat DPRD terdiri atas:

da.

b.

Bagian Umum dan Keuangan;

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan:
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c. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan: dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Tugas, dan Fungsi Sekretariat DPRD
Pasal 35

(1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menvelenggarakan
administrasi dan keuangan mendukung pelaiksanaan
tugas dan fungsi DPRD, serta menvediaikan dan
mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan cieh DPRD
dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan
kebutuhan.

(2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat
(1}, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:

Penyelenggaraan admnistrasi kesekretariatan DPRD;
Penyelenggaraan administrasi keuangan DPIID,
Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; do

Penyediaan dan pengoordinasian tenaga hli yang
diperlukan oleh DPRD.

a0 o

Pasal 36

Sekretariat DPRD terdiri atas:

a. Baglan Umum dan Keuangan;

b. Bagian Persidangan dan Perundang-undengan: «.an
c. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasarn

Bagian Keempat

Bagian Umum dan Keuangan

Pasal 37
(1) Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kepepawaian
dan keuangan di lingkungan Sckretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.

{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan
fungsi:

a. penyusunan rencana, program dan kegiatan
Sekretariat;

b. penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariar DFPRD;

c. pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD:
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pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;

pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas anggota
DPRD;

pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan
DPRD;

penyediaan fasilitasi fraksi DPRD;

penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan
kebutuhan rimah tangga DPRD;

penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana DPRD;

penyelenggaraan pengelolaan aset vang menjadi
tanggung jawab DPRD;

penyusunan perencanaan enggaran Sexretariat
DPRD;

pengevaluasian bahan perencanaan anggaran
Sekretariat DPRD;

pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhan
rumah tangga Sekretariat DPRC;

pelaksanaan verifikasikebutuhan periengkapan
sekretariat DPRD;

penyelenggaraan penatausahaan keuangan
Sekretariat DPRD;

pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan
Sekretariat DPRD;

pengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat
DPRD;

pelaksanaan verifikasi pertanggunyiawaban
keuangan Sekretariat DPRD;
pengevaluasian laporan pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;

pengkoordinirr dan mengevaluasi laporan keuangan
Sekretariat DPRD;

pengevaluasian pengadministrasian dan =i imansi
keuangan Sekretariat DPRD;
penyusunan laporan kinerja dan  anggaran

Sekretariat DPRD;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan Sekretariat DPRD;

penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
pelaksanakan tugas lain vang diberilzan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Pasal 38

Bagian Umum dan Keuangan terdiri atas:

a.
b.

(1)

(2)

(1)

(3)

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 39

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, mempunyai tugas
melakukan penyusunan program kerja, melaksanakan
tata Kkelola surat menyurat naskah dinas, kearsipan,
administrasi kepegawaian, pembuatan daftar Urut
kepangkatan dan formasi pegawai menganalisis
kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli dan
pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksana surat-menyurat dan naskah dinas
Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD:

b. Pelaksana kearsipan;

¢.  Penyusun administrasi kepegawaian;

d. Penyusun rencana kerja operasional kegiatan
pelayanan administrasi kepegawaian;

e. Penylapan bahan administrasi kepegawaian;

f.  Penganalisis kebutuhan dan merencenakan
penyediaan tenaga ahli;

g Penyiapan bahan administrasi pembuatan daftar
Urut kepangkatan dan formasi pegawai; da:,

h. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 40

Bagian Umum cdan Keuangan terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana <imaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian Umum dan
Keuangan dan dibantu oleh Tim Kerja yvang
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bagian Umum
dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada avat (1),
meliputi:

a. Tim Kerja Rumah Tangga;

b. Tim Kerja Program dan Keuangan:.
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Bagian Kelima

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Pasal 41
Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
melaksanakan  tugas melaksanakan, menyusun,

menyiapkan dan merencanakan kajian perundang-
undangan, persidangan dan perisalah, hurias, protokol
serta publikasi di lingkungan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyac Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana aima- i pada
ayat (1), Bagian Persidangan dan Ferundang-.ndangan
menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggarakan kajian perundang-undangan:

b. pemfasilitasi penyusunan program pembentukan
peraturan daerah;

¢. pemfasilitasi penyusunan Naskah Akademix dan draf
Raperda inisiatif;
d. memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis

produk penyusunan peraturarn prrundang-
undangan;

€. mengumpulkan bahan penyiapan draf Raperda
Inisiatif;

f.  memfasilitasi penyelengaraan persidangan;

g. penyusunan risalah rapat;

h. mengoordinasikan pembahasan Raperda:

i.  memverifikasi, mengoordinasikan dan mengcvaluasi
daftar Inventaris masalah (DIM;

J.  memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi
risalah rapat;,

k. menyelenggarakan hubungan masyarakat;

l.  menyelenggarakan publikasi;

m. menyelenggarakan keprotokolan; dan

n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan ol h atasan

sesutai dengan fungsinya.

Pasal 42

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagiar Persidangan
dan Perundang-undangan dan dibantu oleh Tim Kerja
yang bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
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Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Ragian
Persidangan dan Perundang-undangan sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1), meliputi:

a. Tim Kerja Kajian Perundang-undangan;
b.  Tim Kerja Persidangan dan Risalah;
¢.  Tim Kerja Humas, Protokol dan Publikasi.

Bagian Keenam

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengav-asan
Pasal 43

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Peapawasan
melaksanakan tugas merencanakan dan MeNyusun
penganggaran, pengawasan, Kerjasama dan aspirasi  di
lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Bagian Fasilitasi Penganggaran dan

Pengawasan menyvelenggarakan fun gsi:

a. memiasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan
pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perihah an;

b.  memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoc: iinasikan

Pembahasan APBD/APBDP; _
¢. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoor.inasikan
pembahasan Raperda pertangungjawaban

pelaksanaan APBD;

d. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan
pembahasan laporan semester pertama  dan
prognosis enam bulan berikutnya;

€. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoor'inasikan
pembahasan laporan keterangan pertan gurgiawaban
kepala daerah;

f. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan
pembahasan  terhadap tindak lanjut  hasil
pemeriksaan BPK RI:

g8  memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan
aspirasi masyarakat;

h. memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi
rumusan rapat dalam rangka pengawasan:

i. mermfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan
pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
J.  memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan

dukungan pengawasan penggunaan anggaran;

k. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan
pengawasan pelaksanaan kebijakan:
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I, memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan
penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;

m. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan
persetujuan kerjasama daerab; dan

n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan ¢ich atasan
sesuai dengan fungsinya.

Pasal 44

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terdiri
atas Kelompek Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian [Fasilitasi
Penganggaran dan Pengawasan dan dibantu oleli Tim
Kerja yang bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bagian Fasilitasi
Penganggaran dan Pengawasan sebagaimana dimaksud |
pada ayat (1}, meliputi:

a. Tim Kerja Fasilitasi Penganggaran;

b. Tim Kerja Fasilitasi Pengawasar;

¢. Tim Kerja Kerjasama dan Aspirasi.

BAB IV

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 45

Inspektorat Daerahi merupakar unsu. pengawas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan cipelogi B.

Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Inspektur.

Inspektur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi
Pasal 46
Inspektorat Daerah terdiri atas:

Sekretariat Inspektorat;
Inspektorat Pembantu I;
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Inspektorat Pembantu II;
Inspektorat Pembantu III;
Inspektorat Pembantu Khusus; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Umum
Pasal 47
Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Wali
Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanan .y urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pemantauan oleh perangkat daerah.

Inspektorat Daerah dalam  melaksanakan tugas

sebagaimana dmaksud pada ayat (1) menyelenggarakan

fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan
fasilitasi pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja
dan keuangan melalui audit, reviu. evaluasi,
pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnva;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan Wali Kota dan/atau gubernu- sebagai
wakil Pemerintah Pusat.

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana
korupsi;

f.  pengawasan pelaksanaap program  reformast

birokrasi;

pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan olsh Wali Kota
sesuai tugas dan fungsinya.

B o

Paragraf 2
Sekretariat
Pasal 48

Sekretariat Inspzktorat Daerah mempunvai tugas
melaksanakan pembinaan teknis dan administratif
kedalam semua unsur di lingkungan Inspektora: Daerah,
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasar sesuai
bidang tugasnya.
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana d‘maksud
pada ayat (1), Sekretariat Inspektorat Daerah
menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian perumusan rencana program kerja
dan anggararn pengawasan, penyiapan penvusunan
rancangan peraturan perundang-undangan dan
pengadministrasian kerja sama,

b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan,
pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil
pengawasan  serta  monitoring dan  evaluasi
pencapaian kinerja;

c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;

d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlcngkapan
dan rumah tangga; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
yang berkaitan fungsinya.

Pasal 49

Sekretariat Inspektorat Daerah terdiri atas:
a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangar: ‘ian
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 50

(1} Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian,
tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan
keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi,
pembukuan dan pelaporan keuangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimak.sud pada
ayat (1}, Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;

b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha
Inspektorat;

¢. pelaksanaan urusan perlengkapan;
pelaksanaan urusan rumah tanzga;

e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan
tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.

f.  pelaksanaan perbendaharaan; dan

g pelaksanaan verifkasi, akuntasi dan pelaporan
keuangan.
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Pasal 51

Dalam pelaksanaan tugas Sekretariat inspektorat Daerah
dibantu oleh Kelompeok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Sekretariat
Inspektorat Daerah meliputi:

a. Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan; dan

b. Tim Kerja Penyusunan Program.

Paragraf 3
Inspektur Pembantu
Pasal 52

Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan
daerah dan kasus pengaduan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana d maksud
pada ayat (1), Inspektorat Pembar ti. menvelenizgarakan
fungsi:

a.

Penyusunan program dan rencana kegiatan
pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat
daerah;

perencanaan program pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat
daerah;

pengoordinasian pelaksanaan pengawasan
fungsional penyelenggaraan urusan pemecrintahan
daerah;

pelaksanaan pendampingan, asistensi, fasilitasi reviu
dan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah;

pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;

pengawasan terhadap penvelenggarea~ urusan
pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas
perangkat daerah,;

penyiapan perumusan kebijakan Jdan fasilitasi
pengawasan venyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah;

kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat
Pengawasan Internal Pemerintah lainnya,;

pemantauan dan pemuktahiran tindak lanjut hasil
pengawasan yang bersifat administratif;
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j. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu yang

bersifat administratif di luar kerugian ncgara atau
daerah dan/atau penugasan Inspektur Jendral:

k. penyusunan laporan hasil pengawasan:

[y
H

penyusunan dan penyampaian laporaa  Thasil
pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu; dan

m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yvang diberikan

oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnva.

Pembagian tugas dan fungsi ke dalam masing-masing unit
kerja Inspektorat pembentu didasarkar pada rumpun
urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan
memperhatikan beban kerja dan kebutuhan.

Paragraf 4
Inspektur Pembantu Khusus
Pasal 53
Inspektur Pembantu Khusus mempunyai  tugas

membantu Inspektur melaksanakan pengawasan untuk
tujuan tertentu yang berindikasi kerugian negarc atau
daerah atas penugasan Walikota.

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Inspektur Pembantu Khusus mempunyai
fungsi:

a. penyusunan program dan rencana kegiatan
pengawasan Inspektorat bidang pencegahan dan
investigasi;

b. penyusunan peraturan perundang-undangan dan
pedoman/standar yang berkaitan dengan bidang
pencegahan dan investigasi,

c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang
pencegahan dan investigasi;

d. pembinaan dan pengawasan rerhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan doerah dan
Klarifikasi kasus pengaduan bidang pencegahan dan
investigasi;

€. penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil
pemeriksaan internal dan eksternal vang bernilai
kerugian negara dan daerah;

f.  pelaksanaan asistensi dan fasilitasi pengawasan,
pencegahan, investigasi dan pemeriksaan internal:
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g. pelaksanaan pendampingan dan fasilitasi
pemeriksaan eksternal;

h. pelaksanaan pemeriksaan atas pelanggaran
kepatuhan pelaporan harta kekayaan
penyelenggaraan negara dan laporan harta kekayaan
aparatur sipil negara;

i.  pelaksanaan pemeriksaan probity audit atau kegiatan
penilaian independen untuk memastikan bahwa
proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan
secara konsisten sesuai dengan prinsip peregakan

integritas, kebenaran, kejujuran dar cmenuhi
ketentuan pesrundangan berlaku vang oortujuan
meningkatkan akuntabilitas penggunaan dan sektor
publik;

j-  penyelesaian pengaduan masyarakat yang

berindikasi kerugian negara atau daerah;

k. pelaksanaan hubungan kerjasama dalam rangka
pelaksanaan  tugas dengan  lembaga/instansi
pengawasan terkait bidang pencegahan dan
investigasi;

I, penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang
pencegahan can investigasi kepada inspektur-; dan

m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah
Inspektur.

BAB V

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
DAN FUNGSI DINAS

Pasal 54

Susunan organisasi dan tata kerja dinas, terdiri dari:
a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Dinas Lingkungan Hidup;

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

o /a0 D

Dinas Sosial;
Dinas Pariwisata,
Dinas Pemuda dan Olahraga;

I

[
H

Dinas Perdagangan dan Perindustriar;
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Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

Dinas Perhubungan;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

Dinas Perikanan;

Dinas Kesehatan;

Dinas Pekerjaan UUmum dan Penataan Ruang;

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan,;

Dinas Komunikas: dan Informatika;
Satuan Polisi Pamong Praja;

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; dan
Dinas Ketenagakerjaan.

Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 55

Dinas Pendidikar. dan Kebudayaan merupakan unsur
pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan
kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dengan
Tipelogi A.

Dinas Pendidiksn dan Kebudavaan sei~ . cnimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Diivas vang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawat kepada
Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 56

Dinas Pendidikan dan Kebudavaan terdiri atas:

a.
b.

Sekretariat Dinas;

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Non Formal;

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
Bidang Kebudayaan;
Bidang Pembinaan Ketenagaan;
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Kelompok Jabatan Fungsional; dan
Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 57
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas
membantu Wali Kota melaksanakan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daeral’ dan
Tugas pembantuan di bidang Pendidikan dan
Kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program dan kegiatan Dinas
Pendidikan;

b. perumusan kebijakan di bideng Pendidikan Anak
Usia Dini, pendidikan dasar, pendidikan nan formal
dan pengelolaan kebudayaan;

C. perumusan peraturan di bicang pendidikan dan
kebudayaan;

d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini, pendidikan dasar, pendidikan non
formal dan pengelolaan kebudayaan;

e. pelaksanaan kegiatan di bidang peningkatan mutu
dan kesejahteraan guru dan pendidik lainiiva. serta
tenaga kependidikan,;

f.  pendirian, penyelenggaraan, pembinaan dan
pengembangan pendidikan dasar, Pendidikan Anak
Usia Dini, pendidikan non formal;

g. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan
kegiatan kesiswaan di sekolah dan kerjasam.a -lengan
pihak lain;

h. penetapan kurikulum muatan lokal prindidikan
dasar, pendidikan anak usia dir i dan pendicii-an non
formal;

i. pembinaan, peningkatan dan pengemabangan
apresiasi seni budaya daerah, lembaga adat, kesenian
tradisional dan sejarah lokal;
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J. penggalian, penelitian, pendokumentasiann dan
pemeliharaan serta pelestarian berbagai bentuk
tradisi dan seni budaya daerah:

k. penetapan dan pengelolaan cagar budayva peringkat
kota;

1. penerbitan izin membawa cagar budoy . keluar
daerah kota;

m. pelaksanaan pengawasan di bidang pendidikan dan
kebudayaan;

n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang pendidikan dan kebudayaan;

0. pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan;

p. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang
pendidikan dan kebudayaan; dan

q.- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota
terkait dengan fungsinya.

Paragraf 4
Sekretariat
Pasal 58

Sekretariat Dinas  Pendidikan dan  Keludayaan
mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan
administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di
lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasi penyusunan kebijakan, rencana,
program, Kkegiatan, dan anggaran di b'dang
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan nonformal, dan kebudayaan serta tugas
pembantuan di bidang pendidikar. dan kebudavaan;

b.  pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan
anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
nonformal, dan kebudayaan;

€. pengoordinasi dan pelaksanaar kerja sema di bidang
pendidikan anak wusia dini. pendidikar dasar,
pendidikan nonformal, dan kebudavaan:

d. pengoordinasi pengelolaan dan laporan Lcu angan
di lingkungar. dinas pendidikan dan kebudayaan;

€. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-
undangan dan fasilitasi bantuan hukura di bidang
pendidikan anak wusia dini, pendidikan dasar,
pendidikan nenformal, dan kebudayaan;
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f.  pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana
di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;

g  pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas
pendidikan dan kebudayaan;

h. penyusunan bahan pelaksanaan urussn tugas
pembantuan di bidang pendidikan dan kehudayaan
yang meliputi usul kenaikan pangkat dan
peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan, serta pendataan pendidikan menengah
dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan
akreditasi pendidikan anak vsia dini, pendidikan
dasar, dan pendidikan nonformal, fasilitasi
pelaksanaan  kegiatan  kesiswaan  pendidikan
menengah  dan  pendidikan  Ithusus fasilitasi
pengembangan karier pendidik, penviap:n bahan
rekomendasi izin pendirian den penutuparn satuan
pendidikan anak usia dini kerja sama, sekolah dasar
kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja
sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman,
fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap
Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan warisan budaya
nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan
lainnya;

i.  pengoordinasi dan penyusunan bahan pubitkasi dan
hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak
usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal,
dan kebudayaan;

J-  pengoordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan
kebudayaan;

k. pengelolaan barang milik daerah di lin gkungan dinas
pendidikan dan kebudayaan;

1. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan
kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan
dan kebudayaan; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh ztasan
sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 59

Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b.  Kelompok Jabatan Fungsional.
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Pasal 60

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud Pasal 59 huruf a mempunyai tugas urusan
ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi,
ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan
peraturan perundang-undangan, fasilitasi hantuan
hukum, pengelolaan kepegawaian d: bidang pendidikan
anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal,
dan kebudayaan, koordinasi dan penyusunan bahan kerja
sama, publikasi, dan hubungan masyvarakat di bidang
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pen.didikan
nonformal, dan kebudayaan, melaksanakan monitoring,
evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas lain
yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasn va.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Sub Bagian Umum menvelonggarakan “1n sl

a. pengoordinasi dan pelaksanaan kerja sama i bidang
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan rionformal, dan kebudayaan;

b. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-
undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan nonformal, dan kebudavaan;

€. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-
undangan dan fasilitasi bantuan hukum, i bidang
pendidikan anak usia dini, pendidikai  dasar,
pendidikan nonformai, dan kebudayaan;

d. pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas
pendidikan dan kebudayaan;

€. penyusunan bahan pelaksanaan uwrusan tugas
pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan
yang' meliputi usul kenaikan vangkat dan
peningkatan kompetensi pendidik  dan tenaga
kependidikan, serta pendataan pendidikan 1 10n rngah
dan pendidikan khusus, fasilitasi peliksanaan
akreditasi pendidikan anak wusia dini. pendidikan
dasar, dan pendidikan nonformal, fasilitasi
pelaksanaan  kegiatan  kesiswaan pend’dikan
menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi
pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan
rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan
pendidikan anak usia dini kerja sama, sekolah dasar
kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja
sama, fasilitasi urusan pembincan nerfilman,
fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap
Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan warisan budaya
nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan
lainnya;
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f.  pengoordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan
hubungan masyarakat di bidang pendicikan anak
usia dini, pendidikan dasar, pendicdikan nonformal,
dan kebudayaan,;

g pengoordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, pendidikan nonformal, -dan
kebudayaan,;

h. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan
kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan
dan kebudayaan; dan

i.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai tugas dan fungsinya.

. Pasal 61
Sekretariat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional,

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu oleh
Tim Kerja yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Sekretariat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Tim Kerja Penyusun Program;

b. Tim Kerja Keuangan.

Paragraf 5

Bidang Pembinaan Pendidikan Anai dan Usia Dini
dan Pendidikan Nonformal

Pasal 62

Bidang Pembinaan Pendidikan Arak Usia JDini dan
Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan behan perumusan dan peliksanaan
kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini
dan pendidikan nonformal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

dan Pendidikan Nonformal menyelerggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan dan keordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang ku-il.um dan

peserta didik dan pembangunan karakter psididikan
anak usia dini dan pendidikan nonformal;
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b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang
kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana
prasarana, serta peserta didix dan pembangunan
karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan
nonformal;

¢. penyusunan bahan penetapan kurikulun: muatan
lokal pendidikan nonformal,

d. penyusunan bahan penerbitan izin . ondirian,
penataan, dan penutupan satuan peadidi' i anak
usia dini dan pendidikan nonfcrmal:

e. penyusunan bahan pembinaan kurikulvm dan
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta
peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan
anak usia dini, dan pendidikan nonformal;

f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
kurikulum dan penilaian, kelembagaan acn sarana
prasarana, serta peserta didik dan pembangunan
karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan
nonformal;

g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta
didik dan pembangunan karakter pendidikan anak
usia dini, dan pendidikan nonformal; dan

h. pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh atasan
yang berkaitan fungsinya.

Pasal 63

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan P ndidikan
Non Formal terdiri atas:

a.

Seksi Kurikulum dan Penilaian;
Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 64

Seksi Kurikulum dan Penilaian sebagaimane «imaksud
Pasal 63 huruf a melaksanakan tugas menvusun bahan
perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum
dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan
nonformal, menyusun bahan penetapan kurikulum
muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan nonformal,
menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan
penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan
nonformal, menyusun bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kurikulum dan penilaian pend'diian anak
usia dini dan pendidikan nonformal, pelaporan -: bidang
kurikulum dan penilaian pendidikan anak usiz dini dan
pendidikan nonformal dan melaksanakan tugas 'ain yang
diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Seksi Kurikulura dan Penilaian
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan
penilaian, pendidikan anak usia dini dar. pendidikan
nonformal;

b. pembinaan pelaksanaan kebijakan ¢ bidang
kurikulum dan penilaian, pendidikan anal i=ia dini,
dan pendidikan nonformal;

¢. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan
lokal pendidikan nonformal;

d. penyusunan bahan pembinaan kurikilum dan
penilaian, pendidikan anak usie dini dan pendidikan

non formal;
e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi i bidang
kurikulum dan penilaian, pendidikan anai wia dini

dan pendidikan nonformal;

f. pelaporan di bidang kurikufum dan nenilaian,
pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal,

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
yang berkaitan fungsinya.

Pasal 65

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Farakter
sebagaimana dimaksud Pasal 63 huruf b melal.sanakan
tugas menyusun bahan  perumusan, koordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat,
prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal,
menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan
pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak
usia dini dan pendidikan nonformal, menvusun bahan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat,
bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal,
pelaporan di bidang pembinaan rminat, bakat, prestasi,
dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak
usia dini dan pendidikan nonformal dan melalksanakan
tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai hidang
tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksiid pada
ayat (1), Seksi Peserta Dididk dan Pembangunan Narakter
menyelenggarakan fungsi:
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a. penyusunan bahan perumusan dan Loordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang peserta Jdidik dan
pembangunan karakter pendidikan anak usia dini
dan pendidikan nonformal;

b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang peserta
didik dan pembangunan karakter pendidikan anak
usia dini, dan pendidikan nonformal;

c. penyusunan bahan pembinaan peserta didikdan
pembangunan karakter pendidikan anak irsia dini,
dan pendidikan nonformal;

d. pelaksanaan pemantauan dan evaluas’ di bidang
peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan
anak usia dini dan pendidikan nonformal;

e. pelaporan di bidang peserta didik dan pembangunan
karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan
nonformal; dan

f.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan cich atasan
yang berkaitan fungsinya.

Pasal 66

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Non Formal terdiri atas Kelompol: Jabatan
Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepela Bidang Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan lcn Formal
dan dibantu oleh Tim Kerja yang bertangz ngjawab
kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional di Bawah Bidang
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, meliputi
Tim Kerja Sapras PAUDNI.

Paragraf 6
Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
Pasal 67

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunvai tugas
melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah
dasar dan sekolah menengah pertama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
menyelenggarakan fungsi: ‘
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a. penyusunan bahan perumusan dan Loordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang kurik :lum dan
penilaian, kelembagaan dan sarana prasariiia serta
peserta didik dan pembangunan karakter sekolah
dasar dan sekolah menengah pertama;

b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang
kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana
prasarana, sertapeserta didik dan pembangunan
karakter sekolah cdasar dan sekolah menengah
pertama;

¢. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan
lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian,
penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah
menengah pertama;

e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan
penilaian, kelembagaan dan sarana prasar~na. serta
peserta didil dan pembangunan karakte: sekolah
dasar dan sekolah menengah pertama;

f.  penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra
daerah yang nenuturnya dalam daerah kota;

8. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ai bidang
kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana
prasarana, serta peserta didik dan pembangunan
karakter sekolah dasar dan sekolah menengah
pertama;

h. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta
didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan
sekolah menengah pertama; dan

i.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 68

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri atas:

a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;

b.  Seksi Peserta Didik dan Pembangurian Karakter: dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 69
(1} Seksi Kurikulum dan Penilaian sebagaimana imaksud
Pasal 68 huruf a melaksanakan tugas menvus: o1 bahan

perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kiirikulum
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dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan
nonformal, menyusun bahan penetapan kurikulum
muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan nonformal,
menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan
penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan
nonformal, menyusun bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak
usia dini dan pendidikan nonformal, pelaporan di bidang
kurikulum dan penilaian pendidikan anak usis dini dan
pendidikan nonformal dan melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Seksi Kurikulum dan Penilaian
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang kurikuium dan
penilaian, sekolah dasar dan sekolah riencngah
pertama;

b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang
kurikulum dan penilaian, sekolah dasar dan sekolah
menengah pertama;

Cc. penyusunan bahan penetapar. kurikulum muatan
lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

d. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan
penilaian, sekolah dasar dan sekolah menengah
pertama,;

e. penyusunan bahan pembinaan bahasa an sastra
daerali yang penuturnya dalam daerah kota;

f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
kurikulum dan penilaian, sekolah dasar dan sekolah
menengah pertama,

g. pelaporan di bidang kurikulum dan peniiaian, sekolah
dasar dan sekclah menengah pertama; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olch atasan
sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 70

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
sebagaimana dimeksud Pasal 68 huruf b melaksanakan
fugas -menyusun bahan perumusan. koordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat,
prestasi, dan pembangunan karakter pesciin didik
pendidikan anak usia dini dan pendidikan ronformal,
menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestas’, dan
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pembangunan karakter peserta didik pend.diken anak
usia dini dan pendidikan nonformal, menyusun bahan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat,
bakat, prestasi, dan pembangunan karakter pes:rta didik
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal,
pelaporan di bidang pembinaan minrat, bakat, prestasi,
dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak
usia dini dan pendidikan nonformal dan melaksanakan
tugas lain yang diberikan oleh atasan sesu.i bidang
tugasnya.

Untuk melaksanalkan tugas sebagaimana dimalksud pada
ayat (1), Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang peserta didik dan
pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah
menengah pertama;

b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang
kelembagaan peserta didik dan pembangunan
karakter sekolah dasar dan sekolah menengah
pertama;

€. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan peserta
didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan
sekolah menengah pertama;

d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
kelembagaan peserta didik dan pembangunan
karakter sekolah dasar dan sekolah inenengah
pertama;

e. pelaporan di bidang kelembagaan peserta didik dan
pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah
menengah pertama; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olet atasan
sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 71

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang P'embinaan
Pendidikan Dasar dan dibantu oleh Tim Kerja yang
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah RBidang
Pembinaan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi Tim Kerja Sapras SD dan SMP,
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Paragraf 7
Bidang Kebudayaar
Pasal 72

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumnusan dan pelaksanaan kebijakan
di bidang kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Kebudayaan menyclenggarakan fun gsi:

a.

penyusunan bahan perumusan darn ordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar
budaya, pengelolaan museum Kota, pembinaan
sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas
dan lembaga adat, dan pembinaan kesenizr;

penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan
cagar budaya, pengelolaan museum kota, pcmbinaan

sejarah, pelestarian tradisi, pembinain lrmunitas
dan lembaga adat, dan pembinaan kescnia::.
penyusunan bahan pengelolaan kebudav 1 yang

masyarakat pelakunya dalam daerah kota;

penyusunan bahan pelestarian tradisi yang
masyarakat penganutnya dalam daerah kote;
penyusunan bahan pembinaan komunitas dan
lembaga adat yang masyarakat penganutnva dalam
daerah kota;

penyusunan bahan pembinaan kesenian yang
masyarakat pelakunya dalam daerah kota;

penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kota;

penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan
pengelolaan cagar budaya peringkat kota;

penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar
budaya ke luar kota;

penyusunan bahan pengelolaan museum kota:

penyusunan bahan fasilitasi di bidang petigelolaan
cagar budaya, pengelolaan museum kota, pembmaan
sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas
dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;

penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di
bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan
museum kota, pembinaan sejarah, pelestarian
tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat. dan
pembinaan kesenian;
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m. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya,
pengelolaan museum kota, pembinaan sejarah,
pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan
lembaga adat, dan pembinaan kesenian; dan

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
yang berkaitan fungsinya.

Pasal 73

(1) Bidang Kebudayaan terdiri atas kelompok .Jabatan
Fungsional.

(2} Kelompok Jabatun Fungsional szhagimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Kebudayaan
dan dibantu oleh Tim Kerja yang bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang
kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi;
a. Tim Kerja Kebudayaan Pembinaan Pelesta: .an Cagar
Budaya;

b. Tim Kerja Pembinaan Kesenian;
c. Tim Kerja Warisan Budaya dan Tradisi.

Paragraf 8
Bidang Pembinaan Ketenagaan
Pasal 74
(1) Bidang Pembinaan Ketenagaan memprUn i tugas
melaksanakan penyusunan bahan perumusas  dan

pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pen~idik dan
tenaga kependidikan pendidikan anak usis dini, sekolah
dasar, sekolah menengah pertaria, dan pendidikan
nonformal, serta tenaga kebudayaan.

(2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pembinaan Ketenagaan melawsanakan
fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan dan “oordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan
pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak
usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama,
dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;

b. penyusunan bahan kebijakan di bicang pembinaan
pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak
usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama,
dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebud ayaan;

o
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¢. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan
tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini,
sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan
pendidikan nonformal;

d. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah
dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan
nonformal;

€. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan
pendidik dan tenaga kependidikan dalam Kota:

f.  penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga
cagar budaya dan  permuseuman. tenaga
kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan
tenaga kebudayaan lainnya;

g penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di
bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah
menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta
tenaga kebudayaan;

h. pelaporan di bidang pembinaan pendidik darn tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini. sekolah
dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan
nonformal, serta tenaga kebudayaan; can

i.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 75

Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri atas:

a.

b.
c.

(1}

Seksi Pendidik cdan Tenaga Kependidikan I’endidikan
Dasar;

Seksi Tenaga Kebudayaan; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 76
Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1’1 didikan
Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 75 I ruf a

melaksanakan tugas menyusun bahan perumusan,
koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik
dan tenaga kependidikan sekolah dasar, sekolah
menengah  pertama, menyusun bahan rencana
kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan
tenaga kependidikan sekolah dasar, sekolah menengah
pertama, menyusun bahan pembinaan pendiiik dan
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tenaga kependidikan sekolah dasar, sekolah menengah
pertama, menyusun bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan  pembinaan pendidik dan renaga
kependidikan sekolah dasar, sekolah menengali prrtama,
pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan sekolah dasar, dan sekolah rmienengah
pertama dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
atasan sesuai bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagzimana dimaksd pada
ayat (1), Seksi Pendidik dan Tenaga Kep=ndidikan
Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan dan Lkoordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan
pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak
usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah percama,
dan pendidikan nonformal, serta tenagza kebudayaan;

b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan
pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak
usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama,
dan pendidikan nonformal, serta renaga kebudayaan;

c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan
tenaga kependidikan pendidikan anak wusia dini,
sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan
pendidikan nonformal;

d. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini. seckolah
dasar, sekolah menengah pertama. dan pendidikan
nonformal;

e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan
pendidik dan tenaga kependidikan dalam Kota;

f.  penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di
bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
pendidiken anak usia dini, sekolah dasar, sekolah
menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta
tenaga kebudayaan;

g.  pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah
dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan
nonformal, serta tenaga kebudayaan; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai tugas dan fungsinya.
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_ Pasal 77
(1} Seksi Tenaga Kebudayaan sebagaimana dimak:.ii( Pasal
75 huruf b melaksanakan tugas menvus:: hahan
perumusan, koordinasi pelaksanaan nebiiakan

(2)

pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman,
tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan
tenaga kebudayaan lainnya, menyusun bahan pembinaan
tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga
kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga keseniar,dan fenaga
kebudayaan lainnya, menyusun bahan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan pembinaan tenaga cagar biidava dan
permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi. tenaga
kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya, pelaporan di
bidang pembinzan tenaga cagar budaya dan
permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tracisi, tenaga
kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan olea atasan
sesuai bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Seksi Tenaga Kebudayarn menvelenggarakan
fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan
pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak
usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama,
dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;

b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan
pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak
usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah '.ortama,
dan pendidikan nonformal, serta tenaga kehiidayvaan;

C. penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga
cagar budaya dan permuseuman, tenaga
kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan
tenaga kebudayaan lainnya;

d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di
bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
pendidikan anak usia dini, sekolah dasar. sel:olah
menengah pertama, dan pendidikan nonformal. serta
tenaga kebudayaan;

e. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah
dasar, sekoleh menengah pertama, dan pendidikan
nonformal, serta tenaga kebudayaan; dan

f.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai tugas dan fungsinya.
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Pasal 78

Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Pembinaan
Ketenagaan dan dibantu oleh Tim Kerja yang
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang
Pembinaan Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi Tim Kerja Guru dan Tenaga Pendidikan
PAUD.

Bagian Kedua
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 79
Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana
urusan pemerintahan bidang pangan dan perranian

dengan tipelogi A.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagzaimana
dimaksud pada ayat (1} dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris
Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 80

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdiri atas:

FRome a0 g

.

Sekretariat Dinas;

Bidang Ketersediaan dan Distribusi pangan;
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan:
Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan:
Bidang Tanaman Pengan dan Holtikuitura:
Bidang Perkebunan;

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
Kelompok Jabatan Fungsional; dan

Unit Pelaksana Teknis Dinas.
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Paragraf 3
Tugas dan Fungsi
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pasal 81

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertan‘an mempun aj tugas
membantu Wali Kota melaksanakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan
tugas pembantuan dibidang Ketahanan Pangan dan
Pertanian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimara Aimaksud pada
ayat (1), Dinas Ketahanan Pangan dan [ertanian
menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan
dan pertanian; )

b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan
dan pertanian;

c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung
di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan,
distribusi pangan, cadar.gan pangan,
penganekaragaman konsumsi dan keamananr.:

d. peningkatan kualitas sumber dayva manusia bidang

ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi

pangan, cadangan pangan, penganekaragaman
konsumsi dan keamanan pangan;

penyusunan program penyuluhan pertanian;

penataan prasarana pertanian;

pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman,

benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternal -

pengawasan peredaran sarana pertanian;

pembinaan produksi di bidang pertanian;

pengendalian dan penanggulargan hama penyakit
tanaman penyakit hewan dan kesehatan masyarakat
veteriner;

@ oo

l._.. !-.D-l

k. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;

. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil
pertanian;

penyelenggaraan penyuluhan pertanian;

pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;

pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan di bidang ketahanan pangan dan
pertanian;

° 5 g
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p. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian; dan

q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Sekretariat

Pasal 82

(1) Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
mempunyai tugas memberi pelayanan teknis dan
administratif kepada seluruh unit organiszasi di
lingkungan Dinas Ketahanan Panga:i dan Pertanian.

(2) Untuk melaksanaken tugas sebagaimana dimaic: ! pada
ayat (1), Sekretariat Dinas Ketahanan Pancan dan
Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan rencana, program,
anggaran di bidang produksi tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan
hewan serta penyuluhan pertanian:

b. pemberian dukungan administrasi vang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, !.=rumah-
tanggaan, kerja sama, hubungar masyaraka!. arsip,
dan dokumentasi;

C. penataan organisasi dan tata laksana;

d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan
perundang-undangan;

pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

f.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan olel: Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinva.

Pasal 83

Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdir
atas:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 84

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud pada Pasal 83 huruf a mempunyal tugas
melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah
tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta
ketatalaksanaan.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian
menyelenggarakar. fungsi:

a. penyusunan rencana dan anggaran Subbagian
Umum dan Eepegawaian:

b. pelaksanaan urusan rencana kehutuhan dan
pengembangan pegawai;

c. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, wenaikan
pangkat, pemberhentian dan pension pegawai;

d. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin
pegawai dan evaluasi kinerja pegawai:

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;

f.  pelaksanaan urusan rumah targga, keamanan dan

kebersihan;

g  pelaksanaan urusan ker asama, hubungan
kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;

h. pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan
ketatalaksanaan;

i.  pelaksanaan telaah dan penyiapan penvusunan
peraturan perundang-undangan;

] pelaksanaan periyusunan pelapcran dan
pendokumentasian kegiatan sub bagian umum dan
kepegawaian;

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan  oleh
Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 85
Sekretariat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris dan dibertu oleh
Tim Kerja yang bertanggungjawab kepada Kepals nnas.
Kelompok Jabatan Fungsional di bawah S¢ kretaris
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi; dan

b. Tim Kerja Keuangan dan Aset.

Paragraf 5
Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
Pasal 86

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan memrpunyai
tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan
dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.
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Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
menyelenggaran fungsi:

a.

penyiapan pelaksanaan koordinasi di tidang
ketersediaan pangan, distribusi pangan dan
kerawanan pangan;

penyiapan penyusunan bahan rumuasan kebijakan
daerah di tidang ketersediaan pangan, distribusi
pangan dan kerawanan pangan;

penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang
ketersediaan pangan, distribusi pangan dan
kerawanan pangan;

pemberian bimbingan teknis dan supervisi 3 bidang
ketersediaan pangan, distribusi pangan dan
kerawanan pangan;
penyiapan pemantapan program di  bidang
ketersediaan pangan, distribusi pangan dan
kerawanan pangan;

pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi
pangan dan kerawanan pangan;

penyiapan bahan penyusunan program, koardinasi,
pengaturan, pengendalian dan evaluasi i hidang
ketersediaan pangan, distribusi pangan dan
kerawanan pangan;

penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran
pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka
stabilisasi pasokan dan harga pangan;

penyiapan pengelolaan cadangan pangan pemerintah
provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan
pangan pemerintah provinsi;

penyiapan btahan rumusan kebijakan harga
minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat;

penyediaan data informasi pasckan dan harga
pangan serta pengembangan jaringan pasar;
penyiapan bahan penyusunan program, kcordinasi,
pengaturan, pengendalian dan evaluasi i hidang
ketersediaan pangan, distribusi pengsn dan
kerawanaanan pangan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olen Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Pasal 87

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangen terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Ketersediaan
dan Distribusi Pangan dan dibantu oleh T'm Keria yang
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang
Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebazaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Tim Kerja Ketersediaan Pangan;
b. Tim Kerja Distribusi Pangan; dan

c. Tim Kerja Kerawanan Pangan

Paragraf 6
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
Pasal 88

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan
dan evaluasi di bicang Konsumsi dan Keamanan Mangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang
konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan
keamanan pangan;

b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kehijakan
daerah ca bidang konsumsi = pangan,
penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan,;

¢. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang
konsumsi pangarn, penganekaragaman pangen, dan
keamanan pangan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan
keamanan pangan;

e. enyiapan pemantapan prograra di bidang Lonsumsi
penyiapan p pan prog g
pangan, penganekaragaman pangan, dan kcamanan
pangan;
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f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pec.aporan
kegiatan di bidang konsumsi pangan,
penganekaragaman pangan, dan keamarian pangan;

g. penyiapan pelaksananaan komunikasi, informasi dan
edukasi pengenekaragaman konsumsi pangan,

h. penyiapan bahan penyusunan program, kcordinasi,
pengaturan, pengendalian dan evaluasi ¢i bidang
konsumsi pangan, penganekaragaman 'onsumsi
pangan, dan keamanan pangan; can

i.  pelaksanaan tugas lain yvang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinys.

Pasal 89

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana <iaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Konsuimsi dan
Keamanan Pangan dan dibantu oleh Tim Keria yang
bertanggungjawab kepada Kepala Dines.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang Konsumsi
dan Kearnanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:

a. Tim Kerja Konsumsi Pangan;

b. Tim Kerja Penganekaragaman Konsumsi Pan,an: dan
¢. Tim Kerja Keamanan Pangan.

Paragraf 7
Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
Pasal 90
Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan

kebijakan dan pemberian bimbinngan teknis, serta
pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan
penyuluhan pertanian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat
(1), Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan Xebijakan di bidang prasaranz. sarana
dan penyuluhan pertanian;

b. penyusunan program pertanian;

c. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
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d. pengembangan potensi dan pengelolaan i an dan
irigasi pertanian;

e. penyediaan aan pengawasan peredaran pupuk,
pestisida, serva alat dan mesin pertanian;

f.  pemberian bimbingan pembiayaan pertanian:

g. pemberian fasilitasi investasi pertanian;

h. pelaksanaan bimbingan dan penguatan kel:imbagaan
pertanian;

i.  pelaksanaan bimbingan dan peningkatan kapusitas
ketenagaan penyuluhan pertanian;

J.  pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana,
sarana dan penyuluhan pertan’an;

k. penyusunan Japoran pelaksanzan tugas; dan

. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas.sesuai dengan tugas dan fungsinva.

Pasal 91

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan t=rdiri atas
Kelompok Jabatar. Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana,
Sarana dan Penyuluhan dan dibantu oleh Tim Weria yang
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang
Prasarana, Sarana dan Penyuluhan sebagiimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Tim Kerja Lahan dan Irigasi;

b. Tim Kerja Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pe_tanian;
dan

c. Tim Kerja Pemmbayaran dan Investasi.

Paragraf 8
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pasal 92
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan, peleksanaan
kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta
pemantauan Gan evaluasi di Bidang Tanaman Pangoir, dan

Hortikultura.
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Untuk melaksanakan tugas sebagsimana dimalk:id pada
ayat (1), Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi,
perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil
di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih
di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

c. pengawasan peredaran, dan sertifikasi Dbenih
di bidang tanaman pangan dan hortikultura:

d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan
produksi di bidang tanaman pangan dan
hortikultura;

e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit,
penanggulangan bencana alam, dan dampak
perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan
hortikultura;

f.  pemberian bimbingan pasca panen, pengoliiian dan
pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan
hortikultura;

g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang
tanaman pangan dan hortikultura;

h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan
dan hortikultura; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan olel: Nepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsin.a.

Pasal 93

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompeok Jabatan Fungsional sebagzimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Tanaman
Pangan dan Hortikultura dan dibantu oleh Tim Korja vang
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang Tanaman
Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. Tim Kerja Perbenihan dan Perlindungan;
b. Tim Kerja Produksi; dan

c. Tim Kerja Pengolahan dan Pemasaran.
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Paragraf 9
Bidang Perkebunan
Pasal 94

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian
bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di
bidang perkebunan.

Untuk melaksanalzan tugas sebagaimana diriaks:d pada

ayat (1), Bidang Perkebunan dalam melaksanal-1n tugas,

mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan perbenihan, produkst,
perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di
bidang perkebunan;

b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di
bidang perkebunan;

c. pengawasan peredaran dan sertitikas: benih di bidang
perkebunan;

d. pemberian bimbingan penerapan pcritgkatan
produksi di bidang perkebunan;

e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit,
penanggulangan bencana alam, dan dampak
perubahan iklim di bidang perkebunan,;

f.  penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan
kebakaran di bidang perkebunan,;

g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolihan dan
pemasaran hasil di bidang perkebunan;

h. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis (i bidang
perkebunan;

i.  pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunar.; dan

J.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinva.

Pasal 95

Bidang Perkebunan terdiri atas Kelompok .Jahatan
Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimanez dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepale Pidang Perkc¢bunan
dan dibantu oleh Tim Kerja yang bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang
Perkebunan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
meliputi:
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Tim Kerja Perbenihan dan Perlindungan:
Tim Kerja Produksi; dan
Tim Kerja Pengolahan dan Pemasaran.

Paragraf 10
Bidang Petzrnakan dan Kesehatan Hewan
Pasal 96

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mcorapunyal
tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan
dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan
evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
menyelenggaran fungsi:

a.

penyusunan kebijakan di bidang benih, bibit,
produksi, perernakan dan kesehatan Thewan,
perlindungan serta pengolahan dan peinasaran hasil di
bidang peternakan,

perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit
ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan
ternak;

pemberian  bimbingan  penerapan  peningkatan
produksi ternak;

pengendalian penyakit hewan dan k~sehatan
masyarakat veteriner;

pengawasan peredaran dan pengguhaan serta
sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan
ternak, dan obat hewan;

pengawasan pemasukan dan pengeluaran hevan, dan
produk hewan;

pelaksanaan sertifikasi persyaratarn teknis keschatan
masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan:
pemberian izin/rekomendasi di bidang peteinakan,
kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan
pemasaran hasil di bidang peternakan;

pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan
kesehatan hewan;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan olel. Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Pasal 97

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatarn Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Peternakan dan
Kesehatan Hewan dan dibantu oleh Tim Kerja yang
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsionai di bawah @idang
Peternakan dan Kesehatan Hewan sebezgaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. Tim Kerja Pembibitan dan Produksi;

b. Tim Kerja Kesehatan Hewan dan Kesehatan
Masyarakat; dan

c. Tim Kerja Pengolahan dan Pemasaran.

Bagian Ketiga
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sip.l
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 98

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan
unsur pelaksana urusan Pemerintahan  Bidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. yvang menjadi
kewenangan daerah dengan Tipelogi A.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 99

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas:

a.

Ao T

Sekretariat Dinas;
Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan;
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;

Bidang Pengelolaan Informasi Admnistrasi
Kependudukan;

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
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Kelompok Jabatan Fungsional; dan
Unit Pelayanan Teknis Dinas.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pasal 100

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil inimpunyai
tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan
tugas pembantuar. di bidang administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
menyelenggarakan fungsi:

a.

pengoordinasian dengan kantor Xxementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
agama kota dan pengadilan agama yang berkaitan
dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi
Penduduk yang beragama Islam,;

pengoordinasian dengan kantor kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan i bidang
agama kota dalam memelihara hubungan timihal balik
melalui pembinaan masing -masing kepada instansi
vertikal dan UPT Dinas Kependudiikan dan Pencatatan
Sipil Kota;

pengoordinasian antar lembaga Pemerintah dan
lembaga non- Pemerintah di kota dalam penertiban
pelayanan Administrasi Kependudukan;

per.yusunan tata cara perencenaan, pe'al-anaan,
pemantauan, evaluasi, dan pengendalian :irusan
Administrasi Kependudukan di kota;

pengadaan blangko Dokumen Kependudukan selain
blangko KTP-E, formulir, dan buku untuk pelayanan
pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil sesuai
dengan kebutuhan;

pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko
Dokumen Kependudukan, formulir, dan buku untuk
pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan
sipil;
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g pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap
pelaksanaan tugas UPT Dinas Kependuduwxer dan
Pencatatan Sipil Kota, termasuk meminta laporan
pelaksanaan tugas UPT Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota yang berkaitan dengan
pelayanan Pencatatan Sipil;

h. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap
penugasan kepada desa atau yang disebut dengan
nama lain;

i. pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa
kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;

J- penerimaan dan permintaan Data Kependudukan dari
Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri;

k. fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi
Kependudukan;

. penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependu dukan;

m. sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi
Kependudukan;

n. kerja sama dengan organisasi kemasvarakatan dan
perguruan tingg;

o. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku
kepentingan dan masyarakat;

p. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan;
q. supervisi bersama dengan kantor kementerian vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

agama Kota dan pengadilan agama mengenai
pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk
bagi Penduduk yang beragama Islam dalam rangka
pembangunan basis Data Kependudukan:

r. pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi
Kependudukan: dan

s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan W=ali Kota
terkait dengan fungsinya.

Paragraf 4

Sekretariat
Pasal 101

(1) Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
melaksanakan tugas memberikan pelayanan administratif
dan teknis yang meliputi Perencanaan, Keu angan. Urusan
Tata Usaha, Perlengkapan Rumah Tan gga dar !lrysan
Aparatur Sipil Negara kepada semua ursur d; lin clhungan
Dinas.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksue pada

ayat (1), Sekretariat menyelenggaral-an fu ngsi:

a. perumusan kebijakan sekretariat;

b. pengoordinasian dan penyusunan program dan
anggaran,;

c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;

d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah
tangga, barang milik negara dan barang milik d aerah;

€. pembinaan aparatur;

f. pengelolaan urusan kepegawaian;

g pengelolaan administrasi jabatan fungsional: dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan fungsinya.

Pasal 102

Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

a.
b.
C.

(1)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:
Sub Bagian Keuangan; dan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 103

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud Pasal 102 huruf a melaksanakar, tugas
melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha,
kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlenskapan,
rumah tangga, fasilitasi barang milik negara, barang nilik
daerah, dan admin:strasi jabatan fungsional.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
menyelenggarakan fungsi:

4. penyusunan perencanaan dan program keria Sub
Bagian Umum da Kepegawaian;

b.  penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian:

c. pelaksanaan urusan persuratan;

d. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan,;

e. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan
dan ketertiban lkantor;

f. pelaksanaan pengelolan perlengkapan, barang milik

negara dan barang milik daerah;
g  penyiapan laporan kinerja pejabat strukturz!-
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h. pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan
aparatur dan administrasi jabatan fungsional: dan

i.  pelaksanaan fungsi lain vang diberikan ole! atasan
sesuai dengan fungsinya.

Pasal 104

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal
102 huruf b melaksanakan tugas melakukar. penyiapan
pengelolaan  keuangan, penatausahaan, akuntansi,
penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi dan
pembukuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;

b. penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntasi dan
pembukuan keuangan;

c. pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;

d. penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian
pembuatan daftar gaji serta tambahan nenotasilan
bagi pegawai;

€. penyiapan bahan tanggapan pemeriksaaan:

f.  penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan; dan

g pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan fungsinya.

Pasal 105
Sekretariat dibantu Kelompok Jabatan Furn gsiona,,

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu oleh
Tim Kerja yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Sekretariat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), vaitu Tim Kerja
Perencanaan dan Evaluasi.

Paragraf 5
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Pasal 106

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk melaksankan
tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan,
membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan
pelayanan pendaftaran penduduk, pindah datane. dan
pendataan penduduk.
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Untuk melaksanzkan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang
Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

perumusan kebijakan teknis bidang pclayanan
pendaftaran penduduk;

pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan
kebijakan teknis pendaftaran, pencatatan, dan
penerbitan identitas penduduk;

pengoordinasian pelaksanaan program keria dan
kebijakan teknis pelayanan pindah  datang
penduduk;

pengoordinasian pelaksanaan program kerjia dan
kebijakan teknis pendataan penduduk;

pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional
pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang
Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

penyiapan pedoman atau petunjuk  reknis
pendaftaran, pencatatan dan penerbitan dentitas
penduduk;

penyusunan petunjuk penyelenggaraan pendaftaran
penduduk, pencatatan, dan penerbitan data
penduduk Warga Negara Indonesia (WNJ) maupun
Warga Negara Asing (WNA);

penerima pelaporan pendaftaran penduduk WNI dan
WNA;

pelaksanaan pemeriksaan, penelitian  Oerkas,
pendaftaran, pencatatan, dan penerbitan data
kependudukan WNI dan WNA;

penyiapan bahan pendaftaran, pencatatan, dan
penerbitan identitas penduduk;

pelaksanaan bimbingan teknis tentang identitas
penduduk;

pengelolaan pelayanan Biodata Pendudul:. “omor
Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga ikK),
Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Identitas
Anak (KIA};

pengelolaan pelayanan Surat Keterangan Tiaggal
Sementara (SKTS) dan Surat Keterangan Tinggal
Tetap (SKTT) bagi WNA yang memegang Kartu
Identitas Tinggal Terbatas (KITAS} dan Kartu
Identitas Tinggai Tetap (KITAP);
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penyediaan dan distribusi  blangko dikumen
kependudukan dan formulir adm nistrasi
kependudukan;

pelaksanaan pelayanan pendaftaran pen.iuduk di
kecamatan dan kelurahan;

pelaksanaan pemantauan terhadap kepemilikan
identitas penduduk;

pelaksanaan aktivasi data penduduk yang
dibekukan;
pelaksanaan legalisasi dokumen pendaftaran
penduduk;

penyusunan pedoman dan petunjuk  teknis
pelaksanaan pindah datang penduduk;

penerimaan setiap pelaporan pindah datang
penduduk;

pelaksanaan pelayanan pindah datang pencuduk di
Dinas dan Kecamatan;

pelaksanaan pemeriksaan, penelitian berkas,
pendaftaran, dan pencatatan pindah detang
penduduk;

penerbitan surat keterangan Pindah Datang
penduduk;

penerbitan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri
(SKPLN) dan Surat Keterangan Datang Luar Negeri
(SKDLN);

pelaksanaan sosialisasi tentang peraturan
perundang- undangan, kebijakan teknis, pedoman,
dan petunjuk pelaksanaan serte. bahan lainn vang
berkaitan dengan kependudukan:

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pendataan penduduk;

penyelenggaraan  pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan penyelenggaraan perkembangan
penduduk;

penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan
sumber daya manusia pengelola perker hangan
penduduk;

pelaksanaan pendataan penduduk non permanen
dan penduduk rentan administrasi kependudukan;
pelaksanaan pendataan orang asing:
pengoordinasian pemantauan, pengercdalian, dan
evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang
Pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan
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hh. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olen atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 107

Bidang Pelayanan Pendaftaran Kepeiduduken terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan
Pendaftaran Kependudukan dan dibantu oleh Tim Kerja
yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Bidang P=layvanan
Pendaftaran Kependudukan sebagaimana d:mak . il pada
ayat (1) meliputi :

a. Tim Kerja Pendaftaran Kependudukan:

b. Tim Kerja Pindah Datang; dan

c. Tim Kerja Identitas Kependudukan.

Paragraf 6
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Pasal 108

Bidang Pelayanan Pencatztan Sipil melaksanakan tugas
merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina,
mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan urusan
kelahiran, perkawinan, dan perceraian serta perubahan
status anak pewarganegaraan dan kematian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pelayanan Pencatatan  Sipil
menyelenggarakan fungsi:

4. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang
Pelayanan Pencatatan Sipil,

b. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan
pencatatan sipil;

¢c. pengoordinasian pelaksanaan program lerja
dan kebijakan teknis pelayanan pencatatan
kelahiran;

d. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan
kebijjakan teknis pelayanan pencatatan perubahan
status anak, pewarganegaraan, dan kematian;

€. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan
kebijakan teknis pelayanan pencatatan perkawinan
dan perceraian;
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f.  pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional
pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;

g. pengoordinasian pelaksanaan administras; Bidang
Pelayanan Pencatatan Sipil;

h. penerimaan pelaporan, pencatatan, penatausahaan,
dan penerbitan dokumen atas per.stiwa kelahiran,

i.  penyediaan formulir-formulir dan alat tulis kantor
untuk pelayanan pencatatan kelahiran, lahir mati,
perubahan nama, pembetulan akta kelahiran,
pembatalan alkta kelahiran, dan perubahan peristiwa
penting lainnya;

j- penyajian data informasi yang berhubunga dengan
pencatatan kelahiran, lahir mati, perubah~n nama,
pembetulan akta kelahiran, pembatalan akta
kelahiran, pemberian catatan pinggir, dan pcrubahan
peristiwa penting lainnya;

k. penerbitan akta dan/atau kutipan akta kelahiran,
pembetulan akta kelahiran, pembatelan akta
kelahiran, pemberian catatan pinggir pervbahan
nama, dan perubahan peristiwa penting la:nnya,;

1. penerbitan kutipan akta kelahiran baru karena hilang
atau rusak atau pembetulan;

m. pemantauan dan pendataan pelayanan poscatatan
kelahiran, lahir mati, pembetulan akti helaniran,
pembatalan akta kelahiran, pemberian catatan
pinggir perubahan nama, dan perubahan veristiwa
penting lainnya,

n. pelaksanaan bimbingan teknis pelayanan percaiatan
kelahiran, lahir mati, pembetulan akta ke'ahiran,
pembatalan akta kelahiran, pemberian catatan
pinggir perubahan nama, dan perubahan neristiwa
penting lainnya;

0. penyusunan bahan advokasi, sosialisasi  dan
supervisi tentang pencatatan kelahiran, lahir mati,
pembetulan akta kelahiran, pembatalan akta
kelahiran, pemberian catatan pinggir perutahan
nama, dan perubahan peristiwa penting lainnyva;

p. pelaksanaan advokasi, sosialisasi dan supervisi
tentang pencatatan kelahiran, lahir mati. pembetulan
akta kelahiran, pembatalan akta keiahiran,
pemberian catatan pinggir perubahan nama. dan
perubahan peristiwa perniting lainnya;

q. pemberian legalisasi fotokopi akta dan/atau kutipan
akta kelahiran dan surat keterangan yang berkaitan
dengan kelahiran;




ad.

bb.

CcC.

dd.

cC.
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penerimaan pelaporan pencatatan peristiwa
perkawinan dan perceraian;

penyediaan formulir dan alat tulis kantor untuk
pelayanan pencatatan perkawinan dan percernian;

penyajian data informasi yang nerhubungan dengan
nencatatan perkawinan dan perceraian;

pelaksanaan pencatatan perkawinan dan perceraian
baik di dalam kantor maupun di lvar kantor;

penerbitan akta dan/atau kutipan serta pemberian
catatan pinggir akta perkawinan dan perceraian serta
surat keterangan yang berkaitan dengan perkawinan
dan perceraian;

penerbitan kutipan akta perkawinan dan perceraian
baru karena hilang atau rusak atau pembetulan;

pemantauan dan pendataan pelayanan pencatatan
perkawinan dan perceraian;

penyiapan bahan usulan pengangkacar dan
pemberhentian Pembantu Pegawai Pencatat
Perkawinan (P4};

pelaksanaan bimbingan teknis pelavanan p¢ -atatap
perkawinan dan perceraian,;

pelaksanaan kajian berbagai macam masukan dan
permasalahan yang berhubungan dengan pelavanan
pencatatan perkawinan dan perceraian;

penyusunan bahan advokasi, sosialisasi. dan
supervisi tentang pencatatan perkawinan dan
perceraian;

pelaksanaan advokasi, sosialisasi, dan supervisi
tentang pencatatan perkawinan dan perceraiar;

penyiapan bahan rumusan kebijjakan sistem
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan
pencatatan perkawinan dan perceraian;

pemberian legalisasi fotokopi akta dan/atau kutipan
akta perkawinan dan perceraian serta surat
keterangan yang berkaitan dengan perkawinan dan
perceraian;

penyediaan formulir-formulir dan alat tulis kantor
untuk pelayanan pencatatan perubahan status anak,
pewarganegaraan, dan kematian;
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penyajian data informasi yang berhubungan dengan
pencatatan perubahan status anak,
pewarganegaraan, dan kematian;

penerbitan akta dan/atau kutipan akta pengakuan
anak, pengesahan anak, akta kematian dan
pemberian catatan pinggir pada kutipan akta
pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan
anak, dan kematian;

pemberian catatan pinggir pada akta lkelahiran
dan/atau akta perkawinan dan kutipannyva sevta akta
pencatatan sipil lainnya dalam rangka pcncatatan
pewarganegaraan;

pemantauan dan pendataan pelayanan pencatatan
perubahan status anak, pewarganegaraan, dan
kematian;

pelaksanaan bimbingan teknis pelayanan pencatatan
perubahan status anak, pewarganegarann. dan
kematian;

pengkajian  berbagai macam masukan dan
permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan
pencatatan perubahan * status anak,
pewarganegaraan, dan kematian;

.penyusunan bahan advokasi, sosialisasi, dan

supervisi tentang pencatatan perubahan status anak,
pewarganegaraan, dan kematian;

pelaksanaan advokasi, sosialisasi, dan supervisi
tentang pencatatan perubahan status anak,
pewarganegaraan, dan kematian;

penyiapan bahan rumusan kebijakan sistem
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan
pencatatan perubahan status anak,
pewarganegaraan, dan kematian;

pemberian legalisasi fotokopi akta dan/atau kutipan
akta pengakuan anak, akta pengesahan anak. akta
kelahiran yang berkaitan dengan perubahan siatus
anak serta surat keterangan yang berkaitan dengan
pencatatan perubahan status anak,
pewarganegaraan, dan kematian;

pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan
evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang
Pelayanan Pencatatan Sipil; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
berkaitan dengan bidang tugasnva.
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Pasal 109

(1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan
Pencatatan Sipil dan dibantu oleh Tim Kerja yang
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Bidang Pelayanan
Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada avat (1)
meliputi:

a. Tim Kerja Kelahiran;
b.  Tim Kerja Perkawinan dan Perceraian; dan

c. Tim Kerja Perubahan Status Anak Perwarganegaraan
dan Kematian.

Paragraf 7
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Pasal 110
(1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan melaksanakan (ugas wm=rumuskan
kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan
mengendalikan pelaksanaan pengelolaan informasi
administrasi kependudukan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pengelolaan Informasi Adniinistrasi
Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan perencanaan dan program kerj: Bidang
Pengelolaan Informasi Administrasi;

b. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan
informasi administrasi;

c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan
kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi
admnistrasi kependudukan;

d. pengoordinasian pelaksanaan program kcija dan
kebijakan teknis pengolahan dan penvajian data;

e. pengoordinasian pelaksanaan program Kkerja dan
kebijakan teknis kerja sama dan inovasi pelayanan;

f.  pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional
pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan;

g  pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudiian;
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penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK};

pelaksanaan bimbingan teknis SIAK;

pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan jaringan komunikasi data;

penyediaan  perangkat keras dan jaringan
komunikasi data sampai tingkat kecamatan
dan/atau kelurahan sebagai tempat pelavanan
administrasi kependudukan;

pelaksanaan, pengembangan, pemeliharaan. dan
pengawasan SIAK;

penyelenggaraan pembangunan database
kependudukan;

pelaksanaan perlindungan data pribadi penduduk
pada database kependudukan;

penyusunan  pedoman dan petunjuk teknis
penyelenggaraan pengolahan dan penyajian Jate:
penyusunan dan penyajian data kepenciidukan
dalam rangka pelayanan alministrasi
kependudukan;

penyusunan data penduduk untuk pemilihan
presiden, pemilihan legislatif, pemilihan gubernur,
pemilihan Wali Kota, dan pemilihan Lurah;
pelaksanaan proses permchonan permintaan data
baik dari perorangan maupun lembaga;
penyelenggaraan pelaporan data kependudiixan dan
catatan sipil szcara periodik;

pengelolaan dokumentasi data kependudukan dan
pencatatan sipil;

penyusunan indikator, profil, proyeksi, dan analisis
perkembangan kependudukan;

penerbitan  berita acara . penelitian register/
keabsahan akta pencatatan sipil;

penyusunan pedoman dan petuniuk icknis
penyelenggaraan kerja sama dan inovasi pelaranan
kependudukan dan pencatatan sipil;

pelaksanaan koordinasi dan kerja sama untuk
pemanfaatan data kependudukan;

pelaksanaan sosialisasi kebijakan administrasi
kependudukan;

penyelenggaraan pendayagunaan SIAK untuk inovasi
pelayanan kependudukan dan pencatatar sipi::
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aa. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan
evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang
pengelolaan informasi administrasi: dan

bb. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan ol! atasan
berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 111

Bidang Pengelolaan Informasi Adminis‘rasi
Kependudukan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana imaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Pergelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan dan dibantu oleh
Tim Kerja yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Bidang
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Tim Kerja Pengelolaan dan Penyajian Data;

b. Tim Kerja Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan; dan

c. Tim Kerja Tata Kelola dan Sumber Dava Manusia.

Paragraf 8
Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
Pasal 112

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelavanan
melaksanakan tugas memimpin, melalsanakan
penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pemanfaatan data dan inovasi
pelayanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan
dokumen kependududukan, kerja sama sert. inovasi
pelayanan administrasi kependudukan:

b.  perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan
dokumen kependududukan, kerja sama serta inovasi
pelayanan administrasi kependudukan;

¢.  pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pemanfaatan data dan dokumen kependududukan,
kerja sama serta inovasi pelayanan adrministrasi
kependudukan;
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d. pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen
kependududukan;

e. pelaksanan kerja sama administrasi kependudukan;
f.  pelaksanaan inovasi pelayanan ¢ dininistrasi
kependudukan;

g pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan
data dan dokumen kependududukan, keija sama
serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan fungsinya.

Pasal 113

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelavanan terdiri
atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Pemanfaatan
Data dan Inovasi Pelayanan dan dibantu oleh Tim Kerja
yang bertanggungjawab kepada Kepsla Dinas.

Kelompok Jabatan  Fungsional dibawah  Ridang
Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan seb:sgaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Tim Kerja Inovasi Pelayanan;

b. Tim Kerja Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen
Kependudukan; dan

c. Tim Kerja Kerjasama.

Bagian Keempat

Dineas Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 114

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur prlaksana
urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup deaigan
Tipelogi A.

Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
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Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 115

Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:

Sekretariat Dinas;

Bidang Tata Lingkungan;

Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3;

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup;

a.

b
C.
d

(1)

(2)

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
Hidup;

Kelompok Jabatan Fungsional; dan

Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi
Dinas Lingkungan Hidup
Pasal 116

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas mernbantu
Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di
bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada avet (1},
Dinas Lingkungan Hidup menyelengzarakan run .-

a.

b.
C.

penyusunan rencana program dan kegiat:: Dinas
Lingkungan Hidup;

perumusan kebijakan di Bidang ringkungan Hidup;
penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;

penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
pencegahan, penanggulangan dan  pemulihan
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidun:
pengelolaan keanekaragaman hayati;

pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun;

pengelolaan limbah lumpur tinja;




(1}

(2)

WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

-79-

i. pembinaan dan pengawasan terhadap usaha atau
kegiatan yang izin lingkungan dan izin Perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup;

J. penetapan pengakuan dan peningkatan kapasitas

masyarakat hukum adat, kearifan lokal, atau
pengetahuan tradisional yang terkait dengan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

k. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lingkungan
hidup untuk lembaga kemasyarakatan;

l. pemberian penghargaan lingkungan hidup Tingkat
Kota,;

m. penyelesaian pengaduan masyarakat di Bidang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

pengelolaan sampah;

0. pemberian rekomendasi perizinan pendau ulangan,
pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan
pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh
swasta;

p. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah vang
diselenggaraken oleh pihak swasta,

q. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesiatan di
Bidang Lingkungan Hidup;

r. pelaksanaan administrasi Dinas Lingkurgan Hidup;
dan

S. pelaksanaan fungsi lain yang d’berikan Wali Kota
terkait dengan tugas dan fungsinya.

B

Paragraf 4
Sekretariat
Pasal 117

Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas
melaksanakan penyusunan rencana program, pengelolaan
urusan tata usah, tata laksana keuangan, kepegawaian,
data dan informasi dan pengelolaan barang milik negara.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnalsud pada
ayat (1), Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup
menyelenggarakan fungsi:

4. penyusunan rencana, progiram dan  kcgiatan
Sekretariat;

pelaksanaan koordinasi rencana dan anggaran,
pengelolaan urusan keuangan;

d. pengelolaan data dan informasi;

o
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€. pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga,
kearsipan, dan dokumentasi, pengelolaan barang
milik negara, kepegawaian, serta huabungan
masyarakat,

f.  penyusunan laporan pelaksanaan tugas uebagai
bahan pertanggungjawaban kepada atasan:

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan siel atasan
sesuai dengan tugas dan hungsinya; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan fungsinya.

Pasal 118

Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:

a.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
Sub Bagian Penyusunan Program dan Keu angan; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 119

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud pada Pasal 118 huruf a mempunyval tugas
menyusun rencana, program, kegiatan dan persuratan,
mengelola ketatausahaan naskah dinas, mengelola urusan
rumah tangga perangkat daerah, mengelola urusan
kepegawaian, monitoring, evaluasi dan pelaporan,
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian
menyelenggarakan fungsi:

4. penyusunan rencana, kegiatan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian;

b. penyiapan bahan aturan ‘perundangan sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan;

pengelolaan ketata usahaan naskal. dinas;
pengelola urusan rumah tangga perangkat daerah;
pengelola urusan kepegawaian;

pengelola barang milik negara;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

5 ot oo

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan fungsinya.
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Pasal 120

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
stbagaimana dimaksud pada Pasal 118 huruf b
mempunyai tugas menyusun rencana, program, dan
kegiatan, melaksanakan pengelolaan keuangan,
membantu pelayanan pemeriksaan keuangan, monitoring,
evaluasi dan pelaporan melaksanakan tugas lain vang
diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasiva.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
menyeleniggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan
anggaran belanja dinas;
pengelolaan urusan keuangan;
c. penyiapan bahan pelayanan untuk pemeriksa
keuangan;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan dinas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan a:asan sesuai
dengan fungsinya.

Pasal 121
Sekretariat dibantu Kelompok Jabatan Fungsior.:

Kelompok Jabatar Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris dan dibzntu oleh
Tim Kerja yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Sexretariat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), vaitu Tim Kerja Data
dan Informasi.

Paragraf 5
Bidang Tata Lingkungan
Pasal 122

Bidang Tata Lingkungan melaksanakan tugas
merumuskan kebijakan teknis di bidang inventarisasi
lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis dan
perencanaan ekonomi lingkungan dan kajian dampak
lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sada
ayat (1), Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan
fungsi:
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penginventarisasian data dan informas: sumberdaya
alam;
penyusunan dokumen RPPLH;

koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam
RPJP dan RPJM;

pemarntauan dan evaluasi pelaksanaan RPPI.H;
penentuan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup;

pengoordinasian penyusunan tata ruang yang
berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;

peyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup
(PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disir:sentif,
pendanaan lingkungan hidup);

pelaksanaan sinkronisasi RLPILH Nasional,
Pulau/Kepulanian dan Ekoregion;

penyusunan NSDA dan LH;
penyusunan status lingkungan hidup daerah;
penyusunan Indeks Kualitas'Lingkungan Hidup;

pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku
kepentingan tentang RPPLH;

penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Sirategi
Provinsi;

pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategi;
pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam
pelaksanaan KLHS;

pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan
KLHS;

pemantauan dan evailuasi KLHS;

pengoordinasian penyusunan instrumen pencegahan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
(Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis
resiko LH);

penilaian tethadap dokumen lingkungan (AMDAL dan
UKL/UPL);

penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup
yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan
konsultan);

pelaksanaan proses izin lingkungan;

pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
pelalisanaan pemaniaatan secara lestari sumber daya
alam;

pelaksanaan pencadangan sumber dava alam;
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2. pelaksanaan upaya mitigasi dan adartasi perubahan
iklim;

aa. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penvusunan
profil emisi GRK;

bb. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;

cc. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi,
pemanfaatan  berkelajutan, dan pengendalian
kerusakan keanekaragaman hayati;

dd. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan
konservasi keanekaragaman hayati;

ee. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan
keanekaragaman hayati;

ff. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan
database keanekaragaman hayati;

gg. pengelolaan ruang terbuka hijau;

hh. penyediaaan sarana dan prasarana ruang terbuka
hijau

i. penataan dan pemulihan ruang terbuka hijau dan

{i- pelaksanaan fungsi lain yang aiberikan oleh atasan

sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 123

Bidang Tata Lingkungan terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Tata
Lingkungan dan dibantu oleh Tim Kera vang
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Bidang Tata
Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. Tim Kerja Inventarisasi RPPLH dan KLHS:

b. Tim Kerja Kajian Dampak Lingkungan; dan

c. Tim Kerja Pemeliharaan Lingkungan.

Paragraf 6
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
Pasal 124

Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3
melaksanakan tugas merumuskan kebijakan teknis di
Bidang Pengurangan Sampah, Penanganan Sampah dan
Limbah B3.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pengolahan Sampah dan Limr,ah B3
menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

penyusunan informasi pengelolaan sampah ringkat
kota;

penetapan target pengurangan sampah dan prioritas
Jjenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;

perumusan kebijakan pengurangan sampah;
pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada
produsen/industri;

pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan
kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;

pembinaan pendaurulangan sampah;
penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;

pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari
produk dan kemasan produk;

perumusan kebijakan penanganan sampah ¢i kota;

pengoordinasian pemilahan, pengunipulan,
pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;

penyediaaan sarpras penanganan sampah;
pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan
sampah;

penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir
dengan sistem pembuangan open dumping:
penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap
darurat pengelolaan sampah;

pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan
pemrosesan akhir sampah;

pelaksanaan kerjasama dengan Kota lain dan
kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah
dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah:

pengembangan investasi dalarr usaha penociolaan
sampabh;

penyusunan  kebijakan  perizinan  pengoiahan
sampah, pengangkutan sampah dan pemnrosesan
akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
pelaksanaan  perizinan  pengolahan sampah,
pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir
sampah yang diselenggarakan oleh swasta-
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perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan
kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh
pihak lain (badan usaha);

pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja
pengelolaan sampah yang dilaksanakan oich pihak
lain (badan usaha);

perumusan  penyusunan kebijakan  perizinan
penyimpanan sementara limbah LB3 (pengajuan,
perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam
satu daerah Kota;

pelaksanaan perizinan penyimpanan semrentara
limbah, B3 dalam satu daerah Kota;

pelaksanaan pemantauan dan vengawasan
penyimpanan sementara limbah B3 dalum satu
daerah kota;

penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan
pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perparjangan,
perubahan dan pencabutan) dalam Kota satu daerah;
pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limhah B3;
pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3
menggunakan alat angkut roda 3 (tiga] dilakukan
dalam satu daerah Kota;

pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3
dilakukan dalam satu daerah Kota;

pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;

pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan,
pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan
limbah B3; dan

pelaksanaan pengelolaan limbah lumpur tinja;

penyediaan sarana dan prasarana instansi
pengolahan lumpur tinja {IPLT); dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 125

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Pengeloiaan
Sampah dan Limbah B3 dan dibantu oleh Tim Kerja yang
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
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Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang
Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Tim Kerja Pengurangan Sampah;

b. Tim Kerja Penanganan Sampah; dan

¢. Tim Kerja Limbah B3.

Paragraf 7
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup
Pasal 126
Bidang Pengendslian Pencemaran dan  kerusakan
Lingkungan Hidup melaksanakan tugas merumuskan
bahan kebijakan teknis di bidang Femantauan

Lingkungan Hidup, Pencemaran Lingkungan Hidup dan
Kerusakan Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Perigendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
pelaksanaan pemantauan kualitas air;

pelaksanaan pemantauan kualitas udare;
pelaksanaan pemantauan kualiias tanah;
pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan Jaut;
penentuan baku mutu lingkungan;

penyiapan  sarpras pemantauan  lingkungan
(laboratorium lingkungan);

g pelaksanaan pemantauan sumber pencemar - istitusi
den non institust;

o a0 T

h. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran
(pemberian informasi, pengisolasian serta
penghentian] sumber pencemar institusi dan non
institusi;

i.  pelaksanaan pemulihan pencemaran (pemtersihan,
remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber
pencemar institusi dan non institusi;

perientuan baku muiu sumber pencernar;

k. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi
dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran
atau kerusakan lingkungan  hidup kepada
masyarakat;

1. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber
pencemar institusi dan non institusi;

L—y.
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m. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar
institusi dan non institusi;

n. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi
hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non
institusi;

0. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan:

p. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan:

q. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi,
pengisolasian  serta  penghentian) kerusakan
lingkungan;

r. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi,
rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkur.gan;

s. pelaksanaan penerbitan Persetujuan Telnis dan
Surat Kelayakan Operasional (SLO) Bidang
Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan

t.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan fungsinya.

Pasal 127
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup terdiri atas Kelompol .Jabatan

Fungsional.

Kelompok Jabatar Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Ridang Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan
dibantu oleh Tim Kerja yang bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional cibawah Bidang
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat {1} melijviti:

a. Tim Kerja Pemantauan Lingkungan Hidup:;

b. Tim Kerja Pencemaran Lingkungan Hidup; dan

c. Tim Kerja Kerusakan Lingkungan Hidup.

Paragraf 8

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas:
Lingkungan Hidup

Pasal 128

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingku ngan
Hidup melaksanakan tugas merumuskan bahan
kebijakan teknis di bidang pengaduan dan sengketa
lingkungan hidup, penegakan huku-n lingkungan serta
penegakan kapasitas lingkungan.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana d:raaksud pada
ayat (1), Bidang Penataan dan Peningkatan Xapasitas
Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

=

penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan
pengaduan dan penyelesaian peagaduan masvarakat;

pelaksanaan fasilitasi penerimaan peagad..in atas
usaha atau kegiatan yang tidak sesuai denzan izin
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan H dup;

pelaksanaan penelaahan dan verifikasi  atas
pengaduan;

penyusunan  rekomendasi  tindaklanjut  hasil
verifikasi pengaduan,;

pelaksanaan bimbingan teknis, nionitoring dan
pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan:

penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar
pengadilan maupun melalui pengadilan;

pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan:

pengembangan  sistem  informasi  penerimaan
pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan
yang tidak sesuai dengan izin Perlinduncan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha
dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkur.gan dan
izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin
lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan
lingkungan;

pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekemendasi
hasil evaluasi penerima izin lingkungan 'an izin
perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
pembinaan dan pengawasan terhada» Petugas
Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;

pembentukan tim koordinasi dan monitoring
penegakan hukum lingkungan;

pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungin Hidup;
pelaksanaan  penyidikan perkara pelinggaran
lingkungan hidup;

penanganan barang bukti dan penanganan hukum
pidana secara terpadu;
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penyusunan kebijakan pengekuan keberadaan
masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak keariian lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

pengidentifikesian, verifikasi dan validasi serta
penetapan pengakuan keberadanaan k:oncradaan
masyarakat hukum adat, kearifan lol.al atau
pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak MHA terka’t dengan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan
MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
dan hak MHA terkait dengan Perlirdunzan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

pelaksanaan komunikasi dialogis dengan Mi{A;

pembentukan panitia pengakuan masyerakat hukum
adat;

penyusunan data dan informasi profil MHA, «earifan
lokal atau pengetahuan  tradisional terkait
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
penyusunan kebijakan peningkatan kapasi~. = MHA,
kearifan lokal atau pengetahuan tradision.! rerkait
PPLH;

penyelenggaraan pendidikan dan nelatihan,
pengembangan dan pendampingan -erhadap MHA,
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait
PPLH;

pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan
MHA, kearifan lokal atau pengetahuaan tradisional
terkait PPLH;

penyiapan model peningkatan kapasitas dan
peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional terkait PPLH;

penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan
peningkatan kerjasaimna MHA, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional terkait PPLH;

pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
pengembangan metode diklat dan penvuluhan LH;
pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;

pengembangan kelembagaan kelompok masvarakat
peduli LH;
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gg. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan
penyulithan;

hh. penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LIH;

11. pengembangan jenis penghargaan LH;

1. penyusunan kebijakan tata cara pemberian
penghargaan LH;

kk. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan,;

lI. pembentukan tim penilai penghargaan vang
kompeten;

mm. pelaksanaan  dukungan  program pemberian
penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan

nn. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 129

Bidang Penataan dan Peningkatan Fapasitas Lingkungan
Hidup terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Penataan dan
Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan dibantu
oleh Tim Kerja yang bertanggungiawab kepada Kepala
Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang Penataan

dan  Peningkatan Kapasitas Lingkunga. Hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;

a. Tim Kerja Pengaduan dan Sengketa Lingk.ingan
Hidup;

b.  Tim Kerja Penegakan Hukum Lingkungan Hidup; dan

¢. Tim Kerja Peningkatan Kapasitas Lingkur.gan Hidup.

Bagian Kelima

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunrgan \n al,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 130

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan budang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang
menjadi kewenangan Daerah dengan Tipelogi A.
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(2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunyan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluaga Berencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berkeduduxan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris
Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 131
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas:
a. Sekretariat Dinas;

b. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak
Anak dan Pemberdayaan Masyarakat:

c. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan
Khusus Anak;

Bidang Pengendalian Penduduk;
Bidang Keluarga Berencana;
Kelompock Jabatan Fungsional; dan
Unit Pelaksana Teknis Dinas.

@ 0 o

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Ferlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 132

(1) Dinas Pemberdayazn Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluaga Berencana
mempunyai tugas melaksanakan urusan pem:rintahan
dan tugas pemantauan di bidang Pembx .davaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencara yang menjadi
kewenangan Kota.

(2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Dinas Pemberdayaan Perem»ran dan
Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pembrriavaan
perempuan, perlindungan anak, pengondalian
penduduk dan keluarga berencana;
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pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria
bidang pemberdayaan perempuran dan periindungan
anak;

penguatan dan pengembangan lembagz penyedia
layanan pemberdayaan, lembaga penyedia layanan
perlindungan perempuan, lembaga penvedin layanan
peningkatan kualitas hidup anak dan '7mbhaga
penyedia layanan bagi anak vang 1 - ‘ukan
perlindungan khusus tingkat kota:

penguatan dan pengembangan lembaga penyedia
layanan peningkatan kualitas keluarga dalam
mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang
wilayah kerjanya dalam kota;

pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian
data gender dan anak dalam kelernbagaan data di
tingkat kota;

pelembagaan pengarusutamaan gender, pemenuhan
hak anak pada lembaga pemerintah dan dunia usaha,
penyediaan layanan bagi perempuan korban
kekerasan, keluarga dan anak yang memerlukan
perlindungan khusus;

pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum,
sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;

pencegahan kekerasan terhadap peremptian dan
anak;

penyediaan layanan bagi perempuan korban
kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kota;

peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan
hak anak;

penyediaan  layanan  bagi  keluarga dalam
mewujudkan kesetaraan gender dan hak arak yang
wilayah kerjanya dalam daerah kota:

penyediaan layanan bagi anak vang memerlukan
koordinasi tingkat kota;

pengumpulan, pemetaan, pengolahan, analisis dan
penyajian data gender dan perkiraan pengendalian
penduduk; .

pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah
daerah provinsi dengan pemsrintah daerah kota
dalam rangka pengendalian kuantitas pend- rduk;
pelaksanaan informasi, edukasi. pencondalian
penduduk dar KB sesuai kearifan budaya loi:al;
pendayagunaan tenaga penvuluh KB / petugas
lapangan KB;
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q. pengendalian dan pendistribis'an kebutuhan alat
kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan K3;

r.  pemberdayaan, pelaksanaan dan peningkatan peran
serta organisasi kemasyarakatan;

S. pelaksanaan pembangunan keluarga  melalui
pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

t.  Pengoordinasian dan pelaksanaan pengendalian
penduduk, keluarga berencana, ketaha an dan
kesejahteraan keluarga dilingkungan kota (ermasuk
dukungan dana, sarana dan prasarana;

u. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan
anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

v. pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Pencendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana: dan

w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Waii Kota
terkait dengan fungsinya.

Paragraf 4
Sekretariat
Pasal 133

Sekretariat Pemberdayaan Perempuan dan Perliidungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Brrencana
mempunyai tugas memberi pelayanan teknis dan
administratif kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluaga Berencana;:

b. penyusunan rencana program dan anggaran;

C. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah
tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta
hubungan masyarakat;

d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendah araan,
akuntansi, verifikasi, dan ganti rugi: dan

€. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Pasal 134

Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri

dari;
a.
b.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 135

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebaguimana
dimaksud Pasal 134 huruf a mempunyai tugas
melaksanakan urisan persuratan, urusan tata usaha,
kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan,
rumah tangga, dan pengelolaan barang milik daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan persuratan;

b.  pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;

¢. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan,
dan ketertiban kantor;

d. pelaksanaan pengelolaan. perlengkapan dan barang
milik daerah;

e. pelaksanaan urusan kepegawaian dan pemnbinaan
aparatur;

pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
pengelolaan kehumasan; dan

5 o0

melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan
sesuai dengan fungsinya.

Pasal 136
Sekretariat dibantu Kelompok Jabatan Fungsion.ii

Kelompok Jabatar Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu oleh
Tim Kerja yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Sekretariat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), vaitu:

a. Tim Kerja Penyusunan Program; dan

b.  Tim Kerja Keuangan.
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Paragraf 5

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Has Anak

(1)

(2)

dan Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 137

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak
Anak dan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugas
Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak,
dan Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimakasiud pada

ayat

(1), Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan

Pemenuhan Hak Anak dan Pemberdavaan Masvarakat
menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

Penyusunan rencana, program kegiatan bhidang
kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak;

penyiapan perumusan kebijakan bidang
pelembagaan pengarusutamaan gender, bidang
pemberdayaan perempuan bidang politik. hukum,
sosial, dan ekonomi, bidang penguaian dan
pengembangan lembaga penvedia favanan
pemberdayaan perempuan, bidang pelembagaan
pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan
pengembangan lembaga penyedia layanan
peningkatan  kualitas hidup  anak, bidang
peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan
pemenuhan hak anak, bidang penringkatan kualitas
keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender,
bidang penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia lavanan kualitas keluarga. hidang
peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan
pemenuhan hak anak dan bidang penyediaan
layanan  bagi keluarga dalam mewujudkan
kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;

pelaksanaan  kebijakan  bidang pelembagaan
pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan
perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan
ekonomi, bidang penguatan dan pengembangan
lembaga penyedia layanan pembrrdayaan
perempuan, bidang pelembagaan pemenuhan hak
anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak,
bidang peningkatan kualitas keluarga dalam
mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang
peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan
kesetaraan gender, bidang penguatan dan
pengembanganr lembaga penyedia lavanan kualitas
keluarga dan bidang peningkatan kualitas Leivarga
dalam mewujudkan pemenuhan hak anak:
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d. pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam
mewujudkan kesetaraan gende- dan pem~nithan hak
anak;

e. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelembagaan
pengarusutamaan gender;

f.  pelaksanaan koordinasi dalam pengumnpulan,
pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan
data anak;

g  pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, an~lisis dan
penyajian data gender dan data anak:

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan neliosoran di
bidang pelaksanaan pengarvsutamaan gerder, di
bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik,
hukum, sosial, dan ekonomi, di bidang penguatan
dan pengembangan lembaga penyedia layvanan
pemberdayaan perempuan, di bidarg pelembagaan
pemenuhan hak anak, di bidang penguatan dan
pengembangan lembaga penyedia \avanan
peningkatan kualitas hidup anak, di ‘idang
peningkatan kualitas keluarga dalari mewujudkan
pemenuhan hak anak, di bidang peningkatan
kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan
gender, di bidang penguatan dan pengembangan
lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, di
bidang peningkatan kualitas keluarga dalam
mewujudkan pemenuhan hek anak, di bidang
penyediaan layanan  bagi keluarga  dalam
mewujudkan kesetaraan gender dan pementihan hak
anak dan dalam pengumpulan, pengoiahan. analisis,
dan penyajian data gender dan data anak;

i.  pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan masyarakat; dan

J- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan furigsinya.

Pasal 138

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemeanuhan Hak
Anak dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Kualitas Hidup
Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat dan dibantu oleh Tim Korja vang
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
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Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang Kualitas
didup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi :

a. Tim Kerja Pemberdayaan Masyarakat;
b.  Tim Kerja Pengarustamaan Gender; dan

c. Tim Kerja Perlindungan dan Peningkatan Kualitas

Hidup.
Paragraf 6
Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan
Khusus Anak
Pasal 139

Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan
Khusus Anak melaksanakan tugas kegiatan di Bidang
Perlindungan perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

Untuk melaksankakan tugas sebagaimana dimakasud
pada ayat (1), Bidang Perlindungan Perempuan dan
Perlindungan Khusus Anak menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program kegiatan bidang
perlindungan perempuan dan perlindungan khusus
anak;

b. penyiapan perumusan kebijakan bidang pencegahan
kekerasan terhadap perempuan dan anak yang
memerlukan perlindungan khusus, bidang
penyediaan layanan bagi perempuan korban
kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang
memerlukan perlindungan khusus dan bidang
penguatan dan pengembangan lembaga penyedia
layanan perlindungan perempuan dan lembaga
penyedia layanan bagi anak yang memerlukan
perlindungan khusus;

c. pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan
kekerasan terhadap perempuan dan anak yang
memeriukan perlindungan khusus dan bidang
penguatan dan pengembangan lembaga penyedia
layanan perlindungan perempuan dan lembaga
penyedia layanan bagi anak yang memerlukan-
perlindungan khusus;

d. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan,
pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan
korban kekerasan dan data anak yang memerlukan
perlindungan khusus;
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e. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan layanan bagi
perempuan korban kekerasan dan layanan bagi anak
yang memerlukan perlindungan khusus;

f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis,
dan penyajian data peremnuan korban kekerasan
dan data anak yang memerlukan perlinduagan
khusus;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di
bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan
dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, di
bidang penyediaan lanjutan bag: perempuan korban
kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang
memerlukan perlindungan Ikhusus, di bidang
penguatan dan pengembangan lembaga penyedia
layanan perlindungan perempuan dan lembaga
penyedia layanan bagi anak vang meimeriukan
perlindungan khusus dan dalam pengumpulan,
pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan
korban kekerasan dan data anak yang memerlukan
perlindungan khusus; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai
dengan fungsinya.

Pasal 140

Bidang Perlindungan Perempuan dan Periindungan
Khusus Anak terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana diinaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Perlindungan
Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dan dibantu
oleh Tim Kerja yang bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional dibawsh  lidang
Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} meliputi :

a. Tim Kerja Perlindungan Anak;

b. Tim Kerja Pelembagaan dan Pemenuhan Anak-Anak;
dan

c. Tim Kerja Pengolahan Data dan Informasi Anak.

Paragraf 7
Bidang Pengendalian Penduduk
Pasal 141

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas
melaksakan kebijakan teknis di bideng pengendalian
penduduk Daerah Kota.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk
menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan Daerah Kota bidang
pengendalian penduduk dan sistem informasi
keluarga;

b. pelaksanaan norma. standar, prosedur dan kriteria
bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi
keluarga;

¢. pelaksanaan kebijakan Daerah Kota bidang sistem
informasi keluarga;

d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan
Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian
kuantitas penduduk;

e. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian
penduduk Daerah Kota;

f.  pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang
pengendalian penduduk;

g pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang
pengendalian penduduk;

h., pelaksanaan koordinasi dalam relaksanaan
tugasnya; dan

i.  pelaksanaan tungsi lain yang diberikan atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 142

Bidang Pengendalian Penduduk terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian
Penduduk dan dibantu oleh Tim Kerja vyang
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Ridang
Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. Tim Kerja Advokasi dan Penggerakan:

b. Tim Kerja Penyuluhan dan Pendayagunaan P.<B3 dan
Kader; dan

¢. Tim Kerja Pengendalian Penduduk dan Informasi
Keluarga,
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Paragraf 8
Bidang Keluarga Berencana
Pasal 143
Bidang Keluarga Berencana mempunya: tugas

melaksakan kebijakan teknis bidang KB Daerah W nta.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuid pada

ayat (1), Bidang Keluarga Berencana menvelenzuarakan

fungsi:

a. perumusan kehijakan teknis Daerah Kota bidang KB;

b. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah Kota bidang
KB;

c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar
prosedur dan kriteria bidang KB;

d. pelaksanaan penerimaan, penyvimpanan,
pengendalian dan pendistribusian alat dan obat
kontrasepsi Daerah Kota;

e. pelaksanaan pelayanan KB Daerah Kota;

f.  pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB,
ketahanan dan kesejahteraan keluarga Daerah Kota;

g pelaksanaan kerjasama dengan mitra terkait
pelayanan KB, Ketahanan dan Kesejahteraan
keluarga (penzambahan).

h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang i B;

i.  pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang KB;

J.  pelaksanaan  koordinasi dalam  pelaksanaan
tugasnya; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesual dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 144

Bidang Keluarga Berencana terdiri atas Kelompok fabatan
Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Keluarga
Berencana dan dibantu oleh Tim Kerja vang
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Bidang Leluarga
Berencana sebagaimana dimaksud pada svatr (1)
meliputi:

a. Tim Kerja Jaminan Ber-KB;

b. Tim Kerja Pembinaan Kesertaan Ber-KB: dan

¢. Tim Kerja Ketzhanan dan Kesejahteraan Keluarga.
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Bagian Keenam
Dinas Sosial
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 145

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan bidang Sosial dengan Tipelogi A.

Dinas Sosial sebagaimana dimasksud pada avat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan
di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui
Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 146

Dinas Sosial terdiri atas:

® ™o Qo gp

(2)

Sekretariat Dinas;

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
Bidang Rehabilitasi Sosial;

Bidang Pemberdayzan Sosial;

Bidang Penanganan Fakir Miskin;
Kelompok Jabatan Fungsional; dan

Unit Pelaksanan Teknis Dinas.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi
Dinas Sosial

Pasal 147

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Wuli Kota
melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan tugas Pembantuan dibidang
Sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Dinas Sosial meny<slenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana Program dan Kegiatan Dinas
Sosial;

perumusan kebijakan di Bideng Sosial;

c. pelaksanaan kebijakan Sub Urusan Pemberdayaan
Sosial;
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d. pelaksanaan kebijakan Sub Urusan Peranganan
warga negara migran korban tindak kekerasan;
e. pelaksanaan kebijakan Sub Urusan Rehabilitasi
Sosial;
f.  pelaksanaan kebijakan Sub Urusan Peirlindungan
dan Jaminan Sosial;
g pelaksanaan kebijakan Sub VYrusan Penanganan
Bencana;
h. pelaksanaan kebijakan urusan Taman Makam
Pahlawan;
i.  pelaksanaan kebijakan urusan Penanganan Fakir
Miskin;
Jj.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kecintan di
Bidang Sosial;
k. pelaksanaan administrasi Dinas Sosial; dan
I.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota
terkait dengan fungsinya.
Paragraf 4
Sekretariat
Pasal 148
Sekretariat Dinas Sosial melaksanakan tugas
menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas,

pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada
seluruh unit organisasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat
(1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

koordinasi kegiatan;

pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan
anggaran;

pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan;

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang
meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,
kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, oreanisasi,
hubungan  masyarakat, =serta kearsipan dan
dokumentasi;

penyelengaraan pengelolaan barang milik negara dan
pelayanan pengadaan barang/jase;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala
dinas; dan
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pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 149

Sekretariat Dinas Sosial terdiri atas:
Sub Bagian Tata Usaha; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)

Pasal 150

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimak-ud pada
pasal 149 huruf a melaksanakan tugas ketatausaiaan,
antara lain:

a.

menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha;
menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian;
menyiapkan dan melaksanakan wurusan rumah
tangga;

menyiapkan dan melaksarnakan urusan tata
persuratan dan kearsipan;

menyiapkan dan melaksanakai urusan kei~urmasan;
pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara
yang ada,;

menyiapkan bahan melaksanakan laporan kinerja;

menyiapkan bahan melaksanakan Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
(LHKASN);

mengkoordinasikan, menyiapkan bahan Reformasi
Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP}; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksad pada
ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelengzarakan

tugas:

a. penyiapkan dan pelaksanaan urusan tata uszha;

b. penyiapkan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;

c. penyiapkan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;

d. penyiapkan dan pelaksanaan urusan tata persuratan
dan kearsipan;

€. penyiapkan dan pelaksanaan urusan kehumasan;
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f.  pengolah dan inventarisasi barang milik negara vang
ada;

g. penyiapkan bahan penyusunan laporan kineria:

h. penyiapkan bahan penyampaian Laporaa Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (LEKPN] dan
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
(LHKASN);

i.  pengoordinasikan menyiapkan bahan Reiormasi
Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP); dan '

j- pelaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 151
Sekretariat dibantu Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu oleh
Tim Kerja yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Seckretariat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) vaitu Tim Kerja
Penyusunan Program dan Keuangan.

Paragraf 5
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Pasal 152

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial melaksanakan
tugas Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat(l), Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial
korban bencana alam;

b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial
korban bencana sosial;

c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
serta pemantauan dan evaluasi jamir.an sosial
keluarga;

d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria
bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan

e. pelaksanaan fungsi Jain yang diberikan oleh kepala
dinas.
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Pasal 153

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Perundungan
dan Jaminan Sosial dan dibantu oleh Tim Keija yang
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatann Fungsional di bawah Bidang

Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud

pada ayat (1} meliputi:

a. Tim Kerja Perlindungan Sosial Korban Benca~a Alam;

b. Tim Kerja Perlindungan Sosial Korban !Mencana
Sosial; dan

c. Tim Kerja Jaminan Sosial Keluarga.

Paragraf 6
Bidang Rehabilitasi Sosial
Pasal 154
Bidang Rehabilitasi Sosial melaksanakan tugas

rehabilitasi sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan

fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial
anak di luar panti dan/atau lembaga;

b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi. koordinasi,
serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas di luar panti dan/atau
lembaga;

c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial
tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar
panti dan/atau lembaga,

d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, konrdinasi,
serta pemantauan dan evaluasi rehabilicast sosial
lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;

e. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan
HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan
dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi,
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f. pengelolaan data pelayanan sosial korban
penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan
dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;

g pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria
di bidang rehabilitasi sosial di luar panti din/atau
lembaga; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan fungsinya.

Pasal 155

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana imaksud
pada ayat (1} dipimpin oleh Kepala Bidang Rehabilitasi
Sosial dan dibantu oleh Tim Kerja yang bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional dibawak Bidang

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. Tim Kerja Rehabilitasi Sosial Peayandang Disebilitas:

b. Tim Kerja Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban
Perdagangan Orang; dan

c. Tim Kerja Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanj.ut Sosial.

Paragraf 7
Bidang Pemberdayaan Sosial
Pasal 156

Bidang Pemberdayaan Sosial melaksanakan tugas
Pemberdayaan Sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan
fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial
perorangan, keluarga, dan kelembagaan masvarakat;

b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial
komunitas adat terpencil;

c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial
kepahlawanar, keperintisan, kesetiakawanan, dan
restorasi sosial;
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d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber
dana bantuan sosial;

e. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria
di bidang pemberdayaan sosial; dan

f.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasin sesuai
dengan fungsinya.

Pasal 157

Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipirnpin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan
Sosial dan dibantu oleh Tim Kerja yang bertangeinoiawab
kepada Kepala Dinas;

Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Bidang
Pemberdayaan Sosial sebagaimana dirnaksud pada ayat
(1) meliputi :

a. Tim Kerja Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;

b. Tim Kerja Peraberdayaan Masyarakat Penvaluran
Bantuan Stimulan dan Penataar Lingkungar: dan

c. Tim Kerja Kelembagaan, Kepahlawinsn dan
Restoransi Sosial.

Paragraf 8
Bidang Penanganan Fakir Miskin

Pasal 158

Bidang Penanganan Fakir Miskin melaksanakan tugas
Penanganan Fakir Miskin.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bidang Penanganan Fakir Miskin

menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin

pedesaan;
b.  pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
serta pemantauan dan evaluasi penangar 7 fakir

miskin perkotaan;

¢. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir
miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan
antar negara;
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d. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin
cakupan kota;

e. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dar kriteria
di bidang penanganan fakir miskin; dan

f.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olel atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 159 .

Bidang Penanganan Fakir Miskin terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Penanganan
Fakir Miskin dan dibantu oleh Tim Kerja yvang
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas:

Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Bidang
Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. Tim Kerja Identifikasi dan Penguatan Kapasitas:
b. Tim Kerja Pendampingan Dan Pemberdayaan; dan

c. Tim Kerja Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan
Stimulan Serta Penataan Lingkungan Sosial.

Bagian Ketujuh
Dinas Pariwisata

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 160

Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan Bidang Pariwisata derigan Tipelogi B,

Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan
di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui
Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 161

Dinas Pariwisata terdiri atas:

a.
b.

Sekretariat Dinas;
Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
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Bidang Pemasarar. Pariwisata;
Bidang Ekonomi Kreatif;

Kelompok Jabatan Fungsional; dan
Unit pelaksana Teknis Dinas.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi
Dinas Pariwisata

Pasal 162

Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Wali Kota
melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang
Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimal =1 pada

ayat (1) Dinas Pariwisata menyelenggarakan fur: si:

a. penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan
Dinas Pariwisata;

b. perumusan dan Penetapan Kebijakan teknis di
Bidang Pariwisata, Bidang Ekonomi Kreatif dan
Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariw sataan
dan - Ekonomi Kreatif dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan kebijakan umum yang ditetapkan Wali
Kota;

c. pelaksanaan Penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan pelayanan umum dibidang Pariwisata, Bidang
Ekonomi Kreatif dan Bidang Pengembangan sumber
daya kepariwisataan dan ekonomi Kreatif, Pembinaan
dan pelaksanaan di Bidang Pariwisata, Bidang
Ekonomi Kreatif dan Bidang Pengembangan Sumber
Daya Kepariwisataan dan pelaksanaan kebijakan
oprasional, pemberian bimbingar. dan pembinaan
sesuai kebijakan yang ditetapkan Wali Kota:

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
penyelenggarzan kegiatan dinas pariwisata;

pelaksanaan administrasi dinas pariwisata; dan
f.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota

terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 4
Sekretariat
Pasal 163

Sekretariat Dinas Pariwisata mempunyai tugas memberi
pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit
organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata.
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas sekretariat;

b. penyusunan rencana program kerja dan anggaran
belanja dinas;

c. penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah
tangga dinas, urusan perlengkapan, dan urusan
kepegawaian pada dinas;

d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dinas
pariwisata, dan memberikan pelayanan administrasi
kepada bidang bidang lain di lingkungan dinas;

e. pelayanan informasi publik di bidang pariwisata;

f.  pengordinasian dan pengindentifikasian produk
hukum daerah;

g. pengordinasian dan pengidentifikasian permasalahan
pada bidang tekhnis dalam melaksanakan tugas dan
fungsi serta  pelaksanaan  fasilitasi dalam
penyelesaian permasalahan pada Dinas;

h. pengevaluasian pelaksanaan tugas sekretariat ;
i. penyusunan pelaksanaan tugas sekeretariat; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 164

Sekretariat Dinas Pariwisata terdiri atas:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 165

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud
pada pasal 164 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana,
program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian,
mengelola ketatausahaan naskah dinas, urusan rumah tangga,
kepegawaian, daftar hadir pegawai, melakukan penatausahaan
setiap keluar masuk barang, pemeliharaan dan perawatan
barang inventatis, perawatan secara fisik terhadap status
barang inventaris dan perubahan status barang inventaris,
melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuail
bidang tugasnya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1}, Subbagian Umum dan Kepegawaian meyelenggarakan
fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan pelayanan, pendataan
rencana program dan kegiatan berdasarkan rencana
operasional program Subbagian Umum dan Kepegawaian,
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penyiapan bahan dan  pelaksanaan pelayanan
administratif dan teknis Subbagian umum dan
kepegawaian;

penyiapan  bahan dan pelaksanaan pengeiolaan
ketatausahaan di lingkungan dinas;

pengelolaan barang milik Negara ‘dan barang milik daerah
di lingkungan dinas;

penyiapan bahan, pelaksanaan, penyusunan dan uraian
tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan dinas;

pengelolaan dan penyelenggaraan lavanan kearsipan dan
dokumentasi di lingkungan dinas;

pengelolaan rumah tangga di lingkungan dinas;

penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
Subbagian umum dan kepegawaian; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsi.

Pasal i66

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu oleh
Tim Kerja yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Sekretariat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Tim Kerja
Penyusunan Program dan Keuangan.

Paragraf 5
Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata
Pasal 167
Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata merapunyai
tugas menghimpun, menganalisa, menyusun,

merumuskan dan memonitor bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, pembinaan dan
pengembangan dibidang destinasi dan industii pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas senagimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang
Destinasi dan Industri Pariwisata;

b. penyiapan bahan-bahan dan data yvang berkenaan
dengan pelaksanaan tugas Bidang Destinasi dan
Industri Pariwisata; .
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c. penghimpunan, pengolahan dan penganalisaan data
bahan perumusan kebijakan di Bidang Destinasi dan
Industri Pariwisata;

d. penyusunan rumusan kebijakan dan rencana
program kegiatan di Bidang Destinasi dan Iadustri
Pariwisata;

e. pelaksnaan dan pembimbingan kebijakan i Bidang
Destinasi dan Industri Pariwisata;

f.  penylapan juklak dan jukmuis penyelenggaraan
pengembangan destinasi dan industri pariwisata;

g8  pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan
laporan kegitan di bidang pengembangan desinasi
dan industri pariwisata;

h. pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Destinasi
dan Industri Pariwisata;

1.  penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang
Destinasi dan Industri Pariwisata; dan

J- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 168

Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsicnal.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dipimpin oleh Kepala Bidang Destinasi dan
Industri Pariwisata dan dibantu oleh Tim Kerja yang
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Bidang Destinasi
dan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:

a. Tim Kerja Pengembangan Daya Tarik Wisata.

b. Tim Kerja Pengembangan Kawasan Pariwisata. dan

¢. Tim Kerja Pengembangan Industri Pariwisata.

Paragraf 6
Bidang Pemasaran Pariwisata
Pasal 169

Bidang Pemasaran Pariwisata mempuayai tugas
menyiapkan, merumuskan dan melal:sanakar Lebijakan
strategi pemasaran, brand pariwisata, promosi pariwisata
serta  melaksanakan riset dan analis’s data
kepariwisataan.
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Bidang Pemasarar Pariwisata melaksanakan fun £S1

a. pengumpular bahan perumusan kebijakan dalam
penyusunan rencana pelaksnaan tugas bidang
pemasaran;

b. penyiapan dan perumusan bahan kebijakan dalam
rangka pelaksnaan Analisa Pasar, Promosi Pariwisata
dan Pelaksanaan pengembangan event dan
kerjasama kepariwisataan;

¢.  pengoordinasian pelaksanaan sinkronisasi lebijakan
di bidang program dan strategi pemasaran, analisa
data pasar dan pengembangan event dan kerjasama
kepariwisataan;

d. pembinaan tugas bawahan, pengembangan dan
pelaporan kegiatan bidang pemasaran;

e. pengevaluasian pelaksanaar tugas nidang
pemasaran; dan

f.  pelaksanaan tugas dan fungsi lain vang cditerikan
oleh atasan sesuai tugas dan fungsinva.

Pasal 170

Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri atas Kelorapok
Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana cinaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Pemasaran
Pariwisata dan dibantu oleh Tim Kera vang
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Bidang Pemasaran
Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Tim Kerja Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata,
b. Tim Kerja Promosi Pariwisata; dan

c. Tim Kerja Riset dan Analisis Data Pariwisata.

Paragraf 7
Bidang Ekonomi Kreatif
Pasal 171

Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyiapkan
perumusan kebijakan, pengevaluasian dan melaksanakan
kegiatan riset edukasi, pengembangan SDM dan
infrastruktur, akses permodalan dan pemasaran dan
memfasilitasi HKI dan hubungan antar lembaga dan
wilayah.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bidang Ekonomi Kreatif melaksanakan ungsi:

a. penyusunan rencana tugas bidang ekonomi kreatif;

b. penyusunan kebijakan terkait produksi, distribusi
ataupun komersialisasi produk/karya kreatif;

C. pengembangan dan penelitian ekonomi kreatif
sehingga tercipta jejaring kreatif untuk menin gkatkan
kualitas dan kuantitas karya kreatif vang sudah ada

serta mendorong terciptanya karva kreatit baru
melalui riset edukasi, pengembangan SDOM dan
infrastruktur;

d. pembinaan, perlindungan, pemberian penghargaan
terhadap pelaku dan karya kreetif skala kota;

e. pelaksanaan fasilitasi HKI dan hubungan antar
lembaga dan wilayah;

f.  penyiapan bahan pemberian rekomendasi dan izin
pelaksanaan event-event kreatif berbasis weni dan
budaya serta media, desain dan IPTEK;

g  pelaksanaan fasilitasi dan kerja sama indusuri kreatif
melaiui forum, gathering, festival, diskusi, talkshow,
coaching kreasi dan produksi atau kegiatan lainnya;

h. peningkatan apresiasi dan kebanggaan masyarakat
terhadap karya-karya kreatif skala kota:

1. pengevaluasian pelaksnaan tugas bidang ekonomi
kreatif;

J.  penyusunan laporan pelaksaraan ‘ugas bidang
ekonomi kreatif; dan

k. pelaksanaan tugas dan fungsi lain vang diberikan
oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 172

Bidang Ekonomi Kreatif terdiri atas Kelompok ahatan
Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana diniaksud
pada ayat (1} dipimpin oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif
dan dibantu oleh Tim Kerja yang bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas;

Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Bidang Fkonomi

Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi -

a. Tim Kerja Riset Edukasi, Pengembangan SDV dan
Infrastruktur;

b. Tim Kerja Akses Permodalan dan Pemasaran: dan
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c. Tim Kerja Fasilitasi HKI dan Hubungan Antar l.embaga
dan Wilayah.

Bagian Kedelapan
Dinas Pemuda dan Olahraga
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 173

(1) Dinas Pemuda dan Olahraga meru pakan unsur
pelaksanan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan
dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dengan
Tipelogi B.

(2) Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Pemuda dan
Olahraga berada di bawah dan bertanggungjawah kepada
Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 °
Susunan Organisasi
Pasal 174

Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri atas:
Sekretariat Dinas;

Bidang Layanan Kepemudaan:

Bidang Pembudayaan Olat.raga;
Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
Kelompok Jabatan Fungsional; dan
Unit Pelaksana Teknis Dinas.

me R0 oo

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi
Paragraf 4
Dinas Pemuda dan Olahraga
Pasal 175

(1) Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok
membantu Wali Kota melaksanakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dacrah di
Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimal:sud pada
ayat (1), Dinas Pemuda dan Olahraga Kota
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiaten di bidang
kepemudaan dan olahraga;

b. perumusan kebijakan bidang kepemudaan dan
olahraga;

C. pemberian rekomendasi pelaksanaan pelayanan
dibidang kepemudaan dan olahraga;

d. penyadaran, pemberdayaan dan pengc mbangan
pemuda dan kepemudaan terhadap pemud: pelopor
organisasi pemuda;

€. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan,
olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan organisasi
olahraga;

f.  penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkal daerah;

g pengadaan pengelolaan dan inventarsasi s»rana dan
prasarana kepemudaan dan olahraga;

h. penyelenggaraan pelayanan umum dj hidang
kepemudaan dan olahraga;

1.  pembinaan dan pengembangan organisasi
kepramukaan;

J.  pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang
kepemudaan dan olahraga;

k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan di bidang kepemudaan dan clahraga:

1. pelaksanaan administrasi Dinas Pemuda dan
Olahraga; dar:

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Sekretariat
Pasal 176

Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan
tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif
serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Pemuda dan Olahraga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga
menyelenggarakan fungsi:
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a. pengoordinasian kegiatan kementerian pemuda dan
Olahraga;

b. pengoordinasian dan penyusunan rencira  dan
program dinas pemuda dan Olehraga;

C. pembinaan dan pemberian layanan administrasi
pemerintah yang meliputi ketatausahasn, SDM
aparatur, keuangan, kerumahtanggan, arsip dan
dokumentasi dinas pemuda dan Olahraga;

d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata
laksana, kerja sama, dan hubungan masvarakat:

€. pengoordinasian dan penvusunan neraturan
perundang-undangan dan bantuan hukum:

f.  penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan
daerah; dan

g  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas Pemuda dan Olahraga.
Pasal 177
Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga Terdiri atas
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 178
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud Pasal 177 huruf a melaksanaksn tugas
melakukan  urusan administrasi  umu.i dan
ketatausahaan, admintrasi kepegawaian tiputi

pembinaan kepegawaian, peningkatan kapasitas Aparatur
sipil negara fasilitasi pengelolaar. kepegawaian,
melaksanakan fasilitasi organisasi, tata laksana,
kerjasama dan penyusunan perundang-undangan,
melaksanakan urusan perlengkapan dan pengelolaan
Barang Milik Daerah, melaksanakan dan mengelola
kerumahtanggaan dinas, melaksanakan hithbungan
masyarakat dan sistem informasi, dan melaksanakan
tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya. ‘

(2) Untuk mélaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan dan melaksanakan koordinasi teknis
administrasi umum dan ketatausahaan:
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b. pelaksanaan adminitrasi kepegawaian meliputi
pembinaan, peningkatan kapasitas dan fasilitasi
pengelolaan kepegawaian;

¢. pelaksanaan fasilitasi organisasi, rata laksana. kerja
sama dan penyusunan perundang-undangan:

d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan
Barang Milik Daerah;

e. pelaksanaan dan mengelola kerumahtanggaan ainas;

f. pelaksanaan hubungan masvarakat dan sistem
informasi; dan

g pelaksanaan fungsi lain yag diberikan oleh atasan
sesuai dengan fungsinya.

Pasal 179
Sekretariat dibantu Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatari Fungsional sebagaima<a dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu oleh
Tim Kerja yang berianggungjawab kepada Kepala Ninas.

Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Seiretariat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) vaitu Tim Kerja
Penyuasunan Program dan Keuangan.

Paragraf 5
Bidang Layanan Kepemudaan
Pasal 180

Bidang Layanan Kepemudaan melaksanakan tugas
melaksanakan perumusan kebijakan, pengocrdinasian
dan sinkronisasi, penyusunan norma standa., prosedur,
kriteria, pemantanan, analisis, evaluasi, pelaporan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, melaksanakan
adminitrasi di Bidang Layanan Kepemudaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diraaksud pada
ayat (1), Bidang Layanan Kepemudaan menyelen gzarakan
fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang permbsisvaan
pemuda, pengembangan pemuda dan infrasirulitur
kemitraan pemuda;

b. pengoordinasian dan sinktronisasi pelaksanaan
kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda,
pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan
pemuda;
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C. penyusunan norma standar, prosedur, dan k-iteria di
bidang pemberdayaan pemuda, pengeribangan
pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuca:

d. emantauan, analisis, evaluasi, dan pelipcran di
? H !
bidan emberdayaan emuda, engembangan
p peng g
pemuda, dan infrastruktur kemintraan pemucda;

€. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pemberdayaan pemuda, pengembarigan pemuda, dan
infrastruktur kemitraan pemuda;

f.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan
infrastruktur kemitraan pemuda;

g pelaksanaan adminitrasi bidang lavanan
kepemudaan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pasal 181

Bidang Layanan Kepemudaan terdiri atas holoimpok
Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Layanan
Kepemudaan dan dibantu oleh Tim Kerja yang
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Bidang Lavanan
Kepemudaan sebagaimana dimaksud pade. avat (1)
meliputi:

a. Tim Kerja Pemberdayaan Pemuca:

b. Tim Kerja Pengembangan Pemuda; dan

c. Tim Kerja Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.

Paragraf 6
Bidang Pembudayaan Olahraga
Pasal 182

Bidang Pembudayaan Olahraga melaksanaka: tugas
melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian
dan sinkronisasi, penyusunan norma standar, prosedur,
kriteria, pemantauan, analisis, evaluasi, nelaporan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, melaksanakan
adminitrasi di Bidang Pembudayaan Olahraga.
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(2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pembudayaan Olahraga
menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan kebjakan di bidang pengewotaan Olahraga
pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra
Olahraga, vengelolaan Olahraga rekreasi,
pengembangan Olahraga tradisional dan layanan
khusus, serta kemintraan dan penghargaan Olahraga;

pengoordinasian dan  sinkronisasi pelalisanaan
kebijakan di bidang pengelolaan Olahraga pendidikan
dan pengelolaan pembinaan sentra Olahraga,
pengelolaan  Olahraga rekreasi, pengembangan
Olahraga tradisional dan layanan khusus, serta
kemitraan dan penghargaan Olahraga;

penyusunan norma standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pengelolaan Olahraga pendidikan dan
pengelolaan pembinaan sentra Olahraga, pengelolaan
Olahraga rekreasi, pengembangan Olahraga
tradisional dan layanan khusus, serta kemitraap dan
penghargaan Olahraga;

pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelayoran di
bidang pengelolaan Olahraga pendidikan dan
pengelolaan pembinaan sentra Olahraga, pengelolaan
Olahraga rekreasi, pengembaingan Olahraga
tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan
penghargaan Olahraga;

pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pengelolaan Olahraga pendidikan dan pengelolaan
pembinaan sentra Olahraga, pengelolaan  Olahraga
rekreasi, pengembangan Olahraga tradisional dan
layanan khusus, serta kemintraan dan penghargaan
Olahraga;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
pengelolaan Olahraga pendidikan dan vengelolaan
pembinaan sentra Olahraga, pengelolaan Olahraga
rekreasi, pengembangan Olahraga tradisional dan
layanan khusus, serta kemintraan dan penghargaan
Olahraga;

pelaksanaan adminitrasi Kepala Bidang
Pembudayaaan Olahraga;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas Pemuda dan Olahraga.
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Pasal 183

Bidang Pembudayaan Olahraga terdiri etes Keiompok
Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional set agaimana dimaksud
pada ayat (1)} dipimpin oleh Kepala Bidang Pembudayaan
Olahraga dan dibantu oleh Tim Kewa yang
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Bidang

Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

a. Tim Kerja Olahraga Kependidikan dan sentra
Olahraga;

b. Tim Kerja Olahraga Rekreasi Tradisional dan Lavanan
Khusus; dan

¢. Tim Kerja Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.

Paragraf 7
Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
Pasal 184

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga melaksanakan
tugas Bidang Peningkatan Prestasi Olahaga mempunyai
tugas melaksanakan perumusan kebijakan,
pengoordinasian dan sinkronisasi, penyusunan norma
standar, prosedur, kriteria, pemantauan, analisis,
evaluasi, pelaporan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, melaksanakan administrasi di Bidang
Peningkatan Prestasi Olahraga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan
tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga
prestasi serta standardisasi dan infrastruktur
olahraga;

b. pengoordinasian dan sinkrorisasi pelaksanaan
kebijakan ci bidang pembibitan, iptek, dan tenaga
keolahragaan, promosi olahraga ca- olahrega prestasi
serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;

€. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan,
promosi olahraga dan olahraga prestasi serta
standardisasi dan infrastruktur olahraga;
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d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelapo-an di
bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan,
promosi olahraga dan olahraga prestasi serta
standardisasi dan infrastruktur olahraga:

€. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, aromosi
olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan
infrastruktur olahraga;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan d. bidang
pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan. premosi
olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan
infrastruktur olahraga;

g pelaksanaan admintirasi Kepala Bidang Peningkatan
Prestasi Olahraga; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yag diberikan oleh atasan
sesuai dengan fungsinya.

Pasal 185

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Peningkatan
Prestasi Olahraga dan dibantu oleh Tim Keria yang
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Bidang
Peningkatan Prestasi Olanhraga sebagaimana dimal:sud
pada ayat (1} meliputi :

a. Tim Kerja Pembibitan, Iptek dan Tenaga keolahragaan;
b. Tim Kerja Promosi Olahraga dan olahraga Prestasi; dan
¢. Tim Kerja Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga.

Bagian Kesembilan

Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 186

Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakarn unsur
pelaksana urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan
Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dengan
tipelogi B.
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Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris
Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 187

Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri atas:

™o Ao gop

(2)

Sekretariat Dinas;

Bidang Pengembangan Perdagangan;

Bidang Kemetrologian;

Bidang Pengembangan Sumber Daya Industri;
Kelompok Jabatan Fungsional; dan

Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Pasal 188
Dinas Perdagangan dan Ferindustrian mempunvyaji tLgas
membantu Wali Kota melaksanakan urusan

Pemerinahan yang menjadi kewenangan Daerah dan
tugas pembantuan dibidang Perdagangan dan
Perindustrian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Dinas Perdagangan dan Perindustrian
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan prograra dan kegiatan [Dinas

Perdagangan dan Perindustrian;

b. perumusan  kebijakan daerah di bidang
pengembangan perdagangan dalam negeri,
kemetrologian dan pengembangan perdagangan luar
negeri,;

c. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pengembangan perdagangan dalam negeri,
kemetrologian dan pengembangan perdaganean ar
negeri;
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d. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan di bidang pengembangan
perdagangan dalam negeri, kemetrologian  dan
pengembangan perdagangan luar negeri;

€.  penerbitan rekomendasi perizinan Izin Usaha industri
Kecil, Izin Usaha Industri Menengah, lzin Perluasan
Usaha Industri, Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin
Perluasan Kawasan Industri;

f.  penerbitan rekomendasi perizinan Pengelolaan Pasar
Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Tokc Swalayan;

g Surat Izin Minuman Beralkohol golongan B dan
C untuk pengecer dan penjual lar.gsung;

h. penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba,
Tanda Daftar Gudang, Surat Keterangan
Penyimpanan Barang dan Surat Keteranga Asal:

i.  penerbitan rekomendasi Pedagar.g Kayu Antar Pulau
Terdaftar;

j- pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan  kebijakan
daerah di bidang pembangunar dan pembrrdavaan
industri kecil dan industri menengah nnggulan Kota;

k. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan
daerah di bidang fasilitasi pengembangan Wilayah
Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan industri, dan
Infrastruktur penunjang industri yang izinnya
dikeluarkan oleh Pemerintah’' Kota;

1. pelaksanaan administrasi Dinas Perdagangan dan
Perindustrian; dan

m. pelaksanaan fungsilain yang diberikan oich ' 1li Kota
terkait dengan tugas dan fungsinyva.

Paragraf 4
Sekretariat
Pasal 189

Sekretariat Dinas Perdagangan dan Perindustrian
melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelalsanaan
urusan ketatausahaan, keuangan, program, evalt.asi dan
pelaporan di lingkungan Dinas Perdagangan dan
Perindustrian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Sekretariat Dinas Perdagangan dan Perindustrian

menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan rencana, program,
kegiatan dan anggaran;
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b. pelaksanaan urusan administrasi ketatai sahaan,
kepegawaian, organisasi dan tata laksana, 4 ubungan
masyarakat tata persuratan, arsip, dowxumentasi,
perlengkapan, kerumahtanggaan dan barang milik

Negara;
c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan
penganggaran, administrasi keuangan,

perbendaharaan dan gaji serta akuntansi;

d. perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan daerah di bidang rencana pembangunan
industri kota;

€. pengoordinasian dan pelaksanaan urusan k- uangan
dinas;

f.  pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 190

Sekretariat Dinas Perdagangan dan Perindustrian te diri a'as:

a.
b.

(1)

Sub Bagian Tata Usaha; dan
Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 191

Subbagian Tata Usaha sebagaimana Jdimaksud pada pasal
190 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana,
program, kegiatan, melakukan ur usan admimistrasi,
pengembangan, kesejahteraan dan disiplin  negawai,
organisasi, tata laksana, pengadaan, penyimpanan,
perlengkapan, tata persuratan, kearsipan, dokumentasi,
sistem informasi, barang milik negara dan rumah tangga,
melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dim:ksud
pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menvelengcarakan
fungsi:

a. penyusunan perencanaan dan progrem kerja Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian;

c. pelaksanaan urusan persuratan;

d. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan:
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€. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, kecamanan
dan ketertiban kantor;

f.  pelaksanaan pengelolan perlengkapan, barang milik
negara dan barang milik daerah;

g. penyiapan laporan kinerja pejabat strukturai;

h. pelaksanaan wurusan kepegawaian, pembinaan
aparatur dan administrasi jabatan fungsional; dan

i.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olch a‘asan
sesuai dengan fungsinya.

Pasal 192

Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
sebagaimana dimaksud pada pasal 190 huruf b
mempunyai tugas melakukan penyusunan, penclaahan
pemantauan pelaksanaan, evaluasi, melakukan pelaporan
rencana, program dan anggaran, serta melaksanakan
administrasi keuangan, perbendaharaan. g¢&ii  dan
tambahan penghasilan pegawai, aliuntansi, melakukan
monitoring, evaluasi, pemantauan dan pelaporan
keuangan dan melaksanakan tugas lain yvang diberikan
oleh atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
menyelenggarakan fungsi: )

a. penyusunan rencana kerja dan perumusan i.ebijakan
teknis terkait pelaksanaan urusan Evaluasi, Program
dan Pelaporanan.

b. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;

c. penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntasi dan
pembukuan keuangan serta menghimpun
penerimaan PAD;

d. pelaksanaan pengendalian kegiatan dan angearan;

e. penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian
pembuatan deftar gaji serta tambahan penghasilan
bagi pegawai;
penyiapan bahan tanggapan perneriksaaan;

g penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh :tasan
sesuai dengan fungsinya.
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Paragraf 5
Bidang Peagembangan Perdagangan
Pasal 193

Bidang Pengembangan Perdagangan melaksanakan tugas
perumusan kebijakan teknis di Bidang Perdagangan sub
urusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahacr: sarana
distribusi perdagangan; stabilisasi hwarga  harang
kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan
ekspor; standardisasi dan perlindungan korsumen,
penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan
pelaksanaan kegiatan di bidang perdagangan sub urusan
perizinan dan pendaftaran perusahaan; sarana distribusi
perdagangan; stabilisasi harga barang kebutuhan pokok
dan barang penting; pengembangan ekspor; stenddardisasi
dan perlindungan konsumen, melaksanakan Leojekan,
bimbingan teknis, pengawasan dan monitoring. ¢valuasi
serta pelaporan pelaksanaan di bidang perdagangan sub
urusan perizinan dan pendaftaran perusahaan; sarana
distribusi perdagangan; stabilisasi harga barang
kebutuhan pokok dan barang penting; pengembangan
ekspor; standardisasi dan perlindungan konsumen,
melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pengembangan Perdagangan
menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pembinaan,
monitoring evaluasi dan pelaporan perizinan dan
non perizinan dan pendaftaran perusahaan dan
pelaku usaha;

b. pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan
pembinaan sarana distribusi perdagangan;

c. pelaksanaan stabilisasi harga barang kcbutuhan
pokok dan barang penting dengan menjamin
ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang
penting di tingkat Daerah;

d. pelaksanaan Pemantauan harga dan stok berang
kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat
pasar;

e. pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi
harga pangan pokok yang dampaknva dalam Daerah;

f. pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah
Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan,
penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di
wilayah kerjanya;
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g  penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran
dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi
dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat
pada 1 (satu) Daerah;

h. penyelenggaraun kampanye pencitraan produk
ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah!;

1. pemeriksean [asilitas penyimpanan batran be hahaya
dan pengawasan distribusi «<an anter pulauy,
pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di
tingkat daerah kota;

J.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

sesuail dengan tugas dan fungsinya.,

Pasal 194

Bidang Pengembangan Perdagangan terdiri atas K elompok
Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana cimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Pengzmbangan
Perdagangan dar. dibantu oleh Tim Kerja yang
bertanggungjawab kepada Kepala Dir.as.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang
Pengembangan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} meliputi :

a. Tim Kerja Pengembangan Perdagangan Dalan Negert;

b. Tim Kerja Pengembangan Perdagangan Lua Negeri;
dan

C. Tim Kerja Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam
Negeri.

Paragraf 6
Bidang Kemetrologian
Pasal 195

Bidang Kemetrologian melaksanakan tugas penviapan
koordinasi, pelaksanaan kebijakan, penyusunan program
kegiatan pelayanan tera dan tera ulang, pengelolaan
peralatan dan standar kemetrologian, serta pengawasan
dan penyuluhan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan, pembinaan sumber daya manusia dan
bimbingan teknis,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksid pada
ayat (1), Bidang Kemetrologian menyelenggarakan fu ngsi:

a. penyusunan program kegiatan kemetrologian:



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

-129-

b. pelayanan tera dan ulang alat ukur, takar. timbang,
dan perlengkapannya;

c. pengelolaan cap tanda tera;

d. pengelolaan laboratorium dan instalasi uji;

€. penyediaan peralatan standar dan peralatan
kemetrologian yang tertelusur;

f.  pemetaan jumlah potensi alat ukur, takar. timbang
dan perlengkapannys;

g pengawasan alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya, BDKT dan satuan ukuran;

h. penyuluhan kemetrologian;

i.  penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal;

J-  fasilitasi pembentukan pasar tertib ukur dan/atau
daerah tertib ukur;

k. penyediaan informasi sumber dava manusia

kemetrologian dan pembinaan terhadap jabatan
fungsional penera, pengamat tera. pengawas
kemetrologian;

1. penilaian angka kredit jabatan fungsional penera,
pengamat tera, pengawas kemetrologian,;

m. penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu
metrologi legal;

n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporar kegiatan
pelayanan tera dan tera ulang, pengawnsan dan
penyuluhan kemetrologian

0. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 196

Bidang Kemetrologian terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimiksud
pada ayat (1} dipimpin oleh Kepala Bidang Kemeirologian
dan dibantu oleh Tim Kerja yang bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan  Fungsional dibawah Bidang
Kemetrologian sebagaimana dimaksud pada avat (1)
meliputi:

a. Tim Kerja Pelayanan Tera dan Tera Ulang;

b. Tim Kerja Bina Sumber Daya Manusia; dan

C. Tim i{erja Pengawasan.
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Paragraf 7
Bidang Pengembangan Sumber Daya Industri
Pasal 197
Bidang Pengembangan Sumber Daya Industri

melaksanakan tugas pembinaan pada Sumber Daya
Industri di Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam
hal merumuskan, pelaksanaan, evaluasi dan nelaporan
kebijakan daerah di Bidang Pembangunan tenaga kerja
industri dan penggunaan konsultan industri unggulan
kota, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan daeral: di Bidang pemanfaatan, jaminan
ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan
pembatasan ekspor Sumber Daya Alam Kota,
merumuskan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan daerah dibidang pengembangan pemanfaatan
teknologi industri, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan

pelaporan  kebijakan daerah dibidang  perjanjian
kerjasama serta pelaksanaan administrasi kerjasama,
perumusan, pelaksanaan, evaluas’ dan pelaporan

kebijakan daerah di bidang fasilitasi, pemberian perizinan
bidang industri, pemantauan, dan pengawasan kepatuhan
usaha dan pemebrian sanksi, administrative untuk
pelanggaran izin usaha kawasan industri yang iznnya
dikeluarkan oleh pemerintah kota, melaksanakan
pembinaan, penyuluhan, pengawasan terkai! S'stem
Informasi Industri Nasional (SIINAS) vang terintergrasi
melalui Online Single Submission (OSS) RBA dan
monitoring ke pelaku Industri Kecil dan Menegah yang ada
di Kota Bengkulu, melakukan kcordinasi dan konsuiltasi
dengan instansi terkait untuk peningkatan kualitas
Industri Kecil dan Menengah di Kota Bengkulu,
mengadakan promosi pengembangan wilayah industri,
pusat pertumbuahan industri dan kawasan sentra Industri
Kecil dan Menengah serta pelaku industri Kecil dan
Menengah, Mengevaluasi pelaksanaanr Keglatan
dilingkungan Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri
dengan cara mengidentifikasi hambatan vang ada dalam
rangka perbaikan, Mengumpulkan data dari responden
sesuai dengan prosedur dan ketentuan vang berlaku
untuk memudahkan pengelompokkan data,
mengklasifikasikan data berdasarkan, jenis, dan sifat
industri sebagai bahan telaah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaks:id pada
ayat (1), Bidang Pengembangan Sumber Dave Industri
menyelenggarakan fungsi:
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a. penyiapan perumusarn, pelaksanaan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan
tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan
industri untuk industri unggulan kota;

b. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan,
Jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta
pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya
Alam kota;

C. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evahiasi dan
pelaporan kebijakan daerah di bidan g pengerabangan
dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi;

d. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan
dan pemanfaatan Teknologi Industri; dan

€. pelaksanaan tugas lain yang diberikar ole™ Kepala
Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 198

Bidang Pengembarngan Sumber Daya Industri terairi atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan
Sumber Daya Industri dan dibantu oleh Tim Kerja yang
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah B'dang

Pengembangan Sumber Daya  Industri sebacaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Tim Kerja Pembangunan Sumber Daya Industri dan
Sumber Daya alam;

b. Tim Kerja Pengembangan teknologi, Kreatif dan
Inovasi; dan

C. Tim Kerja Kerjasama, Pengawasan dan Penger.dalian.

Bagian Kesepuluh
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 199

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bicang
koperasi, usaha kecil dan menengah vang menjadi
kewenangan Daerah dengan Tipelogi B.
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(2} Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawai dan
bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris

Daerah,
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 200
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terdiri artas:

Sekretariat Dinas;

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan;

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;

Kelompok Jabatan Fungsional; dan

Unit Pelaksana Teknis Dinas.

me Ao o

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Pasal 201

(1} Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerntahan
Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Moo ngah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimak:iid pada
ayat (1), Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Mcnengah

mempunyai tugas :

a. menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam
untuk koperasi dengan wilayak keanggotaar dalam

satu kota;

b. menetapkan perbitan izin pembukaan kantor cabang,
cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan
pinjam untuk koperasi dengan wilaysh keaniggotaan

dalam satu kota;

¢. menétapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan
koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu

kota;

d. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan
koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam
koperasi yang wilayah keanggotaannyva dalam satu

kota;
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e. menetapkan hasil penilaian kesehatan koperasi
simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang
wilayah keanggotaannya dalam satu kota:

f.  mengoordinasian pendidikan dan latthan
perkoperasian bagi koperasi yang wilayah dalam satu
kota,;

g  mengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan
koperasi yang keanggotaannya dalam satu kota;

h. mengoordinasian pemberdayaan usaha mikro yang
dilakukan melalui pendataan, kemitraan,
kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan
koordinasi dengan para pemangku kepentinzan;

i.  mengoordinasian pengembangan usaha  mikro
dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro
menjadi usaha kecil;

J-  mengoordinasian pelaksanaan kegiatan jabatan
fungsional;

k. menetapkan pelaksanaan administras; umum,
perencanaan program dan anggaran, ketataisahaan;
dan

l.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota
terkait dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Sekretariat
Pasal 202

Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan pMen engah
melaksanakan tugas memberi pelayanan teknis dan
administratif kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Kota Bengkulu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah menyelenggarakan fungsi:

4. peényusunan rencana, program duan @ ke Jiatan
Sekretariat.

b. penyusunan bahan rumusan kebijjakan pelavanan
administrasi dinas, umum, kerumahtanggaan,
administrasi kepegawaian, dan administrasi

keuangan.
€. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan admiistrasi
umum, perencanaan program dan anggarsi serta

ketatausahaan;
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d. pempublikasian pelaksanaan Tugas dinas.
e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan.

f.  penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugs.

g  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 203

Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
terdiri atas:

a,
b.

(1)

(2)

(1)

Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program; dan
Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 204

Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program
sebagaimana dimaksud pada pasal 203 huruf a
mempunyai tugas menyusun rencana program kegiatan
dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, m ernvusun
rencana anggaran dan pelaporan keuangan dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan Sub
Bagian Keuangan dan Penyvusunan Program:

b. penyusunan bahan rumusan kebijakan prlavanan
administrasi keuangan,;

¢. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan.

d. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 205

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal
203 huruf b mempunyai tugas menyusan rencana
program kegiatan, memberikan pelayanan ketatausahaan,
melaksanakan urusan rumah tangga dinas,
melaksanakan urusan kepegawaian, melaksanakan
urusan pengelolaan barang inventaris dan melaksanakan
tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan
dengan bidang tugasnya.
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Untuk melaksanalkan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}, Sub Bagian Tata Usaba menyvelenggarakan
fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan Sub
Bagian Tata Usaha;

pelayanan ketatausahaan;

pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;
pelaksanaan urusan kepegawaian;

pelaksanaan pengelolaan barang inventaris;
penyusunan :aporan hasil pelaksanaan tugas; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikar. oleh atasan
yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

R R

Paragraf 5
Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
Pasal 206

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan menelengparakan
tugas menyusun rencana program dan kegiata: Didang
Kelembagaan dan Pengawasan, memverifikasi dat: inmlah
koperasi, dokumen izin usaha simpan pinjam, izin
pembukaan kantor cabang, kantor cabang peraibantu,
bimbingan dan penyuluhan, pengawasan dan penilaian
kesehatan koperasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
meyelanggarakan fungsi:

a. penyusunan rezncana, program dan kegiatan Bidang
kelembagaan dan Pengawasan;

b. pemverifikasian data dan jumlah koperasi yang
akurat;

c¢. pemverfikasian data dan jumlah koperasi simpan
pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;

d. pengoordinasian dan pemverifikasian dokumen izin
usaha simpan pinjam untuk koperasi;

e. pengoordinasian dan pemverifikasian dokurien izin
pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu
dan kantor kas;

f.  pengoordinasian pembentukan koperasi, perubzahan
anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;

g  pengoordinasian bimbingan dan penyuluhan dalam
pembuatan laporan tahunan koperasi simpan
pinjam/unit simpan pinjam;
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h. pengoordinasian pengawasan dan pemeriksaan
koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam wilayah
Kota Bengkulu;

1.  pengoordinasian pengawasan dan pemeriksaan
koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi
yang wilayah keanggotaannya dalam wilayah Kota
Bengkulu,

J.  pengoordinasian pelaksanaan penilaian kesehatan
koperasi simpan pinjam/unit siinpan pimjan-:

k. pengoordinasian upaya penciptaan iklim usaha
simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;

1. pengoordinasian penyediaan data kesehatan koperasi
simpan pinjam/unit simpan pinjam;

m. pengoordinasian penerapan peraturan perundang-

undangan dan sanksi bagi koperasi;

n. pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, ovaluasi
dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
dan

0. pelaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 207

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Kelembagaan
dan Pengawasan dan dibantu oleh Tim Kerja yang
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional dibawah BRidang
Kelembagaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi :

a. Tim Kerja Kelembagaan dan Perizinan;

b. Tim Kerja Keanggotaan dan Penerapan; dan

C. Tim Kerja Pengawasan, Pemeriksaan dan Fenilaian
Kesehatan.
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Paragraf 6
Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
Pasal 208

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
melaksanakan tuges pokok menyusun rencana program
dan kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Perigembangan
Koperasi, mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdavaan
koperasi, memperluas akses pembijayaan /permodalan bagi
koperasi, mempromosikan akses nasar bagi produk
koperasi, melaksanzkan pembinaan dan bimbin gan teknis
bagi anggota koperasi, kemitraan antar koperasi dan
badan usaha lairmya, melaksanakan pendidikan dan
latihan serta melaksanakan perlindungan koperasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan

Koperasi menyelenggarakan fungsi:

4. penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang
Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi:

b. pengoordinasian pelaksanaun penihberdayaan
koperasi;

c. pengoordinasian perluasan akses pembicyvaan/
pemodalan bagi koperasi;

d. pempromosian akses pasar bagi produk koperasi di
tingkat lokal dan nasional;

e. pengoordinasian pelaksanaan pembinasn dan
bimbingan teknis anggota koperasi;

f.  pengoordinasian kemitraan antar koperasi 4«1 badan
usaha lainnya;

g.  pengoordinasian pelaksanaan pendidikan dan latihan
bagi perangkat organisasi koperasi;

h. pengoordinasian pelaksanaan perlindungan koperasi;
dan

i.  pelaksanakan fungsi lain yang diberikan o'el’ atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 209

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan XKoperasi terdiri
atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberdavaan
dan Pengembangan Koperasi dan dibaniu oleh Tim Kerja
yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
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Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang
Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Tim Kerja Fasilitasi Usaha Koperasi;

b. Tim Kerja Pengembangan, Penguatan dan
Perlindungan Koperasi; dan

¢. Tim Kerja Peningkatan Kualitas SDM Koperas:.

Paragraf 7
Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
Pasal 210

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Melaksanakan tugas
pokok mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan
usaha mikro, mempromosikan akses pasar bagi produk
usaha mikro, mengoordinasikan pelaksanaan monitoring
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha
mikro, mengoordinasikan pendataan izin usaha milro kecil
(IUMK]}, mengoordinasikan pengembangan usaha mikro
dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi
usaha mikro dan mengoordinasikan pengembangan
kewirausahaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang
Pemberdayaan Usaha Mikro;

b. pengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan
usaha mikro;

€. pempromosian akses pasar bagi produk usaha mikro
di tingkat lokal dan nasional;

d. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha
mikro;

€. pengoordinasian pendataan izin usaha mikro kecil
(IUMK);

f.  pengoordinasian pengembangan usaha mikro aengan
orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi
usaha kecil,;

g pengoordinasian pengembangan kewirausahaan: dan

h. pelaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pasal 211

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana c¢imaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan
Usaha Mikro dan dibantu oleh Tim Keria yang
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok jabatan fungsional di bawah Bidang
Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} meliputi:

a. Tim Kerja Fasilitasi Usaha Mikro;

b. Tim Kerja  Pengembangan, Penguatan dan
Perlindungan Usaha Mikro; dan

C. Tim Kerja Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.

Bagian Kesebelas
Dinas Perhubungan
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 212

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi
kewenangan Daerah dengan Tipelogi B.

Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pad« avat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Perhubungan Kota
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Waili Kota
melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisast
Pasal 213

Dinas Perhubungan terdiri atas:

e o

Sekretariat Dinas;

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
Bidang Prasarana;

Bidang Pengembangan dan Keselamatan;
Kelompok Jabatan Fungsional; dan

Unit Pelaksanaan Teknis Daerah.
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Paragraf 3
Tugas dan Fungsi
Dinas Perhubungan

Pasal 214

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Wali
Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang
perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan
tugas pembantuan yang ditugaskan Wali Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan
angkutan jalan, perkeretaapiar, pelayaran, dan
penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan
Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepade Daerah
Kota;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan
angkutan jalan, perkeretaapian, pelavaran. dan
penerbangan yang menjadi kewenangan Daerali dan
Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah
Kota;

¢. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu
lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelavaran,
dan penerbangan yang menjadi kewenangarn Daerah
dan tugas pperbantuan yang ditugaskan kepada
Daerah Kota;

d. pelaksanaan Administrasi Dinas Perhubungan; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota
sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Sekretariat
Pasal 215

Sekretariat Dinas Perhubungan mempunyai tugas
memberi pelayanan teknis dan administratif kepada
seluruh unit organisasi dalam lingkungan Dinas
Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1} Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

a. - pengoordinasian penyusunan rencana program,
anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas
Perhubungan,;
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b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi
kepegawaian, ketatausahaan, lkeuangan,
kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan
masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;

C. penataan organisasi dan tata laksana;

d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan
perundang-undangan,;

e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan

f.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala
dinas sesuai dengan tugas dan fungsinvea.

Pasal 216

Sekretaris Dinas Perhubungan terdiri atas :

a.
b.

(1)

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 217

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagsimana
dimaksud pada Pasal 216 huruf a melaksanakan tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana,
program, anggaran, pelaksanaan urusan keuangan dan
pengelolaan barang milik/kekayaan daerah, evaluasi, dan
pelaporan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Subbagian Ferencanaan dan Keuangan
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja dan perumusan kebijakan
teknis terkait pelaksanaan urusan keuangan,
program, anggaran, perbendaharaan, pembukuan,
dan pelaporan keuangan;

b. pelaksanaan urusan perngelolaan barang
milik/kekayaan daerah; dan

c. pembinaan, evaluasi dan pelaporan terhadap urusan
keuangan pada bidang perencanaan dan keuangan;

Paszl 218

Subbagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana
dimaksud pada Pasal 216 huruf b melaksanakan tugas
melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,
kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masvarakat,
kearsipan, dan dokumentasi, penatsan organisasi dan
tata laksana, serta penyusunan peraturan perundang-
undangan dan melaksanaan tugas lain vang diberikan
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinva.
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Untuk melaksanalan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Subbagian Kepegawaian  dan  Umum
menyelenggarakan fungsi:

d. penyusunan rencana kerja dan perumusan kebijakan
teknis terkait pelaksanaan urusan kepegawaian,
pengelolaan persuratan, kearsipan, kerumahtanggan,
dokumentasi dan informasi;

b. penyusunan perencanaan kebutuhan,
pengembangan dan pembinaan kepegawaian: dan
C. pelayanan administrasi dan pengelolaan ta‘a usaha
kepegawaian.
Paragraf 5
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Pasal 219
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempiinvai tugas

Melaksanakan penyiapan  perumusan krhijakan,
pelaksanaan kebijekan, serta evaluasi dan pelapo-an 'di
bidang lalu lintas dan angkutan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}, Bidang Lalu Lintas dan  Angkutan
menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan 4i bicang laly
lintas, angkutan, dan pengujian sarana;

b.  penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang
lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;

C. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan d: bidang
lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala
dinas sesuai dengan tugas dan fungsinva.

Pasal 220

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri atas:

a.

b.
c.

Seksi Lalu Lintas;
Seksi Angkutan; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
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Pasal 221

Seksi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 220
huruf a melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaiuasi dan
pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan
LLAJ Kota, menetapkan lintas penyebrangan dan
persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah kota yang
terletak pada jaringan jalan kota dan/atau jaringan jalur
kereta api kota, menetapkan lintas penyebrangan dan
persetujuan pengoperasian untuk kapal vang melayani
penyebrangan dalem Daerah kota, menetapkan rencana
induk perkeretaapian kota, penetapan jaringan jalur
kereta api yang jeringannya dalam 1 (satu) Dacrah kota,
menyediakan perlengkapan jalan di jalan kota dan
pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan
kotamemberikan persetujuan hasil analisis dampak lalu
lintas untuk jalan kota dan melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimakstd pada
ayat (1), Seksi Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja dan perumusan kebijjakan
teknis terkait pelaksanaan kegiatan lalu lintas:

b. pengendalian dan pengawasan kegiatan
vengoperasian operasional lalu I'ntas dalam Daerah
kota;

C. penataan dan pengawasan kebutuhan perlengkapan
jalan dalam Daerah kota,

d. penetapan kawasan wilayah operasi lalu lintas dalam
Daerah kota;

e. penyediaan sistem informasi lalu lintas; dan

f. pembinaan, evaluasi dan pelaporan terhadap
kegiatan lalu lintas.

Pasal 222

Seksi Angkutan sebagaimana dimaksud pada Pacal 220
huruf b melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaliasi dan
pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk
jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kota,
menetapkan kawasan perkotaan wuntuk pelayanan
angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kota,
menetapkan rencana umum jaringan trayek perkotaan
dalam 1 (satu) Daerah kota, penetapan rencana umum
jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu)
Daerah, menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI EENGKULU

-144 -

orang dalam trayek perdesaan dan perkotzan dalam 1
(satu) Daerah kota, menetapkan tarif kelas ekonomi untuk
angkutan orang yang melayani travek antarko-a dalam
Daerah serta angkutan perkotaan dan perdessin yang
wilayah pelayanannya dalam Daerah %ota dan beroperasi
pada lintas pelabuhan di Daerah kota, menerbitl:an izin
usaha angkutan laut pelayaran rakyat bag orang
perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang
beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kota,
menerbitkan izin trayek penyelenggaraan angkutsn sungai
dan danau untuk kapal yang melayan: travek dalam
Daerah kota yang bersangkutan, menetapkan tarif
angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonon dan
kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan
dalam Daerah kota, menerbitkan izin operasi sarana
perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi
batas dalam 1 (satu) Daerah kota, menetapkan wilayah
operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam
kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam
Daerah kota, menerbitkan izin usaha penvelenggaraan
angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang
perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha,
menerbitkan izin usaha penyelenggaraan angkutan
penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha,
menerbitkan izin pengadaan atau pembangunan
perkeretaapian khusus, izin operasi dan penetapan jalur
kereta api khusus jaringannya dalam Daerah kota dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dima'rud pada
ayat (1), Seksi Angkutan menyelenggarakan fungsi;

a. penyusunan rencana kerja dan perumusan ket ijakan
teknis terkait pelaksanaan kegiatan angkutan jalan;

b.  monitoring tarif angkutan pada linitas penyeberangan
dalam Daerah kota;

c. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan
perizinan dan 1ton perizinan;

d. penetapan kawasan wilayah operasi angkutan dalam
Daerah kota;

€. pembinaan, evaluasi dan pelaporan terhadap
kegiatan angkutan jalan.
Pasal 223

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri ates Kelompok
Jabatan Fungsional.
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Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan dan dibantu oleh Tim Keria yang
bertanggungjawab kepada Kepala Dines.

Kelompox Jabatan Fungsional di bawah Bidang Lalu
Lintas dan Angkutan sebagaimana dirraksud vada ayat (1)
yaitu Tim Kerja Pengujian Sarana.

Paragraf 6
Bidang Prasarana
Pasal 224
Bidang Prasarana dipimpin oleh seorang Kevala Bidang
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan

kebijakan, pelaksznaan kebijakan, serta evalvasi dan
pelaporan di bidang prasarana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Prasarana menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian

prasarana;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan d; hdang
perencanaan, pembangunan, pengcperasian
prasarana,

€. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang
perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian
prasarana; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinva.

Pasal 225

Bidang Prasarana terdiri atas:

a.
b.
c.

(1)

Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 226

Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana
sebagaimana dimaksud pada Pasal 225 huruf a
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan
pelaporan di bidang penetapan rencana indul: dan
DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal, menetapkan
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rencana induk DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan
danau, dan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada
jarigan jalur Kereta api kota, melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan
pelaporan di bidang penerbitan izin penvelenggaraan dan
pembangunan fasilitas parkir, pembsingl nan,
menerbitkan izin dan pembangunan pelabuhan
pengumpan lokal, pembangunan dan penerbitan izin
pembangunan pelabuhan sungai dan danau, mene bitkan
1zin pengerukan di wilayah perairar pelabuhan
pengumpan lokal, menerbitkan izin mendirikan bangunan
tempat pendaratan dan lepas landas helikopter, dan
penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi
prasarana perkeretaapian umum yeng jaringan jalurnya
dalam 1 (satu} Daerah kota dan melaksanakan tugas lain
yang diberikan oleh atasan sesua’ dengan bidang
tugasnya.

Untuk melaksanalan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana
menyelenggarakar: fungsi:

a. penyusunan rencana kerja dan perumusan kebijakan
teknis terkait pelaksanaan kegiatan perencanann dan
pembangunan prasarana;

b. penyusunan rencana induk DLKR/DLKP untuk
pelabuhan sungai, danau, dan pengumpan lokal;

c. penataan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan
jalur kereta api kota;

d. evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin
penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir,
pembangunan,;

e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan izin dan
pembangunan  pelabuhan  pengumpan lokal,
pembangunan dan penerbitan izin pembangunan
pelabuhan sur.gai dan danau;

f. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan izin
pengerukan di wilayah perairan  pelabuhan
pengumpan lokal;

g. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan izin
reklamasi di wilayah perairan pelabuk.an pengumpan

lokal;
h. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan izin

mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas
landas helikopter;
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1. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan izin
usaha, pembangunan dan izin operasi prasarana
perkeretaapian umum dalam Daerah kota; dan

j-  pembinaan, evaluasi dan pelaporan terhadap
kegiatan perencanaan dan pembangunan prasarana.

Pasal 227

Seksi Pengoperasian Prasarana sebagaimana dimaksud
pada Pasal 225 huruf b mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin
pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, menerbitkan
izin pengoperasian pelabuhan sungai dan denau,
penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di
pelabuhan  pengumpul lokal, ienerbitkan  izin
pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan, penerbitan
izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk
pelabuhan  pengumpan lokal, menerbitkan izin
pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)
di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal,
menerbitkan izin usaha, izin pembangunan dan izin
operasi prasarana perkeretaapian umum vang iaringan
jalurnya dalam 1 (satu} Daerah kota, menyelenggarakan
pengadaan suku cadang Lampu Penerangan Jalan Umum
(LPJU) dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL),
melaksanakan pemeliharaan/perawatan Lampu
Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan Alat Pemberi Isyarat
Lalu Lintas (APILL), menyusun laporarn pelaksanaan tugas
dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Seksi Pengoperasian Prasarana
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan reacana kerja dan perumusan kebijakan
teknis terkait pelaksanaan kegiatan pengoperasian
prasarana,

b. pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di
bidang pengoperasian pelabuhan pengumpan dan
pengumpul lokal, pengoperasian pelabuhan sungai
dan danau;

¢. pengendalian dan pengawasan pelaksanian  izin
pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan;

d. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan izin
pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk
pelabuhan pengumpan lokal;



(1)

(2)

WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

-143 -

e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan izin
pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan 3endiri
(TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan
lokal;

f.  pengendalian dan pengawasan pelaksanaan izin
usaha, izin pembangunan dan izin operasi p-asarana
perkeretaapian umum yang jaringan jelurn: dalam
1 (satu) Daerah kota;

g. pengadaan suku cadang Lampu Penerangan Jalan
Umum (LPJUj dan Alat Pemberi Isyarat Lelu Lintas
(APILL);

h. pemeliharaan/perawatan Lampu Penerangan Jalan
Umum (LPJU) dan Alat Pemberi lsvarat Laiu Lintas

(APILL};
1.  penyusunan laporan pelaksanaan fungsi; dan
J.  pembinaan, evaluasi dan pelaporan terhadap

kegiatan pengoperasian prasarana.

Pasal 228

Bidang Prasarana terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana dan
dibantu oleh Tim Kerja yang bertanggungjawal: kepada
Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang Prasarana
sebagaimana dimaksud pada ayat () yaitu Tim Kera
Perencanaan Prasarana.

Paragraf 7
Bidang Pengembangan dan Keselamatan
Pasal 229

Bidang Pengembangan dan Keselamatan dipimpia oleh
seorang Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan, serta evaluasi dan
pelaporan di bidang pengembangan dan keselamatan
transportasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaks.d pada
ayat (1), Bidang Pengembangan dan Kesclamatan
menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan banan perumusan kebijakan di bidang

pemaduan moda, teknologi perhubungan, dan
keselamatan;
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b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
pemaduan moda, teknologi perhiubungan, lingkungan
perhubungan, dan keselamatari;

c. penyiapan bahan evaluasi dan pelapora1 di bidang
pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan
perhubungan, dan keselamatan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 230

Bidang Pengembangan dan Keselamatan terdiri atas:

a. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
b. Seksi Keselamatan; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 231

(1) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 230 hLurvef a
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakanmelaksanakan

kerjasama, koordinasi, dan konsultasi terkait
pemanfaatan dan pengembangan teknologi transportasi,
melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang

pemaduan moda dan  pengembangan  ieknologi
perhubungan, melaksanakan tugas lain yang diberikan
oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi
Perhubungan menvelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja dan perumusan kebijakan
teknis terkait pelaksanaan kegiatan di bidang
pemaduan moda dan teknologi perhubungan;

b. kerjasama, kcordinasi, dan konsultasi terkait
pemanfaatan dan  pengembangan teknologi
transportasi;

c. pemantauan dan pengendalian kegiatan pada bidang
pemaduan moda dan teknologi perhubungan: dan

d. pembinaan, evaluasi dan pelaporan icrhadap
kegiatan bidang pemaduan moda dan teknologi
perhubungan.
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Passl 232

Seksi Keselamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 230
huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, melaksanakan
evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi
keselamatan lalu lintas jalan di jalan Provinsi kota
Bengkulu laik fungsi jalan keselamatan sarana dan
prasarana, fasilitasi manajemen dan penanganan
keselamatan di jalan provinsi, melaksanakan fasilitasi
promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan
angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan
umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan
hukum oleh PPNS di bidar.g lalu lintas dan angkutan jalan
dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dinaksud pada
ayat (1), Seksi Keselamatan menyelenagarakan fiingsi:

a. penyusunan rencana kerja dan perumusan kebijakan
teknis terkait pelaksanaan kegiatan keselamatan lalu
lintas laik fungsi jalan keselamatan sarana dan
prasarana, fasilitasi manajemen dan penanganan
keselamatan d: jalan provinsi;

b. pengoordinasian fasilitas promosi dan kemitraan
keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan,
keselamatan perusahaan angkutan umum dan
fasilitasi kelaikan kendaraan;

c. penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan
angkutan jalan;

d. pembinaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan
keselamatan lalu lintas.

Pasal 233

Bidang Pengembangan dan Keselamatan terdiii atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan
dan Keselamatan dan dibantu oleh Tim Kerja yang
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bilang
Pengembangan dan Keselamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yaitu Tim Kerja Lingkungan Ferhubungan.
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Bagian Kedua Belas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 234

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan
bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

(2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris
Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 235

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpzadu Satu Pintu
terdiri atas :

a. Sekretariat Dinas;
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 236
(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terprdu Satu
Pintu mempunyai tugas membantu Wali Kota

melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan trencana program dan kegiatan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaméan modal
dan pelayanan terpadu satu pintu,
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pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

pelaksanaan  administrasi dinas di bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

pelaksanaan fungsi lain oleh Wali Kota di bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
Paragraf 4
Sekretariat
Pasal 237

(1) Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas memberikan
pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit
organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpacdu Satu Pintu.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.

e

penyusunan rencana, program dan kegiatan pada
Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Sa*u Pintu;

penyusunan rumusan kebijakan di bidang
kesekretariatan;

pelaksanaan urusan Umum dan Kepegawaian,
Perlengkapan, Penyusunan Program dan Keuangan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

pengoordinasian kegiatan kesekretariatan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja
sekretariat dan dinas;

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan kesekretariatan; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 238

Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu terdiri atas :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Pasal 239

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud pada Pasal 238 huruf a mempunyai tugas
menyusun rencana, program, Kkegiatan, mengelola
ketatausahaan naskah dinas, mengelola urusan rumah
tangga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, mengolah data/informasi/statistik yang
erkaitan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, mengelola urusan kepegawaian,
melaksanakan pengelolaan inventaris Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, melakukan
penatausahaan barang inventaris, melakukan
pemeliharaan dan perawatan barang inventaris dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan terkait
dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian
menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan Umum dan Kepegawaian,
Perlengkapan, Penyusunan Program dan Keuangan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

0.  pengoordinasian kegiatan Subbagian Umum dan
Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satui. Pintu;

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan
Kepegawaian;

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Jabatan Fungsional dan Tim Kerja
Pasal 240

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 238 huruf b terdiri atas jenis Jabatan
Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan
keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenjang dan jumlah kelompok Jabatan Fungsional
sebagaimana dirmaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis
beban kerja.
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Kelompok Jabaten Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan
fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan
tertentu.

Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mulai melaksanzkan fungsi dan tugas terhitung sejak
dilakukan pelant’kan.

Pasal 241

Pada Kelompok Jabatan Fungsional yang
menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu satu pintu
dapat dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan
pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan.

Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas menyiapkan rekomendasi teknis atas
penerbitan perizinan berusaha dan non perizinan.

Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
beranggotakan perangkat daerah teknis terkait yang
mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan
bidangnya ditetapkan dengan keputusan daerah.

Pasal 242

Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal,

menyelenggarakan fungsi:

a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana
umum, rencana strategis dan rencana pengembangan
penanaman modal. lingkup daerah berdasarkan
wilayah,;

b.  pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/
kebijakan penanaman modal lingkup daerah;

c. pengembangan potensi dan peluang penanaman
modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan
usaha melalui penanaman modal, antara lain
meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman
modal lingkup daerah;

d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi
promosi penanaman modal lingkup daerah;

e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di
dalam dan luar negeri;

f.  penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi
penanaman modal;

g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman kodal
berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
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pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian
permasalahan penanaman modal, dan
pendampingan hukum;

pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban
perusahaan penanaman modal sesuai dengan
ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-
undangan;

pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan
sistem informasi penanaman modal;

pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat,
perangkat daerah teknis terkait perencanaan,
deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman
modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
penyusunan laporan perencanaan, pengembangan
iklim, promosi, pembinaan, pengendalian,
pelaksanaan, pengaduan dan pengendalian
penanaman modal pada sistern teknologi informasi
(secara elektronik) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu
Pintu menyelenggarakan fungsi:

a.

pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan
nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; '
pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/
validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan
nonperizinan;

pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan

- pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan

nonperizinan,;

pelaksanaan  pemberian  informasi, publikasi,
konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan non
perizinan,

pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam
rangka pelayanan perizinan berusaha dan non
perizinan; :
pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan
berusaha dan non perizinan;

pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan
perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan
perizinan berusaha dan non perizinan;

pelaporan pelaksanaan velayanan, pengelolaan
pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi,
penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan
konsultasi; dan
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i. perizinan berusaha dan nonperizinan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

{3} Kelompok Jabatan Fungsional lainnya berdasarkan
kebutuhan, menyelenggarakan fungsi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Belas
Dinas Perikanan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 243

(1) Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan  bidang perikanan yang menjadi
kewenangan daerah dengan tipelogi B.

(2) Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui
Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 244
Dinas Perikanan terdiri atas :
Sekretariat Dinas;
Bidang Perikanan Tangkap;
Bidang Perikanan Budidaya;
Bidang Daya Saing Perikanan;
Kelompok Jabatan Fungsional; dan

S I T =

Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi
Dinas Perikanan
Pasal 245

(1) Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Wali Kota
melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan
perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan
tugas pembantuan yang ditugaskan Wali Kota.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil
dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan
SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya
dalara 1 (satu) daerah kota, pengelolaan dan
penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan
pengelolaan pembudidayaan ikan;

b.  pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil
dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan
SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya
dalam 1 (satu) daerah kota, pengelolaan dan
penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan
pengelolaan pembudidayaan ikan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan
nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan,
penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan dan
yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kota,
pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan
Ikan {TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;

d. pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan Kota; dan

pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan
dan perikanan yang diberikan oleh Wali Kota.

Paragraf 4
Sekretariat
Pasal 246

Sekretariat Dinas Perikanan bertugas memberikan
pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan
organisasi dalam lingkungan Dinas Perikanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana/program kegiatan Sekretariat
Dinas Perikanan,;

b. perencanaan urusan kepegawaian yang meliputi
penyusunan kenaikan pangkat, usulan kenaikan
pangkat, usulan kenaikan gaji berkala, proses
pengangkat dalam jabatan, memproses kepangkatan
capeg, pengurusan SKP, pengurusan Karis dan
Karsu, Karpeg, cuti dan penyusunan DUK untuk tiap-
tiap akhir tahun;

¢. pelayanan administrasi kepada seluruh satuan
organisasi di lingkungan dinas;



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

-158-

d. pengaturan pelaksaraan urusan perlengkapan yang
meliputi pengadaan, penyaluran, penvimpanan,

inventarisasi, pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan;
e. pengaturan pelaksanaan urusan leuang.n yvang

meliputi tata usaha keuangan, perbenc iharaan,
verifikasi dan pembukuan;

f.  pengaturan pelaksanaan urusan umum yang
meliputi tugas-tugas protokol, keamanan, ketertiban,
penggandaan/pencetakkan, pemeliharaan gedung,
perjalanan dinas dan kebersihan lingkungar dinas;

g. penyusunan kegiatan organisasi dan
ketatalaksanaan; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 247

Sekretariat Dinas Perikanan terdiri atas:

a.
b.

(1)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 248

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimnana
dimaksud pada Pasal 247 huruf a mempunvai tugas
menyusun rencana, program, kegiatan, mengelola urusan
rumah tangga, mengelola urusan ketatausahaan,
melakukan pemeliharaan dan perawatan barang
inventaris, melakukan penelitian secara fisik :erhadap
status barang inventaris dan perubahan statu.. b:rang
inventaris dan melaksanaan tugas lain vang diberikan oleh
atasan.

Subbagian Umum Dan Kepegawaian menvelenggarakan

fungsi:

a. penyusunan rencana dan prograin kegiatan pada Sub
Bagian Umum Dan Kepegawaian;

penyelenggaraan urusan admin‘strasi kepegawaian;
pengelolaan urusan rumah tangga kedinasan;
penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinns;

o a0 g

Penyelenggarean pemeliharaan dan perawatan
barang inventaris;

penyelenggaraan penelitian secara fisik *erhadap
status barang inventaris dan perubahannya;

)
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g penyelenggaraan  kegiatan  keprotokolan dan
kehumasan; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai tugas dan fungsinya.

Pasul 249
Sekretariat terdiri atas Kelompok Jabatran Fungsional,

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris dan dibaiitu oleh
Tim Kerja yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Sekretariat yaitu
meliputi Tim Kerja Penyusunan Program dan Keuangan.

Paragraf 5
Bidang Perikanan Tangkap
Pasal 250

Bidang  Perikanen  Tangkap  mempunvai tugas
melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitas. perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di
Bidang Perikanan Tangkap.

Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaxsud pada
ayat (1), Bidang Perikanan Tangkap menvelencorakan
fungsi:

a. penyusunan rencana/program kegiatan bidang
Perikanan Tangkap;

b. penyusunan rumusan kebijakan di Bidang Perikanan
Tangkap,;

c. pelaksanan pembinaan teknologi dan pendataan
kenelayanan dan pendaftaran kapal,

d. pelaksanaan pembinaan teknologi sar- s dan
prasarana perikanan tangkap, Pengelolaa:. Tempat
Pelelangan lkan dan Sumber Daya lkan,

e. pelaksanaan kebijakan teknologi dan pendataan
kenelayanan dan pendaftaran kapal;

f. pelaksanaan kebijakan tekrnologi sarana dan
prasarana perikanan tangkap dan alat penangkapan
ikan, Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan
Sumber Daya lkan;

g pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan
bimbingan usaha bidang Pembterdayaan Nelayan
Kecil;
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h. pelaksanaan koordinasi dengan unit keria/tivstansi
terkait; dan

1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 251

Bidang Perikanan Tangkap terdiri atas Kelompolk Jabatan
Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana -maksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang P’crikanan
Tangkap dan dibantu oleh Tim Kerja yang
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Bidang Perikanan
Tangkap sebagaimana dimaksud pada avat {1} raeliputi:

a. Tim Kerja Kenielayanan;

b. Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya I<an dan Tempat
Pelelangan lkan; dan

¢. Tim Kerja Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap.

Paragraf 6
Bidang Perikanan Budidaya
Pasal 252

Bidang  Perikanan Badidaya mempunyai  tugas
melaksanakan penyiapan koordinasi, fastlitasi perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelupcran di
bidang Perikanan Budidaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan
fungsi:

a. penyusunan rencana/program dan informasi di
bidang Perikanan Budidaya;

b. perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pemberian
bimbingan standarisasi dan pelaksanaan i bidang
kualitas sarana dan prasarana perikanan budidaya,
ketersediaan pakan ikan, perizinan serta peningkatan
usaha Budidaya lkan;

c. perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pemberian
bimbingan dan standarisasi penir.gkatan mutu induk
dan benih unggul serta pembeninan ikan lannya;

d. perumusan kebijakan teknis, pembinaan, = mberian
bimbingan dan standarisasi kesehatan 'an dan
lingkungan; ;
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€. perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pemberian
bimbingan dan standarisasi peningkataan produksi
perikanan budidaya;

f. perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pemt erian
bimbingan  standarisasi  penerapan reknologi
budidaya perikanan;

g perumusan, pengawasan mutu induk dan benih
unggul, ketersediaan pakan, pengamatan serta
penanggulangan hama dan penyakit ikan;

h. pelaksanaan evaluasi program, hasil pengawasan dan
penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang
Perikanan Budidaya;

i.  pelaksanaan koordinasi dengan uni: erja/instansi
terkait; dan

J.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 253
Bidang Perikanan Budidaya terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana cimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidung !rikanan
Budidaya dan dibantu oleh Tim Kerja vang
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Bidang Perikanan
Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Tim Kerja Pembenihan dan Budidaya Tkan;
b. Tim Kerja Kesehatan dan Pakan [kan: dan
c.  Tim Kerja Sarana dan Prasarana Perikanan liudidaya.

Paragraf 7
Bidang Daya Saing Perikanan
Pasal 254

Bidang Daya Saing Perikanan mempunvai tugas
melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi sera pelaporan di
Bidang Daya Saing Perikanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Daya Saing Perikanan menyelenggarakan
fungsi:

a. penyusunan program/kegiatan Bidang Daya Saing
Perikanan; .
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b. pemahaman ketentuan peraturan porunlang-
undangan yang berkaitan dengan bidang Dava Saing

Perikanan;

¢. penyiapan rumusan kebijakan di Bidang Daya Saing
Perikanan;

d. pelaksanaan vengumpulan data, identifikasi, analisis
bahan perumusan kebijakar dan pelaporan
pelaksanaan penyelenggaraan perencanaan dan
fasilitasi sarana dan prasarana usaha:

e. pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi, analisis
bahan perumusan kebijakan dan pelaporan
pelaksanaan penyelenggaraan perencanaan dan
fasilitasi pengembangan teknologi pasca panen hasil
perikanan;

f.  pelaksanaan pengumpulan data, identifikas:, analisis
bahan perumusan kebijakan dan pelaporan
pelaksanaan penyelenggaraan perencanaan dan
fasilitasi pengembangan kapasitas usaha perikanan;

g  pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi, analisis
dan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan
pelaporan pelaksanaan perencanaan dan kebijakan
usaha dan investasi pasca panen produk perikanan,
pengolahan hasil dan bina mutu produk perikanan
serta pemasaran produk perikanan;

h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di Bid:ima Daya
Saing Perikanan;

i. penyiapan bahan koordinasi dengan urit kerja
instansi terkait; dan

J- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 255

Bidang Daya Saing Perikanan terdiri atas helompok
Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dip‘mpin oleh Kepala Bidang Daya Saing
Perikanan dan dibantu oleh Tim Kerja vyang
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Bidang Daya Saing
Perikanan sebagaimana dimaksud pada avat (1) meliputi:

a. Tim Kerja Usaha Dan Investasi;
b. Tim Kerja Pengoiahan dan Bina Mutu; dan
c. Tim Kerja Pemasaran.
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Bagian Keempat Belas
Dinas Kesehatan
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 256

(I} Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksanan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan yvang menjadi
kewenangan daerah dengan Tipelogi B.

{2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berke nidukan
di bawah dan bertanggungjawab kepada Wa'i Ko melalud
Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 2357

Dinas Kesehatan terdiri dari:

Sekretariat Dinas;

Bidang Kesehatan Masyarakat;

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Peryakit;
Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
Kelompok Jabatan Fungsional; dan

Unit Pelaksana Tugas Daerah.

= a0 o

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan
Pasal 258

(1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Wali Kota
melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
yang ditugaskan kepada kepala daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebzgaimana dimalksud pada
ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan funigsi:

a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan
masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit,
pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan,
PKRT, pendanaan kesehatan, serta samber daya
manusia kesehatan;
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b. pemberian bimbingan teknis dan supervise di hidang
kesehatan masyarakat, pencegahan dan
pengendalian  penyakit, pelayanan kesehatan,
kefarmasian, alat kesehatan, PKRT, pendanaan
kesehatan, serta sumber daya manusia kesehatan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan d bhidang
kesehatan masyarakat, pencegahan dan
pengendalian  penvakit, .pelayanan L =crhatan,
kefarmasian, alat kesehatan, PKRT, pendanaan
kesehatan, serta sumber daya manusia keschatan;

d. pelaksanaan administrasi dinas; dan

e. pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh Wali Kota
terkait dengan bidang kesehatan.

Paragraf 4
Sekretariat
Pasal 259

Sekretariat Dinas Kesehatan  mempunyai  tugas
melaksanakan koordinasi, pelaksanaan tugas,
pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas
Kesehatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimalsud pada
ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan penyusunan rencana, program,
kegiatan, dan anggaran;

b. pengelolaaan dan penyusunan laporan keuangan;

¢c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik
daerah;

d. fasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja
badan layanan umum daerah;

€. penyusunan peraturan perundang-unaangan,
penyusunan rumusan perjanjian kerja sama, dan
pelaksanaan advokasi hukum;

f.  koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan
pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;

g. penataan dan evaluasi organisasi cdan dan tata
laksana serta Tfasilitasi implementasi reformast
birokrasi,

h. pengelolaan sumber daya manusia di liighkungan
Dinas Kesehatan Daerah;

i.  pengelolaan hubungan masyarakat;
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J. pengelolaan data dan sistem informa:i:

k. koordihasi dan pengelolaan fungsi lintas Yicking
l.  pemantauan, evaluasi, dan pelapcrarn; dan
m. pelaksanaan urusan administrasi Dinas Kesehatan

Daerah.
Pasal 260
Sekretariat Dinas Kesehatan terdiri atas:
Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan iimur cin
Sub Bagian Program, Informasi dan ! fubungan
Masyarakat.
Pasal 261

(2)

Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum
sebagaimana dimaksud pada Pasal 260 “uruf a
mempunyai tugas menyiapkan dan mengoordinasikan
penyelenggaraan vrusan keuangan Jdan DO i aset,
melaksanakan penatalaksanaan hukun:. ke walan
dan dukungan administrasi umum vang menjadi
tanggungjawab Dinas Kesehatan dan melaksanaxan tugas
lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum
menyelenggarakar fungsi:

a. pengelolaaan dan penyusunan laporan keuar gan;

b. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik
daerah;

C. penyusunan peraturan perundang-undangan,
penyusunan rumusan perjanjian kerja sama, dan
pelaksanaan advokasi hukum;

d. koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penvidikan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang keseh. A,

€. penataan dan evaluasi organisasi dan ‘ar tata
laksana serta fasilitasi implementasi reformasi
birokrasi;

f.  pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan
Dinas Kesehatan Daerah;

koordinasi dan pengelolaan fungsi lintas bidang; dan

7 0

pelaksanaan urusan administrasi Dinas Fesehatan
Daerah. '
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Pasal 262

Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masvarakat
Sebagaimana dimaksud pada Pasal 260 hwuf b
mempuyai ' tugas. menyiapkan dan mengoordinasikan
penyusunan rumusan program dan inforinasi, menyusur
penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi
tanggungjawab Dinas Kesehatan dan melaksanakan tugas
lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum
menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian dan penyusunan rencana. nrogzram,
kegiatan, dan anggaran;

b. pelaksanaan fasilitesi pengelolaan satuan kerja
badan layanan umurn daerah;

¢c. pengelolaan hubungan masyarakat;
pengelolaan data dan sistem informasi;

e. pengoordinasian dan pengelolaan fungsi lintas
bidang;

f.  pemantauan, evaluasi, dan pele pcran; dan

g. pelaksanaan urusan administrasi Dinas Kesehatan

Daerah.
Paragraf 5
Bidang Kesehatan Masyarakat
Pasal 263
Bidang Kesehatan Masyarakat mempunya:  tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan oprrasional,
pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang upaya
kesehatan masyarakat berdasarkaa siklus hidup yang
terintegrasi di puskesmas dan jejaring pelayanan
kesehatan primer, serta jejaring laboratorium kesehatan
masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaiinana dimaksu pada
ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan
fungsi:

a. pelaksanaan integrasi layanan primer berbasis siklus
hidup;

b. pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi,
perilaku, dan determinannya dalam upayva promosi
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, advokasi
program, dan penggalangan kemitraan;




(2)

(3)

WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

-167 -

c. pelaksanasn surveilans kesehatan, deteksi dini, dan
pengendalian faktor risiko bidang gizi masyarakat dan
kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;

d. pelaksanaan skrining, penemuan kasus dan faktor
risiko, investigasi, dan pengendalian populasi
dan/atau faktor risiko keschatare hidang  gizi
masyarakat dan kesehatan masvarakat heriasarkan
siklus hidup;

e. pemberian intervensi, peningkatan akses, penyediaan
sumber daya, dan peningkatan kualitas pelavanan di
bidang gizi masyarakat dan kesehatan masvarakat
berdasarkan sikius hidup;

f. fasilitasi tata kelola manajemen pelavanan kesehatan
masyarakat;

g. pelaksanaan integrasi dan kolaboiasi -l -vanan

kesehatan di puskesmas dan fasilitas peiivanan
kesehatan tingkat pertama lainnya;

h. fasilitasi pelayanan kesehatar masvaraka: pada
kawasan khusus termasuk daeran terpencii. sangat
terpencil, perbatasan, dan kepulauan;

i. penyelenggaraan upava keseharan keria. keschatan
olahraga, dan kesehatan tradisional;

J. penyelenggaraan upava kesehatan jiwe:

k. perencanaan dan penjaminan mutu penyelcnggaraan
laboratorium kesehatan masyarakat;

I. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di
bidang kesehatan masyarakat;

m. pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas
Kesehatan Daerah; dan

n. pengelolaan jabatan fungsiona! bidang «e¢sehatan
masyarakat.

Pasal 264

Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Kesehatan
Masyarakat dan dibantu oleh Tim Keria vang
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang kesehatan
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada avat (1)
meliputi:

a. Tim Kerja Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;



(1)

(2)

WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 168 -

b. Tim Kerja Promosi dan Pemberdayaan Masyaraxat;

c. Tim Kerja Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan
Olahraga.

Paragraf 6
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penvaiit
Pasal 265

Bidang Pencegahan dan  Pengendalian  Penyakit
mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan
kebijakan  operasional, pembinaan teknis, dan
pengawasan data di bidang surveilans, kekarantinaan
kesehatan di wilayah, pencegahan dan pengendalian
penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit
tidak menular, pengelolaan imunisasi, dan penyvehatan
lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit
menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan surveilans, deteksi dini, pengendalian
faktor risiko, dan koordinasi upaya pencegahan dan
pengendalian penyakit;

b. pelaksanaan respon Kejadian Luar Binsa [<LB),
wabah, dan bencana;

c. pelaksanaan kemitraan dalam rangka pencegalan dan
pengendalian penyakit;

d. advokasi pencegahan faktor risiko dalam rangka
pencegahan pengendalian penyakit;

e. pelaksanaan imunisasi rutin, irmunisasi dewasa, dan
imunisasi khusus;

f. pelaksanaan dan koordinasi hasil surveilans Kcjadian
Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI};

g. koordinasi pelaksanaan laboratorium surveilans
pencegahan dan pengendalian penyakit dengan
laboratorium kesehatan masyarakat;

h. pengembangan inovasi/teknologi tepat guna yang
mendukung upaya pencegahan dan pengendalian
penyakit;

i. pelaksanaan  kesehatan  lingkunga-. meliputi
surveilans faktor risiko, penyehatan air dar =anitasi
dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara. tanah,
dan kawasan, dan pengamanan limbah, serta adaptasi
perubahan iklirn dan kebencanaan;
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j. pelaksanaan deteksi ¢ini dan respon/penangeul: ngan

KLB/ wabah, pencegahan dan pengendalian penyakit
serta kesehatan lingkungan pada situasi khusus
seperti pada penyelenggaraan ibadah haji dan 1mroh;

k. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di
bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;

1. pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas
Kesehatan Daerah; dan

m. pengelolaan jabatn fungsional bidang pencegahan dan
pengendalian penyakit.

Pasal 266

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdin atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat {1) dipimpin oleh Kepala Bidang Pencegahan dan

Pengendalian  Penyakit oleh Tim  Fena  yang

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang

Pencegahan dan pengendalian Penyaki. sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Tim Kerja Survailans dan Imunisasi;

b. Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian renyakit
Menular;

c. Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian ‘enyakit
Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa.

Paragraf 7
Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
Pasal 267
Bidang Pelayanan dan Sumber Dava Kesehatan

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan
kebijakan  operasional, pembinaan  teknis dan
pengawasan data di bidang pelayanan kesehatan, tata
kelola dan mutu pelayanan kesehatan, fasilitasi pelayanan
kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan
kesehatan rumah tangga, pendanaan kesehatan, dan
sumber daya manusia kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat {1), Bidang Pelayanan dan Sumber Dayva Kesehatan
menyelenggarakan fungsi:
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pengelolaan tata laksana pelayanan klinis, pelayanan
penunjang, kegawatdaruratan, pengelolaan perizinan
pelayanan kesehatan, dan fasilitas prlavanan
kesehatan, serta pelayanan kesehatan khusur iamnya,;
fasilitasi tata kelola manajemen pelavanan keschiatan
lanjutan;

pengelolaan audit medis/audit klinis rumah sakit dan
pelaksanaan standar pelayanan kesehatan lanjutan
pada program jaminan kesehatan;

pemberian dukungan pelayanan kesehatan pada
penyelenggaraan mudik lebaran dan har. besar
keagamaan, kegawatdaruratan pta rumah sakit,
kumpulan massa (mass gathering), dan situasi khusus
lainnya;

fasilitasi pelaksanaan akreditasi dan peningkatan
mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas
pelayanan kesehatan;

pengelolaan pengampuan rumah sakit dan wahana
pendidikan;

pelaksanaan sertifikesi dan penilaian  kesesuaian
sarana produksi dan/atau distribusi sediaar farmasi,
alat kesehatan, dan/atau perbekalan Lesehatan
rumah tangga;

pengelolaan kebutuhan sediaan farmasi dan alat
kesehatan;

pengelolaan manajemen kefarmasian dan pelayanan
farmasi klinis;

pengawasan produk dan sarana produks' dan/atau
distribusi alat kesehatan dan perbekalan Lkesehatan
rumah tangga;

pengembangar. dan penguatan tata kelola rantai pasok
sediaan farmasi dan alat kesehataa;

peningkatan penggunaan [roduk sediaan farmasi dan
alat kesehatan dalam negeri;

pengelolaan pendanaan kesehatan;

perencanaan, pengadaan, serta pendaragunaan
tenaga medis dan tenaga kesehatan;

peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan
tenaga kesehavan;

pelaksanaan urusan kesejahteraan dan perlindungan
tenaga medis dan tenaga kesehatan,
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gq. pendayagunaan dan pelaksanaan urusan
kesejahteraan tenaga pendukung atau penunjang

kesehatan;

r. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di
bidang pelayanan kesehaian dan sumler daya
kesehatan;

s. pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas
Kesehatan Daerah; dan

t. pengelolaan jabatan fungsional bidang pelayanan
kesehatan dan bidang sumber daya kesehatan.

Pasal 268

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan terdiri
atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan dan
Sumber Daya Kesehatan oleh Tim Kerja yang
bertanggungjawah kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional di bavah Bidang Pelayanan
dan Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimalksud pada
ayat (1) meliputi:

a. Tim Kerja Pelayanan Kesehatan;

b. Tim Kerja Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga; dan

c. Tim Kerja Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Bagian Kelima Belas
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kuarg
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 269

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang me-upakan
unsur pelaksana urusan pemerintahan tidang Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang yang menjadi kewenangan
daerah dengan Tipelogi B.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris
Daerah.




WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

-172-

Paragraf 2
Susunan Organisas’
Pasal 270

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas:
Sekretariat Dinas;

Bidang Cipta Karya;

Bidang Bina Marga;

Bidang Sumber Daya Air;

Bidang Bina Konstruksi;

Bidang Tata Ruang;

Kelompok Jabatan Fungsional; dan

Unit Pelaksana Tugas Daerah.

TR a0 TP

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataar. Ruang
Pasal 271

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai
tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan
tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

penyusunan rencana program kegiatan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

perumusan dan penetavan kebijakan tz2knis
pembangunan dan pengelolaan infrastruktur dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan peruindang-
undangan yang berlaku dan kebijakan umum yang
ditetapkan Wali Kota;

pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan di
Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Dava Air,
Peralatan dan Penataan Ruang;

pembinaan jasa konstruksi dan  pemberian
rekomendasi izin usaha jasa konstruksi;

pelaksanaan vemeliharaan infrastruktur pe-liotaan;

pelaksanaan pengawasan dan rekomendasi teknis
dalam pemarfaatan sumber daya air, dar. sumber
daya lahan daiam pembangunan;-
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g. pelaksanaan pengawasan dan rekomendasi teknis
dalam pembangunan jalan dan jembatan, hangunan
gedung/perumahan, air bersih dan permuk-man;

h. pelaksanaan pengawasan dan rekomendasi teknis
dalam pembangunan  yang menggunakan dan
memanfaatkan ruang milik jalan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Sekretariat
Pasal 272

(1} Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
bertugas memberi pelayanan teknis dan administratif
kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruar g,

b. penyusunan rumusan kebijakan di bidang
kesekretariatan,;

¢. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
yang meliputi urusan umum, Kkerumahtanggaan,
kepegawaian, keuangan, hubungan masvarakat,
arsip dan Dokumentasi Dinas Pekeriaan U m dan
Penataan Ruang;

d. pembinaan dan penataan organisas: dan tata
laksana;

e. pengendalian data keuangan dan aset Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

f. pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Pckerjaan
Umum dan Penataan Ruang dengs:  unit
kerja/instansi terkait; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olen atasan
sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 273
Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri
atas:
a. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik; dan
b. Sub Bagian Ketatausahaan.
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Pasal 274

Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik
sebagaimana dirmaksud pada Fasal 273 horuf a
mempunyai tugas menyusun rencana progran dan
kegiatan  Dinas, melaksanakar  koordinasi dan
penyusunan administrasi anggaran, mengoordinasikan
dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah,
pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja
serta pelaksanaan anggaran, mengoordinasikan
perencanaan program dan administrasi kerje. sama,
kegiatan strategis Dinas, menyusun rencana per.gelolaan
data dan teknologi informasi, mengembangke sistem
informasi, menyelenggarakan dan penizelolaan
pengamanan data dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Subbagian Perencanaan, Data dan Iniormasi
Publik menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi dan penvusunan
administrasi anggaran;

b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penganggaran
infrastruktur daerah,

c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan
laporan kineija serta pelaksanaan anggaran,

d. pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan
administrasi kerja sams,;
e. pelaksanaan kegiatan strategis dinas;

f.  penyusunan rencane pengelolaan data dan teknologi
informasi;

g. pengembangan sistemn informasi;

h. penyelenggaraan dan pengelolaan pengamanan data
dan informasi;

pengendalian mutu sistem dan teknologi informasi;

pengelolaan dan menyediakan data dan informasi
geospasial dan statistik;

pengelolaan dan melayani informasi publix:

oy e
. .

penyelenggaraan publikasi,
penigelolaan dan menyebarluaskan informasi

S BTF

pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi kegiatan
dinas;

0. penyiapan bahan laporan pimpinan dan koordinasi
hubungan antar Lembaga.
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Pasal 275

Subbagian Ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 273 huruf b mempunyai tugas, menyvusun
perencanaan, pengembangan, pembinaan serta tata usaha
pegawai, menyiapkan penataan organisasi dan tata
laksana, melaksanakan urusan ketatausahaan dan
kerumahtanggaan, penatausahaan PNBP dan BLU,
pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan,
penatausahaan, penetapan pejabat perbendaharaan
satuan kerja, penatusahaan hasil pemeriksaan dan
penyusunan laporan keuangan Dinas, dan pelaksanaan
tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimena dimaks: ¢ pada

ayat (1), Subbagian Ketatausahaan menvelenggarakan

fungsi:

a. penylapan pelaksanaan, perencanaan,
pengembangan, pembinaan serta tata usaha pegawai;

b. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;

c. pelalksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
Kepala Dinas;

d. pelaksanaan urusan Kkesehatan, keama.an dan
ketertiban lingkungan serta urusan dalarn pegawai,

e. pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung dan
sarana dan prasarana lingkungan;

f.  pelaksanaan rencana dan program, perigendalian,
penatausahaan, pengelolaar. informas;i dan
dokumentasi Penyusunan laporan barang milik
negara Dinas;

g. pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan
barang/jasa,

h. pelaksanaan tata laksana  keuangan dan
perbendaharaan, penatausahaan PNBP dan BLU,
Pemantau dan evaluasi pengelolaan l'euangan,
penatausahaan penetapan pejabat perben<aharaan
satuan kerja, nenatausahaan hasil pemerika:.aan dan
penyusunan laporan keuangan dinas.
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Paragraf 5
Bidang Cipta Karya
Pasal 276

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan
penyelenggaraan infrastruktur permukiman, tangunan
gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada
kawasan strategis Provinsi dan pengelolaan dan
pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem
drainase lintas daerah serta, pengelolasn  dan
pengembangan sistem air limbah domes'ik  dan
persampahan regional.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}, Bidang Ciota Karya menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan infrastruktur pada permuliman di
kawasan strategis;

b. penyelenggaraan bangunan gedung untuk
kepentingan strategis;
c. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase vang

terhubung dengan sungai lintas daerah Kota:

d. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan
di kawasan strategis dan penataan bangunan dan
lingkungannya lintas daerah;

e. pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah
kota;

f.  pengembangan sistern dan pengelolaan persa npahan
regional;

g. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
domestik regional;

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 277

Bidang Cipta Karya terdiri atas Kelompok .Jabhatan
Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimeksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Cipta karya oleh
Tim Kerja yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Bidang Cipta
Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Tim Kerja Perencanaan dan Pengendalian:

b. Tim Kerja Pengembangan SPAM dan PLP:
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¢. Tim Kerja Penataan Pembangunan dar: Pengembangan
Kawasan Permukiman.

Paragraf 6
Bidang Fina Marga
Pasal 278

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan perencanaan, pemrogramarn, pelaksanaan
pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan,
pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan
penerangan jalan umum, pengendalian mutu ‘an hasil
pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian
bahan dan peralatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Rina Marga menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi pemrograman dan
perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem
jaringan jalan dengan sistem moda transportasi
bersama instansi terkait;

b. pelaksanaan perencanaan teknik jalan, icmbatan,
penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;

c. pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan
jembatan, dan penerangan jalan umum;

d. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi,
audit keselamatan jalan dan jerabatan serta leger
jalan;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan ol¢h atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 279

Bidang Bina Marga terdiri atas Kelompck Jabatan
Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana diraksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Marga oleh
Tim Kerja yang bertanggungjawab kepada Kepal: . jinas.
Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidaineg Bina
Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Tim Kerja Perencanaan Teknis dan Evaluasi:

b. Tim Kerja Pembangunan Jalan Dan Jeinbatan; dan
c. Tim Kerja Preservasi Jalan dan Jembatan.
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Paragraf 7
Bidang Sumber Daya Air
Pasal 280

(1) Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melal:sanakan
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang
menjadi urusan Pemerintah Koia dan menjaga ! ~r~rtiban
penggunaan sumber daya air.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan
fungsi:

a. penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber
daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air
pada wilayah sungai:

b. penyusunan pola pengelolaan sumtbter dav.: .iir dan
rencana pengelolaan sumber dayva a‘r pada wilayah
sungai;

C. penyusunan program pengelolaan suraber dava air
dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air
pada wilayah sungai;

d. pelaksanaan pengelolaan suinher dava air dan
rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah
sungai;

e. pemantauan dan  evaluasi penyelerigaraan/
penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan
rencana pengelolaan sumber daya air;

f.  penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 281

(1) Bidang Sumber Daya Air terdiri atas Kelompok .Jabatan
Fungsional.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Sumber Daya
Air oleh Tim Kerja vang bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang St mber
Daya Air sebagaimana dimaksud pada avat (1) moliputi:

a. Tim Kerja Perencanaan SDA;
b. Tim Kerja Pelaksanaan SDA; dan

¢. Tim Kerja Operasi dan Pemeliharaan.
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Paragraf 8
Bidang Bina Konstrukst
Pasal 282
Bidang Bina Konstruksi mempunyat tugas

menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang
pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada avat (1),
Bidang Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

a,

pendataan proyek di daerah vyang berpotensi
dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan
badan usaha;

pengembangan dan meningkatkan kompetensi
tanaga ahli konstrukasi;

penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
pelaksanaan kebijakan pembiiaan,
menyebarluaskan, peraturan perundang-undangan,
menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan
penyuluhan jasa konstruksi;

pengembangan dan peningkatan kapasitas badan
usaha jasa konstruksi;

pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib
penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa
konstruksi;

pelaksanazan pembinaan Lembaga [Pengembangan
Jasa Konstruksi tingkat Provinsi dan Asosiasi jasa
konstruksi;

peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan
nilai tambahan jasa dan produk konstruksi dalam
negeri;

pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di
wilayah provinsi;

pelaksanaan pembinaan dan penertiban izin usaha
jasa konstruksi nasional (non keci, den kecil) di
wilayah kota; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 283

Bidang Bina Konstruksi terdiri atas Kelcmpok Jabatan
Fungsional.
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Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana cdimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidzng Bina Konstruksi
oleh Tim Kerja yang bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang Bina
Konstruksi sebagaimana dimaksvd pada avat (1)
meliputi:

a. Tim Kerja Pengaturan;

b. Tim Kerja Pemberdayaan; dan

c. Tim Kerja Pengawasan.

Paragraf 9
Bidang Tata Ruang
Pasal 284

Bidang Tata Ruang bertugas melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan
tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan bidang
penataan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah
Kota berdasarkan peraturan perundang-'indanzan yang
berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang;

b. penyiapan bLahan perumusan dan wvelaksanaan
kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang;

c. penyiapan bahan perumusan dan pelak:anaan
pemanfaatan ruang;

d. penyiapan bahan perumusan dan peldksanaan
pembinaan penataan ruang;

€. penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan
ruang; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 285

Bidang Tata Ruang- terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Ruang oleh
Tim Kerja yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
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(3) Kelompok dJabatan Fungsional dibawah Bidang Tata
Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Tim Kerja Pengaturan dan Pembinaan;
b. Tim Kerja Pengendalian; dan
c. Tim Kerja Penertiban.

Bagian Keenam Belas
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 286

(1) Dinas Pemadam  Kelhakaran dan  Penvelamatan
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang
ketentraman, ketertiban umum dan perbndungan
masyarakat sub urusan kebakaran dengan Tipelogt B.

(2) Dinas Pemadam  Kebakaran dan  Penvelamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris
Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 287

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdin atas :
Sekretariat Dinas,

Bidang Pencegahan;

Bidang Pemadaman dan Penyelamatan;

Bidang Sarana dan Prasarana;

Kelompok Jabatan Fungsional; dan

Unit Pelaksana Tugas Daerah.

-0 Qo o

Paragraf 3
Tugas dan Fungs:
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Pasal 288

(1) Dinas Pemadan Kebakaran dan Penyelamatan m mpunyai
tugas membantu Wali Kota melaksanakan irusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dacrah dan
Tugas pembantuan di Bidang ketentraman, ketertiban dan

| Perlindungan masyarakat sub urusan pemadam

} kebakaran.

|

|
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penvelamatan
melaksanakan fur.gsi:

a.

b.

penyusunan program dan kegiatan Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan;

perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan
bahaya kebakaran dan penyelamatan serta bencana
lain;

melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman,

penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya
dan beracun kebakaran dalam daerah kota;
penyelenggaraan penyiapan, pengadaan,

standardisasi, dan pemeliharaan sarana dan
prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;

penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi pada
kejadian darurat non kebakaran;

penyelenggaraan standar pelayanan minimal hidang
kebakaran,;

pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran;

penyelenggaraan jabatan fungsional pemadam
kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran;
penyelenggaraan operasi pencarsian dan pertclongan
terhadap kondisi membahayakan manusia, selain
kecelakaan dan bencana;

pelaksanaan pemberdayaan masvaraka: dalam
pencegahan kebakaran,;
pelaksanaan sosialisasi pencegahan dan

penanggulangan kebakaran;

pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi
kepada pemangku kepentingan dan masyarakat
terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
pelaksanaan pendataan dan verifikasi faktual warga
negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau
terdampak kebakaran,;

penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan
kebakaran secara terintegrasi;

penyajian Data kebakaran yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pencegahan, pengendalian bahaya kebakaran,
pemadam kebakaran dan penyelamatan;
pelaksanaan administrasi Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan; dan
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s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Sekretariat
Pasal 289

Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
melaksanakan tugas memberi pelayanan teknis dan
administratif kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penvelamatan
sesuai dengan rencana kerja Dinas Pemadam kebakaran
dan Penyelamatari dalam rangka mendukung kegiatan
Sekretariat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Sekretariat Dinas Pemadam Xebakaran dan

Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program
dan anggaran;

b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha. rumah
tangga, barang milik negara/daerah;
d. pembinaan Aparatur;
e. pengelolaan urusan kepegawaian,;
f. pengelolaan adminisirasi jabatan fungsional;
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 290
Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyvelamatan
terdiri atas:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
Pasal 291
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian seb:igaimana

dimaksud pada Pasal 290 huruf a mempunvai tugas
melakukan urusan persuratan, melakukan urusan tata
usaha, kearsipan, melakukan urusan kepegawaian,
melakukan urusan perlengkapan, rumah tangga, fasilitasi
barang milik Negara/Daerah, dan administrasi jabatan
fungsional, melaksanaan evaluasi dan pelapcran dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan olen atasan
sesual dengan tugas dan fungsinya.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat

(1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

menyelenggarakan fungsi:

a.

perencanaan kegiatan pelayanan, pendataan rencana
program dan kegiatan Dberdasarkan rencana
operasional program Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

pembagian tugas kepada bawahan di lingkungan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan fugas
dan tanggung jawab masing-masing untuk
kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian,

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dencan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

pemeriksaan nasil kerja bawahan di lingkungan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar
dari kesalahan;

pelayanan administratif dan teknis pada urusan
persuratan, urusan tata usaha dan kearsipan:
pelayanan administratif dan teknis pada urusan
kepegawaian;

pelayanan administratif dan eknis pada urusan
perlengkapan dan rumah tangga;

pelaksanaan fasilitasi barang milik negara dan
barang milik daerah,;

pelayanan administratif dan teknis pada adm.nistrasi
jabatan fungsional,

persiapan  bahan  koordinasi  denge unit
kerja/instansi terkait sesuai ketentuan yveng berlaku
agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar;
pelaksanaan kegiatan dilingkungan 3ub Bagian
Umum dan Kepegawaian dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka
perbaikan kinerja di masa mendatang;

pembuatan laporan hasil pelaksanaan tvgas sesuai
dengan prosedur yang berlaku sebaga: bahan
evaluasi dan pertanggungjawaban;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Pasal 292

Subbagian Perencanaan dan Kenangan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 290 huruf b mempunyai tugas
melakukan penyiapan koordinas: dan penyusunan
program, anggaran serta pelaporan dan eveluasi kinerja,
penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan,
akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan,
verivikasi dan pembukuan, melaksanaan cvaiuasi dan
pelaporan dan melaksanakan tugas lain vang liverikan
oleh atasanya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Keuangan
menyelenggarakan fungsi:

&. perencanaan kegiatan pelayanan, pendataan rencana
program dainn kegiatan berdasarkan rencana
operasional program Sub Bagian Perencaraan dan
Keuangan sebagai pedoman pelaksar aan tugas;

b.  pembagian tugas kepada bawahan di lingku ngan Sub
Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai d=ngan
tugas dan tanggung jawab masingmasing untuk
kelancaran  pelaksanaan tugas Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan;

¢. pelaksanaan tugas bawahan dj lingkungan Sub
Bagian Perencanaan dan Keuangan sesusi dengan
tugas dan tanggung jawab vang diberilan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. pemeriksaan hasil kerja bawahan di lingkungan Sub
Bagian Perencanaan dan Keuangan sesua! dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku agar tertindar
dari kesalahan;

€. penyiapan pengelolaan keuangan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

f.  penyiapan penatausahaan, akuntans sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

g penyiapan bahan tanggapan penieriksaan, verifikasi
dan pembukuan;

h. penyiapan bahan koordinasi  dengan  unit
kerja/instansi terkait sesuai ketentuan vang berlaku
agar pelaksaraan koordinasi berjalan lancar;

1.  pengevaluasian pelaksanaan kegiatan di lirgkungan
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan de .an cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dala; ; rangka
perbaikan kinerja di masa mendatang;
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J. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas s=suai

dengan prosedur yang berlaku sebagsi bLahan
evaluasi dan pertanggungjawaban; den

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan olei atasan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Paragraf 5
Bidang Pencegahan
Pasal 293

Bidang Pencegahan melaksanakar tugas kegiatan
pencegahan, pelatihan dan penyuluhan kebakaran di
bidang Pencegahan sesuai dengan rencana kerja Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam rangka
mendukung kegiatan Bidang Pencegahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi:

a. pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian
kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi
peralatan proteksi kedakaran dalam wilayah kota,

b. pengkajian, penyusunan bahan dan prcgram
pengembahaan dan peningkatan kapasitas aparatur
pemadam kebakaran dan penyelamatan;

c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Barisan
Relawan Kebakaran (BALAKAR), serta sosialiasai dan
edukasi dalam pemberdayaan masvarakat a1 dunia
usaha,;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan: dan

€. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 294

Bidang Pencegahan terdiri atas:

a.
b.

C.

(1)

Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
Seksi Peningkatar. Kapasitas Aparatur; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 295

Seksi Pencegahan dan Inspeksi sebagaimena dimaksud
dalam Pasal 294 huruf a, mempunyai tugas menvusun
rencana program, kegiatan, pengumpular. dzta. analisis
dan penyusunan dokumen kajian resiko keha':vin dan
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penyelamatan diantaranya penyediaan dan pemutaihiran
peta rawan kebakaran dan dokumen Rencana Iaduk
Sistem Proteksi Kebakaran, melakukan pencegahan dan
kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan dalam
wilayah kote, pendataan, inventarisasi, enilaian,
pembinaan dan inspeksi sarane peralatan proteksi
kebakaran dan penyelamatan  dalam wilavah kota,
monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Seksi Pencegahan dan Inspeksi
menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaaan kegiatan pelayanan, pe:ndataan
rencana program dan kegiatan berdasarka:. rencana
operasional program Seksi Pencegahun dan inspeksi
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. pembagian tugas kepada bawahan di lingkungan
Seksi Pencegahan dan Inspeksi sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab masing-masing untuk
kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan
Inspeksi;

c. pelaksanaan tugas bjawahan di lingleire i Seksi
Pencegahan dan Inspeksi sesuai dengan iugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pokerjaan
berjalan tertib dan lancar;

d. pemeriksaan hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi
Pencegahan dan Inspeksi sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;

€. pengumpulan data, analisis dan pen usunan
dokumen kajian resiko kebakaran dar: penyclamatan,
diantaranya penyediaan dan pemuatakhiiran peta
rawan kebakaran dan dokumen Rencana Induk
Sistem Proteksi Kebakaran;

f.  pelaksanaan program dan Kkegiatan pencegahan
kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan dalam
wilayah Kota,

g pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan
inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan
penyelamatar. dalam wilayah Kota;

h. Penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/
instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar
pelaksanaan koordinasi berjalan lancar;
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i.  pengevaluasian pelaksanaan kegiatan dilingkungan
Seksi Pencegahan dan Inspeksi dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalamn. rangka
perbaikan kinerja di masa mendatang;

}.  pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai

dengan prosedur vang berlaku sebagai bahan
evaluasi dan pertanggungjawaban; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan ol ntasan
sesuai dengan ketsntuan peraturan pe-undang-
undangan.

Pasezl 266

Seksi  Peningkatan Kapasitas Aparatu-r sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 290 huruf b, mempunyvai tugas
menyusun rencana program, Kkegiatan, melakukan
perencanaan kebijakan, analisa dan kajian kchutuhan,
serta penataan aparatur pemadam kehaksran dan
penyelamatan, melakukan program dan kegiatan
pengembangan dan peringkatan kapasitas aparatur
pemadam kebakaran dan penyelamatan baik
pengembangan dan peningkatan kapasitas teknis
keterampilan maupun manajemen serta mental spiritual
aparatur pemadam kebakaran dan penyclamatan,
melakukan pembinaan dan pengawasan penataan
aparatur serta fasilitasi penyelesaian permasalahan
aparatur pemadam kebakaran dan penvolarmatan,
monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur
menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan pelayanan, pendatian rencana
program dan kegiatan berdasarkan i1encana
operasional programr Seksi Peningkatan kapasitas
Aparatur sebagai pedoman pelaksanaan tusas:

b. pembagian tugas kepada bawahan di linigkungan
Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur sesuail dengan
tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk
kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan
Kapasitas Aparatur;

c. pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Peningkatan Kapasitas Aparatur sesuai densan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

d. pemeriksaan hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi
Peningkatan Kapasitas Apaiatur sesuar dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar
dari kesalahan;
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e. perencanaan kebijakan, analisa dan  Lajian
kebutuhan serta penataan aparatur pemadam
kebakaran dan penyelamatan;

f.  pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan
dan peningkatan Kkapasitas aparatur pemadam
kebakaran dan penyelamatan, baik pengembangan
dan peningkatan kapasitas teknis keterampilan
maupun manajemen serta merntal spiritual aparatur
pemadam kebakaran dan penyelamatan;

g. pembinaan dan pengawasan penataan aparaiur serta
fasilitasi penyelesaian perraasalahan  aparatur
pemadam kebakaran dan penyelamatan;

h. penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/
instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar
pelaksanaan koordinasi berjalan lancar;

i.  pengevaluasian pelaksanaan kegiatan di lingkungan
Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ade dalam rangka
perbaikan kinerja di masa mendatang;

] pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas sesuail

dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan
evaluasi dan pertanggungjawaban; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengen ketentuan peraturan perundang-

undangan.
Pasal 297
Bidang Pencegahan terdiri atas Helompok !=2bhatan
Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala 3idang Pencegahan
oleh Tim Kerja yang bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang
Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat |1} yaitu
Tim Kerja Pemmberdayaan Masyarakat dan Dunic. Usaha.

Paragraf 6
Bidang Pemmadaman dan Penyelamatan
Pasal 298

Bidang Pemadaman dan Penyelamatan melaksanakan
tugas kegiatan pencegahan, pelatihan dan penyuluhan
kebakaran di bidang pemadaman kebakaran dan
penyelamatan sesuai dengan rencana Kerja Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam rangka
mendukung  kegiatan Bidang Pemadaman  dan
Penyelamatan. :
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudd pada
ayat (1), Bidang Pemadaman dan Penvelamatan
menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggarean, penentuan rencana ojx.nsi dan
komunikasi pemadaman dan penyelamaiin. serta
penyelenggaraan command center;

b. penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian
kebakaran dalam wilayah kota, pemadaman dan
pengendalian penanganan bahan berbahaya “eracun
kebakaran dalam wilayah kota, serta penelitian dan
pengujian penyebab kejadian kebakaran dan kondisi
membahayakan manusia/opeiasi  darura: non
kebakaran;

c. penyelenggaraan evakuasi dan penyelamatan korban
kebakaran dan terdampak kebakaran dan operasi
darurat non kebakaran/kondisi membahayakan
manusia, serta verifikasi faktual warga Negara yang
menjadi korban dan terdampak kebakaran dan
kondisi membahayakan manusia;

d. melaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan ol-i atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 299

Bidang Pemadaman dan Penyelamatan terdiri atas:

a.
b.
c.

(1}

Seksi Penyelamatan dan Evakuasi;
Seksi Pemadaman dan Investigasi; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 300

Seksi penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimeksud
dalam Pasal 299 huruf a, mempunyail tugas menyusun
rencana program, kegiatan, menyelenggarakan layanan
respon cepat (reponse time) operasi penyelamatan dan
evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam wilayah
kota, menyelenggarakan layanan respon cepat (response
time) operasi penyelamatan dan evakuasi pads kondisi
membahayakan manusia dan evakuasi pada londisi
membahayakan manusia dan c¢perasi darurat non
kebakaran lainnya dalam wilayah kota, melakukan
pendataan dan verifikasi factual warga negara yang
menjadi korban dan terdampak kebakaran, kondisi
membahayakan manusia dan operasi darvrat non
kebakaran lainnya dalam wilayah kota Monitoring,
evaluasi dan pelaporan.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat

(1), Seksi Penyelamatan dan  Evakuasi

menyelenggarakan fungsi:

a.

perencanaan kegiatan pelayanan, pendataan rericana
program dan Kkegiatan Dberdasarkan rencana
operasional program Seksi Penyelamaian  dan
Evakuasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas:
pembagian tugas kepada bawahan di lingkungan
Seksi Penyelamatan dan Evakuasi sesuai dengar
tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk
kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penyelamatan
dan Evakuasi;

pelaksanaan tugas bawahan i lingkungin Seksi
Penyelamatan dan Evakuasi sesuai dengan iigas dan
tanggung jawab yang diberikan agar yekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

pemeriksaan hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi
Penyelamatan dan Evakuasi sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;

penyelenggaraaan layanan respon cepat (response
time) operasi penyelamatan dan evakuasi korban dan
terdampak kebakaran dalam wilavah Kcoteo

penyelenggaraaan layanan respon cepat | esponse
time) operasi penyelamatan dan evakuasi pada
kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat
non kebakaran lainnya dalam wilayah Kota;

pendataan dan verifikasi faktual warga negara yvang
menjadi korban dan terdampak kebakarar kondisi
membahayakan manusia dan operasi dar-at non
kebakaran lainnya dalam wilavah Kota;

penyiapan bahan koordinasi dengan uni  <erja/
instansi terkeit sesuai ketentuan vang berlawu agar
pelaksanaan koordinasi berjalan lancar;

pengevaluasian pelaksanaan kegiatan di lingkungan
Seksi Penyelamatan dan Evakuasi dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ads dalam rangka
perbaikan kinerja di masa mendatang;

pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas cesuai
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan
evaluasi dan pertanggungjawaban; den

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. )
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Pasal 301

Seksi pemadamarn dan investigasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 299 huruf b, mempunyai tugas menyusun
rencana program, Kegiatan menyelenggarakan operasi
pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah
kota, serta pemadaman dan pengendalian penanganan
bahan berbahaya beracun kebakaran di wilaval kota,
menyelenggarakan layanan respon cepat {respmice time)
penanggulangan dan pengendalian kebakaran ¢ wilayah
kota, menyelenggarakan penelitian dan ~-ngujian
penyebab  kejadian kebakaran dan 1enerbitkan
rekomendasi pencegahan dan tindaklanjut berdaserkan
hasil pengujian penyebab kejadian kebakaran, operasi
darurat, non kebakaran dan kondisi membahayakan
manusia, Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Seksi Pemadaman dan  vestigasi
menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaaan kegiatan pelayvanan, pendataan

rencana program dan kegiatan berdasarkan rencana
operasional program Seksi Pemadaman dan
Investigasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. pembagian tugas kepada bawahan di lingkungan
Seksi Pemadaman dan Investigasi sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk
kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemadaman dan
Investigasi;

c. pelaksanaan ‘ugas bawahan di lingkungan Seksi
Permadaman can Investigasi sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

d. pemeriksaan hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi
Pemadaman dan Investigasi sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;

e. penyelenggaraan layanan respon cepat (response
time) operasi penyelamatan dan evakuasi korban dan
terdampak kebakaran dalam wilayah Kota;

f.  penyelenggarsan layanan respon cepat (response
time) operasi penyelamatan dan evakuasi pada
kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat
non kebakaran lainnya dalam wilavah Fota:

g. pendataan dan verifikasi faktual warga neenra vang
menjadi korban dan terdampsak kebakarar kondisi
membahayakan manusia dan operasi daruarat non
kebakaran lainnya dalam wilayah -Kota;
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h. persiapan bahan koordinasi dengan unit korja/
instansi terkait sesuai ketentvan vang berinku agar
pelaksanaan koordinasi berjalan lancar;

i.  pengevaluasizn pelaksanaan kegiatan di lingkungan
Seksi Pemadaman dan Investigasi dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka
perbaikan kinerja di nasa mendatang;

J- pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai

dengan prosedur yang berlaku sebagai hahan
evaluasi dan pertanggungjawaban; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleb arasan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 302

Bidang Pemadaman dan Penyelamnatan tercdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sehagaimana dimaksud
pada ayat {1} dipimpin oieh Kepala Bidang Feimadaman
dan Penyelamatan oleh Tim Kerja yang bertangg:ngjawab
kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang
Pemadaman dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} yaitu Tim Kerja Pengendalian Operasi dan
Komunikasi.

Paragraf 7
Bidang Sarana dan Prasarana
Pasal 303

Bidang Sarana dan Prasarana melaksanskar tugas
menyiapkan dan mengelola sarane dan prasarana,
kebakaran di bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan
rencana Kkerja Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan dalam rangka mendukung kegiatar: Bidang
Sarana dan Prasarana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}, Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan
fungsi: '

a. perencanaan, identifikasi, standarisasi, verifikasi,
dan pengadaan sarana dan prasarana pemadam
kebakaran dan penysiamatan;
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b. perencananan identifikasi, standarisasi, verifikasi,
pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana
pemadam kebakaran dan penyelamatan;

c. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan
sistem informasi kebakaran dan peny-lamatan,
penyelenggaraan sistem informasi dan pelajoran
kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi
dan kota, serta pengolahan dan penyzjian data
kebakaran dan penyelamatan secata akurat dan
dapat dipertanggung jawabkan;

d. melaksanaan evaluasi dan pelaporan: dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 304

Bidang Sarana dan Prasarana terdiri atas:

a.
b.

C.

(1)

Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana;
Seksi Informasi dan Pengolah Data; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 305

Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana sebagaimana
dimaksud pada Pasal 304 huruf a mempunyvai tugas
menyusun rencarta program, kegiatan, menyelenggarakan
analisis kebutuhan identifikasi, standarisesi dan
invetarisasi sarana prasarana pemadam kebakaran dan
penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana
prasarana pemadam  kebakaran bagl kelompok
masyarakat dalaimn pencegahan can peaanggelangan
kebakaran, menyelenggarakan fasilitasi pengadaan dan
peningkatan kemampuan teknis penggunaan sarana
prasarana pemadam kebakaran, alat pelindung diri
petugas dan sarana prasarana pemadam kepakaran bagi
kelompok  masyarakat dalam  pencegahan  dan
penanggulangan kebakaran, menyelenggarakan
pengadaan dan pendistribusian sarana prasarana
pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung
diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kehakaran
bagi masyarakat, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana
menyelenggarakan fungsi:
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perencanaan kegiatan pelayanan, pendataan rencana
program den kegiatan berdasarkan rencana
operasional program Seksi FPengadaan Sarana
Prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

pembagian tugas kepada bawahan di lingkungan
Seksi Pengadaan Sarana Prasarana sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab masing-masine untuk
kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengadaan
Sarana Prasarana;

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengadaan Sarana Prasarana sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

pemeriksaan hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi
Pengadaan Ssarana Prasarana sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku agar ierhindar
dari kesalahen;

penyelenggaraan analisis kebutuhan identifikasi,
standarisasi dan inventarisazi sarana prasarana
pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat
pelindung diri petugas dan sarana prasarana
pemadam kebakaran bagi kelompok mezsyarakat
dalam pencegahan dan penanggulangan kehakaran;
penyelenggaraan fasilitasi pengadan: dan
peningkatan kemampuan teknis pengginasn sarana
prasarana pemadam kebakaran, alat pelindung dirt
petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran
bagi kelompck masyarakat dalam pencegahan dan
penanggulangan kebakaran;

penyelenggaraaan pengadaan dan pendistribusian
sarana prasarana pemadam kebakaran dan
penyelamatan, alat perlindungan diri petug.s dan
sarana prasarana pemadam kebakarsn bagi
masyarakat;

penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/
instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar
pelaksanaan koordinasi berjalan lancer;
pengevaluasian pelaksanaan kegiatan di lingkungan
Seksi Pengadaan Sarana Prasarana dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka
perbaikan kinerja di masa mendatang;

pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai
dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan
evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
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k. pelaksanaan tugas lain yang ciberikan oleh atasan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 306

Seksi Informasi dan Pengolah Data sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 304 huruf b, mempunvai tugas
menyusun rencana program, kegiaian, melaksanakan
pembangunan dan pengembangan sistem irformasi
kebakaran dan penyelamatan secara terintegr: s, antara
pusat, provinsi dan kota, melakukan pemelihara:.n sistem
informasi kebakaran dan penyelamatan. melaksanakan
verifikasi/validasi data dan laporan, pengolahan data dan
laporan, dan penyajian data dan laporan kebakaran dan
penyelamatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}, Seksi Informasi dan Pengolah Data
menyelenggarak fungsi:

a. perencanaan kegiatan pelayanan, pendataan rencana
program dan  kegiatan berdasarkan rencana
operasional program Seksi Informasi dan Pengolah
Data sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. pembagian tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi
Informasi dan Pengolah Data sesuai dengan trigas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran
pelaksanaan tugas Seksi Pengadaan  Sarana
Prasarana;

c. pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Informasi dan Pengolah Data sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

d. pemeriksaan hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi
Informasi dan Pengolah Data sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku agur terhind:r dari
kesalahan

e. pelaksanaan pembangunan dan nengembangan sistem
informasi kebakaran dan penyelamatan secara
terintegrasi antara pusat, provinsi dan Kota;

f. pemeliharaan sistem informasi kebakaran dan
penyelamatan;

g. pelaksanaan verifikasi/validasi data dan laporan,
pengolahan data dan laporan, dan penvajian lata dan
laporan kebakaran dan penyelamatan:
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h. penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/
instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar
pelaksanaan koordinasi berjalan lancar;

1. pengevaluasian pelaksanaan kegiatar di lingkungan
Seksi Informasi dan Pengolah Data dengan cara
mengidentifikasi hampatan yang ada dalam rangka
perbaikan kinerja di masa mendatang;

j- pembuatan laporan hasil pelaksanaan tuges sesuai

dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evzluasi
dan pertanggungjawaban; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan ketentuan peraiuran perundang-
undangan.

Pasal 307

Bidang Sarana dan Prasarana terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Kelompolk: Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Sarana dan
Prasarana oleh Tim Kerja yang bertanggungjawass kepada
Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang Sarana
dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada avat (1] yaitu
Tim Kerja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.

Bagian Ketujuh Beles

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permubkiaan
dan Pertanahan

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 308

‘Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan

Pertanahan merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan bidang perumahan rakvat, krwasan
permukiman dan pertanahan.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiran Rakyat dan
Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkeducd ukan
di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui
Sekretaris Daerah.
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Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 309

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan terdiri atas:

Sekretariat Dinas:

Bidang Perumahan;

Bidang Kawasan Pzrmukiman;

Bidang Pertanahan;

Kelompok Jabatan Fungsional; dan

Unit Pelaksana Tugas Daerah.

AN NS

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawesan
Permukiman dan Pertanahan

Pasal 310

(1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan mempunyai tugas membantu Wali Kota
melaksanakan urusan pemerintahan vyang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan 1 bidang
perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan
pertanahan.

{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

a. pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan,
pemantauan dan evaluasi rumah umum;

b. pendataan, perencanaan, pemberdavaan, oantuan,
pembiayaan, pemartauan dan evaluasi rumah
swadaya;

¢. pendataan dan perencanaan, pencegahan dan
peningkatan kualitas perumahan kumuh dan
permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengencalian
kawasan permukiman;

d. perencanaan, pelaksanaan, operasi dan
pemeliharaan serta pemantauan dan :valuasi
pengelolaan prasarana, sarana, dan atilitas umum

perumahan dan permukiman sesuail lussan wilayah
yang ditetapkan;

e. pelaksanaan kebijakan urusan pengelolaan tempat
pemakaman umum,;
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f.  pelaksanaan administrasi dinas; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh V/ali Kota
bersama dengan Menteri Teknis.

Paragraf 4

Sekretariat

Pasal 311
Sekretariat Dinas Perumahan Rakvat dan Wavsasan
Permukiman dan Pertanahan melaksanakan tugas

Melakukan  perencanaan umum dan  anggaramn,
pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata
laksana, koordinasi penyusunzn perundangan,
pengelolaan barang milik negara, dan kerumahcanggaan
kantor.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat
(1), Sekretariat Dinas Perumahan Rakvat dan Fawasan
Permukiman dan Pertananan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana/program kegiatan Sekretariat;
b. penyusunan bahan rumusan kebijakan pelayanan

administrasi Dinas, umum, kerumahtangaan,
administrasi  kepegawaian dan administrasi
keuangan;

¢. pempublikasian pelaksanaan tugas Dinas;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi peizksanaan
kegiatan,

e. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan

f.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 312

Sekretariat Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan terdiri atas:

a.
b.

(1)

Sub Bagian Ketatausahaan; dan
Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik,

Pasal 313

Subbagian Ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 312 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana,
program, kegiatan, mengelola ketatausahaan naskah
dinas, urusan rumah tangga, kepegawaian, mengzelola
data/informasi/statistik, monitoring, melakukan cvaluasi
dan pelaporan dan melaksanaan tugas lairi yang diberikan
oleh atasan. :
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat
(1} Subbagian Ketatausahaan Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan pelaksanaan perencanaan,
pengembangen, pembinaan, serta tata usaha
pegawai;

penyiapan penataan organisasi dan tata laksana,

c. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
Kepala Dinas;

d. pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan. dan
ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai,

e. pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, dan
sarana dan prasarana lingkungan,

f. pelaksanaan rencana dan program, pengendaliaan,
penatausahaan, pengelolaan infermasi dan
dokumentasi, dan penyusunan laporan barang milik
negara Dinas;

g. pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan peiaksanaan poiigagaan
barang/jasa;

h. pelaksanaan tata laksana  keuangan dan
perbendaharaan, penatausahaan PNBP dan BLU,
pemantauan dan evaluasi pengeloiaan keuangan,
penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan
satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan, dan
penyusunan laporan keuangan Dinas.

Pasal 314

Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik
sebagaimana dimaksud pada Pasal 312 huruf b mempuyai
tugas, menyusun rencana, program, kegiatan, rencana
kegiatan bulanan, triwulan dan tahunan, Kkegiatan
operasional, melaksanakan pengelolaan keuangan,
pengumpulan dan pengolahan data, menyusun laporan
bulanan, triwulan, tahunan dan laporan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah, monitoring, evaluasi dan
pelaporan dan melaksanakan tugas lain yang /liberikan
oleh atasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat
(1) Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan
administrasi anggaran,
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b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penganggaran
insfrastruktur daerah;

c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penvusunan
laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran;

d. pelaksanaan koordinasi perencanaar program dan
administrasi kerja sama;

e. pelaksanaan kegiatan strategis Dinas;

f.  penyusunan rencana pengelolaan data dan teknologi
informasi;

g. pengembangan sistem informasi;

h. penyelenggaraan dan pengelolaan pengamanan data
dan informasi;

pengendalian mutu sistem dan teknologi in!rmasi;

o

pengelolaan dan penyediaan data dan nformasi
geospasial dan statistik;

pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
penyelenggaraan publikasi;
pengelolaan dan penyebarluasan informasi;

pengelolaan perpustakaan dan dokumentesi keg’atan
Dinas; dan

L

B g rK

©

penyiapan bahan laporan pimpinan dan hkocrdinasi
hubungan an:ar lembaga.

Paragraf 5
Bidang Perumahan
Pasal 315

Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyvat dan
Kawasan Permukiman dan Pertanahan melalisanakan
tugas melaksanakan pendataan, perciicanaan,
penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan
evaluasi di bidang perumahan pada tingkat kota sesuai
dengan ketentuan perundangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat

(1), Bidang Perumahan menyelenggarakan tugas/fungsi:

a. penyusunan rencana, program dan kegiatan 3idang
Perumahan;

b. pendataan dan perencanaan rumah umurr, rumah
susun, rumah khusus, dan rumah scwva milik
masyarakat;

c. pelaksanaan fasilitasi rumah umum, rumab susun,
rumah khusus, dan rumah sewa milik masyarakat;
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d. pelaksanaan penatausahaan rumah susun dan/atau
rumah khusus;

€. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerbitkan
sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG);

f. pelaksanaan penyediaan can/atau  perbaikan
prasarana, sarana dan utilitas umum ¢i perumahan
untuk menunjang fungsi hunian;

g. pelaksanaan koordinasi dan singkronisasi dalam
rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas
umum perumahan;

h. pelaksanaan fasilitasi pemenuhan  komitmen
penerbiatan izin pembangunan dan pengembangan
perumahan terintegrasi secara elektronik;

1. pemahaman terhadap peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan
atau pedoman pelaksanaan kegiatan;

] penyusunan pelaporan pelaksanaan «egiat:n hidang
perumahan; dan

k. pelaksanaan tugas/fungsi lain yang dibe.-ican oleh
atasan.

Pasal 316

Bidang Perumahan terdiri atas Kelomnok Jabatan
Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana c:maksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Perumiian oleh
Tim Kerja yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Kelompok Jabatan Fungsional dibawah  Bidang
Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi;

a. Tim Kerja Pendataan dan Perencanaan;

b. Tim Kerja Penyediaan dan Pembiayaan; dan

c. Tim Kerja Pemantauan dan Evaluasi.

Paragraf 6
Bidang Kawasan Permukiman
Pasal 317

Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahar Rakyat
dan Kawasan Permukiman dan pertanahan mempuyai
tugas melaksanakan pendataan, perericanaan,
pencegahan dan peningkaran kualitas perumahan kumuh
dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan
pengendalian kawasan permukiman.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat
(1), Bidang Kawasan Permukiman menvelengoarakan
fungsi:
a. penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang
kawasan permukiman;
pendataan dan perencanaan kawasan perniukiman;

C. pecegahan dan peningkatan kualitas kawasan
permukiman kumuh;

pengendalian dan evaluasi kawasan permukiman;

e. pemberian rekomendasi perizinan pembangunan
dan pengembangan kawasan permu.siman:

f. pelaksanaan kebijakan urusan pengelolaan Tempat
Pemakaman Umum;

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan
bidang kawasan permukiman,;

h. penyusunan !aporan pelaksanaan tugas; dan

i pelaksanaan tugas/fungsi lain yang diberikan oleh
atasan.

Passl 318

Bidang Kawasar Permukiman terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimeksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Kawasan
Permukiman oleh Tim Kerja yang bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah BPidang hawasan
Permukiman sebagaimana dimaksud pada avat (1)
meliputi:

a. Tim Kerja Pendataan dan Perencanaan;

b. Tim Kerja Pencegahan dan peningkatan kvalitas; dan
c. Tim Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian.

Paragraf 7
Bidang Pertanahan
Pasal 319

Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempuyvai tugas
melaksanakan perencanaan, penerbitan, penyelzsaian,
inventarisasi, pemanfaatan, penetapan, fesilitasi. evaluasi
dan pelaporan terkait pertanahan.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat
(1), Bidang Pertanahan menyelenggarakan tugas/fungsi:

a. penerbitan izin membuka tanah, penvelesaian
masalah  tanah  kosong, inventarisasi dan
pemanfaatan tanah kosong dalam daecrah knta:

b. penetapan tanah ulayvat, penyelesaian scngketa tanah
garapan dalam, penetapan subyek dan obyek
redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah
kelebihan meaksimum dan tanah absentee dalam
daerah kota;

c. pelaksanaan fasilitasi penetapan lokasi pengadaan
tanah untuk kepentingan umum, penrvelesaian
masalah ganti kerugian dan saniunan tanah untuk
pembangunau oleh pemerintah daerah kota.

d. perencanaan penggunaan tanah yang ham»arannya
dalam daerah kota;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan

f.  pelaksanaan tugas/fungsi lain yang diberikan oleh

atasan.
Pasal 320
Bidang Pertanahan terdiri atas Keclompol® abatan
Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada 2yat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Pertana*an oleh
Tim Kerja yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang
Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. Tim Kerja Pertanahan,;

b. Tim Kerja Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; dan
c. Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian Pertenahan.

Bagian Kedelapan Belas
Dinas Komunikasi dan Informatika
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 321

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur
pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi,
informatika, persandian dan statistik yang menjadi
kewenangan daerah dengan Tipelogi B
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Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana
dimaksud pada avat {1), dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yvang  berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sckretaris
Daeran.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 322

Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas

o oae TP

(1)

Sekretariat Dinas;

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
Bidang Penyelenggaran e-Government;

Bidang Hubungan Media dan Teknologi Informarika;
Kelompok Jabatan Fungsional; dan

Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Paragraf 3
Tugas Dan Fungsi
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pas:]1 323

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunval tugas
membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan
di bidang komunikasi, informatika, dan statistik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Dinas Komunikasi dan Info-matika
menyelenggarakan fungsi-

a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan
aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah,
pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan
nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi
publik, penyediaan konten lintas sektoral dan
pengelolaan media komunikasi publik, layanan
hubungan media, penguatan kapeasitas sumber daya
komunikasi publik dan penyediaan akses iaformasi,
layanan infrastuktur dasar data center, disaster
recovery center dan TIK Pemerintah Kota, layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses
internet, layanan pengembangan dan pengclolaan
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aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang
terintegrasi, layanan manajemen data dan informasi e-
Government, integrasi layanan publik  dan
kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-
Government, layanan sistem komunikasi intra
pemerintah daerah kota, layanan nama domain dan
sub domain bagi lembaga, pelayanan opublik dan
kegiatan Provinsi, pengembangan sumber dayva TIK
pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan
Government  Chief Information  Officer [GCIO)
Pemerintah Kota, penyelenggeraan ekosistern TIK
Smart City lingkup kota;

pelaksanaan kebijakan di bideng pengelolaan opini
dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah,
pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan
nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi
publik, penyediaan konten lintas sekioral dan
pengelolaan media komunikasi publik. lavanan
hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya
komunikasi publik dan penyediaan akses 1aformasi,
layanan infrastuktur dasar data center, disaster
recovery center dan TIK Pemerintah Kota, layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses
internet, layanan pengembangan dan pengelolaan
aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang
terintegrasi, layanan manajemen data dan informasi e-
Government,  integrasi  layanan pubiik dan
kepemerintahan, layanan keamanan miformasi e-
Government, layanan sistem komunikasi intra
Pemerintah Dzerah Kota, layanan nama domain dan
sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan
kegiatan Provinsi, pengembangan sumber daya TIK
pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan
Government Chief Information Officer  (GCIO)
Pemerintah Kota, penyelenggarean ekosisten. TIK
Smart City lingkup Kota;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 1 bidang
pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup
pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah
daerah, pelayanan informasi pub'ik, penyediaan
konten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik, layanan hubungan media,
penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik
dan penyediaan akses informasi, layanan infrastuktur
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dasar data center, disaster recovery center dan TIK
Pemerintah Kota, layanan pengembangan iritranet dan
penggunaan akses internet, layanan pengenbangan
dan pengelolaan aplikasi generik dan spesitik dan
suplemen yang terintegrasi, layvanan manajeimn-n data
dan informasi e-Government, integrasi lavana. publik
dan kepemerintahan, layanan keamanan iniormasi e-
Government, layanan sistem komunikasi intra
pemerintah daerah Kota, layanan nama doirain dan
sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan
kegiatan Provinsi, pengembangan sumber dava TIK
pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan
Government  Chief Information  Officer  ((GCIO)
pemerintah Kota, penyelenggaraan ekosiwiem TIK
Smart City lingkup Kota.

d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Paragraf 4
Sekretariat
Pasal 324

Sekretariat Dinas Komunikasi dan  Informatika
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijekan dan
pembinaan administrasi kesekretariatan serta
ketatalaksanaan kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan Dinas.

Sekretariat Dinas Komunikasi dan Iniormatika
menyelenggarakan fungsi-

a. penyusunan rencana program dan kepiatan
Sekretariat;

b. penyusunan bahan rumusan kebijakan pelayanan

administrasi dinas, umum, kerumahtanggaan
administrasi kepegawaian dan administrasi

keuangan;

c. pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian dan
tatausaha; '

d. pelaksanaan urusan keprotokolan, rumah tangga dan
kehumasan;

e. pempublikasian pelaksanaan tugas dinas,

f.  pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan;
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g  penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 325

Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 326

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimnana
dimaksud pada Pasal 325 huruf a mempunvai tugas
menyusun rencana, program, kegiatan dan pelaporan,
mengelola ketatausahaar naskah dinas, urusa: rumah
tangga Dinas Komunikasi dan Iniormasi, kepegawaian
mengelola data/informasi/statistik yang berkaitan dengan
Dinas Komunikasi dan Informatika, monitoring, evaluasi
dan pelaporan dan melaksanaken tugas lain yang
diberikan oleh atasan.

(2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}, Sub Bagian Umum dan Kep:gawaian
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja, program dan keglatan
serta anggaran pada Sub bagian Umum dan
Kepegawaian;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan tekn.s bidang
umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas;

c. penyiapan bahan daa pengoordinasizn pelaksanaan
kebijakan teknis bidang umum dan kereprwaian di
lingkungan Dinas;

d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan
ketatausahaan di lingkungan Dinas;

e. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas,
meliputi buku penjagaan kepegawaian, kenaikan
pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, promosi,
usulan formasi kebutuhan pegawai, pem™uatan
Kartu Pegawali, Kartu Suami/lstri, Kartu Pegawai
Elektronik (KPE), pengiriman peserta Pendicikan dan
pelatihan, pemberhentian/pensiun, memelihara file/
dokumen kepegawaian dan urusan kepegawaian
lainnya;
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f. penyiapan bahan dan pelaksanaan penvusunan
analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan
dan wuraian tugas terhadap seluruh jabatan di
lingkungan Dinas;

g. pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan
Dinas,. meliputi pembinaan pengurus barang dan
penyimpan barang, Rencana Kebutuhan Barang Unit
{RKBU]), usulan penghapusan aset tetap, esct tidak
tetap, aset tidak berwujud dan barang perscdiaan,
pengadaan dan pemeliharaan sarane presarana
kantor, laporan pertanggungjawaban pengelolaan
barang milik Daerah, serta administrasi barang milik
Daerah lainnya;

h. pengelolaan rumah tangga di lingkungan Dinas,
meliputi penataan ruang kantor, pemeiitharaan
kebersihan, keamanan kantor dan ‘fasilitasi
penyelenggaraan rapat dinas;

i. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerjasama dan
hubungan masyarakat di lingkungan Dina:s:

j-  pengelolaan dan penyelenggaraan layanan kearsipan
dan dokumentasi di lingkungan Dinas;

k. pengelolaan dan penvelenggaraan layanan tata kelola
organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di
lingkungan Dinas;

l. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
dan

m. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 327
(1) Sekretariat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretaris dan dibantu
oleh Tim Kerja yang bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas. ‘

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Sekretariat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) vait1 Penyusunan
Program dan Keuangan.
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Paragraf 5
Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunrikasi Publik
Pasal 328

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria, den pemberian bimbingan teknis
dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan
di bidang penyediaan informasi penyelenggaraan
pemerintah daerah, penyebarluasan informasi
penyvelenggaraan pemda, dan pemberian dukungan
pengelolaan komisi informasi di daerah, pengelolaan
informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan
pemerintah daerch.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik, menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan bidang
pengelolaan informasi dan komunikas; pubhi:

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan monitoring
kebijakan, opini dan aspirasi publik, penyusunan
strategi komunikasi publik, penyusunan konten,
Pengelolaan media komunikasi publik, diseminasi
infomasi, pelayanan informasi publik, penguatan
kapasitas SDM komunikasi publik, sosialisasi
peraturan bidang informasi dan komunikasi publik,
dukungan administratif, keuangan dan tata kelola
komisi informasi di daerah dalam rangika nen elesaian
sengketa informasi;

c. penyiapan bahan pelaksanaan penyiapan bahan
perumusan kebijakan monitoring kebijakan, opini dan
aspirasi publik, penyusunan strategi komunikasi
publik, penyusunan konten, pengelolaan media
komunikasi publik, diseminasi informasi. pelayanan
informasi  publik, penguatan kapasitas SDM

komunikasi publik, sosialisasi peraturan bidang
informasi dan komunikasi publik  dukungan
administratif, keuangan dan tata kelol komisi

informasi di daerah dalam rangka penvelesaian
sengketa inforraasi;

d. penyiapan bshan penyusunan penyiapan bahan
perumusan kebijakan monitoring kebijakan, opini dan
aspirasi publik, penyusunan sfrategi komunikasi
publik, penyusunan konten, pengelolaan media




(1)

(2)

WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

-221-

komunikasi publik, diseminasi infomasi, pelayanan
informasi  publik, penguatan kapasitas SDM
komunikasi publik, sosialisasi peraturan bidang
informasi dan komunikasi publik, Jdukungan
administratif, keuangan dan tata keloln komisi
informasi di daerak dalam rangka penvelesaian
sengketa informasi;

e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi
publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan
informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan
pemerintah daerah, pelayanan informasi publik,
penyediaan konten lintas sektoral dan pengeiolaan
media komunikasi publik di Kota;

f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perviapan
bahan perumusan kebijakan monitoring kebijakan,
opini dan aspirasi publik, penyusunan strategi
komunikasi publik, penyusunan konten, pergelolaan
media komunikasi publik, diseminasi iifomasi,
pelayanan informasi publik, penguatan kapasitas SDM
komunikasi publik, sosiabisasi peraturan bidang

informasi dan komunikasi publik. itkungan
administratif, keuangan dan tata kelol, lomisi

informasi di daerah dalam rangka pen: ¢lesaian
sengketa inforrnasi;

g. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; den

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 329

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikas: Publik
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan
Informasi dan Komunikasi Publik oleh Tim Kerja yang
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang
Pengelolaan  Informasi dan  Komunikasi Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Tim Kerja Pengelola Informasi Publik;
b. Tim Kerja Pengelola Komunikasi Publik; dan

¢. Tim Kerja Kehumasan dan layanan Informas: Publik.
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Paragraf 6
Bidang Penyelenggaraan e-Government
Pasal 330

Bidang Penyelenggaraan e-Government mempunyai tugas
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dar. supervis. serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Lavanan
Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center
dan TIK Pemerintah Kota, Layanan pengembangan
intranet dan penggunaan akses internet, Layanan
Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik
dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen
Data Informasi e-Government, Integrasi Layvanan Publik
dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-
Government, Layanan Sistem Komunikasi  Intra
Pemerintah Kota.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana/program kegiatan Bidang
Penyelenggaraan e-Government:

b. perumusan kebijakan di bidang penvelenggaraan
e-government;

c. penyusunan norma, standar, prosedur Kkriteria
bidang penyelenggaraan e-government;

d. pemberian bimbingan teknis serta supervisi Bidang
Penyelenggaraan e-Government,

e. penyiapan bahan perumusan kebijakan ¢i bidang
Layanan Infrastruktur dasar Data Center. Disaster
Recovery Center dan TIK Pemerintah Kota., Lavanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses
internet, Layanan Pengembargan dan Fengelolaan
Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemer yang
terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi
e-Government, Integrasi Layvanan Pubbk dan
Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informast e-
Government, Layanan Sistem Koraurikasi Intra
Pemerintah di Kota;

f. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria penyelenggaraan o1 bidang
layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster
Recovery Center dan TIK Pemeriiitah Kota, Layanan
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pengembangan intranet dan penggunaan akses
internet, Layanan Pengembangan dan Penzelolaan
Aplikasi Generik, Spesifik daa Suplemen yang
terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-
Government, Integrasi Layanan Publik dan
Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-
Government, Layanan Sistemm Komunikasi Intra
Pemerintah di Kota;

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang layanan Infrastruxtur : sar Data
Center, Disaster Recovery Center dan TIK P« merintah
Kota, Layanan pengembangen intraret dan
penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan
dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan
Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen
Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan
Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan
Informasi e-Government, Layanan Sistern Kominikasi
Intra Pemerintah di Kota:

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan <@ bhidang
layanan Infrastruktur dasar Daca Center, Disaster
Recovery Center dan TIK Pemerintah Kota, Layanan
pengembangan intranet dan penggunaar. akses
internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan
Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang
terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-
Government, Integrasi Layanan Pubi'k dan
Kepemerintahan, Layanan Keamanan I[nfo-masi e-
Government, Layanan Sistem Komunil:si Intra
Pemerintah di Kota;

penyiapan bahan nperumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur
dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
terkait fungsi Layanan pengembangan dan
pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen
yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi
e-Government dan integrasi layanan publik dan
kepemerintahan di Kota. Dalam melaksanakan tugas
tersebut Sub Substansi Pengembangan Aplikasi
menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi
pemerintahan dan  pelayanan  publik  yang
terintegrasi, Layanan pemeliharaan aplikasi
kepemerintahan dan publik, Penetapan standar
format data dan informasi, walidata dan kebijakan,
Layanan recovery data dan informasi, lavanan
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pengelolaan data elektronik pemerintahan Jdan non
pemerintahan, Layanan peningkatan kapasitas
Sumber Daya Manusia dalara pemanfaatan Sistem
Informasi Pemerintahan dan Sistem Inform:asi Publik,
Layanan interoperabilitas, Layanan interkoncktivitas
layanan publik dan kepemerintahan, Layanan Pusat
Application Programm Interface (AP!) daerat; dan

Jj.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 331

Bidang Penyelenggaraan e-Government terdiri atas:

a.
b.

(1)

(2)

Seksi Persandian; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 332

Seksi Persandian sebagaimana dimaksud pada Pasal 331
huruf a mempuyai tugas menyusun rencana program
kegiatan, menyiapkan bahan rumusan kebijaka,
melakukan layanan pengembangan intranet, dukungan
layanan operasional persandian, pengawasan sumber
daya perangkat pos dan teknologi informasi dan
komunikasi serta pendataan di wilayah Kota Bengkulu,
menyelenggarakar: layanan peningkatan  kapasitas
Sumber Daya Manusia, layanan keamanan informasi pada
Sistem Elektronik Pemerintah Daerah, pelaksanaan audit
TIK, penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan
produktif, mengawasi penyelenggaraan persandian,
melaksanakan keamanan informnasi pada  Sistem
Elektronik Pemerintah Daerah dan pelaksanaan Audit
Teknologi Informasi dan Komunikasi, fungsi layanan
keamanan informasi dan e-Government dan layanan
sistem komunikasi intra pemerintah di Kota, layanan
monitoring trafik elektronik dan penanganan insiden
keamanan informasi, urusan persandian, layanan
penyediaan  prasarana dan satrana komunikasi
pemerintah, Layanan  bimbingan teknis dalam
pemanfaatan  sistem  komunikasi oleh  aparatur
pemerintahan, koordinasi dengan unit kerja/instansi
terkait, monitoring evaluasi dan pelaporan dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}, Seksi Persandian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas seksi
Persandian;
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b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelavanan
publik dan standar operasional prosedur di seksi
Persandian;

c. pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi
untuk pelaksanaan tugas seksi Persandian;:

d. pelaksanaan fasilitasi dalam perumusa  dan
pelaksanaan kebijakan tata kelola persandian dalam
rangka penjaininan keamanan informasi:

e. pelaksanaan operasional pengamanan persandian
pada pemerintah daerah;

f.  pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas, fungsi dan
pencapaian kinerja Seksi Persandian;

g penyusunan laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan
capaian kinerja seksi Persandian; dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya vang iiberikan
atasan.

Pasal 333

Bidang Penyelenggaraan e-Government terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sekagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin olex Kepala Bidang
Penyelenggaraan e-Government oleh Tin Kevin yang
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang

Penyelenggaraan e-Government sebagaimana cinaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. Tim Kerja Pengembangan Aplikasi dan Informatika;
dan

b. Tim Kerja Layanan e-Government.

Paragraf 7
Bidang Hubungan Media dan Teknologi inform=tika
Pasal 334

Bidang Hubungan Media dan Teknologi Informatika
mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan i bidang
layanan hubungan media, pengembangan Sumber Daya
TIK pemerintah Kota dan masvarakat, layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet,
penyelenggaraan Government Chief Information Officer
(GCIO) Pemerintah Kota, penyelenggaraan Ekosistem TIK
Smart City di kota. )
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Untuk melaksanakan tugas sebagaiinana dimaksvd pada
ayat (1), Kepala Bidang Hubungan Media dan Tecknologi
Informatika, menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

penyusunan rencana/program kegiatan Bidang
Hubungan Media dan Teknologi Informatika;

penyiapan bahan perumusan kebijakan i bidang
layanan hubungan media, Pengembangan Suraber
Daya TIK pemerintah Kota dan Masvaraka'. lavanan
pengembangan intranet dan penggunasn akses
internet, penyelenggaraan  Government  Chief
Information Officer (GCIO) Pemerintah  Kota,
Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di kota;

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
layanan hubungan media, Layanan pengembangan

intranet dan  penggunaan  akses  internet,
pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kota
dan masyarakat, Penyelenggaraan Governnicnt Chief

Information  Officer (GCIO} Pemerintah  Kota,
Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di kota;

penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang
layanan hubungan media, layanan pengembangan

intranet  dan penggunaan akses internet,
pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kota
dan masyarakat, Penyelenggaraan Governieni Chief

Information  Officer (GCIO) Pemerintah  Kota,
Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di kota;

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang layanan hubungan media,
Layanan pengembangan intranet dan penggunaan
akses internet, pengembangan Sumber Dava TIK
pemerintah Kota dan Masyarakat, Penvelenggaraan
Government  Chief Information Oficer {GCIO)
Pemerintah Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK
Smart City di kota;

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
layanan hubungan media, Layanan pengembangan
intranet dan . penggunaan akses internet,
Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kota
dan Masyarakat, Penyelenggaraan Governmeant Chief
Information Officer (GCIO) Pemerinta: Kota,
Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di kota;
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g penylapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur
dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan, evaiuasi, dan pelaporan
terkait fungsi layanan hubungan media di Kota
melalui relasi media dan kemitraan komunikasi
informasi masyarakat di Kota; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olzh atasan.

Pasal 335

Bidang Hubungan Media daa Teknologi Informatika terdiri
atas:

a. Seksi Statistik; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 336

(1} Seksi Statistik sebagaimana dimaksud pada Pasal 335
huruf a mempunyai tugas menyusun rencans program
dan kegiatan, merumuskan kebijakan di bidans statistik
sektoral, melaksanakan tugas waiidata sesuar dengan
peraturan yang berlaku, pengoordinasian pclaksanaan
kegiatan bidang statistik sektoral bersama EPS selaku
Pembina data, sekretariat Satu Data Indonesia (SDI) dan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku produsen data
Kota Bengkulu; pengoordinasian dengar BPS dalam
rekomendasi statistik, metadata statistik. survei,
kompilasi produk administrasi statistik sek*o ! dengan
memanfaatkan berbagai dokumen produk admi<ir.si dari
instansi pemerintzh; pengolahan hasil statistik sektoral;
analisa data statistik sektoral; penyajian dan diseminasi
data statistik sektoral; evaluasi dan pelaporan dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimal:sud pada
ayat (1), Seksi Statistik menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana pelaksanaan tugns  seksi
Statistik ;

b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayvanan
publik dan standar operasional prosedur di seksi
Statistik ; ' :

c. pengumpulan dan pengelolaan data, informasi dan
dokumentasi untuk pelaksanaan tugas seksi
Statistik;
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penyiapan bahan perumusan kebijakan umum,
penetapan standarisasi, kebijakan dan teknis
operasional dalam penyelenggaraan statistik sektoral;

penyiapan  bahan  penyusunan perencanaan,
pendataan, pengolahan dan publikasi dar.. siatistik
sektoral;

pengelolaan layanan administrasi dan manajemen
pengolahan data statistik berbasis elektron: K;

pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan
pengelolaan layanan administrasi penyelenggaraan
statistik sektoral;

pelaksanaan penyusunan perencanaan, perdataan,
pengolahan dan publikasi data statistik seiktoral
pemerintah daerah;

pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama
lintas sektor dalam penyelenggeraar.  statistik
sektoral;

pelaksanaan penguatan kapasitas sumber daya
manusia bidang statistik sektoral pemerintah daerah ;

pelaksanaan penerapan sistem pen gendalian internal
pemerintah (SPIP) dan reformasi birokiasi pada
Bidang Statistik;

pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas, fungsi
dan pencapaian kinerja seksi Statistik;

penyusunan laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan
pencapaian kinerja seksi Statistik; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lainnya vang diberikan
atasan.

Pasal 337

Bidang Hubungan Media dan Teknologi Informatika terdiri
atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaxsud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Hubungan
Media dan Teknologi Informatika oleli Tim Kerja yang
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional dibawan Bidang Hubungan
Media dan Teknologi Informatika sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a.

b.

Tim Kerja Hubungan Media; dan

Tim Xerja Layanan Teknologi Informatika.
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Bagian Kesembilan Belas
Satuan Polisi Pamong Praja
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 338

Satuan Polisi Pamong Przja merupakan unsur ;elaksana
urusan pemerinrahan bidang ketentraman, ketertiban
umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan Satuan
Polisi Pamong Praja yang menjadi kewenangan daerah
dengan Tipelogi B.

Satuan Polisi Pamcng Praja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawah kepada
Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisast
Pasal 339

Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:

me a0 TP

(2)

Sekretariat;

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masvarakat;
Bidang Penegak Peraturan Daerah,;

Bidang Perlindungan Masyarakat;

Kelompok Jabatan Fungsional; dan

Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi
Paszl 340
Satuan Polisi Pamong Praja mempunya:r tugas
melaksanakan pemeliharaan, penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan
Daerah, Peraturan Wali Kota, pembinaan PPNS serta
perlindungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja, menvelengarakan
fungsi:

a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan di
Satuan Polisi Pamong Praja;
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perumusan kebijakan di Satuan Polisi Pamrong Praja;

pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan iDaerah
dan Peraturan Wali Kota;

penyelenggaraan ketertiban umuin dan ketenteraman
masyarakat;

pendataan dan pelatihan 3atuan Pelindungan
Masyarakat;

penanganan gangguan ketenteraman dan ket=rtiban
umurn;

pembinaan Penyidik Pegawai Negeri &.ipil
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan J: Satuan
Pamong Praja;

pelaksanaan administrasi di Satuan Polisi Pamong
Praja; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Vali Kota.

Paragraf 4
Sekretariat
Pasal 341

Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan
tugas memberi pelayanan teknis administrasi kepada
seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Bengkulu.

Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja menvelenggarakan
fungsi:

a.

penyusunan rencana program dan  kegiatan
Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Bengkulu;

pemahaman ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan bidang tugas
sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja;

penyusunan rumusan kebijakan di  bidang
kesekretariatan;

perencanaan urusai Kepegawaian vang meliputi
penyusunan kenaikan pangkat, usulan ienaikan
pangkat, usulan kenaikan gaji berkala. proses
pengangkatan dalam jabatan, memproses
kepangkatan calon pegawai, pengurusan Sasaran
Kinerja Pegawai, pengurusan KARIS dan KARSU,
KARPEG, cuti dan penyusunan DUK untuk tiap akhir
tahun;

pelayanan administrasi kepesda selurub satuan
organisasi di lingkungan Satuan Polist Pam«1ig Praja;
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f.  pengaturan pelaksanaan urusan perlengkapan yang

meliputi pengadaan, penyaluran, penyirpanan,
inventarisasi, pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan;

g  pengaturan pelaksanaan urusan keuangan yang

meliputi tata usaha keuangan, perbendaharaan,
verifikasi dan pembukuan;

h. pengaturan vpelaksanaan urusan umum yang
meliputi tugas keprotokolan, keamanan, ketertiban,
penggandaan/pencetakan, pemeliharaan gedung,
perjalanan dinas dan kebersihan lingkungan Satuan
Polisi Pamong Praja;

i.  pengoordinasian bidang-bidang dan ubbagian
dalam pelaksanaan kegiatan bidang  dan
kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Bengkulu;

j- pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi

terkait;

k. penyusunan dan penyampaian laporan hasil

pelaksanaan tugas; clan
l.  pelaksanaan fungsi lain yang diherikan oler nrasan.

Pasal 342

Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:

a.
b.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.

Pasal 343

Subbagian Umum dan Kepegawalan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 342 hurul a mempuval tugas
menyusun rencana, program, kegiaten mengelola

ketatausahaan naskah dinas, urusan rumah tangga

Satuan Polisi Pamong Praja dan mengelole urusan
kepegawaian Satpol PP, monitoring, evaluasi dan
pelaporan dan melaksanakan tugas lain vang diberikan
oleh atasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimai:-u«d pada
ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuecl dengan
aturan yang berlaku agar pelaksanaan kegietan lebih
terarah dan berjalan lancar;
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penghimpunann dan mempelajari  perundang-
undangan yang berlaku sesuai bidang tugas sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan;

pengelolaan ketatausahaan naskah dinas meliputi

penerimaan, pendistribusian, rkspedisi,
pengadministrasian, pengarsipan surat m-siik dan
keluar sesuai dengan ketentuan van- bl - intuk

menunjang tertib administrasi;

pengelolaan urusan rumah 1angga Sartuan Polisi
Pamong Praja meliputi keprotokolan, dolcumentasi,
kebersihan, ketertiban, kenyamanan tata ruang
Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan yang
berlaku agar pelaksanaan urusan rumah tangga
berjalan baik;

pengelolaan data/intormasi/statistik var.g berkaitan
dengan Satuen Polisi Pamong Praja sest: . dengan
aturan yang berlaku untuk menunjang pelaksanaan
kegiatan;

pengelolaan urusan kepegawaian Satuan Polisi
Pamong;

penyiapan vpenyelenggaraan pengadaan barang
sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas:

penyimpanan barang di tempat tertentu wenurut
berat, ukuran jenis, sifat, serta frekuensi pciggunaan
sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjaga dari
kerusakan;

pelaksanaan penatusahaan setiap keluar masuk
barang sesuai ketentuan yang berlaku untuk
mengontrol jumlah barang yang masuk maupun
keluar;

pelaksanaan pemeliharaan dan perawata:: barang
inventaris sesuai dengan ketentuan vang berlaku
agar barang tetap berfungsi dengan baik;

pelaksanaan penelitian secara fisik terhadap status
barang inventaris sesuai ketentuan untuk melihat
kelayakan barang;

penyampaian bahan koordinasi dengan unit
kerja/instans! terkait sesuai dengan ketentuan yang
berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar;
dan

penyusunan dan peayampaian laporan pelaksanaan
tugas Subbag Umum dan Kepegawaian sesuai
ketentuan yang berlaku sehagai
pertanggungjawaban kepada atasan.
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Pasal 344

Sub Bagian Penyusunan Program dan hkeuangan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 342 huruf b mempuyai
tugas menyusun  rencana, program, kegiatan,
melaksanakan pengelolaan  keuangan, membantu
pelayanan pemeriksaan keuangan, monitoring, evaluasi
dan pelaporan dan melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh atasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
menyelenggarakan fungst:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan subbag
Keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku agar
pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan
lancar;

b. penghimpunan dan mempelajari peraturan
perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan
bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan i-ogiatan;

c. pelaksanaan pengelolaan keuangan vang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan
keuangan sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku agar pengelolaan keuangan berjalan
tertib dan lancar;

d. pelaksanaan pengelolaan gaji, tunjangan. uang
lembur, dan taspen pegawai sesuai aturan pernndang-
undangan yang berlaku untuk kelancaran nenerima
gaji, tunjangan, uang lembur, dan taspen pegawali,

e. pelaksanaan penghitungan, penagihan, penyetoran
PPn/PPh sesuai ketentuan yang berlaku agar dapat
dilaksanakan tepat pada waktunya;

f. pelayanan pemeriksaan keuangan oleh aparat
pengawas fungsional sesuai keientuan veng berlaku
agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar;

g penyiapan bahan koordinasi dengan unit Kkerja/
instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar
pelaksanaan koordinasi berjalan lancar;

h. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan
tugas Subbag Keuangan dan perlengkapan sesuai
ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungiawaban
kepada atasan.
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Paragraf 5
Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
Pasal 345

Bidang Ketertiban Jmum dan Ketenteraman Masvarakat
melaksanakan tugas merencanakan, mengembangkan
dan melaksanakan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat dalam melaksanakan tugas,
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program, kegiatan Bidang Ketenreraman
Umum dan Ketertiban Masyaral:at;

b. pemahaman  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan yang berlaku sesuai bidang tugasnya;

c. perumusan konsep kebijakan, pedoman, petunjuk
pelaksanaan, petunjuk teknis dan standar operasional
prosedur Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat;

d. pelaksanaan pendidikan dan peletiha-  dasar
dan/atau lanjutan meliputi pelatihan baris crbaris,
pencarian dan penyelamatan, bela diri, perpawalan,
kesamaptaan, pengamanan, deteksi dini dan cegah
dini serta peningkatan fisik;

e. perumusan Rencana  Operasi dan rencana
pengendalian pelaksanaan kegiatan,

f. pelaksanaan Deteksi Dini terhadap Ketertiban Umum
dan Ketenteraman Masyarakat;

g. pelaksanaan sosialisasi dan pemberitahuan larengan
berjualan kepada PKL di tempat-tempat yang bukan
untuk tempat berjualan dan/atau yang melanggar
Peraturan Daerah;

h. pelaksanaan operasi penertiban dalam rangka
penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali
Kota;

i. pengamanan VIP dan VVIP kepala daerah/wakil kepala
daerah dan tamu daerah agar terkendalinya keamanan
lingkungan; _

j. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, Bidang
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

k. pelaksanaan icdentifikasi masalah dan menyelesaikan
permasalaharn  Bidang Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat;




WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

-225-

1. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan
Penindakan;

m. pelaksanaan  koordinasi dengan intern  dan
dinas/instansi terkait;

n. penyusunan dan menyampeikan laporan  hasil
pelaksanaan tugas; dan

0. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cich arasan.

Pasal 346

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masvaral:at terdiri
atas:

a. Seksi Ketertiban Umum;
b. Seksi Ketenteraman Masvarakat; dan
¢. Kelompok Jabatan Fungsional,

Pasal 347

(1) Seksi Ketertiban Umum sebagaimena dimaksud pada
Pasal 346 huruf a mempuyai tugas melakukan
penyusunan rencana, program can kegiatan,
merumuskan konsep kebijakan, pedoman, petunjuk
pelaksanaan, petunjuk teknis dan Srandar Cuerasi
Prosedur, melaksanakan pengamanan VIP, VVIi". iKantor
Wali Kota dan rumah dinas pejabat pemerintah keta serta
peringatan hari-hari besar nasional dan daerah, operasi
atau razia anak jalanan, gelandangan dan pengemis,
wanita tunasusila, tempat prostitusi, waria, perjudian,
minuman keras dan penyakit masyarakat lainnya, operasi
atau razia hewan ternak, sampah, rokok dan anjing liar,
operasi atau razia penegakan peraturan daerah,
monitoring terhadap tempat-tempat hiburan, hotel, cafe,
club musik/musik live, musik center, night clui.. rumah
billiard, karacke, panti pijat, pemasangan reklamr~, taliho,
selebaran dan lain-lain, monitoring , evaluasi dan
pelaporan, melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh
atasan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Seksi Ketertiban Umum meyelenzgarakan
fungsi:

a. penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang
Ketentraman Umum dan Ketertiban Masvarakat;

b. penghimpunan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang ketentraman umum dan
ketertiban masyarakat;
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¢. pelaksanaan operasi dan pengendalian penegakan
peraturan perundang-undangan daerah;

d. pelaksanaan kerjasama terkait bidang tugas
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
dengan intern dan unit kerja/instansi terkait;

e. penyiapan bahan koordinasi dengan Instansi terkait;
dan

f.  penyusunan dan penyampaian laporan pelnksanaan
tugas.

Pasal 348

Seksi Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada Pasal 346 huruf b mempunyai tugas melakukan
penyusunan rencana, program, kegiatan merumuskan
konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaiksanaan,
petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur,
pendidikan dan pelatihan dasar dan/atau lanjutan,
melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan <emampuan
jasmani anggota Satuan Polisi Famong Praja,
meningkatkan disiplin anggota satuan polisi pamong
praja, monitoring, evaluasi dan penyampaian laporan; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Seksi Ketentetaman Masvarakat
meyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program dan kegiatan Seksi
Ketentraman Masyarakat agar pelaksanaar kegiatan
lebih terarah dan berjalan lancar;

b. perumusan konsep kebijakan, pedoman, petunjuk
pelaksanaan, petunjuk teknis dan  Standar
Operasional Prosedur Seksi Ketentraman Masyarakat
sesuai ketentuan yang berlaku sebagai acuan/
pedoman penetapan kebijakan:

¢. penyiapan rumusar kebijakan icknis ientang
pelaksanaan bimbingan dan pembinaan le:jasama
dan pelatihan dasar sesuai ketentuan yang berlaku
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dasar dan/
atau lanjutan meliputi pelatihan baris berbaris,
pencarian dan penyelamatan, beladiri, pengawalan,
kesamaptaan, pengamanan, deteksi dini dan cegah
dini serta peringkatan fisik sesuai ketentian vang
berlaku agar terciptanya anggota yang berkualias dan
bertanggungjawab;
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e. pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan kemampuan
jasmani anggota Satuan Polisi Pamong Praja sesuai
ketentuan yang berlaku agar terciptanva anggnta sehat
secara jasmani;,

f. pelaksanaan Xkegiatan peningkatan disipliv anggota
satuan polisi pamong praja sesuai ketentuan yang
berlaku untuk melihat tingkat kedisiplinar: anggota
Satuan Polisi Pamong Praja;

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan Seksi Ketentraman Masyarakat sesuai
ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan g s lebih
berkualitas;

h. penyiapan bahan koordinasi dengan intern dan
dinas/instansi terkait sesuai ketentuan vang berlaku
agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar:

i. penyusunan dan menyampaikan laporan hasil
pelaksanaan tugas sesuai ketenituan vang berlaku
sebagai bahan pertanggungjawaban kepada arasan;

j- pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasaa sesuai

dengan tugas dan fungsinya agar peiaksan. . ‘ugas
berjalan lancer.

Pasal 349

(1) Bidang Ketertiban Umum dan Keteniteraman
Masyarakat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

{2} Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Ketertiban
Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan dibantu
oleh Tim Kerja yang bertanggungjawab kepad: Kepala
Dinas.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) yaitu Tim Kerja
Operasi dan Pengendalian.

Paragraf 6
Bidang Penegak Peraturan Daerah

Pasal 350

Bidang Penegak Peraturan Daerah melaksanakan tugas
melaksanakan Penegakan peraturan daerah/peraturan
kepala daerah meliputi pembinaan, pengawasan,
penyuluhan, advokasi dan mediasi, penyvelidikan,
penyidikan dan penindakan pelanggaran peraturan
daerah, peraturan kepala daerah.
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Penegak Peraturan Daerah,
menyelenggarakan fungsi:

4. penyusunan rencana, program dan Yegiatan Bidang
penegakan peraturan daerah/peraturan kepala
daerah;

b. penghimpunan Kketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sesuai bidang tugasnya;

C. perumusan konsep kebijakan pedoman petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang
penegakan peraturan daerah/peraturan kepala
daerah;

d. perumusan konsep kebijakan pedoman pnetunjuk
pelaksanaan, petunjuk teknis dan  standar
operasional prosedur bidang penegakan peraturan
daerah/ peraturan kepala daerah;

e. pelaksanaan kegiatan pengawasan, pembinaan,
penyuluhan dan pengendalian penegakan peraturan
daerah/peraturan kepala daerah;

f.  pelaksanaan fungsi penyelidikan dan pcnvidikan
serta pengembangan teknis pengumpulan ‘nformasi
dini terkait hal-hal vang diduga dapat mengganggu
Ketenteraman dan atau menghambat
penyelenggaraan kebijakan daerah;

8. penerima laporan/informasi dari warga masyarakat
atau badan hukum terhadap sesuatu tindakan
masyarakat/badan hukum yang diduga adanya
pelanggaran peraturan daerah/peraturan kepala
daerah;

h. pemberian arahan gelar perkarz. dan/ainu kasus
kepada Kasi Penyidikan dan Penindakan bersama
Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

i.  pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan
kegiatan bidang penegakan peraturan daerah/
peraturan kepala daerah;

J.  pelaksanaan koordinasi dengan para Penyidik
Pegawai Negeri Sipil;

k. penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/
instansi terkait dalam rangka penegal peraturan
daerah/peraturan kepala daerah;

L. penyusunan dan penyampaian laporan hasil
pelaksanaan tugas; :
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m. penyusunan rencana, program dan kegiatan,
fasilitasi pembinaan, pengawasan dan penvuluhan
peraturan  daerah/peraturan kepala  daerah,
merumuskan konsep kebijakan, pedoman, petunjuk
pelaksanaan, petunjuk teknis dan Standar
Operasional Prosedur, menyusun bahan pembinaan,
penyuluhan dan pengawasan penegakan peraturan
daerah/peraturan kepala daerah, mengelola data
pembinaan, pengawasan dan psnyuluhan penegakan
peraturan  daerah/peraturan kepala  daerah,
melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan
Penyuluhan, melaksanakan koordinasi dengan intern
dan dinas/ instansi terkait, dan pelaporan hasil
kegiatan; dan

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 351

Bidang Penegak Peraturan Daerah terdiri atas:

a.
b.

C.

(1)

Seksi Advokasi dan Mediasi;
Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakar; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 352
Seksi Advokasi dan Mediasi sebagaimana dimal.s. i< pada
Pasal 351 huruf a  mempunyai tugas me.akukan
penyusunan rencana, program dan kegiatan,

merumuskan konsep kebijakan, pedoman, petunjuk
teknis dan standar operasional prosedur, monitoring,
evaluasi, dan pelaporan dan melaksanzkan ftugas lain
yvang diberikan oleh atasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dengan ayat (i}, Seksi Advokasi dan Mediasi
menyelenggarakan fungsi:

a. menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi
Advokasi dan mediasi agar pelaksanaan kegiatan lebih
terarah dan berjalan lancar;

b. mempelajari  ketentuan = peraturan perundang-
undangan yang berlaku sesuai derigan bidang tugas
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

¢. merumuskan konsep kebijakan, pedoman. »etunjuk
teknis dan standar operasional prosed:r seksi
advokasi dan mediasi sesuai ketentuan yang berlaku
sebagai acuan/pedoman penetapan kebijakan;
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d. menyiapkan bahan rumusar kebijakan teknis
pelaksanaan v»emberian bimbingan advokasi dan
mediasi sesuai ketentuan yvang berlaki scbagai
acuan/pedoman penetapan kebijakan;

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaxsanaan
kegiatan Seksi Advokasi dan Mediasi sesuai ketentuan
yang berlaku agar pelaksanaan tugas lebih
berkualitas;

f. melaksanakan koordinasi dengar. intern dan
dinas/instansi terkait sesuai ketentuan vane berlaku
agar pelaksanaan koordinasi berjaian ancar:

g menyusun dan menyampaikan laporan  hasil
pelaksanaan tugas sesuai aturan yang berlaku sebagai
bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya agar pelaksanaan tugas
berjalan lancar.

Pasal 353

Seksi  Penyelidikan, Penyidikan dan  Peaindakan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 351 ‘huruf b
mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana,
program dan kegiatan, melaksanakan penyelicikan dan
penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah/
peraturan kepala daerah, melaksanakan fungsi intelijen
dan mengembangkan teknis pengumpulan informasi dini
terkait hal-hal yang diduga dapat mengganggu
Ketenteraman dan ketertiban dan atau menghambat
penyelenggaraan kebijakan daerah, melaksanakan fungsi
intelijen dan mengembangkan teknis pengumpulan
informasi dini terkait hal-hal yang diduga dapat
mengganggu Ketenteraman dan ketertiban den atau
menghambat  penyelenggaraan  kebijakan  daerah,
memantau atas laporan/informasi cari masyarakat atau
badan hukum yang diduga melanggar peraturan daerah,
membuat dan menyampaikan usulan PNS vang akan
mengikuti pelatihan PPNS, membuat surat tugas untuk
diadakan penyelidikan dan penyidikan atas nelanggaran
peraturan Daerah, monitoring, evaluasi dan pelaporan dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan

menyelenggarakan fungsi: |

a. menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi
Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan agar
pelaksanaan kegiatan lebih terarah da.n lerjalan
lancar;
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mempelajari  ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sesuai Gengan bidang tugas
sebagai pedoman peiaksanaan kegiatan;

menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis
pelaksanaan pemberian bimbingan Advokasi dan
mediasi sesuai ketentuan yang beriake sebagai
acuan/pedoman penetapan kebijakan;

melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap
pelanggaran peraturan daerah/peraturan kepala
daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk
penegakan peraturan daerah;

melaksanakan fungsi intelijen dan mengembangkan
teknis pengumpulan informasi dini terkait hal-hal
yvang diduga dapat mengganggu ketenraman dan
ketertiban dan atau menghambat penyelenggaraan
kebijakan daerah sesuai ketentuan yang berlaku
untuk  kesiapsiagaan dini dalam  menjaga
ketentraman dan ketertiban,;

melakukan pemantauan atas laporan/informasi dari
masyarakatatau badan hukum vang diduga
melanggar peraturan daerah sesuai ketenruan yang
berlaku agar terciptanya kenyamanan d’ muiss arakat.
membuat dan menyampaikan usularn ’i{S vang akan
mengikuti pelatihan PPNS sesuai ketentuan yang
berlaku agar pelaksanaan penezakan disiplin
berjalan dengan tertib dan lancar.

membuat surat tugas untuk diadakan penyelidikan
dan penyidikan atas pelanggarsn neraturan
Daerahsesuai ketentuan yang berlaku sebagai
pedoman pelaksanaan tugas di lapangan.

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan Seksi Penyelidkain, Penyvidikean dan
Penindakan sesuai ketentuan yang beriaku agar
pelaksanaan tugas lebih berkualitas.

melaksanakan koordinasi dengan intern  dan
dinas/instansi terkait sesuai ketentvan yang berlaku
agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar.

menyusun dan menyampaikan laporan  hasil
pelaksanaan tugas sesuai ketentuan vang berlaku
sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan.
melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya agar pelaksanaan
tugas berjalan lancar.
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Pasal 354

Bidang Penegak Peraturan Daerah terdiri atas Ke'ompok
Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bideng Penegak
Peraturan Daerah dan dibantu oieh Tini Kerja vang
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Bidang Penegak
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yaitu Tim Kerja Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.

Paragraf 7
Bidang Perlindungan Masyarakat
Pasal 355
Bidang Perlindungan Masyarakat mempunval tugas

melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja
di Bidang Perlindungan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Perlindungan Masyarakat
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program, kegiatan Bidang Perlindungan
Masyarakat;

b. penghimpunan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sesuai bidang tugasnva,

¢c. penyusunan rumusan kebijakan terhadap ancaman
Ketenteraman  masyarakat, ekonomi, sosial dan
budaya sesuai ketentuan yang berlaku untuk/agar
terciptanya kenyaman terhadap masyarakat;

d. penyusunan rumusan kebijakan  pemerintah
terhadap penanganan konflik yang timbul akibat
bencana sesuai ketentuan yang verlaku urink ‘agar
masyarakat mengantisipasi jika terjadi bencana,

€. penyusunan rumusan kebijjakan peningkatan
sumber daya manusia dalam perlindungan
masyarakat; :

{.  penyusunan rumusan dan pengendalian ketahanan
masyarakat di daerah terhadap gangguan keamanan
dan ketertiban masyarakat;

g. pelaksanaan monitoring dan cvaluasi pelaksanaan
kegiatan Seksi Kerjasama dan Pelatihan Dasar:

h. pelaksanaan koordinasi dengan mtern dan dinas/
instansi terkait; dan

i.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
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Pasal 356

Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas:

a.

Seksi Bina Potensi Masyarakat;
Seksi Pelatihan dan Mobilisasi Linmas; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 357

Seksi Bina Potensi Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada Pasal 356 huruf & mempunvai tugas melakukan
penyusunan rencana, program, kegiatan, mengar alisa
data yang berkaitan dengan pembinaan dan
pengembangan perlindungan masyarakat, melakukan
pembinaan terhadap siskamling, anggota Satuan
Perlindungan Masvarakat di tingkat kelurahan, memantau
dan mengevaluasi kegiatan yang bsrhubungan dengan
pembinaan dan pengembangan perlindungan masvarakat,
melaporkan pelaksanaan tugas dan melaksanalkan tugas
lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}, Seksi Bina Potensi Masyarakat menyelenggarakan
fungsi:

a. penyusunan rencana, program dan kegiatan Seksi
Bina Potensi Masyarakat agar pelaksanaan kegiatan
lebih terarah dan berjalan lancar;

b. penyiapan bahan rumusan kebijakan d1 B.da1.g Bina
Potensi Masyarakat sesuai ketentuan vang berlaku
untuk kelancaran penyusunan rumusan kebijakan;

Cc. penganalisaan data yang Dberkaitan Jdengan
pembinaan dan pengembangan perlindungan
masyarakat sesuai ketentuan vang berlaku sebagai
bahan pelaksanaan pembinaan;

d. pelaksanaan pembinaan terhadap siskamliny sesuai
ketentuan yang berlaku untuk meningkatk-n peran
aktif pos perlindungan masyarakat;

e. pelaksanaan pembinaan terhadap anggzota Satuan
Perlindungan Masyarakat ditingkat kelurahan sesuai
ketentuan yang berlaku agar terciptanya anggota
yang berkualitas;

f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan yang
berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan
perlindungan masyarakat sesuai ketentuan yang
berlaku untuk melihat perkembangan pelaksanaan
kegiatan,;
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g  pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan Seksi Bina Potensi Masyarakst sesuai
ketentuan yang berlaku agar pelaksaraan tugas lebih
berkualitas;

h. pelaksanaan koordinasi dengan in‘ern  dan
dinas/instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku
agar pelaksanaan koordinasi berjalan 1ancar;

i. penyusunan dan menyampaikan laporan hasil
pelaksanaan tugas Seksi Bina Potensi Masrarakat
sesuai ketentuan yang berlaku agar sebagai
pertanggungiewaban kepada atasan; dan

j-  pelaksanaan tugas lain yang diberikan atas-n sesuai

dengan tugas dan fungsinya agar pelalsar: .1 tugas
berjalan lancar.

Pasal 358

Seksi Pelatihan dan Mobilisasi Linmas sebagaimana
dimaksud pada Pasal 356 huruf b mempunyai tugas
melakukan penyusunan rencana, program, legiatan,
pendataan anggota Perlindungan Mausvarakat,
menyiapkan Satuan Perlindungan IMasyarakat di
Kelurahan untuk melakukan pengamanan PPemilihan
Umum dan pemilihan kepala daerah, menviapkan kansep
metode pelatihan bagi anggota Satuan Perlindungan
Masyarakat, menggerakan anggota Satlinmas dalam
pemberdayaan Pos perlindungan masyarakat, membantu
korban bencana alam, monitoring, evaluasi dan pelaporan
dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Seksi Pelatihan dan Mobilisasi Linmas
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program dan kegiatan Seksi
Pelatihan dan Mobilisasi Linmas agar pelaksenaan
kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar;

b. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang
pelatthan dan mobilisasi Linmas sesuai ketentuan
yang Dberlaku untuk kelancaran penvusunan
rumusan kebijakan;

c. pelaksanaan pendataan anggota Peri'ndungan
Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku sebagai
dasar dan kelancaran pelaksanaan kegiatan;

d. penyiapan Satuan Perlindungar. Masyarakat di
Kelurahan untuk melakukan pengamanan Pemilihan
Umum dan pemilihan kepala daerah sesuai
ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan
berjalan lancar;
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e. penylapan konsep metode pelatihan bagi anggota
Satuan Perlindungan Masyarakat szsuai ketentuan
yang berlaku agar pelaksanaan pelatihan lebih
optimal,

f.  penggerakan anggota Satlinmas dalam
pemberdayaan Pos perlindungan masvarakat dan
membantu korban bencarta alam sesuai ketentuan
yang berlaku agar terciptanya rasa nyaman dan
mengantispasi bencana,

g pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan Seksi Pelatihan Dan Mobilisasi Linmas
sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan
tugas lebih berkualitas;

h. pelaksanaan koordinasi dengan intemn dan
dinas/instansi terkait sesuai ketentuan vang berlaku
agar pelaksanaan koordinasi berjalar lancar:

i. penyusunan dan menyampaikan laporan hasil
pelaksanaan tugas Seksi Pelatihan dan Mobilisasi
Linmas sesuai ketentuan yang berlaku agar sebagaij
pertanggungjawaban kepada atasan; dan

Jj-  pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya ager pelaksanaan tugas
berjalan lancar.
Pasal 359

Bidang Perlindungan Masyarakat terciri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidarg Perlindungan
Masyarakat dan dibantu oleh Tim Kerja vyang
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang
Perlindungan Masyarakat sebagaimana dinia:ud pada
ayat (1) yaitu Tim Xerja Data dan Iniormasi.

Bagian Kedua Puluh
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 360

Dinas Kearsipan dan Perpustakazn merupakan unsur
pelaksana urusan pemerintahan bidang kearsipan dan
perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah dengan
Tipelogi C.
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Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang berkedudukan di bawan dan
bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris
Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi
Pasal 361

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terdiii atas :

a.
b.
c.

(2)

Sekretariat Dinas;

Bidang Penyelenggaraan Kearsipan;

Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan
Kegemaran membaca;

Kelompok Jabatan Fungsional; dan

Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Pasal 362

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempurai tugas
membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangar Daerah dan tugas pembantuan
dibidang perpustakaan dan melakukan pengawasan
kersipan serta penyelamatan dan pelestarian arsip statis
lembaga negara di daerah. ¢

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana daerah di bidang kearsipan
berdasarkan rencana nasional;

b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah
di bidang kearsipan;

¢. perumusan kebijakan sistem informasi daerah
di bidang kearsipan;

d. pemembinaan pengelolaan arsip kepada perangkat

daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi
politik, organisasi kemasyarakatan. dan

perseorangan,
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€. pengawasan internal kepada perangkat daerah,
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik,
dan organisasi kemasyarakatan;

f.  penyelamatan serta pelestarian arsip vital dan arsip
terjaga sebagai aset nasional yang berada di dacrah;

pelayananan dan pemanfaatan arsip statis;

g
h. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan
perpustakaan;

i.  pengelolaan perpustakaan tingkat daerah;

i pengembangan tenaga perpustakaan:

k. pembudayaan gemar membaca tingkat daerah:
1

pemberian rekomendasi perizinan penggunaan arsip
yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga
kearsipan daerah;

m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota.
Paragraf 4
Sekretariat
Pasal 363

Sekretariat Dinas Kearsipan dan  Perpustakaan
mempunyai tugas:

a. melakukan pengurusan dan pengendalian naskah
dinas, pembinaan dan evaluasi pengelolaan arsip
aktif di unit kerja/unit pengolah;

b. melakukan penataan, penyimpanan, peme!iharaan,
pengolahan dan penyajian arsip dinamis menjadi
informasi publik, serta penyusutan arsip dan
penyiapan peunyerahan arsip statis;

c. memberi pelayanan teknis dan administratif kepada
seluruh  unit organisasi di lingkungan Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan;

d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan: dan
e. melaksanakan tugas lain vang diberikan oici atasan.
Untuk melaksanalian tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Sekretariat Dinas Kearsipen dan Perpustakaan

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program dan kegiaian kerja
Sekretariat;

b. penyusunan rumusan kebijakan di bidang
kesekretariatan;
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€. pengurusan dan pengendalian naskah dinas,
pembinaan dan evaluasi pengelolaan arsip aktif
diunit kerja/unit pengolah;

d. penataan, penyimpanan, pemeliharaan, pengolahan
dan oenyajiar: arsip dinamis merjadi informasi publik
serta penyusutan arsip dan penyiapan penverahan
arsip statis;

€. pengoordinasian, pensinkronisasian dan
pengintegrasian pelaksanaan tugas dan fungsi
organisasi;

f.  penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan
masyarakat meliputi penyusunan program dan
anggaran, evaluasi, pelaporan, dan hubungan
masyarakat serta keprotokolan;

g penyelenggaraan urusan Xxetatausahaan dan
kepegawaian meliputi urusan persuratan, kearsipan
serta kepegawaian;

h.  penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan
meliputi  urusan perbendaharaan, akuntansi,
verifikasi, pencatatan aset dan perlengkepan;

i.  penyusunan laporan pelaksanaan tugas
kesekretariatan; dan
J-  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh: tasan.
Pasal 364

Sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terdiii atas:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 365

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian scbagaimana
dimaksud pada Pasal 364 huruf a mempuyai tugas
melakukan urusan persuratan, tata usaha, rumah tangga
Dinas, mengelola urusan kepegawaian, monitoring,
evaluasi dan pelaporan kinerja, menyusun dan
menyampaikan laporan tugas dan melaksanakan tugas
lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepecgawaian
menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan persuratan;
b. pengelolaan tata usaha;
c. pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;
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pelaksanaan urusan kepegawaian;
penyiapan kinerja pejabat struktural; dan
f.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan ataszn,

@

Pasal 366
Sekretariat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagairiana <imaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu oleh
Tim Kerja yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Sekretariat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Tim Kerja
Perencanaan Program dan Keuangan.

Paragraf 5
Bidang Penyelenggaraan Kearsipan
Pasal 367

Bidang Penyelenggaraan Kearsipan mempunvai tugas
melaksanaan  Penyelenggaraan Kearsipan di Bidang
Kearsipan.

Untuk melaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat {1), Bidang Penyelenggaraan Kearsipan
melaksanakan fungsi:

4. penyusunan rencana, program dan kegiatan
pembinaan, pengawasan dan pengelolaan arsip di
bidang penyelenggaraan kearsipan;
pengoordinasian penyelenggaraan kearsipan;

¢. penyiapan bahan penyusunan kebutuhan dan
peningkatan kapasitas sumber daya manusia
kearsipan,;

d. penyiapan bshan perumusan kebiakar teknis
pembinaan, pengawasan kearsipan dan pengelolaan
arsip dinamis dan arsip statis;

e. pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi
pelaksanaan kearsipan,;

f.  pelaksanaan sosialisasi kearsipan;

g. pelaksanaan audit kearsipan;

h. pelaksanaan penilaian hasil pengawasan kearsipan;

i. pelaksanaan alih media dan reprodvlsi  arsip
dinamis;

i pelaksanaan usulan pemusnahan dan axuisisi arsip;

k. pelaksanaan pengolahan arsip;
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pelaksanaan preservasi arsip;

pemantauan dan evaluasi penvelcsgegaraan
kearsipan, hasil pengawasan kearsipan;

penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas;

melakukan penyusunan rencana, prcgram dan
kegiatan, melaksanakan perencanaan bimbingan dan
konsultasi penyelengaraan kearsipan pada pe-angkat
daerah dan Lembaga kearsipar Kota, melaksanakan
sosialisasi dan penyuluhan kears.pan pada perangkat
Daerah dan Lembaga Kearsipan Daerzh Kota,
melaksanakan supervise dan evaluasi pelaksanaan
kearsipan pada perangkat Derah dan Lembaga
Kearsipan Daerah Kota, melaksanakan perencanaan
bimbingan dan konsultasi penyelengaraan kearsipan
pada perusahaan, organisasi kemasvarakatan,
organisasi politik dan masyarakat, melalsanakan
sosialisasi kearsipan pada perusahaan, crganisasi
kemasyarakatan, organisasi politik dan masvarakat,
melaksanakan pemantauan, supervise dar ecvaluast
pelaksanaan kearsipan pada perusahaan, nrganisasi
kemasyarakatan, organisasi politik dan 1hasvarakat,
menghimpun data informasi kearsipar,, mengunggah
data informasi kearsipan kedalam siscem informasi
kearsipan, penyediaan akses dan layanan iniormasi
kearsipan melalui JIKN, pengelolaan perangkat
teknologi informasi dan komunikasi, pelaporan
pelaksanaan tugas;

penyusunan rencana, program dan  cgiatan,
melaksanakan perencanaan pengawasal. pada
perangkat daerah, melaksanakan audit kearsipan
pada perangkat daerah, melaksanakan penilaian
hasil pengawasan kearsipan pada perangkat daerah,
melaksanakan  monitoring hasil pengawasan
kearsipan pada perangkat daerah, melaksanakan

perencanaan pengawasan kezrsipan pada
perusahaan organisasi kemasyarakstan, organisasi
politik dan masyarakat, melaksanakan audit
kearsipan pada perusahaan organisasi

kemasyarakatan, organisasi politik dan masvarakat,
melaksanakan  monitoring hasil  pengawasan
kearsipan pada perusahaar. organisasi
kemasyarakatan, organisasi politik dan masyarakat,
evaluasi secara berkala terhadap penyelengaraan
SIKN dan JIKN sebagai simpul jaringan dan
menyampaikan hasilnya kepada pusat jaringan
internasional, pelaporan pelaksanaan kegiatan: dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
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Pasal 368

(1) Bidang Penyelenggaraan Kearsipan terdiri atas Ke'ompok
Jabatan Fungsional.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana lirsaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang
Penyelenggaraan Kearsipan dan dibantu oleh Tim Kerja
yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Bidang
Penyelenggaraan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. Tim Kerja Pembinaan Kearsipan;
b. Tim Kerja Pengawasan Kearsipan; dan
¢. Tim Kerja Pengelolaan Arsip.

Paragraf 6

Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan
Kegemaran Membaca

Pasal 369

(1) Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan
Kegemaran Membaca melaksanakan tugas melaksanaan
Pengembangan Perpustakaan di Bidang Perpustakan

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pengembangan Perpustakzan dan
Pembudayaan Kegemaran Membaca melaksanakan
fungsi:

4. penyusunan rencansa, program dan kegiatan bhidang
pengembangan  perpustakaan dan  kegemaran

membaca,;

b. penyusunan rumusan kebijakan di bidang
pengembangan perpustakaan dan kegemaran
membaca;,

¢c. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan
dengan pelaksanaan tugas bidang pengembangan
perpustakaan dan pembudayaan membaca:

d. pelaksanaan pembinaan dan  pengemnbangan
perpustakaan meliputi pengembangan semua jenis
perpustakaan, ‘implementasi norma, standar,
prosedur  dan kriteria (NSPK} pendataan
perpustakaan, koordinasi pengembangan
perpustakaan, dan pemasyarakatan/sosialisasi,
serta evaluasi pengembangan perpustakaan;
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e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga
perpustakaan meliputi pendataan tenaga
perpustakaan, bimbingan teknis, peningkatan
kemampuan teknis kepustakawanan, penilaian
angka kredit pustakawan, koordinasi pengembangan
pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan,
pemasyarakatan /sosialisasi, serta evaluasi
pembinaan tenaga perpustakaan;

f.  pelaksanaan pengembangan pembudayaan
kegemaran membaca meliputi pengkajan dan
pelaksanaan pembudayaan kegemaran membaca,

koordinasi, pemasyarakatan/sosialisasi, dan
bimbingan teknis serta evaluasi kegemaran
membaca,

g. pengevaluasian pelaksanaa= rugas Indang

pengembangar. perpustakaan dan pemhudayaan
kegemaran membaca;

h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang
pengembangan perpustakaan dan pembudayaan
kegemaran membaca;

i.  penyusunan rencana, program, kegiatan,
pelaksanaan pembinaan, dan pengembangan
perpustakaan, implementasi norma, standar,
prosedur, dan  kriteria (NSPK)., pendataan
perpustakaan, koordinasi pengembangan

perpustakaan, pemasyarakatan/sosialisasi, dan
evaluasi pengembangan perpustakaan, dan laporan
pelaksanaan kegiatan;

J.  penyusunan rencana, program, Kegiatan, pendataan
tenaga perpustakaan, bimbingan teknis, peringkatan
kemampuan teknis kepustakawanan, nenilaian
angka kredit pustakawan, koordinasi penge hangan
pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan,
pemasyarakatan/sosialisasi, evaluasi pembinaan
tenaga perpustakaan dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas.

Pasal 370

(1} Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan
Kegemaran Membaca terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.
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Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana :limaksud
pada ayat (1) dipirr.pin oleh Kepala Bidang Pengembangan
Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca
dan dibantu oleh Tim Kerja yang bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Bidang
Pengembangan  Perpustakaan dan  Pembulayaan
Kegemaran Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:

a. Tim Pembinaan dan Pengembang;

b. Tim Pembinaan dan Pengembangan Tenaga
Perpustakaan; dan

c. Tim Kerja Pengembangan Pembudayaan Kegemaran
membaca.

Bagian Kedua PulGh Satu

Dinas Ketenagakerjaan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 371
Dinas Ketenagakerjaan merupakan unsur pelaksana
urusan pemerintahan di  bidang tenaga  Kkerja,
transmigrasi dan energi sumber daya mineral dengan

Tipelogi C.

Dinas Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas  yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris
Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 372

Dinas Ketenagakerjaan terdiri atas:

a.

© fo o

Sekretariat Dinas;
Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenzga Kerja;

Bidang Hubungan Industrial;
Kelompok Jabatan Fungsional; dan
Unit Pelaksana Teknis Daerah.
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Paragraf 3
Tugas dan Fungsi
Dinas Ketenagakerjaan
Pasal 373

Dinas Ketenagakerjaan mempunyai tugas membantu Wali
Kota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang
tenaga kerja dan transmigrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1),Dinas Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang

b.

@

tenaga kerja;

perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja;
pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
pembinaan lembaga pelatihan levja swasta:

pemberian rekomendasi perizinan dar pe::laftaran
lembaga pelatihan kerja serta lembaga penempatan
tenaga kerja swasta;

pengukuran dan konsultasi produktifitas pada
perusahaan kecil;

pelayanan antar kerja di kota;
pengelolaan informasi pasar kerja kota;

perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri
berupa pra pra dan purna penempatan di kota:

penerbitan perpanjangan izin mempekeriakan tenaga
asing;

pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran
petjanjian kerja bersama;

pencegahan dan penyelesaian perselisihan I»::bungan
industrial, mogok kerja dan penutupan peri.-ahaan;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidaryg tenaga
kerja,; _

pelaksanaan administrasi Dinas Ketenagakeriaan;
dan

pelaksanaan rungsi lain vang diberikan Wali Kota
terkait dengan tugas dan fungsinya
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Paragraf 4
Sekretariat
Pasal 374

(1) Sekretariat Dinas Ketenagakerjaan, melaksanakan tugas
menyusun rencana, program dan kegiatan di livghungan
sekretariat dan Dinas Ketenagakerjaan, menvusunan
rumusan  kebijakan di  bidang  kesckretariatan,
merencanaan urusan kepegawaian yang meliputi
penyusunan kenaikan pangkat, usulan kenaikan pangkat,
usulan kenaikan gaji berkala, proses kepangkatan dalam
jabatan, memproses pengangkatan capeg, pengukuran
Sasaran Kinerja Pegawai, pengurusan karis den karsu,
karpeg dan penyusunan Daftar Urut Kepegawaian untuk

tiap-tiap akhir tahun, memberi petunjuk da= peiivanan
administrasi kepada seluruh satuan organisasi di
lingkungan dinas, mengatur pelaksanaan urusan

perlengkapan yang meliputi pengadaan, peuvaluran,
penyimpanan, inventarisasi, pemeliharaan peraletan dan
perlengkapan, mengoreksi setiap surat-surat kedinasan
yang akan ditandatangani oleh kepala dinas, mengatur
pelaksanaan urusan umum yang meliputi tugas-tugas
protokol, keamanan dan ketertiban, peng.andaan/
percetakan, pemeliharaan gedung, perjalanan dinas dan

kebersihan  lingkungan  dinas, menyusin dan
menyampaikan laporan kegiatan yang berkaitan dengan
tugas kesekretariatan, melaksanaan kegiatan

keorganisasian dan ketatalaksanaan, melaksanaan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan,
menyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan
tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan dan
melaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dar. fungsinya.

{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sekretariat Dinas Ketenagakerjaan
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program dan kegiatan
dilingkungan sekretariat dan Dinas Ketenagakerjaan;

b. penyusunan rumusan kebijjakan di bidang
kesekretariatan;

Cc. perencanaan urusan kepegawaian vang meliputi
penyusunan kenaikan pangkat, usulan kenaikan
pangkat, usulan kenaikan gaji berkala. proses
kepangkatan dalam jabatan, MUMproses
pengangkatan capeg, pengukuran Sasararn Kinerja
Pegawai, pengurusan karis dan karsu, karpeg dan
penyusunan Daftar Urut Kepegawaian untuk tiap-
tiap akhir tahun; )
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d. pemberian petunjuk dan pelayanen adriinistrasi
kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan
dinas;

€. pengaturan pelaksanaan urusan perlengkapan yang
meliputi pengadaan, penyaluran, penyimpanan,
inventarisasi, pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan;

f.  pengoreksian setiap surat-surat kedinasan vang akan
ditandatangani oleh kepala dinas;

g pengaturan pelaksanaan urusan umum yang
meliputi tugas-tugas protokol, keamanan dan
ketertiban, penggandaan/percetakan, pemeliharaan
gedung, perjalanan dinas dan kebersihan lingkungan
dinas;

h. penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan yang
berkaitan dengan tugas kesekretariatan:

1.  pelaksanaan kegiatan keorganisasian dan
ketatalaksanaan;

J.  pelaksanaan monitcring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan;

k. pehyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan
tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
dan

L pelaksanaan fungsi lain vang diberilkan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungs'nya.

Pasal 375

Sekretariat Dinas Ketenagakerjaan terdiri atas:

a.
b.

(1)

(2)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Pasal 376

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud pada Pasal 375 huruf a melaksanakan tugas
menyusun rencana, program, kegiatan dan pelaporan,
mengelola ketatausahaan naskah dinas, urusan rumah
tangga perangkat daerah, mengelola urusan kepegawaian
Dinas Ketenagakerjaan monitoring, evaluasi dan
pelaporan dan melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
atasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana :imaksud
pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan kepczawaian
menyelenggarakan fungsi :
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a. penyusunan rencana, program, Kepiatan dan
pelaporan;

b. pengelolaan ketatausahaan naskah dinas. urusan
rumah tangga perangkat daeran;

c. pengelolaan urusan kepegawaian dinas
ketenagakerjaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

d. pelaksanaan tugas merencanakan pengelolaan
bidang umum dan kepegawaian; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan olel: atasan.

Pasal 377

Sub Bagian Penyusunan Program dan keuangan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 375 huruf b
melaksanakan tugas merencanakan penyusunan program
dan anggaran pada dinas, melaksanakar. bimbingan
teknis penyusunan dan pelaksanaan perencanaan tenaga
kerja makro daa mikro serta pengukuran indeks
pembangunan ketenagakerjaan, melaksanakan
pengelolaan data dan informasi ketenagsalerjaan,
menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan dan uiformasi
serta perencanaan tenaga kerja makro dan mixro serta
pengukuran indeks pembangunan ketenagakerjaan dan
merencanakan kegiatan pengelolaan penatausahaan
keuangan pada dinas ketenagakerjaan dan melaksanakan
tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program dan hkenzngan
menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan penyusunan prograin dan anggaran
pada dinas;

b. pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan dan
pelaksanaan perencanaan tenaga kerja makro dan
mikro serta pengukuran indeks pembangunan
ketenagakerjaan,;

c. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi
ketenagakerjaan;

d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dan
informasi serta perencanaan tenaga kerja makro dan
mikro serta pengukuran indeks pembangunan
ketenagakerjaan,

€. perencanaan kegiatan pengelolaan penatausshaan
keuangan pada dinas ketenagakerjaan; dan

f. pelaksanaan fugas lain yang diperintahkan oleh
atasan.
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Paragraf 5
Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja
Pasal 378

Bidang Penempatan dan Pelatthan Tenaga Kerja
melaksanakan tugas menyusun rencana program dan
kegiatan Bidang Penempatan dan Pelatihan Teringa Kerja,
mengoordinasikan penyelenggaraan Pelatihan Berbasis
Kompetensi (PBK), memverifikasi informasi regulasi
bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada
lembaga pelatihan kerja swasta, melaksanakan
peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga
pelatihan kerja swasta, melaksanakan pemberi izin
kepada lembaga pelatihan kerja swasta, menvebariuaskan
informasi produktivitas kepada perusahaan kecil,
melaksanakan koordinasi pemberian Lovisultasi
produktivitas kepada perusahaan kecil, m-laiksainakan
koordinasi pengukuran produktivitas tingka“ kota,
melaksanakan koordinasi pemantauan tingkat
produktivitas, melaksanakan koordinasi pemberian dan
penyeharluasan informasi pasar kerja dalam pe¢layanan
antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi keja serta
perluasan kesempatan kerja kepada mas.arakat,
melaksanakan koordinasi penyuluhan dan liinhingan
jabatan dalam pelayanan antar keria serta -~rliasan
kesempatan kerja kepada masyarakat, melal-sanakan
koordinasi perantaraan kerja dalam pelayenan anitar kerja
serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat,
melaksanakan verifikasi penerbitan izin kepada lembaga
penempatan tenaga kerja swasta, melaksanakan promosi
penyerbarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme
bekerja ke Luar Negeri kepada masyaraka*, melaksanakan
koordinasi pendaftaran, perekrutan dan seleksi Calon TKI,
melaksanakan koordinasi pelayanan dan - ovifikasi
kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon TKI ke Luar
Negeri, melaksanakan koordinasi pelayanan
penandatanganan perjanjian kerja, melaksanakan
koordinasi penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna
penempatan, melaksanakan koordinasi pelayanan
pemulangan dan kepulangan TKI, melaksanakan
pemberdayaan TKI purna, melaksanakan penerbitan
perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Keria Asing
(IMTA) yang lokasi kerja 'ebih dari 1 (satu) darrah Kota
dalam 1 (satu) daerah Kota dan melaksanakan fungst lain
yang diberikan oleh atasan.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diriaksud pada
ayat (1), Bidang Penempatan dan Pelatihan Ter.iga Kerja
menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

penyusunan rencana program dan kegiatar. Bidang
Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja;

pengoordinasian penyelenggaraan Pelatihan Berbasis
Kompetensi (PBK);

peverifikasian informasi regulasi bidang pelatihan
kerja yang akan disebarluaskan Lepada lembaga
pelatihan kerja swasta;

pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya
manusia lembaga pelatihan kerja swasta;

pelaksanaan pemberi izin kepada lembaga pelatihan
kerja swasta;

penyebarluasan informasi produktivitas kepada
perusahaan kecil;

pelaksanaan koordinasi pemberian  lLonsultasi
produktivitas kepada perusahaan kecil;

pelaksanaan koordinasi pengukuran produltivitas
tingkat kota;
pelaksanaan  koordinasi peruantauan  tingkat
produktivitas;

pelaksanaan koordinasi pemberian dan
penyebarluasan informasi pasar kerja dalam
pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan
pemberi kerja serte perluasen kesempaian kerja
kepada masyarakat;

pelaksanaan koordinasi penyuiuhan dan bimbingan
jabatan dalam: pelayanan antar kerja serta perluasan
kesempatan kerja kepada masyarakat;

pelaksanaan koordinasi perantaraan kerja dalam
pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan
kerja kepada masyarakat;

pelaksanaan verifikasi penerbitan izin kepada
lembaga penempatan tenaga kerja swastx;
pelaksanaan promosi penyerbarluasan informasi
syarat-syarat dan mekanisme lekerja ke Luar Negeri
kepada masyarakat;

pelaksanaan koordinasi pendaf-aran, perekrutan dan
seleksi Calon TKI;

pelaksanaan koordinasi pelayvanan dan verifikasi
kelengkapan dokumen ketenagakerjaan ¢! TKI ke
Luar Negeri;
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q. pelaksanaan koordirasi pelayanan penandatanganan
perjanjian kerja;

r. pelaksanaan koordinasi penyelesaian permasalahan
TKI pra dan purna penempatan;

s. pelaksanaan koordirasi pelayanan peinulangan dan
kepulangan TKI,

t.  pelaksanaan pemberdayaan TKI purna;

u. pelaksanaan penerbitan perpanjangan izin
mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA! vang lokasi
kerja lebih dari 1(satu} daerah Kota dalain I{satu)
daerah Kota; dan

v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olei: atasan.

Pasal 379

Bidang Penempaian dan Pelatihan Tenaga Kerja terdiri
atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepale Bidanz Penemnpatan
dan Pelatihan Tenaga Kerja dan dihantu oleh Tiin Kerja
yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Kelompok Jabaian  Fungsional dibawah  Bidang
Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Tim Kerja Penempatan dan Penyvaluran Tenzga Kerja;

b. Tim Kerja Instruktur dan Lembaga Pelatihan Tenaga
Kerja Mandiri; dan

¢c. Tim Kerja Sertifikasi Pemagangan dan Bina
Produktifitas, Teknologi Tepat Guna serta P'eriuasan
Kerja.
Paragraf 6

Bidang Hubungan Industrial
Pasal 380

Bidang Hubungan Industrial melaksanakan tugas,
menyusun rencana, program dan kegiatan bidang
hubungan industrial, memverifikasi dokumen peraturan
perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang
lingkup operasi daerah kota, memberikan pelayanan
pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah kota,
mengoordinasikan proses pengesahan dokumen
peraturan perusahaan dengan ruang lingkuwn operasi
daerah kota, meleksanakan deteksi dini terhadap potensi
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perselisihan di perusahaan, melaksanakan {asilitasi
pembentukan dan pemberdayaan Lembagz Kerja Sama
Bipartit di perusahaan, mengoordinasikan pelaksanaan
mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di
perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan,
merumuskan bahan penyusunan petunjuk teknis hid ang
hubungan industrial, mengoordinasikan pe.daftaran
perjanjian kerja bersama, perjanjian kerja waktu tertentu,
perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan wajib lapor,
mengoordinasikan dalam menyiapkan perjanjian kerja,
PP, PKB, dan Bipartit, mengoordinasikan pembentukan
dan pemberdayaan lembaga kerja sama bipatrit dan
lembaga kerja sama tripartit di perusahaan,
melaksanakan pendataan seluruh perusahaan penvedia
jasa pekerja/buruh, melaksanakan pembinaan ke seluruh
perusahaan yang ada di lingkungan Pemerintah Kota
Bengkulu baik BUMN/BUMD/Swasta, melaksanakan
pembinaan keberadaan serikat pekerja/ serikat buruh,
organisasi pekerja/buruh dan organisasi perusahaan
dalam perusahaan, melaksanakan monitoring dan
evaluasi  kegiatan bidang hubungan industrial,
mengoordinasikan penyelesaian perselisihan hubungan
industrial pancasila, mengoordinasikan s'stem
pengupahan dan jaminan sosial, menviapkan hahan/
makalah rapat dewan pengupahan, membuat papan
pengumuman/posko sehubungan dengan pengaduan
tunjangan hari raya, memfasilitasi kasus perselisihan
hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, dan
unjuk rasa, melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh
atasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}, Bidang Hubungan Industrial wnenvelenge.:rakan
fungsi:

a. penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang
hubungan industrial;

b. verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan
perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup
operasi daerah kota,;

¢. pemberian pelayanan pendaftaran perjan‘ian kerja
bersama daerah kota;

d. koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan
perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah
kota,;

e. pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi
perselisihan di perusahaan;
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f.  pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan
pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di
perusahaan;

g  koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan
mediasi perselisthan di perusahaan, mogok kerja dan
penutupan perusahaan;

h. perumusan bahan penyusunan peturjuk teknis
Bidang Hubungan Industrial;

1. pengoordinasian pendaftaran Perjanjian  Kerja
Bersama, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Perjanjian
Kerja Waktu Tidak Tertentu dan Wajib Lapor;

J. pengoordinasian dalam menyiapkan perjanjian kerja,
PP, PKB, dan Bipartit;

k. pengoordinasian pembentukan dan pemberdayaan

lembaga kerja sama bipatrit dan lembaga kerja sama
tripartit di perusahaan;

l.  pelaksanaan pendataan seluruh perusahaan
penyedia jasa pekerja/buruh;

m. pelaksanaan pembinaan ke seluruh perusanaan yang
ada di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu baik
BUMN/BUMD/Swasta;

n. pelaksanaan pembinaan keberadaan serikat pekerja/
serikat  buruh, organisasi pekeria/burih  dan
organisasi perusahaan dalam perusahaar.;

0. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan vidang
hubungan industrial;

pP. pengoordinasian penyelesaian perselisihan hubungan
industrial Pancasila;

q. pengoordinasian sistem pengupahan dan jaminan
sosial;

r. pelaksanaan fasilitas penyiapan bahan,makalah
rapat dewan pengupahan; dan

s.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 381

Bidang Hubungan Industrial terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dipimpin oleh Kepala Bidang Hubu ngan
Industrial dan dibantu oleh Tim Kerja vang
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
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(3) Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang Hubungan
Industrial sebagaimana dimaksud pada avet ‘1) meliputi:
a. Tim Kerja Persyaratan Kerja;
b. Tim Kerja Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja; dan
c. Tim Kerja Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial.

BAB VI

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TUJNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN

Pasal 382 |

Susunan organisasi dan tata kerja badan, antara lain:
a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. Badan Pendapatan Daerah;

c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;

d

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
Manusia;

e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Bagian Kesatu
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 383
(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan
fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan

pengembangan dengan Tipelogi A.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala
Badan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sel.retaris
Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 384
Badan Perencenaan Pembangunan Daerah terdiri atas:
a. Sekretariat Badan;
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Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah;

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia:

Bidang  Perekonomian, SDA, Infrastrukt.rr dan
kewilayahan;

Bidang Penelitian dan Pengembangan;
Kelompok Jabatan Fungsional; dan
Unit Pelaksana Tugas Daerah. ’

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pasal 385

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai
tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi
penunjang urusan Pemerintahan yarg menjadi
kewenangan Daerah Kota di bidang Perencanaan,
Peneiitian dan Pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimake:iel pada
ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan [Jaerah
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perericanaan,
penelitian dan penigembangan;

b. penyusunan Rencana Pembangunan Janga Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangks Menengah
Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah:

c. pengoordinasian  sinergitas dan harmonisasi
perencanaan pembangunan dacrah idang
perekonomian dan SDA, Bidang PPM Bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan;

d. pengoordinasian kesepakatan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

€. pengoordinasian kesepakatan Anggaran Pen<lapacan
Belanja Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

f.  pelaksanaan Musyawarah Rencana embangunarn,
RPJPD, RPJMD, RKPD;

g  pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan
perangkat daerah;
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h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan
pada Pemerintah Pusat dan Propinsi;

i.  pelaksanaan penelitian dan pengembangan
pembangunan daerah;

j-  penyusunan Kkajian penerapan, pengembangan,
perekayasaan dan pengoperasian kelithbengan;

k. pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi snergitas
kebijakan penguatan sistem inovasi dacrah:

. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah:

m. pelaksanaan Administrasi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

n.  pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang
perencanaan, penelitian dan pengembangarn. flar

0. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan W:l Kota
terkait dengan fungsinya.

Paragraf 4
Sekretariat
Pasal 386

Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunar Daerah
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang me mpunvai tugas
Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada
seluruh  unit organisasi dalam lingkungan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian kegiatan di Badan Perciicanaan
Pembangunan Daerah;

b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program,
dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah;

€. pengoordinasian penyusunan rancangan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengsh Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan
pembangunan daerali pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;
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e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
yang meliputi  ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan
masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;

f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata
laksana;

g  penyelenggaraan pengelolaan barang milik/l.ckayaan
negara dan layanan pengadaan barang/jasa di
lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daecah;

h. pengoordinasian pemantauan, evaluasi,
pengendalian dan  penilaian atas capaian
pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta
kinerja pengadaan barang/jasa milik negara;

i.  pengkoordinasian bidang-bidang dalam pelaksanaan
kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

J-  penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan
kegiatan;

k. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana
strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

1. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program
dan rencana kerja Badan Perencanaan Pemlangunan
Daerah;

m. koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan
kegiatan perencanaan pembangunan  daerah,
Penelitian dan Pengembangan di Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

n. pelaksanaan pelaporan tentang kinerja prcgram/
kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

0. pelaksanaan fungsi lain yang diberiken atas:n sesuai
dengan tugas dan fur.gsinya.

Pasal 387

Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri
atas.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional
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Pasal 388

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud pada Pasal 387 huruf a melaksanakan tugas
menyusun progran1 dan kegiatan Subbagian Umum dan
Kepegawaian, mengelola ketatausahaan naskah dinas,
urusan rumah tangga, kepegawaian, daftar hadir pegawai,
melakukan penatausahaan setiap keluar masul barang,
pemeliharaan dan perawatan barang inventatis,
perawatan secara fisik terhadap status barar.g inventaris
dan perubahan status barang inventaris, mengelola data
dan informasi yang berkaitan azngan  kepegawaian,
melaksanakan tugas lain yang diberikar ole arasan
sesuai bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagairaana d:maksud ayat

{1}  Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah menye'enggarakan

fungsi:

a. penghimpunan kebijakan teknis administrasi
kepegawaian sesuai kebutuhan sebapai dasar
pelaksanaan tugas;

b. penyusunan rencana pengelclaan admi  istrasi
kepegawaian berdasarkan pedoman untuk
kelancaran tugas unit;

C. peﬁyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai
formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;

d. pembuatan usulan permintaan pegawai sesuai
kebutuhan untuk kelencaran tugas unit;

€. penyusunan daftar induk kepegawaian sesuai
petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk
tertibnya administrasi kepegawaian;

f.  pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK
dan Nominatif untuk tertibnya administrasi
kepegawaian;

g  pelaksanaan konsultasi tugas dengan atasan, baik
lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk
lebih lanjut;

h. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengon bnara
kepala Subbagian melalui rapat/pertemuar untuk
penyatuan pendapat;

i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara
berkala sebagai bahan evaluasi; dan

j.  melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh

atasan,
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Pasal 389
Sekretariat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana cimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris dan dibartu oleh
Tim Kerja yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Sckretariat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Tim Kerja Keuangan; dan

b. Tim Kerja Program.

Paragraf 5

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evalu s
Pemnbangunan Daerah

Pasal 390

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala bidang vang
mempunyai tugas melaksanakan Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi di Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Bengkulu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimalk:ii pada
ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan ‘;-aluasi
Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

a. penganalisaan dan pengkajian perencanaan dan
pendanaan pembangunan daerah;

b. penganalisaan dan pengkajian kewilayatan;

pengumpulan dan analisasi data dan informasi
pembangunan untuk perencanazn pemivingiinan
daerah;

d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program
pembangunan di daerah;

€. perumusan kebjjakan penyusunan perencanaan,
pengendalian, evaluasi dan infcrmasi pembangunan

daerah;
f.  pengoordinasian dan pensinkronisasian relaksanaan
kebijakan perencanaan dan penganggaran d < crah;

g  pengevaluasian terhadap kebijakan perencanaan
pembangunan daerah, dan pelaksanaan re.acana
pembangunan daerah, serta hasil rencana
pembangunan daerah;
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h. pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan
tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian
tujuan agar program dan.kegiatan sesuai dengan
kebijakan pembangunan daerakh;

i.  pengidentifikasian permasalahan pembangunan
daerah berdasarkan data untuk mengetahui
perkembangan pembangunan;

J.  penyajlan dan pengamanan data  informasi
pembangunan daerah;

k. pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik
sebagai bahar dokumentasi;

1. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD,
RPJMD, dan RKPD);

m. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan
kegiatan pembangunan daerah;

n. pelaksanaan evaluasi dan peleporar progrars dan
kegiatan pembangunan daerah;

0. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk
penyiapan pelaporan program dan  kegiatan
pembangunan daerah;

pP.- penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan
program pembangunan daerah;

penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dar
r.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atas i,

Pasal 391

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimuna dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dan dibantu
oleh Tim Kerja yang bertanggungjawab kepada Kepala
Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Tim Kerja Perencanaan dan Pendanaan:

b. Tim Kerja Data dan Informasi; dan

c. Tim Kerja Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
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Paragraf 6
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Mi—tsia
Paszal 392

Bidang Pemerintahan dan Pembangunaa Manusia
dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai
tugas melaksanakan Pemerintahan dan Pembar.gunan
Manusia di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Bengkulu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat
(1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Ma.usia
menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis
Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat
Daerah;

c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD,
RPJMD dan RKPD}J;

d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan
DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;

e. pengoordinasian peleksanaan kesepakatan dengan
DPRD terkait APBD;

f.  pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan
perangkat daerah provinsi;

g  pengoordinasian  pelaksanaan  sinergitas dan
harmonisasi kegiatan Kementeriar/Lemiagza  di
provinsi dan Kota;

h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan
pusat untuk prioritas nasional;

1.  pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama
kerjasama antar daerah,

j.  pengoordinasian pembinaanteknis perencanaan
kepada perangkat daerah provinsi;

k. pengoordinasian pembinaanteknis perencanaan
kepada perangkat daerah (BAPPEDA) Kota;

1. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan

Subkoordinator melalui rapat/pertemuan untuk
penyatuan pendapat;

m. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara
berkala sebagai bahan evaluasi;

Nn. merancang penyusun dokumen rencana
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan "KD);
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©

penyusunan laporan pelaksanaan tugas;

p. pelaksanaan fugas lain yang diperintahkan oleh
atasan untuk kelancaran tugas kedinasan; dan

q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh a‘asan
sesuai dengan fungsinya.

Pasal 393

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri
atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipirpin oleh Kepala Bidang Pemerintahan
dan Pembangunan Manusia dan dibantu oleh Tim Kerja
yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawal: Bidang

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Tim Kerja Pengembangan Sumber Daya Marnusia dan
Pemerintahan Umum;

Tim Kerja Pendidikan dan Kemasyarakaten:
c¢. Tim Kerja Kesehatan dan Pemberdavaan Masvarakat.

Paragraf 7

Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur
dan Kewilayahan

Pasal 394
Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dipimoin oleh
seorang kepala bidang yang Twempunva. ‘ugas

melaksanakan perekonomian, SDA, infrastoidctur di
Badan Perencanaan Pembangunan Deaeral>  Kota
Bengkulu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat
(1} Bidang Perekonomian, SDA, Infrastrukcur dan
Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis
Perangkat Daerah dan Rencana Kerja [PPerangkat
Daerah;

c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD,
RPJMD dan RKPDJ;

d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan
DPRD terkait FPJPD, RPJMD dan.RKPD;
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e. pengoordinasian pelaksanaan kesepalatan dengan
DPRD terkait APBD;

f.  pengoordinasian sinergitas dan harmcnisasi legiatan
perangkat daerah kota;

g. pengoordinasian pelaksanaan  smnergitas dan
harmonisasi kegiatan Kementerian,'Lem™aga di
provinsi dan kota;

h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan iiegiatan
pusat untuk prioritas nasional;

i.  pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama
kerjasama antar daerah;

j- pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan
kepada perangkat daerah kota;

k. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
l.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 395

Bidang  Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan
Kewilayahan terdri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Perekcnomian,
SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan dan dibantu »ich Tim
Kerja yang bertanggungjawab kepada Kepala Bad.n.
Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang
Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Tim Kerja Perekonomian dan SDA;

b. Tim Kerja Infastruktur; dan

¢. Tim Kerja Kewilayahan.

Paragraf 8
Bidang Penelitian dan Pengembangan
Pasal 396

Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh
seorang kepala bidang yang mempunyai tugas
melaksanakan Penelitian dan Fengembargan Kota
Bengkulu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat
(1) Bidang Penelitian dan Pengenibangan
menyelenggarakan fungsi:
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a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis,
program, dan anggaran penelitian dan
pengembangan di  bidang sosial, =konomi,
pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;

b. penyiapan btahan pelaksanaan penelitian dan
pengembangan di bidang sosial, ekonomi,
pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;

¢. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian lebijakan
dan fasilitasi di bidang sosial, »konomi,
pemerintahan, pembangunan, inovasi dan ieknologi;

d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan penelitian dan
pengembangan serta fasilitasi dan penerapan di
bidang sosial, ekonomi, pemerintahan,

pembangunan, inovasi dan teknologi,

e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan penelitian dan pergembangan
pemerintah daerah serta fasilitasi dan pen:apan di
bidang snsial, ekonomi, peme« “intahan,
pembangunan, inovasi dan teknologi;

f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta
pelaksanaan pengkajian peraturan;

g. fasilitasi peraberian rekomendasi penelitian bagi
warga negara asing untuk diterbitkannva izin
penelitian oleh instansi yang berwenang:

h. penyiapan bahan rancangan kebijakan ierkai’ jenis,
prosedur dan metode penyelenggaraan pem: ri-itahan
daerah yang bersifat inovatif;

i penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang
pembangunan, inovasi dan teknologi;

J-  penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan  penelitian dan  pengenibangan
pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di
bidang pembangunan, inovasi dan teknologi:

k. penyiapan bahan koordinasi dan pelal'sanaan
diseminasi hasil-hasil kelitbangan;dan

1. pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
penyusunan laporan pelaksanaan tigas; dan

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 397

Bidang Penelitian dan Pengembangan terdirt  atas
Kelompok Jabatan Fungsicnal.
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Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Penelitian dan
Pengembangan dan dibantu oleh Tim Keria yang
bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bicang Fenelitian
dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada syat (1)
meliputi;

a. Tim Kerja Sosial dan Pemerintahan;
b. Tim Kerja Ekonomi dan Pembangunan; dan

c. Tim Kerja Inovasi dan Teknologi.

Bagian Kedua
Badan Pendapatan Daerah
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 398

Badan Pendapatan Daerah merupakan uiisur pelai-sana
urusan pemerintahan bidang penunjang keuangan yang
menjadi kewenangan daerah dengan tipelogi B.

Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 399

Badan Pendapatan Daerah terdiri atas:

a.
b.

Sekretariat Badan;

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan
Daerah;

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
dan

Kelompok Jabatan Fungsional.
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Paragraf 3
Tugas dan Fungsi
Badan Pendapatan Daerah
Pasal 400

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu
Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjans Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah i bidang
Pendapatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan

fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan badan
pendapatan daerah,;

b. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan
daerah;

C. penyusunanrencana Jan pengembangan pendapatan
daerah;

d. pelaksanaan pendataan, penilaian dan penetapan
pendapatan daerah;

e. pelaksanaan layanan pendaftaran, pevagihan,
keberatan dan pemeriksaan pendapatan dacrah;

f.  pelaksanaan pengendalian dan evaluasi penrdapatan
daerah;

g. pelaksanaan pembukuan dan rekonsiliasi
pendapatan daerah;

h. pelaksanaan pengendalian piutang pendapatan
daerah;

i.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporen perdapatan
daerah;

j.  pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas dan
dukungan teknis di bidang pendapatan daerzh;

k. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang
urusan pemerinatahan daerah d: bidang pendapatan
daerah; :

1.  pelaksanaan adminsitrasi pendapatan daerar; dar

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota

terkait dengan fungsinya.
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Paragraf 4
Sekretariat -
Pasal 401

Sekretariat Badan Pendapatan Daerah  bertugas
membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan
umum, kepegawaien, penyusunan program dan keuangan
dan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kota Bengkulu.

Sekretariat Badan Pendapatan Daerah menvelenggarakan
fungsi:
a. penyusunan rencana/program kegiatan sekretariat;

b. penyusunan dan pelaksanaan rumusan kebijakan
dibidang pelayanan administrasi badan, Jmum,
kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian dan
administrasi keuangan;

c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kcuangan,
kepegawaian dan tata usaha,;

d. pempublikasian pelaksanaan tugas badan;

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan;

f. pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan
dinas/instansi terkait;

g penyusunan laporan pelaksanaan tugas; aan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh a*asan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 402

Sekretariat Badan Pendapatan Daerah terdiri atas:

a.
b.

(1)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 403

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud pada Pasal 402 huruf a membantu sekretaris
dalam pelayanan teknis dan administratif pada satuan
organisasi di ingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota
Bengkulu. '

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Keprgavraian
mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan:
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pengelolaan ketatausahaan naskah dinas;

c. pengelolaan urusan rumah tangga dan keprotokolan,
dokumentasi;

pengelolean data/informasi/statistik;
pengelolaan urusan kepegawaian,;

f. pelaksanaan pengelolaan inventaris dan
penatausahaan barang;

g pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan;

h. penyiapan bahan  koordinasi  dengan unit
kerja/instansi terkait;

i.  penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;

j- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan
tugas berjalan lancar.

Pasal 404
Sekretariat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsisnal.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana J¢imaxsud
pada ayat (1) dipim.pin oleh Sekretaris dan dibantu oleh
Tim Kerja yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Sekretariat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} yaitu Tim Kerja
Penyusunan Program.

Paragraf 5

Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Pendapatan Daerah

Pasal 405
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan
Daerah melaksenakan  tugas Perencaraan dan

Pengembangan Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pengemnhangan

Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijjakan teknis perencanaan, dan
pengembangan pendapatan daerah;

b. perumusan kebijakan tentang intensifikasi dan
ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;

c. melakukan analisis regulasi pendapatan daerah;
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merumuskan standarisasi kebijakan operasional
prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;

perumusan kebijakan tentang sistem administrasi
pelayanan pajak daerah dan re‘ribusi daerah:
perumusan Kkebijakan strategi penvuluhan dan
penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi
daerah kepada masyarakat;

merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan
retribusi daerah yang berbasis teknologi ‘nformasi;
melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam
perumusan kebijakan pendapatan daerah,
melaksanakan fungsi konsultas: dan pendampingan
wajib pajak dan retribusi;

penyusunan rencana/program kegiatan bidang
perencanaan, pendataan dan  pengembangan
pendapatan daerah;

melaksanakan penilaian, pendataan dan penetapan
pajak daerah dan retribusi daerah;

melaksanakan hasil perumusan dan kebijakan teknis
terkait pajak daerah dan retribusi daeral;

pemahaman ketentuan peraturan prruandang-
undangan yang berkaitan dengan bidang tv. gisnya;

penetapan dan penerbitan produk huku'n pajak
daerah dan retribusi daerah

pelaksanaan pendataan, pengolahan data dan
penyusunan daftar induk objek pajak daerah dan
retribusi daerah;

penerbitan, pendistribusian, penyimpanaa dan
pemeliharaan arsip surat-surat nenetapan pajak;

pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan
dinas/ instansi terkait;

penyusunan laporan pelaksanaan tugas;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 406

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
terdiri atas: '

a.
b.
C.

Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
Sub Bidang Pendataan dan Penilaian; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
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Pasal 407

(1) Sub Bidang Perencanaan dan  Pengemnangan

(2)

(H)

sebagaimana dimaksud pada Pasal 406 huruf a
melaksanakan tugas perumusan Perencanaan dan
Pengembangan Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimak:ud pada

ayat (1), Sub Bidang Perencanaan dan Penger:bangan

mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis persncancan dan
pengembangan pendapatan daerah;

b. perumusan kebijakan tentang intensifikasi dan
ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;

c. perumusan standarisasi kebijaken operasional
prosedur pajak daerah dan retribusi daerah:

d. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi
pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah:

€. perumusan Kkebijakan strategi penyuluhan dan
penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi
daerah kepada masyarakat;

f.  perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi
daerah yang berbasis teknologi informasi:

g. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam
perumusan kebijakar pendapatan daerah:

h. penyusunan rencana/program kegiatan bLerkaitan
dengan bidang tugasnya;

i. pemahaman ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

j. pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan
dinas/ instansi terkait;

k. penyusunan laporan pelaksanasan tugas:

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olely atasan
sesuai dengan ugas dan fungsinya.

a—

Pasal 408

Sub Bidang Pendataan dan Penilaian sebagaimana
dimaksud pada Pasal 406 huruf b melaksanakan tugas
membantu kepala bidang dalam Pendataan dan penilaian
serta melakukan analisi regulasi pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaiinana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bidang Pendataan dan Penilaian mempunyai
fungsi:

a. pelaksanaan analisis regulasi pendapatan daerah;
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b. pelaksanaan fungsi konsultasi dan pendampingan
wajib pajak dan retribusi;

C. penyusunan rencana/program kegiatan berkaitan
dengan bidang tugasnya;

d. pelaksanaan pendataan dan penilaian pajak daerah
dan retribusi daerah;

e. pelaksanaan hasil perumusan dan kebijakan teknis
terkait pajak daerah dan retribusi daerah;

f.  pemahaman keteniuan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

g. pelaksanaan pendataan, pengolahan data dan
penyusunan daftar induk objek pajak daerah dan
retribusi daerah;

h. pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan
dinas/ instansi terkait;

1.  penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan

j- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 409

Bidang Perencanaan dan Pengemoangan Pendapatan
Daerah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan
dan Pengembangan Pendapatan Daerah dan dibarnitu oleh
Tim Kerja yang bertanggungjawab kepada Kepali: Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang
Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Deerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} yaitu Tim Kerja
Penetapan.

Paragraf 6
Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pasal 410

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah melaksarakan
tugas pengelolaan Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pelayanan pendaftaran dan
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah:
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pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan
dan penilaian pajak daerah dan retribusi dacrah;
pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah
dan retribusi daerah:

pelaksanaan koordinasi penerimaan bag! has'i pajak
dan bukan pajak;

penyusunan laporan realisasi penerimaan
pendapatan daerah

pelaporan pendapatan daerah;

pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi kebijakan
pajak daerah dan retribusi daerah;

penyusunan rencana/program kegiatar, Bidang
Pengelolaan Pendapatan Daerah,

pemahaman ketentuan peraturan  perundang-
undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya,
perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis
pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
pengadministrasian dokumen, berkas penagihan
pajak daerah dan retribusi daerah, penerimaan
pengolahan surat pemberitahuan serta penerimaan
surat lainnya;

pelaksanaan penyajian data dan informasi
penerimaan pengelolaan pajak daerah dan retribusi
daerah;

pelaksanaan  intensifikasi, ekstensifikasi dan
pembetulan ketetapan pajak daerah dan retribusi
daerah;

pelayanan dan penvelesaian terkait pengurangan,
keberatan dan keleblhan pembayaran pajak daerah
dan retribusi daerah.

pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan
dinas/instansi terkait;

penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 411

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah rerdiri atas:

a.
b.

C.

Sub Bidang Layanan Pendaftaran dan Penagihan;
Sub Bidang Keberatan; dan
Kelompok Jabatar. Fungsional.
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Pasal 412

Sub Bidang Layanan pendaftaran dan penagihan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 411 huruf a
melaksanakan membantu kepala bidang dalam
pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak dazrah
dan retribusi daerah.

Untuk melaksanekan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Sub Bidang Pelayanan Pendaftaran dan

Penagihan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pelayanan pendaftaran dan
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

b. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan
dan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah;

¢. pelaksanaan koordir.asi pemungutan pajak daerah
dan retribusi daerah;

d. penyusunan laporan realisasi penerimaan
pendapatan daerah;

e. pelaporan pendapatan daerah;

f. penyusunan rencana/program lkegiatan berkaitan
dengan bidang tugasnya;

g. pemahaman ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan bidang turasnya;

h. pengadministrasian dokumen, berkas penagihan
pajak daerah dan retribusi daerah, penerimaan
pengolahan surat pemberitahuan serta penerimaan
surat lainnya;

i.  pelaksanaan penyajian data dan  informasi
penerimaan pengelolaan pajak daerah dan retribusi
daerah;

J»  pelaksanaan koordinasi dengan intern 1unit dan

dinas/instans: terkait;
k. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

[—y
.

Pasal 413

Sub Bidang Keberatan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 411 huruf b melaksanakan tugas membantu kepala
bidang dalam pembetulan, pembatalan, pengurangan
dan penghapusan ketetapan pajak daerah dan retribusi
daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana cimaksud pada
ayat (1}, Sub Bidang Keberatan mempunyai fungsi:
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a. pelaksanaan intensifikasi, ekstensifilasi  dan
pembetulan ketetapan pajak daerah dan retribusi
daerah;

b. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajax daerah
dan retribusi daerah:;

c. pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi kebijakan
pajak daerah dan retribusi daerah;

d. pelaksanaan intensifikasi, ekstensifikasi dan
pembetulan ketetapan pajak daerali dan :orribusi
daerah;

€. penyusunan rencana/program Kegiaten verkaitan
dengan bidang tugasnya;

f. pemahaman Kketentuan peraturan pecundang-
undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

g. pelaksanaan analisis keberatan pajak daeciah dan
retribusi daerah;

h. pelayanan dan penyelesaian terkait pen;urangan,
keberatan dan kelebihan pembavaran pajax daerah
dan retribusi daerah;

1.  pembuatan kajian teknis pengajuzn keberatan dan
pengaduan pajak daerah dari wajib pajak;

j.  pelaksanaan pengajuan pembatalar., pengurangan
dan penghapusan surat ketetapan pajak daerah;

b. pembuatan berita acara penutupan hagi wajib pajak
yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha dan
pailit;

a. penyiapan bahan pertimbangan dan  surat
persetujuan dalam menerima atau menolak

permohonan keberatan pajak daerah dan retribusi
daerah;

b. pelaksanaan dan mengkoordinasikan pengajuan
pembayaran angsuran dan penundaan perabavaran
pajak daerah dan retribusi daerah;

c. pelaksanaan koordinasi dengar intern unit dan
dinas/instansi terkait;

penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 414

Bidang Pengelolaan Perdapatan Daerah ter<iri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.
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Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan
Pendapatan Daerah dan dibantu oleh Tim Kerja yang
bertanggungjawabh kepada Kepala Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang
Pengelolaan Pendzpatan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yaitu Tim Kerja Pemeriksaan.

Paragraf 7
Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
Pasal 415

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
melaksanakan tugas Pengendalian dan Evaluasi
Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan
Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijaken teknis pengendaiian  dan
evaluasi pendapatan daerah,

b. perumusan kebijakan tentang pengendalian dan
evaluasi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan

Daerah;

c. pengendalian dan evaluasi operasional prosedur
pajak daerah dan retribusi daerah;

d. pelaksanaan monitoring dan sinkronisasi regulasi
yang terkait dengan pendapatan daerah;

e. pengendalian dan evaluasi sistem administrasi
pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;

f.  pengendalian dan evaluasi pendapatan strategi
penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak
daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;

g  pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan pajak
dan retribusi daerah yang berbasis tcknologi
informasi;

h. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam
pengendalian dan evaluasi kebijakan penzapatan

daerah; )
1.  pelaksanaan pemeriksaaan pajak daerah;
j-  pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak daerah

dan retribusi daerah;

k. perumusan kebhijakan pelayanan pajak daerah dan
retribusi daerah yang berbasis teknolcgt informasi;
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I. perumusan kebijakan teknis pengelolaan sistem
informasi pajak daerah;

m. pelaksanaan analisis regulasi pendapatan daerah;

perumusan standarisasi kebijakan operasional
prosedur sistim informasi pajak daerah can retribusi
daerah;

0. perumusan kebijakan tentang sistem informasi
pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;

p. pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan
retribusi daerah;

q. pengembangan sistem informasi pajak dacrah dan
retribusi daerah;

r. pelaksanaan koordinasi dengan pihax terksit dalam
pengelolaan informasi pajak daerak dan retribusi
daerah;

s. penyelenggaraan sistem informasi pajak daerah dan
retribusi daerah baik internal maupun eksternal;

t.  pelaksanaan pemeliharaan basis data pajak -daerah
dan retribusi daerah;

u. penyusunan rencana/program  kegiaten dan
melaksanakan hasil perumusan dan kehijakan teknis
Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pc:iapatan
Daerah;

v. penetapan dan penerbitan produk hukun terkait
hasil pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;

Ww. penginventarisir permasalahan-permasalahan yang
berhubungan dengan pajak daerah dan retribusi
daerah;

X. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dar

y. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olen atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B

Pasal 416
Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah terdiri
atas:
a. Sub Bidang Pembukuan;
b. Sub Bidang Pengendalian Piutang; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasai 417

(1) Sub Bidang Pembukuan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 416 huruf a melaksanakan tugas membantu tugas-
tugas kepala bidang dalam penyusunan laporan
pembukuan terkait pajak daerah dan retribusi daerah.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bidang Pembukuan mempunyai fur.gsi:

a. pelaksanaan monitoring dan sinkronisasi regulasi
yang terkait dengan pendapatan daerah;

b. pelaksanaan koordinasi dengan pthak terkait dalam
penyusunan pembukuan pendapatan daeral;

c. pelaksanaan pemeriksaaan pajak daerah;

perumusan standarisasi kebijaken operasional
prosedur pembukuan dan rekonsiliasi pendapatan
daerah;

e. penyelenggaraan sistem informasi pajak daerah dan
retribusi daerah baik internal maupun eksternal;

f.  pelaksanaan pemeliharaan basis data pajak daerah
dan retribusi daerah;

g penyusunan rencana/program kegiatan berkaitan
dengan bidang tugasnya;

h. pemahaman ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

i.  pelaksanaan pembukuan dan penerimaan surat
ketetapan pajak yang telah dibayar dan penerimaan
retribusi daerah dari instansi pemungut retribusi
melalui bendahara penerima atau kas daeran:

J-  pelaksanaan pembukuan realisasi penerimaan per-

jenis pajak daerah dan per-wajib pajak daevah serta
retribusi daerah;
k. pelaksanaan rekonsiliasi dengan instansi terkait

terhadap pererimaan pajak daerah dan retribusi
daerah;

1. pembuatan laporan realisasi pendapatan daerah,
bulanan dan tahunan;

m. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 418

Sub Bidang Fengendalian Piutang schagaimana
dimaksud pada Pasal 416 huruf b melaksanakan tugas
tugas-tugas kepala bidang dalam penyusunan laporan
pembukuan terkait pajak daerah dar retribusi daerah.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Sub Bidang Pembukuan mempunvai fungst:

a. perumusan kebijakan teknis pengendalian
pendapatan daerah;

b. perumusan kebijakan tentang pengendalian dan
evaluasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah
dan retribusi daerah;

c. pengendalian dan evaluasi operasicnal prosedur
pajak daerah dan retribusi daerah;

d. pelaksanaan monitoring dan sinkronisasi regulasi
yang terkait dengan pendapatan daerah;

e. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam
pengendalian pendapatan daerah,;

f. pelaksanaan pemeriksaaan pajak daerah dan
retribusi daerah;

g. pelaksanaan monitoring piutang pajak dacrah dan
retribusi daerah;

h. pelaksanaan analisis regulasi pendapatan dacrah;

i. perumusan standarisasi kebijakan operasional
prosedur sistim informasi pajak daerah dan retribusi
daerah;

J. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam
pengelolaan pajak daesrah dan retribusi daerah;

k. penyusunan rencana/program berkaitan dengan
bidang tugasnya;

1.  pelaksanaan hasil perumusan dan kebijak. o teknis
terkait pengendalian pajak daerah Jdan reiribusi
daerah;

m. pemahaman ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

n. penginventarisasi permasalahan-permasalahian yang
berhubungan dengan pajak daerab dan retribusi
daerah;

o. pelaksanaan penagihan tunggakan pajak daerahdan
penyelesaian piutang pajak daerah;

p. penyusunan dan mempersiapkan penghapusan
piutang pajak daerah;

q. pembuatan daftar wajib pajak yang mendapat
teguran atau peringatan;

r. pembuatan dan menyampaikan surat peringatan,
surat tagihan dan surat teguran kepada wajib pajak
daerah;
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s. pembuatan daftar dan laporan dari wajio pajak yang
telah melunasi tunggakan pajak daerak;

t. penyusunan dan mengelah data piutang per-jenis
pajak daerah dan per-wajib pajax cacrah dan
retribusi daerah untuk dilakukan kaj-an do -+ analisis
dalam penyelesaiannya;

u. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan

v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 419

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatar: Tuaerah
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana cimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian
dan Evaluasi Pendapatan Daerah dan dibantu oleh Tim
Kerja yvang bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang
Pengendalian dan  Evaluasi Pendapatan  Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} vaitu Tim Kerja
Pengkajian, Evaluasi dan Pelaporan.

Bagian Ketiga
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 420

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset [aerah
merupakan unsur pelaksana urusar pemerintahan di
bidang keuangan dengan Tipelog: B.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin
oleh seorang Kepala Badan yang berkeduduken di bawah
dan bertanggungjawab kepada Wali Xota melalui
Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisas:
Pasal 421

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas :

a.
b.

Sekretariat Badan,;
Bidang Perencanaan Anggaran Daerahj;
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Bidang Perbendaharaan Daerah;

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi
Pasal 422

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Duaerah
mempunyai tugas membantu Walj Kota dalam
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah kota di bidang
Keuangan dan Aset.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Asc: Daerah
menyelenggarakan fungsi:

4. penyusunan rencana program dan kegiatan badan
pengelolaan keuangan dan aset daerah;

b.  penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan
dan aset;

€. perencanaan Gan penyusunan anggaran pendapatan
dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan
belanja daerah perubahan;

d. penyusunan rencana dan pelaksanaan permodalan
dan pembiayaan daerah;

e. pelaksanaan evaluasi anggaren pendapatan dan
belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja
daerah perubszhan;

f.  pelaksanaan pembukuan dan pelaporan “nggaran
daerah;

8. pengelolaan perbendaharaan dan kas daeraiv,

h. penyusunan kebutuhan, pengadaan dan
penatausahaan aset daerah;

i.  penyimpanan, pendistribusian, pengendalian dan
pemeliharaan aset daerah;

AR pemantauan, evaluasi dan pelaporan peleksanaan
tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan
aset daerah;

k. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penu njang
urusan pemerintahan daerah di bideng pengelolaan
keuangan dan aset daerah ; .
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pelaksanaan administrasi . badar:  ne igelolaan
keuangan dan aset daerah; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota
terkait dengan fungsinya.

Paragraf 4
Sekretariat
Pasal 423

(1) Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan can .sct Kota
Bengkulu mempunyai tugas memberikan pelayanan
teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi
dalam lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan <an Aset
Daerah Kota Bengkulu.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat
(1), Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan an Aset
menyelenggarakan fungsi:

a.

¥

penyusunan rencana, program dan @ keglatan
sekretariat;

penyusunan rumusan  kebijakar di  bidang
pengelolaan keuangan dan aset;

pelayanan administrasi kepada seluruh satuan
organisasi lingkungan badan pengelolaan keuangan
dan aset;

pelaksanaan urusan kepegawaian, umum keuangan
dan perlengkapan,;

pelaksanaan kegiatan keorganisasian dan
ketatalaksanaan badan;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi peleksanaan
kegiatan;

penyusunan laporan pelaksaan tugas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan fungsinya.

Pasal 424

Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
terdiri atas:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaiar:; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Pasal 425

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud pada Pasal 424 huruf a melaksanakan tugas
mempunyai tugas mengelola ketatausahaan naskah dinas,
urusan rumah tangga, kepegawaian, daftar hadir pegawai,
melakukan penatausahaan setiap keluar masuk barang,
pemeliharaan dan perawatan barang inventatis,
perawatan secara fisik terhadap status barang inventaris
dan perubahan status barang inventaris, melakukan
monitoring, evaluasi dan  pelaporan, mengelola
kepegawaian data/informasi/statistik yang berkaitan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesual bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, kegiatan,

b. pemahaman ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sesuai dengan bidang tugas
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

c. pengelolaan ketatausahaan naskah dinas. urusan
rumeh tangga, urusan kepegawaian;

pengolahan data/informasi/statistik;
penyiapan penyelenggaraan pengadaan barang:

penyimpanan dan pemeliharaar. barang inventaris;

® o0 o

penelitian secara fisik terhadap status barang
inventaris dan perubahan status barang inven:aris;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pz.aporan; dan
i.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 426
Sekretariat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu oleh
Tim Kerja yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Sekretariat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Tim Kerja
Penyusunan Program dan keuangan.
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Paragraf 5
Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
Pasal 427

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mel:lisanakan
tugas menyusun rencana rancangan APBD dar APBDP,
rancangan APBD aan APBDP perubahan, penerbitan surat
penyediaan dana, penyusun pedoman pelaksanaan APBD
dan APBDP dan evaluasi administrasi anggaran
pendapatan dan belanja daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasien pengalokasian anggarar dalam
penyusunan KUA/PPAS dan KUPA/PPAS pe o hahan;

b. pengoordinasian penyusunan RKA/DPA SKPD dan
atau RKAP/DPPA SKPD;

c. penyusunan Peraturan Daerah tentang AFBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;

d. penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis
Penyusunan Anggaran SKPD;

€. pengoordinasian perencanaan anggaran per clapatan;

f. pengoordinasian perencanaan anggaran oelanja
daerah;

g. pengoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan,

h. penyediaan anggaran kas.

1.  pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

J.  pelaksanaan fungsilain yang diberikan atasan terkait

dengan fungsinya.

Pasal 428"

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah terdiri atas:

a.

Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 429
Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
sebagaimana dimaksud pada Pasal 428 huruf a

melaksanakan tugas menyusun rencana, program dan
kegiatan, menyiapkan menyusun rencana APBD dan
APBDP, menyusun REKA/DPA dan DPPA, RXAP/
DPPA,menyiapkan bahan dan melaksanakan peryusunan
konsep perhitungan APBD dan APBDP, melaksanakan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatar..
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimalisud pada
ayat (1), Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan
Anggaran menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, kegiatan,;

b. penyusunan rencana APBD dan APBDP serta
petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan;

C. penginventarisasian permasalahan-pernisalahan
dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan
masalah;

penyusunan RKA/DPA dan DPPA dan RKAP/DPPA;
penerbitan daftar pelaksanaan anggaran DPA/DPPA;
penyusunan konsep perhitungan APBD dan APBDP;

pelaksanaan raonitoring, evaluasi dan pelaporan: dan

Fmoeoe oo

pelaksanaan tugas lain yang diberikan atas:oi.

Pasal 430

Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran sebagairana
dimaksud pada Pasal 428 huruf b mempunyai tugas
menyusun rencana kegiatan, mengelola data serta
informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan arggaran,
menyiapkan rencana pembentukan dana cadangan,
pinjaman daerah/hutang, penyertaan modal/ ‘1.estasi
daerah dan pemberian pinjaman daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pade ayat (1), Sub Bidang Pelaksanaar. Anggaran
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, kegiatan;

b. penviapan rencana pembentukan dana cadangan,
pinjaman daerah/hutang, penyertaan modal/
investasi daerah dan pemberiar. pinjaman d:aerah;

¢. pengolahan data serta informasi bidang Pelaksanaan
Anggaran daerah;

d. pengkajian peluang penyertaan permodalan/
investasi daerah dan pengelolaan pembiayaan

daerah;

€. penganalisaan rencana anggaran pemkiayaan
daerah;

f.  pelaksanaan pemberian pinjamar ata-  nama

pemerintah dzerah;
g penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pcmberian
penjaminan atas nama pemerintah daerah:
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h. penyiapan bahan pengendaliar peovertaan
permodalan dan anggaran pembiayaan daerah:
i.  penagihan piutang daerah, menagih piutans daerah;
j. pelaksanaan pembayaran hutang ke pihak vang telah

ditetapkan;
k. pengolahan utang/pinjaman dar. piutang daerah;
1

penyusunan konsep naskah dinas terkait pemodalan
dan pembiayaan;

m. menyiapkan bahan rumusan petuniut ieknis
administrasi keuangan;

n. penyiapan bahan bimtek penatausahaan pembiayaan
daerah;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporen; dan
p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan.

©

Pasal 431

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah ‘erdir atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatar Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan
Anggaran Daerah dan dibantu oleh Tim Kera yang
bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang
Perencanaan Anggaran Daerah sebagaimana cdimaksud
pada ayat (1) yaitu Tim Kerja Evaluas’ Anggaran.

Paragraf 6
Bidang Perbendaharaan Daerah
Pasal 432

Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyal tugas
melaksanakan  kebijakan  teknis  perbendaharaan
keuangan daerah, pelaporan keuangan daerah dan
perbendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan uang
daerah dan surat berharga.

Untuk melaksanakan tugas sebaga‘mana dimaksud
pada ayat (1), Bidang Perbendaharaan Daerah
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang;
pengoordinasian pengelolaan kas daerah;

pengoordinasian pemindahbukuan uang kas daerah;
pengoordinasian penatausahaan pembiavaan daerah;

pengoordinasian pengelolaan dana perimbangan dan
dana transfer lainnya:

o poT




WALI KOTA BENGKULU
PROVINS{ BENGKULU

-285-

pengoordinasian penempatan uang dacres  dengan
membuka rekening kas umum daerah;

pengoordinasian  pemrosesan, penczrtiban dan
pendistribusian lembar SP2D;

pengoordinasian  pelaksanaan dan  penelitian
kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemnberian
pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan
SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKP™
pengoordinasian penyusunan laporan realisasi
penerimaan can pengeluaran kas caeral . laporan
aliran kas, dan pelaksanaan pernungutan/
pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak
Ketiga (PPK);

pengoordinasian pelaksanaan piutang dan utang
daerah yang timbul akibat penrgelolaan kas,
pelaksanaan analisis pembiavaan dan pensmpatan
nang daerah sebagai optimalisasi kas,

pengoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan
pengeliiaran kas serta pemungutan dan pemotongan
atas SP2D dengan instansi terkait;

pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis
administrasi keuangan vyang berkaitan dengan

penerimaan dan pengeluaran kas serta
penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ);
pengoordinasian  peclaksanaan  penertiban SPD

restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan,
pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi)
pengeluaran kas daerah;

pengoordinasian  kegiatan penyusunan laporan
pertanggungjawaban pekasanaan APBD;

pengoordinasian  kegitan penyusunan  laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah
Kota;

pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan heuangan
SKPD, BLUD dan PPKD;

penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan
belanja serta pembiayaan,;

penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

penyusunan kebijakan dan panduan  teknis
operasional penyelenggaraan axuntansi pemerintah
daerah, ;
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v. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan
pelaporan keuangan vemerintah daerah:

w. pelaksanaan verifikasi dan pengujian ai:s bukti
memorial;

X. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang
penyusunan laporan keuangan pemerintal. deerah
sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah:

y. pengoordinasian pengelolaan kas daerah;

z. pengoordinasian pemindahbukuan uang kas daerah;

aa. pengoordinasian penempatan uang daerah dengan
membuka rekening kas umum daerah;

bb. pengoordinasian pelaksanakan penertiban SPD
restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan:

cc. pencatatan dan penelitian berkas bukti penerimaan
(STS! dan bukti pengeluaran (SP2D);

dd. pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan
pengeluaran dearah dengan bank pengelola kas
daerah;

ee. pelaksanaan rekonsiliasi pajak daerah dan reiribusi

daerah dengan bendahara penerimaan OPD/
bendahara penerimaan pembantu OPD;

ff. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
gg. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Pasal 433

Bidang Perbendaharaan Daerah terdiri atas:

a.
b.
c.

(1)

Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
Sub Bidang Perbendaharaan; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 434

Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan sebagzimana
dimaksud pada Pasal 433 huruf a mempunvai tugas
menyusun rencana, program, kegiatan, l: poran realisasi
penerimaan dan pengeluaran kas, menvusun 'aporan
pertanggungjawaban APBD,laporan SKPD, BLUD dan
PPKD, menyusun tanggapan terhadap LHP BPK,
pembinaan penyusunan .aporan keuangan pemerintah
daerah sesuai system akuntansi pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan
menyelenggarakan fungsi:
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a. penyusunan rencana, program, kegiatan;

b. pengoordinasian pengelolaan dana perimbangan dan
dana transfer lainnya;

c. penyusunan laporan realisasi penermmasan  dan
pengeluaran kas daerah, pelaksanaan pitang dan
utang daerah, pembukuan anggaran (akuntansi)
penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

d. penyusunan laporan pertanggungiawaban
pelaksaaan APBD;

€. penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota:

f.  pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan
SKPD, BLUD dan PPKD;

g penyusunan anggapan terhadap .HP [P atas
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

h. penyusunan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan
belanja serta pembiayaan;

i. penyusunan analisis laporan pertanggungjav/aban
pelaksanaan APBD;

jJ- penyusunan kebijakan dan pecnduan  teknis
operasional penyelenzgaraan akuntansi pemerintah
daerah, sistem dan prosedur akuntansi dan
pelaporan keuangan pemerintah daerah;

k. pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti
memorial;

l. pembinaan penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah sesuai sistem axuntanst
pemerintah daerah;

m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh atasan,

=

Pasal 435

Sub Bidang Perbendaharean sebagaimana dimaksud pada
Pasal 433 huruf b mempunyai tugas menyusun rencana,
program, kegiatan, penatausahaan pembiavaan daerah,
pemrosesan, penertiban dan pendistribus.an lempar
SP2D, pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen
SPP dan SPM. pemberian rpembebanan rincian
penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaj, serta
penerbitan SKPP, penatausahaan gaji, rekonsihasi data
penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan
pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait,
penyusunan petunjukan teknis administrasi keuangan
yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas

serta penatausahaan dan pertanggungiawaban (SPJ).
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan
fungsi:

a. penyusunan rencana, program dan kegiatan:

b. penyusunan petunjukan teknis administrasi
keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan
pengeluaran kas serta penatausahaan dan
pertanggungjawaban (SPJ);

¢c. pemahaman ketentuan peraturan perundang-
undangan yvang berlaku sesuai bidang tugas-

d. penerbitan SP2D belanja langsung dan tidak
langsung sesuai dengan peraturan yvang berlaku
sebagal dasar pencairan dana yang diterbitikan oleh
Bendahara umum daerah;

e. pelaksanaan rekon gaji PNS ke Dirjen Perimbangan
keuangan sesuai dengan ketentuan vang berlaku;

f.  penelitian surat pertanggungjawaban sesuai
ketentuan sebagai dasar pengujian SI'M  vang
diajukan SKPD,

g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan
dinas/instanesi terkait sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan,
dan

i.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 436

Bidang Perbendaharaan Daerah terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatar. Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala 3idang
Perbendaharaan Daerah dan dibantu oleh T'm kcvja yang
bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang
Perbendaharaan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yaitu Tim Kerja Kas Daerah.
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Paragraf 7
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pasal 437

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan barang milik daerah,
menyusun rencana, program dan kegiatan,
Pengadministrasian BMD, monitoring, evaluasi
pelaksanaan kegiatan, pengumpulan bahan pervusunan
rencana kebutuhan, melaksanakan pengadaan,
memelihara, menyimpan, pendistribusian perlengkapan,
melaksanaan rekonsiliasi dalam rangka per.vusunan
laporan barang milik daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pengelolaan Barang Mi'ik Daerah
menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian  penyusunan standar  harga
berdasarkan jenis dan tipe barag;

b. pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan
persetujuan dalam penyusanan rencan: kebutuhan
barang milik daerah;

c. pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan
persetujuan dalam penyusunanr rencana ¢« +iinhan
pemeliharaan /perawatan barang mililc daer.

d. penatausahaan barang milik daerah;

e. pengoordinasian pelaksanaan inventarisasi barang
milik daerah;

f.  pengoordinasian pengamanan fisik, administrasi dan
hukum barang milik daerah;

g pengoordinasian penyiapan dokumen pengajuan
usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang
milik daerah;

h. pengoordinasian hasil penilaian barang milik daerah;

i.  penelitian dokumen usulan penggunaan,
pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang
milik daerah;

j. pengoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi dalam

rangka penyusunan laporan barang milik dacrah;

k. pengoordinasian penyusunan dan penghimpunan
laporan barang milik daerah dari SKPD;

1. pengoordinasian dan melaksanakan pembinaan
pengelolaan barang milik daerah; -
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m. pengecekan barang-barang vyang akan <7akukan
perawatan dan membuat daftar rercana

pemeliharaan barang sesuai keentuan yany beslaku
untuk diusulkan dalam anggaran pendaparan dan
belanja daerah;

n. pembuatan Keputusan Wali Kota tenteng Tim
Penghapusan Barang sesuai ketentuan vang berlaku
agar pelaksanaan penghapusan barang berjalan
lancar;

0. penelitian dokumen usulan penggunaan,
pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang
milik daerah, mengordinasikan hasil penilaian barang
milik daerah;

p- penyelenggaraan pelelangan dan menuangkan
hasilnya dalam suatu berita acara disertai saran
kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Barang Milik Daerah Daerah melelui Kepala Bidang
pengelolaan Barang Milik Daerah;

q. pelaksanaan monitoiing, evaluasi dan pelaporan;
dan

r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh a‘asan
sesuai dengan fungsinya.

Pasal 438

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri atas:

a.

(1)

Sub Bidang Rencana Kebutuhan Pengadasn  dan
Penatausahaan;

Sub Bidang Penyimpanan dan Distribusi; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 439

Sub Bidang Rencana Kebutuhan Pengadaan dan
Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 438
huruf a mempunyai tugas menyusun rencana, program,
kegiatan, bahan pertimbangan persetujuan dalam
penyusunan rencana kebutuhan barang milix daerah,
penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam
penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/
perawatan barang ‘milik daerah, melaksanakan
pembinaan pengelolaan barang milik daerah,
melaksanakan penatausahaan barang milik daerah,
menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang rencana
kebutuhan pengadaan dan penatauschaan dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasa..
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bidang Rencana Kebutuhan Pengadaan dan
Penatausahaan menyelenggarakan fungsi:

a.

penyusunan rencana, program, kegtatarn. hahan
pertimbangan persetujuan dalam penvus.inan
rencana kebutuhan barang milik daerah;

penyusunan Buku Standarisasi Harga Barang sesuai
ketentuan yang berlaku;

periyusunan rencana kebutuhen barang unit sesuai
ketentuan yang berlaku untuk disampaikan kepada
tim anggaran sebagai bahan peayusunan RAPBD,

pembuatan dan menyusun daitar rencana tahunan
barang unit yang ditetapkan dengan keputusan
Walikota tentang daftar kebutuhan barang selambat-
lambatnya satu bulan sesudah APBD ditetapkan;

penyiapan bahan kebijakan di subidang kebutuhan
dan pengadaan untuk kelancaran penvusunan
kebijakan;

pembentukan panitia pembelian/pekeriasn setiap
awal tahun anggaran sesuai ketentuan van: Lerlaku
sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan:

penyiapan/peayelesaian administrasi pengadaan/
pembelian (SFK} sesuai ketentuan yang berlaku
untuk memenuhi tertib administrasi barang-

pelaksanaan pengadaan/pembelian barange-parang
dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku:

pembuatan berita acara pemeriksaan bara: sesuai
ketentuan yang berlaku untuk ketentuwa:, tertib
administrasi;

penyerahan seluruh barang hasil pengadaan kepada
Sub Bidang Peayimpanan dan Pendistribusian sesuai
ketentuan yang berlaku untuk disimpan dan
didistribusikan;

pembuatan daftar hasil pengadaan barang baik
barang inventaris maupun barang pakai habic dari
seluruh dinas/instansi/unit kerja lingkup
Pemerintah Kota Bengkulu setiap Tahun Anggaran
sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan
tertib administrasi pengadaan barang;

penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Pasal 440

Sub Bidang Penyimpanan dan Distribusi sebagaimana
dimaksud pada Pasal 438 huruf b mempunyai tugas
menyusun rencana, program, kegiatan, membuat kartu
kendali gudang, membuat berita acara pemeriksaan dan
penerimaan penolakan/pengeluaran barang a7 tata
administrasi gedung, menyiapkan dokumen Larang-
barang yang akan didistribusikan, pelaksanaan
rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang
milik daerah, penyusunan dan penghimpunan laporan
barang milik daerah dan SKPD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimekesud pada
ayat (1), Sub Bidang Penyimpanan dan IMstribusi
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, kKegiatan;

b. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang
penyimpanan dan distribusi;

c. pembuatan kartu kendali gudang;

d. penyiapan bahan untuk pembuatan berita acara
pemeriksaan dan penerimaan penolakan/
pengeluaran barang can tdta administrasi gedung;

e. penyiapan dokumen barang-barang vang akan
didistribusikan,;

f. pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah,
pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan
hukum barang milik daerah;

g. penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan
dan pemindahtanganan barang milik daerah:

h. pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka pervusunan
laporan barang milik daerah;

i. pényusunan dan penghimpunan laporan barang
milik daerah dan SKPD;

J-  pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 441

Bidang Pengelolaan Barang Milik Deerah terdivi atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan
Barang Milik Daerah dan dibantu oleh Tim Kerja yang
bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
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{3) Kelompok Jabatan Fungsional di bawah DBidang
Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yaitu Tim Kerja Pengendalian dan
Pemeliharaan.

Bagian Keempat
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 442

{1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia merupakan unsur pelaksana  urisan
pemerintahan di bidangKepegawaian, pendidikan dan
pelatihan dengan Tipelogi B.

(2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumbxr Dayva
Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan i bawah
dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui
Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 443
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia terdiri atas:

a.
b.

Sekretariat Badan;

Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan
Disiplin;

Bidang Mutasi dan Promosi;

Bidang Pengembangan Kempetensi dan Penilaian Kinerja
Aparatur; dan
Kelompock Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Surmber Daya Manusia

Pasal 444

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia mempunyai tugas melaksanaksn pecvusunan
dan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia:
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{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Badan Kepegawaian dan Pengembanganr Sumber
Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan program di bidang Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia;

b. penyusunan kebijakan teknis pengembangan
kepegawaian daerah,;

c. perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan

Aparatur Sipil Negara;

pengembangan talenta dan karier;

pengembangan kompetensi;

pemberian penghargaan dan pengakuan;

pelaksanaan pemberhentian;

penguatan budaya kerja dan citra institusi;

pengelolaan kinerja;

pengelolaan Sistem Informasi Kepegaweian:

pelaksanaan pangkat dan iabatan, mutssi dan
penugasan Aparatur Sipil Negara sesua: cdengan
norma, standar dan prosedur yang ditetaplcan dalam
peraturan perundang-undangan vang berlaku:

l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia;

m. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi
penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di
Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia; dan

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota
terkait dengan fungsinya.

>R

-
.

m

Paragraf 4
Sekretariat
Pasal 445

Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program dan kegiatan sekretariat;

b. penyusunan bahan rumusan kebijakan  pelayanan
administrasi dinas, umum, kerumahtanggaan
administrasi kepegawaian dan administrasi keuangari;

c. pelaksanaan publikasi kegiatan/tugas badan;
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pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan;

penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai hahan
pertanggung jawaban kepada atasan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasnu sesuai
dengan fungsinya.

Pasal 446

Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia terdiri atas:

a.
b.

(1)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangar:

Passal 447

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud pada Pasal 446 huruf a melaksanakan tugas
menyusun rencana, program dan kegiatan, menviapkan
standar operasional dan prosedur pelayanan di
lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
mengelola urusan tata usaha surat menvurat dan
kearsipan serta administrasi, irventarisasi  dan
pengkajian, mengelola urvsan kepegawaian, perlenigkapan
dan rumah tangga, penyelenggaraan pengacaan barang
dan menyimpan barang inventaris dan arsip kepegawaian
di tempat tertentu, memfasilitesi penetapan SOP
pelayanan, kelembagaan, ketatalaksanaan dan
pendayagunaan aplikasi srikandi di lingkungan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Dava Manusia,
melakukan penatausahaan setiap keluar masuis barang,
pemeliharaan dan perawatan barang inventaris,
melakukan penelitian secara fisik terhadap status barang
inventaris dan perubakhan status barang inventaris,
monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan
tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagairiana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Umum dan «epegawaian
sebagaimana dimaksud pada Pasal 446 huoruf a
melaksanakan fungsi:

a. penyusun rencana, program dan kegiatan;

b. penyiapan standar operasional dan prosedur
pelayanan di lingkungan Subbagian Umum dan
Kepegawaian;

c. pengelolaan urusan tata usaha surat menvurat dan
kearsipan serta administrasi, inventarisasi;
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d. pengelolaan urusan kepegawaian, perlengkapan dan
rumah tangga, penyelenggaraan pengadaan barang
dan menyimrpan barang inventaris dan arsip
kepegawaian di tempat tertentu,;

e. fasilitasi penetapan SOP pelavanan, kelembagaan,
ketatalaksanaan dan pendayagunaan  aplikasi
srikandi di lingkungan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia;

f.  penatausahaan keluar masuk barang, penicliharaan
dan perawatan barang inventaris;

g. penelitian secara fisik terhadap status barang
inventaris dan perubahan status barang inventaris;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

i. pelaksanaan tugas lain yvang diperintahkan oleh
atasan.

Pasal 448

Subbagian Penyusunan Program dan  Keuangan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 446 huruf b
melaksanakan tugas menyusun rencana, program dan
kegiatan, menyusun rencana kegiatan bulanan. “riwulan

dan tahunan serta usulan perubahan dan
penyesuaian anggaran, menyiapkan stander oporasional
dan prosedur pelayanan di lingkunga:n Sul: ?%g,gian
Penyusunan Program dan Keuangan, menyusun icgiatan

operasional melaksanakan pengolahan data, eva'uasi dan
penyusunan laporan bulanan, triwulan, tahunan dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggung jawaban, dan pengawasan Kkeuangan,
melakukan pengolahan gaji, tunjangan, uang lembur dan
Taspen pegawali sesuai aturan perundang-undangan yvang
berlaku, melakukan perhitungan, penagilian, penyvetoran
PPn/PPh, melayani pemeriksaan keuangan oleh aparat
pengawas fungsional, memfasilitasi penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah, Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, Penilaian Mandiri
Reformasi Birokrasi, Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah di lingkungan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bengkulu,
memfasilitasi pengumpulan bukti SPT tahunsn pajak
penghasilan ASN di lingkungan Badan Kepegawaan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bengkuly,
monitoring, evaluasi dan pelaporan dan melaksanakan
tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.



(2)

WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

-297 -
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimali= 1<l pada
ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program dan !+ tiangan

menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

penyusunan rencana, program dan kegiatar;

penyusunan rencana Kegiatan bulanan, triwulan dan
tahunan serta usulan perubahar. dan penyesuaian
anggaran,;

penyiapan standar operasional dan prosedur
pelayanan di lingkungan sub bagian penvusunan
program dan keuangan;

penyusunan kegiatan operasional melaksanakan
pengolahan data, evaluasi dan penyusunan laporan
bulanan, triwulan, tahunan dan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

pelaksanaan pengelolaan keuangan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penataasahaan,
pelaporan, pertanggung jawaban, dan pergav-asan
keuangan;

pengolahan gaji, tunjangan, uang lembur dan Taspen
pegawai sesuai aturan perundang-undangan yang
berlaku, melakukan perhitungan, penagihan,
penyetoran PPn/PPL;

fasilitasi pemeriksaan keuangan oleh aparat
pengawas fungsional,

fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah, Sistem Akuntabilitas  Kinerja  I[nstansi

Pemerintah, Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi,

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di lingkungan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kota Bengkulu;

fasilitasi pengumpulan bukti SPT tahun.n pajak
penghasilan ASN di lingkungan Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Bengkulu;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
dan

pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh
atasan.
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Paragraf 5
Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Disiplin
Pasal 449

Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dax Disiplin
melaksanakan tugas, menyusun rencana/ program
kegiatan Bidang Pengadaan, Pemberhentian, In.ormasi
dan Disiplin, merumuskan kebijakan pengadaan,
pemberhentian, informasi dan disiplin, menviapkan
standar operasional dan prosedur pelayanan di
lingkungan bidang pengadaan pemberhentian informasi
dan disiplin, menyusun rencana kebutuhan, jenis dan
jumlah jabatan untuk pelaksanaan  pengadaan,
menyelenggarakan pengadaan Calon Pegawai Negoeri Sipil
(CPNS) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (CPPPK) serta Pegawai Non Aparatur Sipil Negara
(Pegawai Tidak  Tetap/sejenis), menyelenggarakan
administrasi pengangkatan dan sumpah calon ASN,
mengoordinasikan dan melaksanakan  administrasi
pemberhentian, mengelola data dan sistem informasi
Aparatur Sipil Negara, melaksanakan fasilitasi Lembaga
Profesi Aparatur Sipil Negara (KORPRI dan .cmbaga
Profesi ASN lainnya), melaksanakan penyvusunan j»wsedur
pembinaan  terhadap  pelanggaran  disiplin @ dan
penghargaan pegawai, menyusun prosedur dan
pelaksanaan pernghargaan pegawai, melaksanakan
permohonan izin perkawinan, perceraian dan cuti
Aparatur Sipil Negara, melaksanakan inventarisir
permasalahan-permasalahan kepegawaian dan
menyiapkan petunjuk pemecahan masalah,
melaksanakan monitoring, evaluasi dan polaperan
pelaksanaan tugas pengadaan, pemberhentian, i»formasi
dan disiplin, melaksanakan penvusunan dan
penyampaian  laporan pelaksanaan tugas dan
melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Disiplin
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana/program kegiatan Bidang
Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Disiplin;
b. penyiapan standar operasional dan prosedur
pelayanan di lingkungan  Dbidang pengadaan
pemberhentian informasi dan disiplin;
c. perumusan kebijakan Pengadaan, Pemberhentian,
Informasi dan Disiplin;
d. penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah
jabatan untuk pelaksanaan pengadaan;
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e. penyelenggarsan pengadaan Calon Pegawni Negeri
Sipil (CPNS) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (CPPPK) serta Pegawail Non Aparatur
Sipil Negara (Pegawai Tidak Tetap/sejenis);

f. penyelenggaraan administrasi pengangke:an dan
sumpah calon ASN;

g. pengoordinasian dan pelaksanaar:  adiionistrasi
pemberhentian;

h. pengelolaan data dan sistem informasi Aparatur
Sipil Negara; ‘

i. pelaksanaan fasilitasi Lembaga Profesi Aparatur
Sipil Negara (KORPRI dan Lembaga Pro‘esi ASN

lainnya);

j- pelaksanaan penyusunan prosedur prmibinaan
terhadap pelanggaran disiplin dau penghargaan
pegawai;

k. penyusunan prosedur dan pelaksanaan penghargaan
pegawai;

. pelaksanaan permohonan izin perkawinan,
perceraian dan cuti Aparatur Sipil Negara;

m. pelaksanaan inventarisir permasalahan-
permasalahan  kepegawaian dan  menviapkan

petunjuk pemecahan masalah;

n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Pengadaan, Pemberhentian,
Informasi dan Disiplin; 7

0. pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan
pelaksanaan tugas; dan

p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan fungsinya.

Pasal 450

Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Disiplin
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Pengadaan,
Pemberhentian, Informasi dan Disiplin dan dibantu oleh
Tim Kerja yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan.,

Kelompok Jabatan Fungsional di bawal Bidang
Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Tim Kerja Pengadaan dan Pemberhentian;
b. Tim Kerja Data dan Informasi; can
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¢. Tim Kerja Disiplin, Penghargaan dan Fasilitas: Profesi
Aparatur Sipil Negara.

Paragraf 6
Bidang Mutasi dan Promosi
Pasel 451
Bidang mutasi dan promosi melaksanakan tugas,
menyusun rencana, program dan kegiatar Hdang
mutasi dan promosi, menyiapkan rumusan iebijakan

mutasi dan promosi, menyiapkan standar operasional dar
prosedur pelayanan di lingkungan di bidang mutasi dan
promosi, menyusun rencana mutasi dan rencana promost,
menyelenggarakan  proses mutasi dan  promosi,
melaksanakan  koordinasi mutasi dan  promosi;
melaksanakan verifikasi dokumen mutasi dan promosi,
melaksanakan paagkat dan jabatan, dar penugasan
Aparatur Sipil Negara sesuai dengan norma, standar dan
prosedur yang ditetapkan dalam peraturan pc-undang-
undangan yang berlaku, melaksanakan penyusunan pola
karier, pengkaderan dan kelompok rencana suksesi,
melaksanakan kenaikan gaji berkala; memproses usul
penerbitan surat rekomendasi mengikuti 1ji kompetensi,
memfasilitasi usul peningkatan pendidikan,
melaksanakan pengarahan tugas di bidang mutasi dan
promosi, melaksanakan monitoring, eva.iasi  dan
pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan, rolavanan
mutasi dan promosi, pelaksanaan penvusunan dan
penyampaian laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan
pertanggungjawaban kepada atasan dan rpelaksanaan
fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesua’ dengan
fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksad pada

ayat (1), Bidang Mutasi dan Promosi menvelenssarakan

fungsi:

a. penyusunan rencana, program dan @ Lematan
bidang mutasi dan promosi;

b. perumusan kebijakan mutasi dan promosi;

¢c. penyiapan standar operasional dan prosedur
pelayanan di lingkungan di bidang mutasi dan

promosi; -

perencanaan mutasi dan promosi;

penyelenggaraan proses mutasi dan promosi:

pelaksanaan koordinasi mutasi dan promosi:

@ omoo oo

pelaksanaan verifikasi dokumen mutasi dan promosi;
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h. pelaksanaan pangkat dan jabatan, dan penugasan
Aparatur Sipil Negara sesuai dengan norma. standar
dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku:

i.  pelaksanaan kenaikan gaji berkala;

j-  pengembangan talenta dan karier;

k. penerbitan surat rekomendasi mengikuti  yji
kompetensi;

.. fasilitasi usul peningkatan pendidikan;

m. pelaksanaan pengarahan tugas di bidanz murasi dan
promosi,

n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan peaporan
pelaksanaan tugas pengelolaan, pelayanan mutasi
dan promosi;

0. pelaksanaan penyusunan dan penyampailan laporan
pelaksanaan tugas sebagai bahan
pertanggungjawaban kepada atasan; dan

p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olel atasan
sesuai dengan fungsinya.

Pasal 452

Bidang mutasi dan promosi terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang mutasi dan
promosi dan dibantu oleh Tim Kerja vang
bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Kelompok Jabatan Fungsinnal di bawah Bidang mutasi
dan promosi sebagaimana dimaksud pada avat (1)
meliputi:

a. Tim Kerja Mutasi;

b. Tim Kerja Kepangkatan; dan

¢. Tim Kerja Prornosi.

Paragraf 7

Bidang Pengembangan Kompetensi da: Penilaian
Kinerja Aparatur

Pasal 453

Bidang Pengembangan Kompetensi dar Penilaian Kinerja
Aparatur memiliki tugas menyusun rencana, program dan
kegiatan bidang pengembangan kompstensi dan penilaian
kinerja aparatur, menyiapkan standar operasional dan
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prosedur pelayanan di lingkungan di  bidang
pengembangan kompetensi dan penilaian
kinerja;memfasilitasi penyusunan rumusan kebijakan
pemberian  tunjangan kinerja  {TUKIN)/tunjangan
tambahan penghasilan (TPP), menysapkan rumusan
kebijakan terkait pengembangan kompetensi, me:; viapkan
rumusan kebijakan terkait pengelolaan kinerja Aparatur
Sipil Negara, menyusun kebutuhan dan rencana
pengembangan kompetensi, menyelenggarakan
pengembangan Kkompetensi, fasilitasi diklat teknis
fungsional dan diklat kepemimpinan, melaksanskan
kegiatan  pengelolaan kinerja, mengkoordinasikan
kegiatan pengelolaan kinerja, memverifikasi kelengkapan
dokumen usul pengajuan tambah perighasilan ezawai
dari perangkat daerah di lingkvngan pemerint: h iota
Bengkulu, melaksanakan evaluasi hasii pengelolaan
kinerja penyelengaraan proses pemberian tunjangan
kinerja/tunjangan tambahan penghasilen, melaksanakan
analisis  kesenjangan kompetensi, melaksanakan
pengarahan tugas bidang pengembangan kompetensi dan
penilaian kinerja aparatur, melaksanakan monitoring dan
evaluasi pengembangan kompetensi aparatur, pemberian
tunjangan kinerja/tunjangan tambahan pengnasilan dan
penilaian kinerja, menyusun dan menyampatkan iaporan
pelaksanaan tugas danmelaksanakan fungsi lamn vang
diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimakst d pada
ayat (1), Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian
Kinerja Aparatur menyelenggarakan fungsi:

4. penyusunan rencana, program can kegiaten bidang
pengembangan kompetensi dan penilalan  kicerja
aparatur;

b. penyiapan standar operasional dan prosedur
~ pelayanan di lingkungan di bidang pengembangan
kompetensi dan penilaian kinerja;

c. fasilitasi perumusan kebijakan  pengembangan
kompetensi, pemberian tunjangan liinerja
(TUKIN)/tunjangan tambahan penghasilan (TPP) dan
penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara;

d. penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan
kompetensi;

€. penyelenggaraan pengembangan kompetensi;

f.  pelaksanaan fasilitasi dikiat teknis fungsioral dan
diklat kepemimpinan; )
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pelaksanaan kegiatan penilaian kinernja;

e

h. pengoordinasian kegiatan pengelolaan kinerja;

i.  pelaksanaan verifikasi kelengkapan dokumen usul
pengajuan tambah penghasilan pegawail  dari
perangkat dacrah di lingkungan pemerintah kota
Bengkulu;

J-  pelaksanaan evaluasi hasil pengeiolaan kinerja
penyelengaraan  proses pemberian tunjangan
kinerja/tunjangan tambahan penghasilar;

k. pelaksanaan analisis kesenjangan kompetensi;

1. pelaksanaan pengarahan tugas bidang
pengembangan kompetensi dan penilaian kinerja
apardtur;

m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengenthangan

kompetensi aparatur, pemberian tunjangan kinerja/
tunjangan tambahan penghasilan dan penilaian
kinerja;

1. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan
tugas; dan

0. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan fungsinyva.

Pasal 454

Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja
Aparatur terdiri atas Kelompok Jabatan Fu ngsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan
Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparavur dan dibantu
oleh Tim Kerja yang bertanggungjawab kepada Kkepala
Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Bidang
Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja
Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputy:

& Tim Kerja Diklat Perjenjangan dan Sertifikasi:

b. Tim Kerja Diklat Teknis Fungsional dan
Pengembangan Kompetensi; dan

¢. Tim Kerja Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
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Bagian Kelima
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 455

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan
unsur pelaksana urusan pemerintahan di hidang
Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi
kewenangan daerah.

(2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimrpin oleh
seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris
Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisas;
Pasal 456

Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:

a. Sekretariat Badan;

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
Bidang Kedaruratan dan Logistik;

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

o 0T

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pasal 457

(1) Badan Penanggulangan Bencana [aerah me'aksanakan
tugas:

a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuaildengan
kebijakan pemerintah kota dan Badan Nasional

Penanggulangan - Bencana terhadap usaha
penanggulangan bencana yang mencakup
pericegahan bencana, penanganan darurat,

rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil d:: setara;
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b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan
penyelenggaraan penanggulaigan bencana
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c. menyusun, menetapkan dan menginformasilan peta
rawan bencana;

d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap
penanganan bencana;

e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan
bencana di Kota Bengkulu;

f.  melaporkan penyelenggaraan penanggulangan
bencana kepada Wali Kota setiap sebulan sekali
dalam kondisi normal dan setiap saat dslan: kondisi
darurat bencena;

g  mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang
dan barang;

h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran
yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Eelanja
Daerah; dan

1.  melaksanakan tugas lain vang diberikan W ali Kota
terkait dengan bidang tugasnva.

Untuk  melaksanakan tugas sebagaimans pada
ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah
menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan penetapan kenijakan
penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi
dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
dan _

b. pengoordinasian pelaksanaan eglatan
penanggulangan bencana secara terencana terpadu
dan menyeluruh; dan

¢. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Wali Kota
terkait dengan fungsinya.

Paragraf 4

Sekretariat
Pasal 458

Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
melaksanakan tugas mengoordinasikan, sinkronisasi dan
integritas program perencanaan, dan perumisan
kebijakan di lingkungan BPBD, melaksanakan
administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan
perundang-undangan, organisasi, tata laksana,
peningkatan kapasitas sumber daya manusianya,
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keuangan perlengkapan dan rumah tangga,
melaksanakan hubungan masyarakat dan protokol,
memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur
pengarah penanggulangan bencana, mengumpu’kan data
dan informasi kebencanaan di wilayah, mengoordinasikan
dalam penyusunar. laporan penanggulangan bencana,
menyusun laporan pelaksanaan tugas dan melal .anakan
tugas lain yang diberikan atasan sesuai der.gan ‘ungsinya.

{(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
Daerah menyelenggarakan fungsi:

a.  pengoordinasian, sinkronisasi dan integritas program
perencanaan, dan  perumusan  kebijakan  di
lingkungan BPBD;

b. pembinaan dan pelayanan administrasi
ketatausahaan, hukum dan perataran perundang-
undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan
kapasitas sumber daya manusianya, keuangan
perlengkapan dan rumah tangga;

¢. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat
dan protokol;

d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur
pengarah penanggulangan bencana;

€. pengumpulan data dan informasi kebencavaan di
wilayah;

f.  pengoordinasian  dalam penyusunan  lapcran
penanggulangan bencana;

g  penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yvang diberikan atasan sesuai
dengan fungsinya.

Pasal 459

Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah ierdiri
atas: .

a.  Sub Bagian Umum; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 460
(1} Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada rasal 459
huruf a melaksanakan tugas melaksanakan |« glatan

penyusunan rencane, program dan legiatan, mengelola
ketatausahaan naskah dinas, urusan rumah tar.gga,
data/informasi/statistik dan monitoring, evaluasi dan
pelaporan dan melaksanakan tugas lain  vang
diperintahkan oleh atasan.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Subbagian Umum menyelenggarakan

fungsi:

a. pengoordinasian, sinkronisasi dan integritas program
perencanaan dan kegiatan di Subbagian Umum;

b. pelayanan administrasi ketatausahaan naskah dinas,
urusan rumal tangga di BPBD Kota Bengkulu;

¢. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di
Subbagian Umum.

d. pelaksanaan fungsilain vang diberikan atasan sesuai
fungsinya.

Pasal 461
Sekretariat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu oleh
Tim Kerja yang bertanggungjawab kepada Kepal: DBadan.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Sekretariat
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) meliputi;

a. Tim Kerja Keuangan; dan

b. Tim Kerja Penyusunan Program.

Paragraf 5
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Pasal 462

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melaksanakan
tugas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan
kebijakan, hubungan kerja dengan instansi atau lembaga
terkait, pemantauan, evaluasi dan analisis .aporan
tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan,
mitigasi dan Kkesiapsiagaan pada prabzncar: serta
pemberdayaan masyarakat dan melaksana’an tu gas lain
yang diberikan atasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi

dan  kesiapsiagaan pada prabencana  serta
pemberdayaan masyarakat:

b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di
bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada
prabencana serta pemberdayaan masyarakat:
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c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instensi atau
lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan pada prabencana serta pernberdayaan
masyarakat;

d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang
pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan,
mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta
pemberdayaan masyarakat.

e. pengoordinasian dalam = penyusunan laporan
penanggulangan bencana; dan

f.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai
fungsinya.

Pasal 463

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Pencegahan
dan Kesiapsiagaan dan dibantu oleh Tim Kerja vang
bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi :

a. Tim Kerja Pencegahan; dan

b. Tim Kerja Kesiapsiagaan.

Paragraf 6
Bidang Kedaruratan dan Logistik
Pasal 464

Bidang Kedaruratan dan Logistik melaksanakan tugas
dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan,
melaksanakan hubungan kerja dengan instansi terkait,
melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis
pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat,
penanganan pengungsi dan dukvngan logistik dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Kedaruratan dan vogistik
menyelenggarakan tungsi:
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a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan
bencana pada saat tanggap darurat, penanganan
pengungsi dan dukungan logistik;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di
bidang penanggulangan pengungsi dan dukungan
logistik;

c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana
pada saat tanggap darurat;

d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat,
penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

e. pemantauan, svaluasi dan analisis pelaporan tentang
pelaksanaan kebijakan di bidang penenggulangan
bencana pada saat tanggap darurat, penanganan
pengungsi dan dukungan logistik; dan

f.  pelaksanaan fungsi lain yang diverikan atasan sesuai
dengan fungsinya.

Pasal 465

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri atas helompok
Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala 3idang Kedaruratan
dan Logistik dan dibantu oleh Tim Xerja yang
bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang
Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksucd pada
ayat (1) meliputi:

a. Tim Kerja Kedaruratan; dan

b. Tim Kerja Logistik.

Paragraf 7
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasal 466

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunvai tugas
dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasiken dan
melaksanakan kebijakan, melaksanakan bubungan lierja
dengan instansi terkait, memantau, evaluasi, analisis dan
menyusun laporan di bidang penanggulangan bencana
pada pasca bencana serta melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh atasan.
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Untuk rmelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
menyelenggarakan fungsi:

&. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan
bencana pada pasca bencana:

b. pengoordinasian dan pelaksa.aaan kebijnkan  di

bidang penanggulangan bencana pad. nasca
bencana;
c. pelaksanaan hubungan kerja i hidang

penanggulangan bencana pada pasca bencana;

d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan rentang
pelaksanaan kebijakan di bidang penanggolangan
bencana pada pasca bencana;:

€. penyusunan laporan pelaksanaan tugss; da:.
pelaksanaan fungsi lain yang diberikar atasan .-suai
dengan fungsinya.
Pasal 467

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruks: terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Rebbilitasi
dan Rekonstruksi dan dibantu oleh Tim Kerja vang
bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang
Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. Tim Kerja Rehabilitasi; dan
b. Tim Kerja Rekonstruksi.

Bagian Keenam
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 468
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik rmerupakar unsur
pelaksana urusan pemerintahan bidan 3 kesatuan bangsa

dan politik dengan Tipelogi A.
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Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala
Badan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris
Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 469

Badan Kesatuan Bangse dan Politik terdiri atas:

a.
b.

c.
d.

(1)

(2)

Sekretariat Badan;

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan karakter
Bangsa;

Bidang Politik Dalam Negeri;

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budava dan
Organisasi Kemasyarakatan;

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
dan

Kelompok Jabaian Fungsicnal.

Paragraf 3
Badan Kesztuan Bangsa dan Politik
Tugas dan Fungsi
Pasal 470

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunval tugas
memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, m.mbina,
mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi  dan
melaporkan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan
politik sesuai ketentuan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimeksud pada
ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan
bangsa dan politik di wilayah kota Benghkulu:

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan “leologi
Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, penyelenggaraan
politik dalam negeri dan kehidupan demckrasi,
pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,
pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama,
ras, dan golongan lainnya, fasilitasi orgsanisasi
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan
nasional dan penanganan konflik sosial di wilavah
Kota Bengkulu;
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C. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan 1deologi
Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, penyelenggaraan
politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi,
pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan bhudaya,
pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku,
umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi
organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial
di wilayah Kota Bengkulu;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan i bidang
pembinaan ideologi Pancasile dan Wawasan
Kebangsaan, penyelnggaraan politik dalam nege i dan
kehidupan demokrasi, pemeliharacn  keiajvanan
ekonomi, sosial dan budaya, pembinasn keruiunan
antar suku dan intra suku, umat beragama, ras. dan
golongan lainnya, fasilitasi organisasi
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan
nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah
Kota Bengkulu;

€. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan
Daerah Kota Bengkulu;

f. pelaksanaan Program Kegiatan Pasukan | rnoibar
Bendera Pusaka;

8 pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Benglulu; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota
terkait dengan fungsinya.

Paragraf 5

Sekretariat

Pasal 471
Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
mempunyai tugas mengoordinasikan dan

menyelenggarakan  kegiatan kesekretariatan  serta
pelayanan admnistrasi pada seluruh unit organisasi di
lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan politik.

Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian dan penyusunan program dan
anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik;

b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan
keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik;
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C. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah
tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik;

€. pengelolaan urusan aparatur sir'l ne s di
lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan b

f.  pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaisinaan
kegiatan;

g  penyusunan laporan pelaksanaan tugas sesuai
dengan tugas dan fungsinya; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan
sesuai dengan fungsinya.

Pasal 472

Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas:

a.
b.

(1)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 473

Subbagian Umum dan Kepegawaien sebagaimana
dimaksud pada Pasal 472 huruf a melaksaiakar fugas
menyusun rencana, program dan Kkegiatar, urusan
persuratan, tata usaha pimpinan dan kearsipan,
mengelola urusan kepegawaian, mengelola urusan rumah
tangga dan perlengkapan meliputi hubungan masyarakat,
keprotokolan dan aset, monitoring, evaluasi dan
pelaporan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan
oleh atasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksi.d pada

ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian

menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan hubungan masyarakat dan
keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik;

b. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah
tangga dan aset di lingkungan Badasn Kesaruan
Bangsa dan Politik;

C. pengelolaan urusan aparatur sipil negara  di
lingkungan Baden Kesatuan Bangsa dan Polirik:

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan
sesuai dengan fungsinya.
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Pasal 474
Sekretariat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu oleh
Tim Kerja yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Sewurerariat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Tim Kerja Penyusunan Program; dan

b. Tim Kerja Keuangan.

Paragraf 5

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
Pasal 475

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan . arakter

(1)

(2)

Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian 1ugas
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota di bidang
ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter
bangsa, pembaurar: kebangsaan, bhineka tunggal ika dan
sejarah kebangsaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Iideologi, wawasan keban gsarn dan
karakter bangsa menyelenggarakan fu rgst:

a. penyusunan program kerja di picang ileologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,
pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan
sejarah kebangsaan;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa,
pembauran bangsa, bhineka tunggal ika dan s=jarah
kebangsaan;

¢. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,
pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan
sejarah kebangsaan;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,
pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan
sejarah kehangsaan;

€. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporarn di
bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela rnegara,
karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka
tunggal ika dan sejarah kebangsaan; dan
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f.  pelaksanaan program kegiatan Pasukan Fengibar
Bendera Pusaka; dan

g  pelaksanaan fungsi lain yvang diberiken oleh
pimpinan.

Pasal 476

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter
Bangsa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana imaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang idcologi,
Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dar «ibantu
oleh Tim Kerja yang bertanggungjawab kepada Kepala
Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang Ideologi,
Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebazaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Tim Kerja Ideologi dan Wawasan Keban gsaan: dan

b. Tim Kerja Bela Negara dan Karakter Bangsa.

Paragraf 6
Bidang Politik Dalam Negeri
Pasal 477

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas
melaksanakan sebagaian tugas Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota di bidang pendidikan politik, etika budaya
politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan
situasi politik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan
fungsi:
& penyusunan program kerja di bidang pendidikan
politik, etika budaya politik, peningkatan dei.okrasi,
- fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan
partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum
kepala daerah serta pemantauan situasi politik kota;

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di tidang
pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan
demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemrerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan uinum/
pemilihan umum kepala daeral: serta pemantauan
situasi politik kota; )
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¢.  pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik,
etika budaya politik, peningkatan demok-asi,
fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan
partai politik, pemilihan umum/pemilikar qmum
kepala daerah serta pemantauan situss: poliil Kota;
d. pelaksanaan koordinasi di bidarig pendidikan politik,
etika budaya politik, peningkatan demokrasi,
fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan
partai politik, pemilihan umum /pemilihan umum
kepala daerah serta pemantauan situasi politik kota;

€. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di
bidang pendidikan politik, etika budave politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi keler-hagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai  politik,
pemilihan umum/pemilihan umum lrepala dacrah
serta pemantauan situasi politik: dan

f.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
pimpinan.

Pasal 478

Bidang Politik Dalam Negeri terdiri atas Kelompok .Ja yatan
Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana ¢ ..lsud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bilang Palitil. ibalam
Negeri dan dibantu oleh Tim Kerja yang bertanggunsjawab
kepada Kepala Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang Politik
Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada avat {1)
meliputi:

a. Tim Kerja Pendidikan Politik dan Demokrasi; d.in

b. Tim-: Kerja Fasilitasi Kelembagaan Pem<-initah,
Perwakilan dan Partai Politik.

Paragraf 7

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama
dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasatl 479

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan
Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaks:inakan
sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi
pencegahan  penyalahgunaan narkotika, fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercavaan
serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi
dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan
ormas asing. ’
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimalisud pada

ayat (1), Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
menyelenggarakan fungsi:

4. penyusunan program kerja di bidang krtahanan
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi penc 2oahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi keruky: . o umat
beragama dan penghayat  kepercavaar  serta
pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, -cvaluasi
dan mediasi sengketa ormas, pengawasan orinas dan
ormas asing di wilayah Kota Bengkulu;

b. penyusunan bahan perumusan kebijekan di bidang
ketahanan ekonomi, sosial, budava, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika, f silitasi
kerukunan  umat beragama  dan  penghayat
kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberavaan
ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
pengawasan ormas dan ormas asing di wilavah Kota
Bengkulu;

€. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi,
sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalabgunaan
narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragoma dan
penghayat kepercayaan serta pendaftaran nrmas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi ~engketa
ormas, perigawasan ormias dan ormas asing di wilayah
Kota Bengkulu;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi,
sosidl, budaya, fasilitasi pencegahan penvalahgunaan
narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan serta pendaftaren ormas,

pemberdayaan ormas, evaluasi den mediasi woreketa
ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah
Kota Bengkulu;

€. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di
bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan rnerkotika, fasilitasi
kerukunan  umat beragama  dan =nghayat
kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdavaan
ormas, evaluasi dan mediasi sengketa nrmas,
pengawasan ormas dan ormas asing di wilava i Kota
Bengkulu; dan

f.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
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Pasal 480

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan
Organisasi Kemasyarakuatan terdiri atas helompok
Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dipimpin oleh Kepala Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan dan dibantu oleh Tim Keria yang
bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan
Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. Tim Kerja Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budayva dan
Agama; dan

b.  Tim Kerja Organisasi Kemasyarakatar.

Paragraf 8
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
Pasal 481

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan lesatuan

Bangsa dan Politik Kota di bidang kewnspads~ . dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing. {ev o kerja
asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatas.a. antar

negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
penanganan konflik di wilayah Kota Bengkulu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
Konflik menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan
dini, kerjasama intelijen, pemantauan orary asing,
tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan
bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik:

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan
orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, f{rsilitast
kelembagaan bidang kewaspadaan. serta
penanganan konflik;
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¢. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing. ‘enaga
kerja asing dan Lembaga asing, kew: spadaan
perbatasan antar negara, facilitasi kelemt agaan
bidang kewaspadaan, serta penanganar, konflil:;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga
kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar negara, fasilitasi kelerihagaan
bidang kewaspadaan, serta penanganan konf*k:

€. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelavoran di
bidang kewaspadaan dini. kerjasama  :olijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja acinig dan
Lembaga asing, kewaspadaan perbatasain antar
negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan,
serta penanganan konflik;

f.  pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah Kota Bengkulu; dan

8 pelaksanaan fungsi lain yang diherikan oleh
pimpinan.

Pasal 482

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ‘
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Kewas»nadaan

Nasional dan Penanganan Konflik dan dibantu oleh Tim

Kerja yang bertanggungjawab kepada Kepala Bada-.

Kelompok  Jabatan Fungsional dibawah ¢ ang
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan  Konflik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Tim Kerja Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
dan
b. Tim Kerja Penanganan Konflik.

H

BAB VII
TATA KERJA
Pasal <83

Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli,
Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan,
Kepala Bagian, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi serta lelompok
jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib
menerapkarn prinsip koordinasi, integrasi, sinkrcnisasi
dan simplikasi secara vertikal dan horizontal

E
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Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli,
Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan,
dalam memimpin dan mengoordinasikan bawahannya

wajib memberikan bimbingan/petunjuk dan
mengendalikan serta mengawasi pelaksanas ¢ 1gas
bawahannya.

Sekretaris Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan
tugas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan, kepada
Wali Kota.

Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan,
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan
ketentuan yang ditetapkan, kepada Wali Kota melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal 484

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi
pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan
apabiia terjadi penyimpangan agar mengambil lan gkah-
langkah yang diperlukan sesuai dengan ke ntuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab
memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-
masing, memberikan bimbingan, pedoman serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib .nengikuti
petunjuk dan bertanggungjawab kepadn atasarnya
masing-masing serta menyampaikan lanoren  Tasil
pelaksanaan tugasnya secara berkala ma UPLIT Sevanty-
waktu,

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan sstuan
organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan
dalam  rangka memberikan petunjuk  kenada
bawahannya.

Menyampaikan laporan ‘masing-masing kepada at:.san,
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepaca unit
organisasi lain yang secara fungsionial mempunvai
hubungan kerja.
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BAB VIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 485

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah
Daerah dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fun gsional
sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan Lk te.aruan
peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Pasal 486

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
Pasal 485, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional
sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkutannya
sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-
undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunva: fugas
melakukan kegiatan sesuai dengan bidang rcnaga
fungsional masin g-masing berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan
kebutuhan yang didasari atas analisa jabatan dan beban
kerja.

Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatazn Fuiiesional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diatiir lebili ianjut
dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur
Jabatan fungsional masing-masing.

Pasal 487

Kelompok Jabatan Fungsional mempunvai tugas
memberikan palayanan fungsional dalam pelak=anaan
tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratam: sesuai
dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayau (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja
secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk
mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2} miniraal
terdiri atas: '

a. Ketua Tim; dan

b. Anggota

Ketua Tim sebagaimana dimaksud pade avat (3) huruf a
berasal dari pejabat fungsional. .
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(5) Jika tidak terdapat pejabat fungsional, K>tua Tim capat
berasal dari pejabat administrator, pengawas  dan
pelaksana yang dicugaskan oleh pimpinan unit organisasi
dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai
dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

(6) Ketua Tim dan Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan oleh masing-masing Kepala Perangkat
Daerah.

(7} Ketua Tim melaksanakan mekanisme loordinasi dan
pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidanz tuga. VAL

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tu gas dan
penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
BAB IX
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELON = AS]
Pasal 488

(1) Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli,
Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan,
Kepala Bagian, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Sul: Bidang, Kepala Seksi serta kelompok
jabatan fungsional tertentu diangksat dan diberkentikan
oleh Wali Kota berdasarkan ketentuan n.-raturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah,
Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Sekretaris DPRD,
Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian,
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala
Sub Bidang, Kepala Seksi serta kelompok jabatan
fungsional ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 489

(1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan pimpina: tinggi
pratama setara dengan eselon Ila.

(2) Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli,
Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan,
merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama setara
dengan eselon II b.

(3) Kepala Bagian, Sekretaris  merupakan  jabatan
administrator setara dengan eselon IIi a.
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(4) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator setara
dengan eselon IlIb;

(5) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi
serta kelompok jabatan fungsional merupakan jabatan
pengawas setara dengan eselon IV a.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 490

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali
Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota
Bengkulu Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu
Tahun 2023 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 491

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 3 Jwni 2025

WALI KOTA BENGKULU,

DEDY WAHYUDI
Bengkulu

pada tanggal 3 Jumi 2025

Pj. SEKRETARIS

TONY ELFIAN

DAERAH KOTA BENGKULU,

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR &§...... /
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LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA BENGKULU

NOMOR 38
TENTANG

TAHUN 2025

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BENGKULU.

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KOTA BENGKULU
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Wali Kota Bengkulu

(||
Sekretaris Daerah

STAF AHLI WALI EOTA

1. BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIE
2. BIDANG KEMASYARAEATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
3. BIDANG PEMBANGUNAN, EKONOMI DAN KEUANGAN

KELOMPOK JABATAN ASISTEN PEMERINTAHAN ASISTEN PEREKONOMIAN ABISTEN ADMINISTRAS]
FUNGSIONAL DAN EESEJAHTERAAR DAN PEMBANGUNAN UMUM
RAKYAT

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN PROTOKOL

PEMERINTAHAN BAGIAN HUEUM HESEJAHTE- PEREKONOMIAN ADMINISTRASI PENGADAAN UMUM ORGARNISASI DAN KOMUNIKAS!

RAAN RAKYAT DAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN BARANG DAN PIMPINAN
ALAM JASA
1 1 1 ! T T T T Y

l._..__l I.__...‘ |...._...l a____1 l........l L-—-ﬁ |._____' l..._._.l l.____l

1 ] 1 | 1 i I — : :

: ; 1 i ; ! A ; ! Tim Kerja ! ; ! Fim Kerja 1 Tim Kerja Tata || im Kerja .

Tim Kea Tim Kerja ¢ Tim Kena 1 Pembinaan Badan ]! Tim Kerja ! Pengalolaan  |! Usaha ! Kelembagaan |' Sub Bagian ]!
Administrasi |y Perundang- | Kesejahteraan |y Usaha Mili Daerah P Evaluasi dan 4 H i B dan Anai M Protokol 1
Pemerintahan | Undangan | Sosial ' bnidiiriatalll H Pelaporan ' Pengadaan F| Pimpinan, Staf [ nAnaks 1, rotoko )

i i i i ' ) IBarano dan Jasa |, Ahli dan . Jabatan I i
- o o ] [TITTITTIT T} o I ! Illlll: ) LTI llllll: :
! 1 1 1 1
I 1 | 1 1 1 1 : |
- N ] f : 1 N 1 1 . . 1 Tim Kerja ] ] A Tim Keria

Tim Kerja . Tim Kerja i Tim Kerja | ) . . Tim Kerja 1 pemaiian b . . i [Tim Kera Kinesja |, ia |,
Administasi | Bantuan | | Kesejahteraan §i |TMKeaSumber I 1 pengendaian | tmanan. [ ;;'L‘aﬁe"‘a?‘ ;| dan Reformasi L4 Dokumentasi |
Kewilayahan [ Hukum I Masyarakat  { ¥ h Program I [Pengadaan Secara [ 9 1 Birokrasi ! Pimpinan |

Y | - 1 1
1 ] 1 1 oo ' I
ITITT I [TITTT] o L1 1] Illlll: LTI} Il[lll: LLLLLLL Illlll:
v 1 1
1 | 1 1 1 1 ] 1 1
; 1 | 1 1 . . 1 Tifm Keri | Keri 1 Tim Kerja 1 . ) 1
Tim Keda |, TmKeja | TimKeja {1 Tim K I TimKefja [ Ao [ TimKeja |, Pamena | TimKerja |
Kam”:n%i:?a F Dokumentasi | Bina Mental Peré":ong"rﬁan B Penyusunan | vl h Ta':;g‘:gan s patiedan P Komunikasi B
R s engadasn TR
Daerah dan Informas dan Sprtual Program Barang dan Jasa Perlenakapa Tata Laksana Pimpinan
) I I | I I | I I | I I LI TTT | I . LI L L 1] I I |




-325-

B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kelompok Jabatan Fungsional

) Bagian Persidangan dan Bagian Fasilitasi Penganggaran
Bagian Umum dan Keuangan Perundang-Undangan dan Pengawasan
) I 1
| 1 1
= —m - e 2 Ty !
Sub Bagian Tata Usaha Tim Kerja Kajian . Tim Kerja Fasilitasi

Perundang-Undangan Penganggaran

dan Kepegawaian

| i 1 ] I !

| ! L 1 | ] { ] 4 . 1 |

—— o ETE R

it TN
|
|

i
1
]
- 3
Tim Kerja Rumah Tangga ro-
|
|
i

Tim Keria Program dan Tim Kerja Persidannan, Tim Kerja Fasilitasi

e e
1

Keuangan ! ' Risalah Pangawasan
T T ' T T S Ay A A — —
.} Tim Kerja Humas, Protoke! . Tim Kerja Sama dan
dan Publikasi Aspirasi

I | ] 1 ) I T ] 1 ] I
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C. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI {NSPEKTORAT DAERAH

INSPEKTUR

Sekretariat

Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Bagian Administrasi
Umum dan Keuangan

Tim Kerja Evaluasi dan
Pelaporan

Tim Kerja Penyusunan
Program

Inspektur Pembantu |

(I

Inspektur Pembantu Il

Inspektur Pembantu !l

Inspektur Pembantu Khusus
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D. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

|

Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat

[

—— A e e e wm = ——
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E. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
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[ Sekretariat
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dan Kepegawaian dan Evaluasi Keuangan dan Aset
| | | | | I L1 i | | |

Y

l I | | I | |

Bidang Tanaman

Bidang Ketersediaan Bidang Konsumsi dan

Bidang Prasarana,

Tim Kerja Kerawanan

Tim Kerja Keamanan

Tim Kerja Pengolahan

1

Tim Kerja Pembayaran
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

Kelompok Jabatan Fungsional
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Sekretariat
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Sub Bagian Umum Sub Bagian Tim Kerja Perencz_maan
dan Kepegawaian Keuangan dan Evaluasi
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G. BAGAN STRUKTUR CRGANISAS! DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

| Sekretariat
Kelompok Jabatan Fungsional I ’ | LT —— 1
Sub Bagian Umum Sub Bagian Tim Kerja Data dan
dan Kepegawaian Penyusunan Program Informasi
dan Keuangan —TT

| " | | " n

_ _ Bidang Pengelolaan Sampah Bidang Pengendalian Bidang Penataan dan
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H. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
' PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
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- - Masyarakat r Tim Kerja Perlindungan Anak Penggerakan . Tun Kerja Jaminan Ber- K3 _
L |
: T T T T L S S S S — T T T !  —  — —
1
) . :
1 . . I . . . . )
1 Tim Kerja Pengarustamaan L Tim Kerja Pelembagaan dan Tim Kerja Penyuluhan dan U i lemvin Pamp i
m Gender : Pemenuhan Anak-Anak Perdayagunaan PLKB dan Kader B Him Keija Pembinaan Kesertaan Ber-KB
1
! A S I N S ! A AN S M. T T T T | — T
: | ’
1 ! i
I 1 1
IR [

tim Kerja Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga

T

| 1 | L i ;

i 1= T ] N

o

1 ] ] ] i ]

I ! ! ] | j

i

Unit Pelaksana Teknis Dinas

N PO SO |



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL

-332-

DINAS SOSIAL

Kelompok Jabatan Fungsional

d

Sekretariat

Sub Bagian Tata
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Tim Kerja Penyusunan
Program dan Keuangan
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Kapasitas

Tim Kerja Identifikasi dan Penguatan
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J. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA

DINAS PARIWISATA

1
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K. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
]
A Sekretariat
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F
%”b Bagian Umum Tim Kerja Penyusunan
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L. BAGAN STRUKTUR GRGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
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M. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERAS] DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
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Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat

Bidang Kelembagaan dan
Pergawasan

Bidang Pemberdayaan dan
Pengembangan Koperasi
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N. BAGAN STRUKTUR ORGANISAS! DINAS PERHUBUNGAN

DINAS PERHUBUNGAN

Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat

Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan

Sub Bagian Kepegawaian dan
Umum

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
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0. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Sekretariat
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P. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN

DINAS PERIKANAN
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Q. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN

DINAS KESEHATAN
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Kepegawaian dan
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R. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kelompok Jabatan Fungsional
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Sekretariat
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Perencanaan, Data Sub Bagian
dan Informasi Publik Ketatausahaan
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S. BAGAN STRUKTUR ORGANISAS! DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

1

[ Sekretariat
Kelompok Jabatan Fungsional { L |
Sub iagian Um_um dan Sub Bagian Perencanaan dan
epegawaian Keuangan
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T. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
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U. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
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V. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
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W. BAGAN STRUKTUR ORGANISAS] DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
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X. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETENAGAKERJAAN
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Y. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
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Z. BAGAN STRUKTUR ORGANISAS| BADAN PENDAPATAN DAERAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH
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AA. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
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BB. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
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CC. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
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DD.BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
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